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Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang
pengetahuan saya, didalam naskah DISERTASI dengan judul:
-HUBUNGAN KEMITRAAN EKONOMI BERBAGI PADA TRANSPORTASI
BERBASIS DARING Dl INDONESIA (PerspeKif Pengemudi roda dua)
Tidak terdapat karya ilmiah yang pemah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak
terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI
ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR)
dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-
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Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Magfirah dan 
Hidayah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan perjalanan panjang proses 
penelitian dan penulisan disertasi dengan judul “Hubungan Kemitraan Ekonomi 
Berbagi pada Transportasi Berbasis Daring di Indonesia (perspektif pengemudi 
roda dua)”, pada program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya,  
Disertasi ini dilatarbelakangi atas fenomena-fenomena yang terjadi pada 
transportasi berbasis daring yang lagi trend saat ini.  Hubungan kemitraan antara 
pengemudi dengan perusahaan aplikasi tidaklah seindah dalam konsep 
kemitraan yang sebenarnya. Hubungan yang tidak seimbang antara mitra 
pengemudi dengan perusahaan aplikasi menyebabkan hubungan kemitraan 
yang semu. Berdasakan kajian literature sebelumnya maka kajian ini 
menggunakan pokok-pokok bahasan yang meliputi yaitu informasi asymetris 
yang terjadi pada mitra pengemudi terhadap hubungan kemitraan dan biaya 
transaksi pada mitra pengemudi terhadap hubungan kemitraan transportasi 
berbasis daring. Pendekatan metode campuran (mix method) digunakan dalam 
kajian ini untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih valid, reliable, obyekif dan 
komprehensif terkait dengan hubungan kemitraan pada transportasi berbasis 
daring di Indonesia khususnya di Kota Malang. 
Diharapkan penelitian ini mampu memberikan model hubungan kemitraan 
yang lebih seimbang bagi mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi untuk 
dimasa yang akan datang.  Sangat disadari bahwa disertasi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, 
walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih 
dirasakan banyak kekurangan. Oleh karena itu saran pendapat, dan kritikan yang 
membangun sangat penulis harapkan, agar tulisan ini bermanfaat untuk diri 
pribadi dan khalayak.  
 










Konsep model ekonomi berbagi pada Transportasi Berbasis Daring (TBD) 
menggunakan transaksi yang dilakukan secara peer to peer melalui koordinasi 
dari aplikasi yang terhubung dengan internet. Dalam konsep ini menjelaskan  
hubungan kemitraan untuk memamfaatkan kapasitas produksi yang tersimpan. 
Kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi transportasi 
daring tidaklah seperti yang dijelaskan didalam konsep tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh faktor 
informasi asimteris terhadap faktor biaya transaksi. Kemudian menguji dan 
menjelaskan pengaruh faktor informasi asimetris dan faktor Biaya transaksi  pada 
hubungan kemitraan transportasi berbasis daring.  Terakhir untuk mendesain 
model hubungan kemitraan yang seimbang antar mitra transportasi berbasis 
daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan metode 
kuantitatif dan metode kualitatif. Desain penelitian  menggunakan metode survai 
dengan pengambilan sampel dengan cara klaster (cluster incidental sampling)  
melalui kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden. Unit analisis 
adalah para pengemudi ojek daring yang tergabung dalam perusahaan aplikasi 
Gojek dan Grab. Dengan sampel sebanyak 100 pengemudi ojek daring di kota 
Malang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Partial Least Square 
(PLS) Structural Equation Modeling (SEM)  atau  disingkat PLS-SEM  dan 
metode kualitatif. 
Temuan penting adalah adanya pengaruh signifikan positif factor informasi 
asimetris terhadap faktror biaya transaksi. Hal ini menandakan semakin tinggi 
informasi asimetris yang terjadi maka semakin tinggi biaya transaksi yang dialami 
oleh para mitra pengemudi. Pengemudi mengeluarkan sejumlah biaya untuk 
mendapatkan informasi jika terjadi sangsi dari perusahaan. Begitu juga sistem 
informasi dalam mendapatkan orderan menyebabkan biaya transaksi pengemudi 
menjadi lebih tinggi karena bekerja dengan waktu yang lebih lama. Temuan 
berikutnya adalah  faktor biaya transaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
hubungan kemitraan. Hal ini karena para pengemudi secara umum mengalami 
pendapatan yang meningkat ketika bergabung dengan perusahaan aplikasi dari 
pekerjaan sebelumnya. Temuan selanjutnya adanya pengaruh signifikan faktor 
informasi asimetris terhadap hubungan kemitraan. Semakin meningkat informasi 
asimetis yang terjadi maka akan semakin meningkat juga persepsi negatif 
hubungan kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Informasi 
asimetris yang terjadi terkait informasi transaksi, informasi  insentif dan  informasi  
sangsi. Implikasinya Hubungan kemitraan pada transportasi daring merupakan 
kemitraan yang semu dan tidak memiliki kontrak yang lengkap sehingga mitra 
pengemudi tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi dengan kebijakan yang di 
tetapkan perusahaan. Model kemitraan yang ditawarkan adalah dengan 
menggunakan konsep triparit pada hubungan kemitraan. Mitra pengemudi 
diwakili oleh lembaga asosiasi pegemudi yang dibentuk secara professional, 
legal dan membantu mitra pengemudi dalam bernegosiasi kontrak dan 
permasalahan yang terjadi.  Pemerintah sebagai mediator dan fasilitator untuk 
menyelesaikan permasalahan antara perusahaan aplikasi dengan lembaga 
asosiasi mitra pengemudi. Pemerintah sebagai pembuat regulasi yang 
mengakomidiri semua pihak dan mengawasi jalannya kemitraan transportasi 
daring.  






Sharing economy model in Online-Based Transportation uses peer-to-peer 
transaction through coordination using applications connected to the internet. 
This concept highlights partnerships aimed at utilizing potential production 
capacity. Unfortunately, the relationship between application companies and 
online transportation driver in the said concept is not even close to what it should 
be.  
The objective of this study is to assess and explain the effect of information 
asymmetry on transaction cost and to assess and explain the effect of 
information asymmetry and transaction cost on online-based transportation 
partnership. This positivistic research uses both quantitative and qualitative 
methods. The data was gathered by conducting surveys and in-depth interviews 
with 100 respondents selected through cluster incidental sampling, which was 
then analyzed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling and 
qualitative method. The unit of analysis is online motorcycle taxi drivers 
partnering with Gojek and Grab in Malang.  
This study finds a significant and positive effect of information asymmetry 
on transaction cost, indicating that the higher the information asymmetry, the 
higher the cost paid by the drivers. They also have to pay some costs to obtain 
information should penalties were imposed to them by the application company. 
In addition, the information system used in the applications for drivers to take 
orders creates higher transaction cost for longer working time. This study also 
finds that transaction cost does not significantly influence the partnership as the 
drivers earn more money after joining the partnership. Information asymmetry 
also significantly affects the partnership in that the higher the asymmetry, the 
more negative the perception concerning the partnership between the drivers and 
the application companies. The asymmetry can be found in information about the 
transactions, rewards, and penalties. The findings above imply that partnership in 
online transportation is vague and contractually incomplete, impairing drivers 
from negotiating policies taken by the application companies. This study suggests 
the creation of a tripartite model, in which drivers are represented by an 
association who work professionally and established legally to help drivers 
negotiate terms applicable to them, government mediates and facilitates 
application companies and the association in solving problems that may occur as 
well as accommodates all parties to monitor the operation of the online 
transportation partnership. Keywords: partnership, online-based transportation, 
information asymmetry 
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1.1 Latar belakang 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat dewasa ini memberikan 
perubahan dalam berbagai dimensi dan prilaku di masyarakat, baik perubahan 
dalam memproduksi dan menawarkan produk maupun dari segi konsumsi oleh 
pelaku-pelaku dalam ekonomi. Efek perubahan dan pergeseran yang sangat 
cepat ini di kenal dengan istilah Disruption, yang tidak bisa di halangi maupun di 
hindari.  Krisis–krisis ekonomi yang terjadi dalam dasawarsa ini menyebabkan 
penurunan kepercayaan konsumen dalam usaha konvensional sehingga 
konsumen lebih menginginkan model ekonomi peer to peer yang berdasarkan 
kebutuhan konsumen (Dervojeda et al., 2013). 
Fenomena ekonomi yang sangat bergantung pada platform digital adalah 
ekonomi berbagi (sharing economy) atau ekonomi berdasarkan permintaan 
(economy on demand)  atau  disebut juga dengan ekonomi gig  (gig economy) 
(Hamari et al., 2015). Ekonomi berbagi adalah istilah yang menggambarkan 
digital platform yang menghubungkan konsumen untuk mendapatkan layanan 
atau komoditas melalui penggunaan aplikasi mobile atau situs web (Cockyane, 
2016).  Ekonomi berbagi adalah pola prilaku konsumsi yang didasari dalam 
mengakses dan menggunakan kembali produk untuk memamfaatkan kapasitas 
produksi yang tersimpan (Kathan et al., 2016).  Sedangkan menurut  Mair dan 
Reischauer (2017) ekonomi berbagi  sebagai  pasar daring (web) dimana individu 
menggunakan berbagai bentuk kompensasi untuk bertransaksi, redistribusi dan 
akses ke sumber daya, yang dimediasi oleh platform digital yang dioperasikan 





Munculnya fenomena ekonomi yang berbasis platform digital menggambarkan 
pasar yang fokus pada teknologi digital. Hal ini biasanya melibatkan perdagangan 
barang, informasi atau jasa melalui perdagangan elektronik. 
Pengeroperasionalnya secara berlapis, dengan segmen yang terpisah antara 
transportasi data dan aplikasi. Transportasi data yang dianggap monopoli alami, 
sementara aplikasi diasumsikan segmen yang sangat kompetitif. Ekonomi digital 
adalah sektor penting, mendorong pertumbuhan yang sangat besar. Selain itu, 
dampak dari ekonomi digital melampaui informasi barang dan jasa ke area lain 
dari perekonomian serta gaya hidup yang lebih umum dan kekinian. 
Perkembangan perangkat mobile smart phone, khususnya, telah sangat masif 
dan  memperluas jangkauan internet di masyarakat.  
Didalam ekonomi berbagi banyak terjadinya perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam operasional perusahaan kearah yang lebih efesien dan efektif. 
Begitu juga halnya dalam penggunaan tenaga kerja. Banyak perusahaan 
mengambil tenaga kerja sebagai mitra yang independen dan bekerja secara 
fleksibel  dengan kontrak sementara. Hal ini disebut dengan istilah Ekonomi Gig  
(Gig Economy).  Menurut Alton (2018) istilah Ekonomi Gig tercipta ketika terjadi 
resesi dunia tahun 2008 dimana para pekerja mencari kerja tambahan 
(sampingan) untuk mendapatkan nafkah tambahan dengan waktu yang fleksibel 
dan sesuai dengan keinginan mereka. Disisi lain perusahaan tidak 
bertanggungjawab memenuhi kewajiban terhadap pekerja yang hanya dikontrak 
untuk waktu  dan pekerjaan tertentu saja.  
Dari perspektif pekerja, ekonomi gig  memberi  kebebasan bagi pekerja untuk 
memilih, di mana dan kapan mereka ingin bekerja. Fleksibilitas semacam itu 
memungkinkan mereka untuk memilih pekerjaan yang berkaitan dengan proyek 
yang mereka sukai, mengatur pekerjaan di sekitar kehidupan mereka, sesuai 





waktu liburan yang paling cocok untuk mereka. Selain itu, pekerja dapat 
memanfaatkan kesempatan untuk mencoba beberapa jenis pekerjaan yang 
berbeda pada saat yang sama. Ini membuka jalan untuk eksplorasi karir, 
sehubungan dengan pekerja berpengalaman dan tidak berpengalaman, untuk 
memuaskan minat. Sedangkan disisi kelemahan dari ekonomi gig dari sisi 
pekerja adalah munculnya stress bagi pekerja yang pola hidupnya sudah 
bergantung dengan gaji dan pendapatan tetap. Hal ini disebabkan dalam 
ekonomi gig ketidakkonsistenan pendapatan yang memuaskan bagi pekerja. Hal 
ini menyebabkan pekerja menjadi rentan dalam pendapatan (Mulcahy, 2017).   
Sebuah studi meramalkan bahwa pada tahun 2020, tren peningkatan  40 
persen pekerja di Amerika serikat akan menjadi kontraktor independen, dimana 
pekerja terlibat dalam pekerjaan sampingan berbayar yang tidak mengikat (Best, 
2017). Sedangkan perkembangan Ekonomi gig di Indonesia sudah 
berkembang, namun kebanyakan saat ini hanya berpusat pada industri 
transportasi daring, ataupun pekerja dengan skill atau keahlian tertentu.  
Konsep model ekonomi pada Transportasi Berbasis Daring (TBD) 
menggunakan transaksi yang dilakukan secara peer to peer melalui koordinasi 
dari aplikasi yang terhubung dengan internet.  Pengenaan tarif dilakukan pada 
jarak tempuh yang di tarik pada peta digital didalam aplikasi sedangkan tingkat 
kemacetan tidak dihitung. Dari sisi kemudahaan aplikasi, pengguna dapat 
memberitahu lokasi penjemputan, kendaraan dan orang yang akan menjemput 
akan tertera pada smartphone pengguna dan bisa dilacak selama 24 jam. Begitu 
juga pengguna dapat menilai pengendara dengan ranking tingkat kepuasan 
selama perjalanan. Dari aspek cara pembayaran perusahaan aplikasi sudah 
menerapkan transaksi non-tunai  dengan menggunakan uang virtual yang di 





tidak perlu lagi menunggu uang kembalian dari pengemudi seperti yang terjadi 
pada transportasi konvensional, sehingga lebih memudahkan konsumen. 
Munculnya platform berbasis teknologi informasi seperti transportasi berbasis 
daring memberikan perubahan dalam pola produksi perusahaan dimana 
teknologi informasi menjadi faktor utama yang sangat penting. Perubahan 
digitalisasi dalam memberikan layanan produk  menyebabkan pergeseran pola 
hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan. Pengemudi layanan 
transportasi berbasis daring diklasifikasikan sebagai kontraktor mandiri atau mitra 
kerja, bukan karyawan. Pola kemitraan yang dibangun antara pengemudi dan 
perusahaan menyebabkan pengemudi sebagai pekerja yang fleksibel dan 
ketidakpastian dalam pendapatan yang diterimanya. Dalam ekonomi gig pekerja 
melakukan pekerjaan dalam rangka menciptakan penghasilan. Pekerja mengatur 
pekerjaannya  sendiri dalam serangkaian kontrak yang dipekerjakan perusahaan 
selama periode kerja. Dalam kasus ini pekerja hanya  dibayar sesuai dengan  
tugas/ pekerjaan yang sudah dilakukannya  tanpa ada penghasilan jaminan 
lainnya (Sargeant, 2017). Hal ini tentu memberikan implikasi bagi pengemudi 
untuk meningkat pendapatannya dengan bekerja lebih waktu untuk menutup 
penghasilannya pada jaminan kesehatan, perumahaan dan sebagainya. 
Hasil kajian Mas dan Pallais (2018) mendapati bahwa banyak pengemudi 
daring bergabung ke aplikasi Uber di Amerika Serikat dengan alasan adanya 
otonomi waktu kerja yang fleksibel dan dapat mempengaruhi peningkatan 
kesejahteraan mereka. Data menunjukkan bahwa pengemudi menggunakan 
keleluasaan selama berjam-jam untuk menyesuaikan  waktu kerja mereka dan 
lebih dari sepertiga pengemudi menyesuaikan jam yang mereka habiskan untuk 
login aplikasi Uber lebih dari 50 persen setiap minggu.  
Sejalan dengan hasil kajian diatas, kajian yang dilakukan Hall dan Krueger 





dengan platform sebagian besar karena fleksibilitas waktu yang ditawarkan, 
tingkat kompensasi, dan fakta bahwa penghasilan per jam tidak banyak berbeda 
dengan jam kerja yang memfasilitasi paruh waktu atau lainnya. Mitra pengemudi 
Uber lebih mirip dalam hal usia dan pendidikan mereka dengan tenaga kerja 
umum daripada pengemudi taksi dan sopir tradisional. Sebagian besar mitra 
pengemudi Uber memiliki pekerjaan penuh atau paruh waktu sebelum bergabung 
Uber, dan banyak yang melanjutkan posisi itu setelah mulai mengemudi dengan 
platform Uber, yang membuat fleksibilitas untuk mengatur jam mereka sendiri 
semakin berharga. Mitra pengemudi Uber berkeinginan untuk memperlancar 
fluktuasi pendapatan mereka sebagai alasan untuk bermitra dengan Uber 
Menurut  Wright et al. (2017) pekerjaan yang terkait dengan platform dalam 
transportasi daring seperti Uber dan Airbnb, pada  umumnya perusahaan tidak 
menganggap pekerja sebagai karyawan. Pekerja terlibat di platform ini biasanya 
tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan berlepas diri atas 
semua hak pekerja seperti; pensiun, sakit cuti, gaji, liburan, asuransi kesehatan 
dan keselamatan kerja yang berlaku pada sebagian besar karyawan. Secara 
keseluruhan  memperlihatkan pekerja di ekonomi gig masih relatif kecil dalam 
perekonomian. Dalam laporan McKinsey Global Institute (2016),  memperkirakan 
bahwa 20% dari tenaga kerja dewasa di Amerika Serikat dan Eropa terlibat 
dalam beberapa bentuk kerja mandiri (Manyika et al., 2016).  
Beberapa pandangan melihat kekuatiran perkembangan yang sangat cepat 
terhadap pekerja dalam ekonomi gig ini karena pekerja dan teknologi adalah 
kedua hal ini saling berlawanan (bertentangan). Hal ini akan berdampak pada 
sejumlah besar pekerjaan yang dilakukan manusia akan hilang. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan yang bersifat rutin menghadapi 
ancaman terbesar dari otomatisasi dan mesin. Jika ini terus berlangsung maka 





gig beberapa masalah muncul dimana, beberapa platform memungkinkan untuk 
menggunakan  tenaga kerja yang relatif tidak terampil  (seperti Uber, Taskrabbit, 
dan sebagainya). Namun demikian, ada juga yang memberikan keterampilan 
tinggi dan terspesialisasi pekerja dengan akses langsung ke pekerjaan tanpa 
mereka harus dihubungkan  dengan pengguna (Wright et al., 2017). 
Dengan perubahan yang sangat besar dalam hal penggunaan teknologi pada 
transportasi umum menyebabkan animo masyarakat terhadap praktek 
transportasi daring sangat tinggi di Indonesia.  Perusahaan transportasi daring 
seperti Gojek dan Grab telah hadir secara massif pada pasar transportasi 
Indonesia dengan mengkampanyekan sebagai perusahaan penghubung antar 
pengemudi dan penumpang. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari 
penggunaan smart phone di Indonesia mencapai 83.5 juta unit pengguna, 
terbesar ke empat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (Databoks, 
2018). Dengan jumlah konsumen yang besar ini Indonesia memiliki potensi yang 
cukup besar dalam penggunaan transportasi berbasis daring. Layanan yang 
dimiliki Go-Jek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya yang  
dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Go-Jek dan setiap bulannya, lebih dari 
100 juta transaksi terjadi di platform Go-Jek (Bohang, 2017). Sedangkan 
Perusahaan Grab memiliki 930.000 mitra pengemudi dan jumlah konsumen yang 
sudah mengunduh aplikasi ini 45 juta ponsel. Pertumbuhan jumlah mitra 
pengemudi Grab di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 
ke tahun jika dibandingkan dengan negara di Asia lainnya. Di tahun 2017 
petumbuhan mitra pengemudi di Indonesia sebesar 547%, hal ini lebih besar bila 
dibandingkan dengan Negara Singapura yang hanya berkisar 206%. Sedangkan 
di Negara Asal Grab berdiri yaitu Malaysia hanya memiliki pertumbuhan 176%. 





tiggi pertumbuhan pengemudi Grab di antara negara Asia Tenggara lainnya 
(Josina, 2017). 
Perkembangan pengguna transportasi umum roda dua berbasis daring ini 
juga menimbulkan permasalahan di Indonesia. Kajian yang  dilakukan oleh  Ah et 
al. (2017) dalam sebuah lembaga analisis dan rekomendasi kebijakan 
independent menemukan fakta bahwa mitra pengemudi ojek daring yang 
tergabung dengan perusahaan aplikasi  belum mendapatkan kerja layak. Status 
mitra pengemudi ojek daring masih pekerja informal walaupun dikatakan  
sebagai mitra. Walaupun pendapatan mitra pengemudi mengalami peningkatan 
akan tetapi tidak diimbangi dengan kemajuan hubungan kerja dan perlindungan 
dalam pekerjaan. Dilain pihak peningkatan yang sangat signifikan atas nilai aset 
perusahaan penyedia aplikasi ojek daring hingga puluhan trilun rupiah. 
Kesenjangan yang dihadapi oleh mitra pengemudi berimplikasi terhadap hak-hak 
status pengemudi yang tidak menganggap sebagai pekerja. Hal ini tentu 
menyebabkan perusahaan dengan bebas tidak memenuhi kewajiban untuk 
memenuhi upah minimum, jaminan social (kesehatan, pensiun, dan tunjangan 
hari raya keagaaman) dan uang lembur.  
Survey yang dilakukan oleh Ah et al. (2017) juga mendapati bahwa adanya 
jam kerja yang tidak wajar.  Hal ini bisa dilihat dari waktu kerja yang melewati 
batas normal untuk mengejar bonus dari target poin yang ditentukan perusahaan.  
Kemudian adanya pendapatan tidak sebaik yang diberitakan.  Jika dilihat dan 
dianalisis lebih dalam, walaupun mitra pengemudi ojek daring mengalami 
peningkatan  kesejahteraan dengan adanya peningkatan pendapatan akan tetapi 
bila dikonversi ke pendapatan bersih ternyata  tidak signifikan jika dibandingkan 
dengan pengorbanan jam kerja pengemudi ojek daring, biaya operasional dan 
perawatan kendaraan. Berikutnya adalah lemahnya perlindungan kerja.  





maka sepeda motor tidak termasuk dalam kategori transportasi umum. 
Berikutnya adanya  kesenjangan hubungan kerja. Kesenjangan relasi yang 
terjadi cukup tinggi antara pemilik penyedia aplikasi dengan pengemudi ojek 
daring atau disebut oleh pemilik penyedia aplikasi sebagai mitra, bukan pekerja.  
Berikutnya tidak adanya  jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan ala 
BPJS. Pengemudi ojek daring hampir sebagian tidak memiliki jaminan sosial 
apapun.  Pengemudi ojek daring hanya mendapatkan asuransi kecelakaan ketika 
mereka sedang membawa konsumen/penumpang atau ketika menjemput 
orderan. Sedangkan ketika berkendara sendiri, mereka tidak mendapatkan 
asuransi kecelakaan. 
Dalam sistem penilaian peringkat yang dilakukan konsumen kepada 
pengemudi, menyebabkan konsumen bertindak sebagai manajer atas 
pengemudi, yang secara langsung akan berdampak pada kinerja  pengemudi. 
Penilaian yang dilakukan oleh konsumen ini sangat berpengaruh dalam 
pemberian bonus pencapaian target yang ditentukan oleh perusahaan. Sistem 
seperti  ini menghasilkan pola yang  menurut pendapat Nastiti (2017) disebut 
“gamification of work” yaitu kerja atau target kerja yang dibuat seperti permainan. 
Perusahaan aplikasi membuat target  pencapaian bonus yang dapat memberikan 
tambahan penghasilan sehingga mendorong pengemudi untuk bekerja lebih 
waktu dan  lama dari biasanya. Pengemudi dalam bekerja bukan saja 
memberikan tumpangan secara sederhana akan tetapi pengemudi juga arus bisa 
mampu mengkalkulasi poin, bonus, persentase performa, dan rating agar 
mendapatkan upah yang diharapkan. 
Dalam kajian yang dilakukan Nastiti (2017), dengan pendekatan kualitatif 
analisis testimony dan wawancara yang mendapam terhadap pengemudi daring  
dikota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Makasar. Hasil 





pengemudi daring mengalami hubungan eksploitatif. Pengemudi daring yang 
seharusnya diperlakukan sebagai mitra malah diperlakukan seperti buruh 
informal dengan tanpa perlindungan kerja atau pun kalo ada hanya minim sama 
sekali.  Retorika teknologi yang digunakan perusahaan aplikasi mampu dan 
berhasil mendikte pengemudi daring dan menciptakan ilusi hubungan yang 
setara. Sistem yang diciptakan perusahaan aplikasi ini menghasilkan 
ketimpangan akses dan kuasa yang membuat perusahaan mampu memaksa 
pengemudi daring untuk bekerja keras dan lebih waktu. Pada saat yang sama, 
perusahaan aplikasi menghilangkan hak-hak pengemudi sebagai pekerja dan 
membebankan biaya dan risiko kepada pengemudi daring. 
Dampak dari ketidakseimbangan hubungan ini  pengemudi yang merasa 
tereksploitasi dan tidak jarang melakukan tindakan unjuk rasa. Banyak 
pemberitaan yang terjadi di Indonesia dimana pengemudi meminta keadilan 
kepada perusahaan penyedia aplikasi. Salah satunya yang terjadi bulan agustus 
2018 di kota Batam. Mitra pengemudi pada perusahaan Gojek melakukan unjuk 
rasa di depan kantor perwakilan Gojek di kota Batam menuntut kejelasan dari 
pihak Gojek terkait penurunan tarif, penangguhan bonus yang semestinya 
didapat mitra pengemudi. Mereka mempertanyakan perubahan kebijakan dalam 
menaikkan poin secara sepihak tanpa koordinasi dan pemberitahuan 
sebelumnya, begitu juga dengan beberapa mitra Gojek yang dikeluarkan secara 
sepihak tanpa keterangan yang jelas. Begitu juga kejadian yang terjadi di daerah 
Jakarta, para mitra pengemudi ojek daring yaitu Gojek dan Grab melakukan aksi 
unjuk rasa didepan gedung DPR/MPR RI untuk meminta kenaikan tarif yang 
dianggap sudah tidak revelan dengan kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tarif 
yang di minta adalah Rp. 3000 perkilometer, sehubungan dengan itu manajemen 
Go-Jek dan Grab belum bisa memastikan tuntutan tersebut apakah diakomidir 





Cockayne (2016) dalam kajiannya menemukan ada hubungan ambivalensi 
dan ambiguitas dalam karakter sosial ekonomi pada platform perusahaan 
aplikasi. Perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi beranggapan hanyalah 
sebagai transit sumber daya yang ada aset dan pasar tenaga kerja, dan 
mengklaim perbedaan dari pasar-pasar saat ini, padahal platform dan retorika 
berbagi yang mereka terapkan sebagai bagian dari ekonomi kapitalis. Dalam 
kesimpulannya mengatakan, adanya upaya untuk memperlakukan tenaga kerja 
sebagai komoditas murah yang tersedia di mana-mana, terhubung berbagi 
dengan praktik ekonomi yang dibentuk melalui suatu yang khusus. 
Kemampuan perusahaan aplikasi sebagai pemilik sumber daya terbesar 
menyebabkan ketimpangan dalam hubungan kerja. Perusahaan sebagai pemilik 
sistem dapat melakukan  aturan yang berubah-ubah. Posisi pengemudi daring  
sebagai mitra perusahaan aplikasi dianggap yang sangat lemah. Hal ini karena 
pengemudi daring secara sukarela mengikatkan diri dengan protokol-protokol 
tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi yang lebih banyak merugikan 
pengemudi daring. Sehingga dengan keterpaksaan pengemudi menerima 
konsekwensi yang ada atau meninggalkan kemitraan. Pilihan yang sulit ini 
menyebabkan pegemudi merasa tereksploitasi. 
Dampak platform yang menyediakan organisasi dan akses individu tenaga 
kerja yang berketerampilan rendah berdasarkan permintaan sangat bepotensi 
untuk dieksploitasi. Hal ini dikarenakan mereka yang berketerampilan rendah 
sangat bergantung pada platform sehingga daya tawar menjadi sangat rendah. 
Sprague (2015) berpendapat pihak pekerja independen dalam platform tidak 
benar-benar independen dan sangat bergantung kepada platform dan sebaliknya 
sebenarnya perusahaan platform juga sangat bergantung kepada pekerja 
independen. Selain itu, Fleksibilitas dalam kebutuhan tenaga kerja 





dengan cepat, dan dengan biaya minimal. Bukan hanya tentang menjaga beban 
gaji rendah, tapi juga usaha perusahaan untuk mengurangi tingkat risiko 
ekonomi, disisi lain porsi risiko yang dihadapi pekerja cenderung meningkat. 
Perusahaan Aplikasi secara idealnya sebagai mitra yang bertugas 
memoderasi supply dan demand, antara pengemudi dan penumpang akan tetapi  
mengambil kewenangan penentuan tarif dan produksi harga. Harga yang muncul 
didalam aplikasi seharusnya merupakan titik keseimbangan dimana pertemuan 
antara permintaan dengan penawaran, disisi permintaan dari konsumen 
sedangkan disisi penawaran dari pengemudi daring. Pengemudi daring  memiliki 
hak untuk memasukkan semua biaya-biaya (overhead) yang dikeluarkan dalam 
operasional. Misalnya bensin, asuransi, perawatan kendaraan, biaya komunikasi, 
dan sebagainya.  Pada kenyataannya harga ditentukan sepihak oleh perusahaan  
dan cenderung berubah-berubah kearah harga yang lebih murah. Hal ini karena 
perusahaan yang menguasai informasi dan layanan didalam aplikasi  membuat 
pengemudi tidak memiliki banyak pilihan dalam  kendali atas layanan tersebut. 
Kajian yang dilakukan  Brishen (2015) yang  berfokus pada hubungan antara 
peraturan ketenagakerjaan dan keadilan distributif dan pengaruh teknologi 
informasi pada dunia kerja dimana upah yang rendah pada platform baru seperti 
Uber dan Airbnb. Hasil kajian  menunjukkan bahwa dampak Uber jangka panjang 
pada standar tenaga kerja cukup memberikan implikasi suram untuk masa depan 
kerja-upah rendah lebih umum. Dia menilai efek Uber pada keselamatan, privasi, 
diskriminasi, dan standar tenaga kerja akan menimbulkan permasalahan 
sehingga para pembuat hukum mungkin perlu beradaptasi untuk membuat 
regulasi yang seimbang. 
Sejalan dengan kajian diatas studi empiris yang dilakukan Rosenblat dan 
Stark (2016) dengan metode kualitatif dan wawancara terstuktur terhadap 





Temuan dari kajian ini diantaranya; Uber meningkatkan kontrol tidak langsung 
yang signifikan terhadap pengemudi dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini 
disebabkan Informasi yang terbatas yang dihasilkan oleh aplikasi Uber 
menyebabkan pengemudi tidak memiliki daya tawar justru perusahaan yang 
memiliki kontrol yang besar terhadap pengemudi dan pekerjaannya. Kajian ini 
juga menemukan bahwa tenaga kerja dalam transportasi berbasis daring 
bukanlah pekerja fleksibel seperti yang ada dalam ekonomi gig justru sebaliknya. 
Ketidakmampuan pengemudi untuk mendapatkan informasi yang utuh dari 
perusahaan aplikasi akibat sangat sulit dan mahalnya informasi tersebut. Hal ini 
ditambah lagi dengan kontrak yang tidak seimbang dan tidak adanya negosiasi 
dari kontrak tersebut.  
Munculnya perusahaan-perusahaan aplikasi dalam wadah yang diistilahkan 
dengan ekonomi berbagi tidak terlepas dari efisiensi dan efektifitas biaya yang 
dihasilkan. Menurut Anders dan Iwona (2016) penciptaan pasar ekonomi berbagi 
akibat penurunan biaya transaksi difasilitasi oleh platform berbasis Internet. 
Platform ini yang memberikan kemudahan dan pengurangan drastis dalam biaya 
transaksi antara pengguna dan penyedia yang menciptakan pasar baru, dimana 
sebelumnya mungkin sangat terbatas. Oleh karena itu Henten menyimpulkan 
bahwa teori biaya transaksi (transaction cost theory) adalah alat teoritis utama 
untuk memahami ekonomi berbagi.  
Williamson (1993) mengembangkan kerangka untuk memahami biaya 
transaksi termasuk konsep rasionalitas terbatas, ketidakpastian, oportunisme, 
dan frekuensi transaksi. Hal ini adalah faktor-faktor yang membuat biaya 
transaksi dalam perekonomian. Jika melihat masalah dari sudut pandang alasan 
di balik biaya transaksi dan proses transaksi, ketidakpastian, rasionalitas 
terbatas, dan oportunisme sangat mungkin memiliki peran utama. sehingga 





layanan yang diberikan karena lebih rendah dari tingkat standardisasi. Fakta 
bahwa ada ketidakpastian di pasar dan bahwa semua agen ekonomi telah 
dibatasi rasionalitas dan perusahan bertindak oportunis (Anders & Iwona, 2016).  
Kajian Akbar dan Tracogna (2018) dengan pendekatan kualitatif menemukan  
variabel utama dari teori biaya transaksi mengacu pada sifat dan fitur transaksi 
ekonomi: frekuensi, ketidakpastian dan spesifikasi aset. Pertama, 'frekuensi 
transaksi' mengacu pada jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu di 
antara pihak yang sama atau memiliki objek yang sama (yaitu aset bersama yang 
sama dalam platform berbagi). Kedua, ketidakpastian mitra berkaitan dengan 
rentang waktu transaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi luasnya kontinjensi 
di masa depan yang memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang 
menimbulkan  perselisihan dalam tata kelola transaksi ex-post. Ketiga, spesifikasi 
aset  adalah tingkat dimana investasi spesifik yang tahan lama diperlukan untuk 
memaksimalkan nilai transaksi. Spesifik asset ketika mereka memiliki nilai dalam 
konteks transaksi tetapi nilai yang relatif kecil di luar transaksi. Dengan demikian, 
spesifisitas aset menimbulkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang 
berkontrak dan menciptakan monopoli bilateral atau hubungan yang tidak 
seimbang yaitu, pihak yang telah membuat investasi dapat dieksploitasi oleh 
pihak lain yang dapat mengingkari atau menahannya. 
Fenomena hubungan kemitraan yang sering menimbulkan konflik 
kepentingan ini dalam teori ekonomi mikro akibat adanya preferensi yang 
berbeda dari kedua belah pihak. Posisi tawar-menawar (Bargaining Position) dan 
kepemilikan informasi kerapkali tidak setara. Faktor ketidakpastian ditandai 
dengan adanya informasi asimetris dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris 
ini sendiri menggambarkan adanya ketidaksetaraan informasi yang dimiliki antar 





ekonominya tidak sama yaitu antara perusahaan dengan pengemudi. Teori 
kontrak dan tindakan kolektif berperan membantu membuat aturan main untuk 
menselaraskan kepentingan kedua belah pihak antara perusahaan dengan 
pengemudi agar keseimbangan hubungan kemitraan dapat tercapai.  
Dalam teori kontrak tersebut terdapat tiga jenis kontrak menurut ekonomi 
modern yaitu: a. Teori Agensi, terdapat dua pelaku yang berhubungan, yaitu 
prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melayani kebutuhan 
principal; b. Teori Kesepakatan Otomatis, pertukaran yang tidak dapat ditegakkan 
secara hukum. Hal ini karena hukum itu sendiri tidak sempurna dan informasi 
yang relevan dapat saja tidak diverifikasi oleh pengadilan; c. Teori Kontrak 
Relasional, kontrak ini tidak bisa menghitung keseluruhan ketidakpastian di masa 
depan karena kontrak ini bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan (Yustika, 
2012).  
Menurut Scott (2000) teori agensi merupakan pembuatan kontrak yang 
sesuai dan tepat untuk mengharmonisasikan kepentingan antara prinsipal dan 
agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Pencapaian tujuan dalam teori 
keagenan akan  terwujud jika dalam kontrak kerja mengatur dan memperjelas 
proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak parties dengan tetap 
memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan dan komprehensif. Kontrak 
kerja merupakan bagian seperangkat aturan yang mengatur mengenai 
mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko 
yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila 
kontrak dapat fairness, yaitu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen. 
Elemen kunci dalam teori keagenan adalah masing-masing prinsipal dan 
agen mempunyai preferensi dan tujuan yang berbeda. Sehingga asumsi yang 
dibangun adalah semua individu yang terlibat akan bertindak atas kepentingan 





hanya dari kompensansi keuangan atau keuntungan saja, tetapi juga dari syarat-
syarat lain yang ada dalam hubungan keagensian, seperti kemurahan jumlah 
waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel (Anthony & 
Govindarajan,  2005). 
Dalam hubungan kemitraan pada transportasi daring pada prinsipnya 
pengemudi  adalah prinsipal sedangkan perusahaan aplikasi adalah agen.  
Konflik kepentingan kedua belah pihak antara prinsipal dan agen secara 
konseptual menghasilkan masalah agensi, yaitu permasalahan yang terjadi 
ketika agen lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan 
prinsipal. Menurut Eisenhard (1989) permasalahan agensi terjadi ditandai adanya 
konflik antara harapan atau tujuan prinsipal dengan agen dimana principal 
mengalami kesulitan untuk menverifikasi apa yang sesungguhnya dikerjakan 
oleh agen. Sementara menurut Killick (1997) permasalahan agensi terjadi ketika 
pemaksimalan fungsi utilitas lebih dari satu pihak memerlukan suatu bentuk 
tindakan kerjasama dan ketika fungsi sasaran dari para pihak berbeda. 
Berangkat dari kajian yang dilakukan oleh Rosenblat dan Stark (2016) dengan 
metode kualitatif menemukan adanya asimetris informasi antara pengemudi dan 
perusahaan aplikasi. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh  Anders dan 
Iwona (2016) dan kajian yang dilakukan Akbar dan Tracogna (2018) dengan 
pendekatan kualitatif menemukan adanya keterkaitan biaya transaksi dalam 
kemitraan antara pengemudi dan perusahaan. Dengan menggunakan dua varibel 
temuan diatas yaitu asimetris informasi dan biaya transaksi pada hubungan 
kemitraan transportasi berbasis daring.  
Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena menggabungan kedua 
variabel tersebut kedalam hubungan kemitraan transportasi daring di Indonesia, 
dengan membangun  indikator dari dua variabel tersebut dari berbagai literatur. 





dengan menggunakan pendekatan analisis campuran (Mix method) yaitu  
analisis kuantitatif dan kualitatif untuk melihat keterkaitan kedua varibel bebas 
diatas dalam hubungan kemitraan transportasi berbasis daring diIdonesia. Kajian 
ini menawarkan model hubungan kemitraan yang seimbang dalam transportasi 
berbasis daring di Indonesia. 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Apakah terdapat pengaruh faktor informasi asimetris (asymmetric information) 
terhadap faktor biaya transaksi (transaction cost) pada transportasi berbasis 
daring? 
2. Apakah terdapat pengaruh faktor informasi asimetris dan faktor biaya 
transaksi  terhadap hubungan kemitraan transportasi berbasis daring? 
3. Bagaimanakah bentuk model hubungan kemitraan yang seimbang antar mitra 
transportasi daring di Indonesia?. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh faktor informasi asimteris terhadap 
faktor biaya transaksi pada transportasi berbasis daring. 
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh faktor informasi asimetris dan faktor 
Biaya transaksi  terhadap hubungan kemitraan dalam sektor transportasi 
berbasis daring. 
3. Untuk mendesain model hubungan kemitraan yang seimbang antar mitra 
transportasi berbasis daring. 
1.4 Mamfaat Penelitian 







1. Manfaat Teoritis 
1) Memperkaya literatur tentang teori kontrak dan hubungan kemitraan 
dalam industri digitalisasi pada kerangka konsep ekonomi berbagi 
disektor transportasi berbasis daring. 
2) Berkontribusi pada ketersediaan informasi dan data tentang praktek 
ekonomi berbagi disektor   transportasi berbasis daring. 
2. Manfaat Praktis 
1) Memberikan pijakan akademis dan bukti empiris (evidence based) bagi 
pemerintah dalam membuat regulasi terkait hubungan kemitraan 
transportasi berbasis daring di Indonesia. 
2) Merekomendasikan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan 
stakeholder khususnya pengemudi dan perusahaan dalam hubungan 
kemitraan ekonomi berbagi yang seimbang pada transportasi berbasis 






2.1 Ekonomi Berbagi 
Istilah ekonomi berbagi sudah dikenal lama sejak munculnya pandangan 
para ahli tentang teori-teori ekonomi. Para ahli ekonomi yaitu Adam Smith (1776) 
dan David Ricardo (1817) dalam Turino (2016) sudah pernah mengatakan 
konsep ekonomi berbagi melalui perilaku rent seeking, di mana manusia pada 
hakekatnya bisa memperoleh tambahan keuntungan dengan cara menyewakan 
sumber daya berlebih (underutilized resources) yang dia miliki kepada pihak lain 
yang membutuhkan.  Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi sumber daya.  
Di era modernisasi saat ini istilah ekonomi berbagi muncul kembali dengan 
konsep yang berbeda akan tetapi intinya sama. Muncul konsep ekonomi berbagi 
baru tidak terlepas dari  Revolusi industry 4.0 menjadi salah satu punca istilah 
ekonomi berbagi saat ini. Revolusi industri ini melahirkan teknologi digital yang 
berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia dan telah merubah 
pola hidup dan cara kerja manusia secara fundamental. Revolusi industri yang 
terjadi saat ini adalah generasi ke-4 yang memiliki skala, ruang lingkup dan 
kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan 
dunia fisik, digital dan biologis mendorong sistem otomatisasi di dalam semua 
proses aktivitas (Schawab, 2017). Teknologi internet yang semakin masif tidak 
hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi 
basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara daring. 
Fenomena ekonomi berbagi ini ditandai dengan non ownership, akses 
sementara, redistribusi barang material atau asset uang, ruang atau waktu yang 
sangat bergantung pada teknologi informasi dan membuat konsumsi sangat 





Ekonomi berbagi menjadi sangat terkenal dalam menghadapi peningkatan 
urbanisasi yang terjadi dengan keterbatasan tanah  akibat kepadatan penduduk 
membuat orang lebih suka berbagi karena diakibatkan tidak memiliki ruang untuk 
menyimpan barang mereka dan sifatnya sementara (Bardhi & Eckhardt, 2012).  
Sebagian besar fakta mengatakan bahwa sewa atau transaksi secara peer to 
peer lahir dari krisis ekonomi global yang melanda beberapa tahun terakhir ini 
sehingga ini memberikan peluang bagi individu untuk mendapatkan tambahan 
pendapatan, dan menjadi alternative pekerjaan yang dirasa sangat sulit saat ini 
karena pekerjaan ekonomi berbagi menawarkan fleksibilitas dalam bekerja  
(Dervojeda et al., 2013). 
Dari berbagai literatur pengertian ekonomi berbagi dari beberapa pakar 
sangat beragam, hal ini dapat di lihat pada table dibawah ini: 
Tabel 2.1 



















Mengacu pada „berbagi barang‟ 
dimana kelas pemilik sumber daya 
atau barang yang dapat dibagikan ke 
dalam sistem berbagi sosial bukan 
dialokasikan melalui pasar. 
Berbagi sosial juga merupakan modal 
alternatif produksi berdasarkan 
pemberian sukarela dan bebas antara 
peserta yang terhubung. 
 
Membedakan berbagi yang benar dan 
berbagi yang palsu.  Berbagi 
merupakan alternatif kepemilikan 
pribadi yang ditekankan dalam 
pertukaran pasar dan pemberian 
hadiah. berbagi palsu adalah 
fenomena di mana pertukaran 
komoditas dan eksploitasi potensial 
dari co-creator kepada konsumen 
menampilkan diri dalam kedok 
berbagi. Atau hubungan bisnis yang 
menyamar sebagai berbagi komunal. 
  
Berbagi sosial merupakan 
model transaksi yang 
berbeda dari mekanisme 
harga pasar dan model 
produksi yang berbeda. Cara 
produksi berbagi sosial 




"berbagi benar" tidak 
termasuk pertukaran 
komersial, timbal balik demi 
kepentingan pribadi. Berbagi 
menyiratkan rasa 






















































Ekonomi berdasarkan permintaan atau 
berbagi adalah istilah yang 
menjelaskan platform digital yang 
menghubungkan konsumen ke 
layanan atau komoditas melalui 
penggunaan aplikasi seluler atau situs 
web. 
 
Ekonomi akses, juga dikenal sebagai 
berbagi, atau peer-to-peer, ekonomi, 
menyediakan akses sementara ke 
sumber daya konsumsi dengan biaya 




Definisikan ekonomi berbagi sebagai 
konsumen yang memberikan setiap 
akses sementara lainnya ke aset fisik 
yang kurang dimanfaatkan (kapasitas 
menganggur) dengan kemungkinan 
untuk mendapatkan uang. 
 
 
Ekonomi bagi hasil adalah nilai dalam 
mengambil aset yang kurang 
dimanfaatkan dan membuatnya dapat 
diakses secara online ke komunitas, 
yang mengarah pada berkurangnya 









Menurut penulis merupakan rangkaian 
pertukaran  yang  membedakan sejauh 




Mendefinisikan ekonomi berbagi yang 
di bangun entitas komersial yang 
bertujuan untuk meningkatkan nilai 
atau untuk mendukung dari tujuan 
ekonomi berbagi. 
Membatasi bidang ekonomi 
berbagi ke platform peer-to-






akses (vs. kepemilikan) - 
Tidak termasuk pemberian 
hadiah atau barter - Berbagi 
dan akses mengambil 
makna yang berbeda di 
pasar vs. ekonomi non-
pasar. 
 
Tidak termasuk platform 
yang dijual kembali, tidak 
termasuk penyediaan 






prakarsa pro-profit yang 
mempromosikan akses 
kepemilikan melalui platform 
peer-to-peer, ekonomi 
berbagi mencakup bisnis ke 
perusahaan konsumen 
seperti Zipcar dan Rent the 
Runway yang menyewakan 





Ekonomi berbagi adalah 
bidang yang beragam 
dengan bentuk hibrid yang 
berada di antara berbagi 




dan non-profit secara 
bersamaan. 
 





Pertentangan sifat ekonomi berbagi masih terjebak dalam perdebatan 
akademis dan normatif yang tak ada habisnya mengenai apa itu, apa yang gagal 
dan apa yang akan terjadi.  Dalam kajian  Aurelien et al. (2017) mencoba 
memetakan ekonomi berbagi pada tiga inti organisasi yang di kembangkan dari 
berbagai  literature. Tiga inti dasar yang membangun ekonomi berbagi adalah: 
(1) Akses ekonomi, (2) Platform ekonomi, dan (3) Ekonomi berbasis masyarakat. 
Setiap inti organisasi akan dijelaskan dibawah ini. 
Gambar 2.1. 
Peta Ekonomi Berbagi Pada Tiga Inti Organisasi 
 
Sumber: Aurelien  et al., 2017 
 
1. Akses ekonomi 
Akses Ekonomi merupakan berbagai gagasan untuk saling berbagi asset 
yang kurang dimamfaatkan dari sumber daya atau keterampilan yang dimiliki 
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koordinasi melalui 



















pendek) bukan kepemilikan (jangka panjang).  Menurut Rifkin (2000) munculnya 
pergeseran kapitalisme masyarakat global menuju non kepemilikan lebih  
mengandalkan penggunaan dan pengalaman jangka pendek daripada 
kepemilikan properti jangka panjang.  Dewasa ini akses ekonomi  di kemas dan 
di wujudkan dalam bentuk professional pada sebuah organisasi  perusahaan. 
Berbagai layanan dan jenis produk  yang ditawarkan  seperti kendaraan, rumah, 
pakaian mewah dan peralatan rumah tangga.  Perusahaan berfungsi sebagai 
perantara antara konsumen yang memiliki properti dengan konsumen yang ingin 
menyewa.  Pemerataan  akses ekonomi yang terdesentralisasi dalam jaringan 
social dapat berupa keuntungan, non-keuntungan, kemitraan public-swasta atau 
model kooperatif.  
Di sisi lain, akses ekonomi menawarkan akses yang lebih luas dan lebih 
murah ke layanan untuk pelanggan dalam jangka pendek. Akses menghindari 
kebutuhan untuk berinvestasi dalam memperoleh kepemilikan. Di sisi lingkungan, 
ekonomi akses dipromosikan sebagai solusi ekonomi berkelanjutan  yang ramah 
dengan lingkungan. Namun, akses ekonomi dalam ekonomi berbagi  juga 
mengalami paradok dalam dampak sosial dan lingkungan. Masalah pertama 
menyangkut insentif dan moral hazard. Dalam kajian Bardhi dan Eckhardt (2012) 
menujukkan bahwa disebabkan individu membayar untuk layanan sementara, 
mereka tidak memiliki insentif untuk memperlakukan produk dengan ramah dan  
tidak peduli dengan kendaraan bersama begitu juga dengan kurangnya 
identifikasi dengan produk bersama, kontrol sosial berbasis masyarakat yang 
masih lemah. Demikian juga, Tukker (2004) menunjukkan bagaimana model 
bisnis fungsional dengan potensi keberlanjutan terkuat melibatkan  risiko 
tanggung jawab yang kuat bagi perusahaan. Pemilik sumber daya bersama 





yang efisien untuk memantau pelanggan dan mencegah perilaku pengguna yang 
menyimpang.  
2. Ekonomi platform 
Ekonomi platform merupakan sebagai seperangkat inisiatif yang melakukan 
pertukaran yang terdesentralisasi antar sesame individu melalui platform digital. 
Platform mendapatkan bobot yang cukup besar dalam kapitalisme kontemporer. 
Platform menciptakan nilai yang menghubungkan dan mengatur transisi daripada 
memproduksi sendiri. Mereka juga menciptakan efek jaringan yang kuat, karena 
nilai relatif mereka meningkat dengan jumlah pemakai dan pemasok yang 
bergabung dengan jaringan yang mereka ciptakan.  
Ekonomi berbagi sering dikaitkan dengan platform transaksi peer-to peer, 
jenis platform di mana individu bertukar barang dan jasa dan juga informasi.  
Platform ekonomi  tidak terbatas pada transaksi berbasis pasar, itu juga dapat 
mencakup transaksi non keuangan. Ekonomi berbagi mencakup platform yang 
memungkinkan pemberian hadiah atau barter yang didasarkan pada motivasi 
altruistik dan pertukaran non-moneter. Transaksi platform telah mengganggu 
pasar dan birokrasi  organisasi konvensional  yang membangun integrasi aset, 
seperti transportasi, akomodasi, dan layanan keuangan. Meskipun platform  ini 
secara eksplisit merujuk pada komunitas, akan tetapi mereka menggunakan  
mekanisme pasar untuk mengoordinasikan transaksi.  
Platform menggunakan teknologi digital untuk menwujudkan  sebagian besar 
aktivitas produksi dari individu yang berinteraksi secara peer-to-peer, dan untuk 
menjangkau dan mengendalikan transaksi dari jarak jauh. Teknologi digital 
mengurangi biaya transaksi yang secara tradisional mengurangi biaya pencarian 
informasi serta menyimpulkan dan memudahkan kontrak. Selain itu, mereka 
mengurangi perilaku oportunistik dan ketidakpastian, dan menghasilkan 





platform konsisten menawarkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk  
membentuk  pasar baru berdasarkan pada akses yang besar, aman, murah dan 
terdesentralisasi.  Disamping itu platform ekonomi menciptakan wirausaha-
wirausaha yang baru dengan mengedepankan informasi yang simeteris dan 
mengurangi peran lembaga-lembaga yang terpusat informasinya.  
3. Ekonomi berbasis masyarakat 
Ekonomi berbasis masyarakat mengacu pada inisiatif koordinasi melalui 
bentuk interaksi non-kontraktual, non-hirarkis  untuk melakukan pekerjaan atau 
berpartisipasi dalam proyek, atau membentuk hubungan pertukaran. Tujuan 
utama untuk berkontribusi pada proyek/kegiatan komunitas/masyarakat agar  
terciptanya ikatan social dan  mempromosikan nilai-nilai yang berkontribusi positif 
dalam hubungan yang bermakna dan efektif berdasarkan pengalaman atau minat 
bersama. 
Kemauan untuk mengubah masyarakat ke arah organisasi terdesentralisasi 
dan keluar dari birokrasi yang ada merupakan ciri umum dari ekonomi berbasis 
masyarakat. Namun, perspektif berbasis komunitas cenderung menolak 
koordinasi pasar, sehingga platform yang digerakkan oleh perusahaan besar  
dipandang sebagai penyimpangan yang tidak diinginkan dalam ekonomi berbasis 
masyarakat. Masyarakat terbentuk karena secara fisik dan kepentingan  bersama  
yang mempromosikan ideologi, nilai-nilai, kreativitas individu, akses gratis, 
bantuan timbal balik dan pengembangan masyarakat.  
Masing-masing dari tiga inti pengorganisasian merupakan satu fondasi dari 
ekonomi berbagi. Selain itu, platform peer-to-peer menggambarkan inisiatif 
ekonomi platform 'inti', tetapi sering tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi 
berbagi karena kegagalan untuk memanfaatkan aset yang tidak digunakan. 
Akhirnya, koperasi pekerja, jarang dianggap sebagai bagian dari ekonomi 





Ekonomi berbagi yang ideal merupakan gabungan dari ketiga inti yaitu  
akses, platform, dan ekonomi berbasis masyarakat.  Dari ketiga inti menawarkan 
keseimbangan yang akan tercipta dari tekanan yang ada dari setiap kepentingan 
ketiga inti tersebut.  Meskipun secara konsep ketiga inti tampaknya ideal akan 
tetapi secara praktek menghadapi tekanan yang kuat, karena tidak ada inti yang 
bebas dari tekanan.   Memberikan  janji-janji yang sama tentang akses yang adil 
bagi semua orang, kelestarian lingkungan, skalabilitas tinggi dan sebagainya, 
sangat menantang dalam upaya untuk mencapainya sekaligus meletakkan sifat 
paradoksal dari ekonomi berbagi.  
Namun, platform akses tidak sepenuhnya seperti janji-janji manis untuk 
menggapai ekonomi berbagi yang ideal. Banyak para peneliti  mengkritik adanya  
kontribusi yang tidak seimbang terhadap kesejahteraan semua pemangku 
kepentingan yang terlibat.  Kajian yang dilakukan oleh Munoz dan Cohen (2017) 
menunjukkan bahwa tidak semua elemen dari tiga inti ideal dalam ekonomi 
berbagi dalam penjelasan sebelumnya ada dalam praktek ekonomi berbagi, dan 
hanya sedikit praktek yang menggunakan tiga inti tersebut secara ideal. Begitu 
juga Wilhelms (2017) mendesain penelitian kuantitatif terhadap praktek ekonomi 
berbagi pada carsharing.  Hasil kajiannya menemukan motivasi pengguna untuk 
berpartisipasi dalam peer-to-peer, berkaitan dengan kepentingan ekonomi untuk 
kepentingan diri sendiri dan motif altruistik, masalah lingkungan tampaknya tidak 
begitu penting. 
Masalah ini memberikan perspektif yang berbeda dari para ahli tentang 
kondisi ekonomi berbagi saat ini. Beberapa pandangan lebih optimis dan  
beberapa pandangan lainnya lebih skeptis. Kajian optimistik yang dilakukan  Mair 
dan Reischauer (2017) menemukan organisasi ekonomi berbagi adanya 
keragaman dan pluralisme yang berakar secara kultural, penjelasan  pluralisme 





masih banyak masalah terkait regulasi dan perpajakan yang masih belum 
terselesaikan. 
Perubahan teknologi dan hal-hal yang  baru cenderung didorong oleh faktor 
ekonomi, lingkungan, dan sosial dari para pelakunya. Schor (2016)  melakukan 
kajian dari 10 situs ekonomi berbagi pada  umumnya memiliki harga yang lebih 
rendah daripada harga dipasar. Platform ekonomi berbagi juga memungkinkan 
orang untuk mendapatkan uang dengan cara yang sebelumnya tidak tersedia 
secara aman dan mudah. Apa yang dikatakan tentang ekonomi berbagi adalah 
sistem sosio ekonomi untuk bertukar barang dan jasa, namun pada 
kenyataannya tidak berlaku praktek berbagi secara murni, melainkan pengalihan 
kepemilikan secara kompensasi uang atau lainnya (Kennedy,  2015). 
Barnes dan Mattsson (2016) melihat motivasi utama konsumsi kolobaratif 
pada ekonomi berbagi adalah masalah ekonomi dan kebutuhan untuk 
menghemat uang, serta kemudahan penggunaan  teknologi mobile dan internet, 
serta aspek sosial dan budaya. Namun, isu keberlanjutan tampaknya belum 
menjadi sangat penting untuk konsumsi kolaboratif hal ini dikarenakan belum 
adanya kekhawatiran atau  dorongan  unutuk mengkonsumsi secara sadar dan 
keberlanjutan.  
Fenomena munculnya ekonomi berbagi ini juga memunculkan istilah ekonomi 
gig. Beberapa kalangan berpendapat ekonomi berbagi sama dengan ekonomi 
gig. Menurut Hamari ( 2015) ekonomi berbagi dikenal juga dengan ekonomi gig. 
Menurut Alton (2018) istilah Ekonomi Gig tercipta ketika terjadi resesi dunia 
tahun 2008 dimana para pekerja mencari kerja tambahan (sampingan) untuk 
mendapatkan nafkah tambahan dengan waktu yang fleksibel dan sesuai dengan 
keinginan mereka. Disisi lain perusahaan tidak bertanggungjawab memenuhi 






Penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi (TI), memainkan peran 
yang sangat penting dalam ekonomi gig. Teknologi informasi yang membedakan 
pekerjaan pada masa lalu dengan masa sekarang. Teknologi informasi yang 
menghubungkan pekerja dengan pemberi kerja melalui situs web untuk 
mendapatkan lowongan pekerjaan. Sektor-sektor yang berkembang dalam 
pekerjaan ini seperti sektor transportasi dan teknologi informasi, contohnya 
transportasi berbasis daring, pengembangan situs web, pengembangan 
perangkat lunak, dan pemrogram komputer.  Kemudian media dan komunikasi 
media juga merupakan kandidat yang cocok untuk ekonomi gig. Dalam hal ini, 
jasa fotografer, penulis, penerjemah dan juru bahasa  (Torpey & Hogan, 2017). 
Dan sektor pendidikan juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam 
ekonomi gig.  
McKinsey Global Institute, dalam sebuah studi baru-baru ini, mengidentifikasi 
empat tipe kelompok dalam ekonomi Gig (Manyika et al., 2016), yaitu: a). Free 
agents: mereka yang secara aktif memilih pekerjaan independen dan 
memperoleh penghasilan utama mereka dari pekerjaan independen. b). Casual 
earners: mereka yang menggunakan pekerjaan independen untuk penghasilan 
tambahan, dan melakukannya dengan pilihan. c). Reluctant: mereka yang 
mencari nafkah utama dari pekerjaan mandiri, tetapi lebih suka pekerjaan 
tradisional. d). Financially strapped: mereka yang melakukan pekerjaan 
tambahan secara mandiri karena kebutuhan. 
Beberapa hal yang menyebabkan pengaruh perkembangan ekonomi gig 
menurut  Strauss (2017) dan Manyika et al. (2016) adalah: a) Mobilitas tenaga 
kerja di era digital saat ini. b) Pemisahan pekerjaan dan lokasi pekerjaan, 
memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, dan dari mana saja. c) 
Pemisahan pekerjaan dan lokasi pekerjaan, memungkinkan untuk pemilihan 





dapat memasuki wadah/media daring tenaga kerja global yang memungkinkan 
seleksi dari pekerja terbaik yang tersedia dari mana saja. e) Penurunan program 
pensiun dalam negeri, dimana menghasilkan lebih sedikit tabungan pensiun 
untuk dimasa tua bagi tenaga kerja, hal ini menyebabkan meningkatnya 
ketidakamanan keuangan jangka panjang. f) Tingkat pengangguran tinggi, resesi 
yang sering terjadi memengaruhi keputusan pencari kerja mencari peluang di 
pasar freelance. g) Pekerjaan lepas, dilakukan hanya untuk mendapatkan lebih 
banyak uang. h) Pernyataan aspirasi pekerja tradisional yang ingin menjadi 
mandiri. i) Populasi besar yang menganggur, setengah menganggur dan tidak 
aktif yang ingin bekerja. Individu yang bekerja di Ekonomi Gig sering dikaitkan 
dengan bagian dari ekonomi berbagi atau, dalam arti yang lebih luas pasar 
pertukaran lateral. Pasar pertukaran lateral secara luas didefinisikan sebagai 
jaringan yang dimungkinkan secara teknologi yang memfasilitasi pertukaran 
antara penyedia dan pengguna yang diposisikan secara setara dan kehadiran 
perusahaan untuk memfasilitasi pencocokan antara penawaran dan permintaan 
layanan (Perren & Kozinets, 2018).  
Ada persamaan antara individu yang bekerja dalam platform ekonomi berbagi 
dengan penjual/marketing yang melakukan penjualan barang langsung ke 
konsumen. Hal ini karena keduanya bekerja dalam pekerjaan pada proyek 
tertentu dengan jangka waktu tertentu. Namun, ada perbedaan dalam sifat 
pekerjaan dan tingkat tanggung jawab untuk mempertahankan basis pelanggan. 
Salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa ekonomi berbagi biasanya 
menyediakan layanan, sedangkan penjualan barang langsung menawarkan 
barang berwujud. Dengan demikian, hubungan langsung antara penjual dengan 
pelanggan sangat bergantung pada kualitas barang yang di produksi oleh 
perusahaan induk, sementara dalam  ekonomi berbagi pekerja bergantung pada 





Beberapa pandangan melihat kekuatiran perkembangan yang sangat cepat 
terhadap pekerja dalam ekonomi gig ini karena pekerja dan teknologi adalah 
kedua hal ini saling berlawanan (bertentangan). Hal ini akan berdampak pada 
sejumlah besar pekerjaan yang dilakukan manusia akan hilang. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan yang bersifat rutin menghadapi 
ancaman terbesar dari otomatisasi dan mesin. Jika ini terus berlangsung maka 
bisa mengarah pada krisis ekonomi dan politik krisis. Selain itu dalam ekonomi 
gig beberapa masalah muncul dimana, beberapa platform memungkinkan untuk 
menggunakan  tenaga kerja yang relatif tidak terampil  (seperti Uber, Taskrabbit, 
dan sebagainya). Namun demikian, ada juga yang memberikan keterampilan 
tinggi dan terspesialisasi pekerja dengan akses langsung ke pekerjaan tanpa 
mereka harus dihubungkan  dengan pengguna  (Wright et al.,  2017). 
Dampak platform yang menyediakan organisasi dan akses individu tenaga 
kerja yang berketerampilan rendah berdasarkan permintaan sangat bepotensi 
untuk dieksploitasi. Hal ini dikarenakan mereka yang berketerampilan rendah 
sangat bergantung pada platform sehingga daya tawar menjadi sangat rendah. 
Sprague (2015) berpendapat pihak pekerja independen dalam platform tidak 
benar-benar independen dan sangat bergantung kepada platform dan sebaliknya 
sebenarnya perusahaan platform juga sangat bergantung kepada pekerja 
independen. Selain itu, Fleksibilitas dalam kebutuhan tenaga kerja 
memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan skala operasi 
dengan cepat, dan dengan biaya minimal. Bukan hanya tentang menjaga beban 
gaji rendah, tapi juga usaha perusahaan untuk mengurangi tingkat risiko 
ekonomi, disisi lain porsi risiko yang dihadapi pekerja cenderung meningkat. Di 
Amerika Serikat, dimana perkembangan ekonomi gig yang paling maju, 





batasan sejauh mana jenis model ini dapat digunakan untuk menghindari 
perlindungan pekerjaan.  
Definisi standar ketenagakerjaan yang digunakan oleh lembaga 
Internatoional Labour Orgnization (ILO) dan lembaga  statistik lainnya dianggap 
sebagai orang yang dipekerjakan setidaknya selama 1 jam dalam seminggu atau 
sehari (Hussmanns, 2007). Standart ini dianggap gagal untuk memasukkan 
pekerja daring sebagai tenagakerja formal yang mendapatkan efek tambahan 
dari pekerjaan daring. Hal ini dikarenakan jika seseorang sudah memiliki 
pekerjaan dan melakukan pekerjaan kedua secara daring, upaya tambahan 
pekerjaan  tidak akan ditangkap dalam perhitungan statistik pekerjaan. Ini 
mungkin menjadi perhatian yang sangat relevan untuk sebagian besar pekerja 
daring  yang tinggal di negara-negara berkembang di mana ekonomi informal 
mendominasi dan biasanya terjadi penghindaran pajak (Kassi & Lehdonvirta, 
2016). 
Disisi lain platform Ekonomi melekatkan  bentuk emosional kerja dalam  
proses pemberian inti layanan.  Hal ini  akibat dari peran umpan balik  dan sistem 
penilaian berperingkat yang mengatur interaksi sosial antara pekerja/pengemudi 
dan konsumen/klien. Pada sistem umpan balik peringkat yang diberikan 
konsumen kepada pengemudi akan memastikan data yang dihasilkan konsumen 
akan melekat pada setiap pengemudi. Hal ini secara formal membentuk skor 
reputasi yang digunakan oleh konsumen/klien sebagai bentuk evaluasi 
pekerja/pengemudi dan proxy untuk dapat dipercaya. Oleh  karena itu  hal ini 
menuntut pekerja untuk wajib terlibat dalam bentuk kerja emosional yang melekat 
pada komponen utama pekerjaan tersebut (Vincent, 2011). 
Menurut  Wright et al.  (2017) pekerjaan yang terkait dengan platform dalam 
transportasi daring seperti Uber dan Airbnb, pada  umumnya perusahaan tidak 





tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan berlepas diri atas 
semua hak pekerja seperti; pensiun, sakit cuti, gaji, liburan, asuransi kesehatan 
dan keselamatan kerja yang berlaku pada sebagian besar karyawan. Secara 
keseluruhan memperlihatkan pekerja di ekonomi gig masih relatif kecil dalam 
perekonomian. Dalam laporan Manyika et al. (2016), memperkirakan bahwa  
20% dari tenaga kerja dewasa di Amerika Serikat dan Eropa terlibat dalam 
beberapa bentuk kerja mandiri, tetapi sebagian besar analisis menunjukkan 
bahwa ia tumbuh dengan cepat. 
Pekerja dalam ekonomi berbagi dilandaskan pada kemitraan antara 
perusahaan aplikasi dengan pekerja independen yang bebas. Perusahaan tidak 
menganggap pekerja adalah karyawan melainkan adalah mitra yang bebas. 
Menurut Best (2017) dari perspektif pekerja, ekonomi berbagi memberi para 
pekerja kebebasan untuk memilih, di mana dan kapan mereka ingin bekerja. 
Fleksibilitas semacam itu memungkinkan mereka memilih pekerjaan yang 
mereka sukai, mengatur pekerjaan di sekitar kehidupan mereka, dan 
memungkinkan pekerja tersebut untuk memilih waktu liburan yang paling cocok 
untuk mereka. Sedangkan kelemahannya adalah pendapatan yang berubah-
ubah dan menyesuaikan pola kerja atau aturan yang sering berubah-ubah  juga.   
2.2 Konsep dan Hubungan Kemitraan   
Konsep  kemitraan dari ekonomi berbagi tentu harus saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak. Spencer (1977) mendefinisikan kemitraan usaha 
(partnership) adalah suatu asosiasi yang terdiri atas dua orang atau lebih, 
sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.  
Kemitraan tidak hanya diartikan sebagai sebuah kerjasama saja, tetapi kemitraan 
mempunyai sebuah pola, memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan 





Esensi kemitraan usaha terletak pada kontribusi bersama, baik berupa 
tenaga (labor), modal (capital), lahan (land) mapun kepemilikan lainnya; atau 
kombinasi antar faktor tersebut untuk tujuan ekonomi, di mana pengendalian 
kegiatannya dilakukan bersama dan pembagian keuntungan atau kerugian 
didistribusikan di antara mitra kontributornya (Burn, 1966).  Tujuan dari kemitraan 
ini adalah tentu  memaksimalkan keefektifan sumberdaya dari setiap partisipan. 
Dalam membangun kemitraan yang tidak kalah penting adalah  membangun 
kepercayaan yang dikembangkan melalui budaya, adat, tradisi dan kebiasaan, 
kemudian  membangun kemampuan pengetahuan, keterampilan  dan sikap. 
Keunggulan kemitraan terletak pada kejujuran, keadilan, kebijakan yang saling 
menguntungkan.   
 Wujud kemitraan sebagai sebuah konsep kerjasama dalam 
operasionalisasinya tidak terdapat hubungan yang bersifat sub-ordinasi namun 
hubungan yang setara bagi semua ”parties”. Oleh karena itu dalam konsepsinya 
kemitraan mempunyai beberapa prinsip yang harus menjadi kesepakatan dan 
kesepahaman diantara pihak-pihak yang bermitra dan harus ditegakkan dalam 
pelaksanaannya meliputi: prinsip partisipasi, prinsip gotong royong, prinsip 
keterbukaan, prinsip penegakkan hukum dan prinsip keberlanjutan (Kamil, 2006).  
Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih 
orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara 
menggabungkan kompetensinya masing-masing. Syarat-syarat hubungan 
kemitraan yang ideal menurut Richardus (2003) adalah sebagai berikut: a. 
Mempunyai tujuan yang sama (common goal). b .Saling menguntungkan (mutual 
benefit). c. Saling mempercayai (muntual trust). d. Bersifat terbuka (transparent). 
e. Mempunyai hubungan jangka panjang (long term relationship) f. Terus-
menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya (continuous 





Beberapa dimensi kunci dari sebuah kemitraan menurut Boeck dan Wamba 
(2007) adalah;  Pertama, adanya komunikasi dan berbagi informasi: frekuensi, 
jumlah, dan kualitas aliran informasi diantara para mitra; Kedua, adanya 
kerjasama: kesediaan untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan 
bersama; Ketiga, adanya kepercayaan: keyakinan bahwa mitra akan 
menjalankan kewajiban dan melakukan hal yang terbaik demi mencapai 
kepentingan dari mitra; Keempat, adanya komitmen: komitmen disini bermaksud 
keinginan untuk tetap menjalin hubungan baik yang terus berkesinambungan; 
Kelima, adanya hubungan nilai: para pihak memiliki pilihan antara manfaat dan 
pengorbanan dari semua aspek hubungan yang terjadi; Keenam, adanya 
ketidakseimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan: salah satu mitra 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mitra lain untuk melakukan sesuatu 
yang  tidak biasanya dilakukan; Ketujuh, adanya adaptasi: perubahan terhadap 
perilaku dan organisasi yang dilakukan oleh organisasi guna memenuhi 
kebutuhan spesifik dari yang lain untuk terus berkembang; Kedelapan adanya 
konflik: konflik  yang terjadi diakibatkan keseluruhan tingkat dari ketidaksesuaian 
antara mitra. 
Menurut Wibisono (2007) ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam 
membangun kemitraan yaitu: 1. Memiliki keseimbangan dan kesetaraan 
hubungan (equity). Pendekatan yang digunakan bukan saja dari atas (top down) 
atau bawah (bottom up), bukan juga berdasarkan pada kekuasaan semata, tetapi 
yang utama adanya hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan 
saling percaya. Untuk menghindari konflik dan mewujudkan kesetaraan   maka 
perlu dibangun rasa saling percaya, adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. 
2. Adanya transparansi. Transparansi sangat diperlukan untuk menghindari rasa 
saling curiga dan ketidakpercayaam antar mitra kerja. Transparansi yang 





pengelolaan informasi. 3. Adanya saling menguntungkan. Kemitraan yang 
dibangun harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 
Pada proses implementasinya, pola kemitraan yang dijalankan tidak 
selamanya ideal, hal ini karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang 
dijalankan selalu berdasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut 
Wibisono (2007), dalam sebuah kemitraan yang dilakukan antara perusahaan 
dengan komunitas/masyarakat atau pemerintah bisa mengarah pada tiga 
bentuk/pola, diantaranya: 
1. Bentuk kemitraan kontra produktif,  Bentuk kemitraan ini akan terjadi jika 
perusahaan masih menggunakan pola konvensional yang lebih  
mengutamakan untuk kepentingan shareholders yaitu mendapatkan profit 
yang sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih 
bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup profit atau laba 
secara maksimal, sementara hubungan kemitraan dengan komunitas atau 
masyarakat dan pemerintah hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan 
berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, 
sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. 
Hubungan kemitraan seperti ini akan memberikan keuntungan segelintir 
orang saja  misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah 
masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah 
digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, 
bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka 
pendek. 
2. Bentuk Kemitraan Semiproduktif, Kemitraan dalam bentuk ini pemerintah 
dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah 
diluar perusahaan. Perusahaan tidak mengetahui program dan kegiatan 





kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Bentuk kemitraan ini 
masih mengedapankan pada kepentingan jangka pendek dan tidak untuk 
jangka panjang, begitu juga belum  menimbulkan sense of belonging di 
pihak masyarakat dan low benefit dipihak pemerintah. Kerjasama lebih 
mengedepankan aspek public relation, dimana pemerintah dan komunitas 
atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, 
kemitraan masih belum bersifat strategis dan masih berorientasi untuk 
kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan untuk kepentingan 
bersama (commont interest) antara perusahaan dengan mitranya. 
3. Bentuk kemitraan produktif, Bentuk  kemitraan ini menempatkan mitranya 
sebagai subyek dan menggunakan paradigma commont interest. Dalam 
kemitraan ini prinsip-prinsip yang digunakan adalah  simbiosis 
mutualisme. Perusahaan memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang 
sangat tinggi, pemerintah juga membantu memberikan iklim yang relatif 
kondusif bagi dunia usaha dan begitu juga dengan masyarakat 
memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Masyarakat bisa jadi 
mitra yang dilibatkan pada pola hubungan resourced based patnership, 
yaitu mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholders misalnya, 
mitra memperoleh saham melalui stock ownership Program. 
Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution 
partnership”. Win-win disini bermaksud adanya kesadaran untuk saling 
menguntungkan bersama, disini juga tidak berarti para pihak partisipan dalam 
kemitraan tersebut mesti mempunyai kemampuan dan kekuatan yang 
seimbang/sama, akan tetapi  lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang 
setara berdasarkan peran masing-masing.  
Pada prakteknya pola kemitraan dalam transportasi berbasis daring tidak 





kemitraan yang dibangun dalam transportasi berbasis daring tidaklah 
setara/seimbang antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi. Hal 
ini didasarkan dalam kajian yang dilakukan Nastiti (2017)  mendapati perusahaan 
penyedia aplikasi mengendalikan berbagai aturan dengan berbagai rule of the 
game. Tirani platform Hukum ekonomi itu tak bekerja maksimal bagi pengemudi 
sebab dikangkangi kuasa tirani platform. Perusahaan platform, meskipun 
idealnya bertugas memoderasi supply dan demand, nyatanya melakukan 
produksi harga. Posisi pengemudi dalam kerangka model bisnis seperti itu hanya 
sebagai mitra yang secara sukarela mengikatkan diri dengan protokol-protokol 
tertentu yang ditetapkan oleh penyedia platform dan jika tidak menyukainya 
silahkan untuk ditinggalkan. 
Hubungan Ketidakseimbangan dalam kemitraan ekonomi berbagi tidak 
terlepas dari ketidaksetaraan atau tidak seimbangnya kekuasaan antar pelaku 
kepentingan dalam kemitraan. Ketidaksetaraan tersebut bisa berwujud dalam 
posisi daya tawar (bargaining position ) maupun informasi asimetris (information 
asymmetric). Hal ini disebabkan adannya kontrak yang tidak lengkap antara 
pihak-pihak yang berkepentingan. Implikasinya dalam kegiatan ekonomi yang 
dilakukan adanya  salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan yang lebih 
diatas kerugian dari pihak mitra yang lain.  
2.3 Teori Kontrak (Teori Keagenan) 
Untuk membahas permasalahan kemitraan seperti ini salah satu teori yang 
sangat relevan adalah Teori  Kontrak. Kontrak  didefinisikan secara umum adalah 
suatu kesepakatan dimana satu pelaku  melakukan suatu tindakan yang memiliki 
nilai ekonomi kepada pihak lain dengan konsekuensi adanya tindakan balasan 
atau pembayaran (Yustika, 2012). Pelaku-pelaku didalam kontrak memiliki 
derajat insentif kesukarelaan alami yang berbeda untuk menyetujui isi atas 





perlu dilakukan berdasarkan pada tingkat pengamatan yang tidak sama pada titik 
waktu yang berbeda dan berdasarkan pada derajat timbal balik yang berlainan. 
Konsep kontrak dalam ekonomi kelembagaan baru menurut Richter (dalam 
Yustika, 2012) mengatakan bahwa konsep kepemilikan lebih luas dibandingkan 
dengan konsep hukum dalam kontrak. Dimana diasumsikan bahwa masing-
masing jenis dari pertukaran hak kepemilikan bisa dimodelkan menjadi transaksi 
yang mengatur kontrak tersebut. Didalam teori neoklasik, sebuah kontrak pada 
umumnya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan 
tanpa biaya, tetapi secara realitasnya tidak demikian. Untuk membuat dan 
menegakkan sebuah kontrak yang komplet sangatlah sulit karena adanya biaya 
transaksi. Secara umum tidaklah mungkin untuk menghitung seluruh potensi 
ketidakpastian dalam membuat kontrak. Salah satu jalan yang dimungkinkan 
hanyalah mencoba memodelkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
informasi yang terbatas untuk kemudian menjadikan hal itu sebagai bahan untuk 
membuat kontrak yang menyeluruh. 
Dalam ekonomi modern tipe kontrak dapat dibagi kedalam tiga jenis; 
pertama, teori kontrak agen yaitu di asumsikan adanya dua pelaku atau parties 
yang berhubungan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang 
memperkerjakan agen untuk melakukan pekerjaan atau layanan yang diinginkan 
atau disepekati oleh prinsipal. Diluar itu principal juga memfasilitasi 
pendelegasian aktivitas kepada pihak agen seperti otoritas mengambil 
keputusan. Kedua, teori kesepakatan otomatis yaitu diasumsikan kesepakatan 
yang dilakukan dapat ditegakkan secara hukum (legally). Kontrak semacam ini 
didesain untuk memastikan tingkat kecurangan akan dapat dikurangi dari laba 
yang didapatkan dengan mematuhi kontrak yang telah di sepakati. Ketiga, teori 
kontrak relasional yaitu kontrak yang tidak dapat meghitung seluruh 





masa lalu, saat ini dan ekspektasi terhadap hubungan dimasa depan antar para 
pelaku yang terlibat dalam kontrak ( Macneil, 1974 dalam Yustika, 2012). 
Dalam kontrak agen beberapa asumsi yang dimungkinkan terjadi yaitu 
informasi setelah kontrak diandaikan asimetris. Hal ini dikarenakan  tindakan 
yang dilakukan oleh agen tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal, 
atau pihak agen membuat pengamatan yang tidak bisa dikerjakan oleh prinsipal. 
Hal ini menyebabkan besarnya biaya principal untuk mengawasi tindakan agen 
secara langsung atau mendapatkan pengetahuan lengkap dan informasi yang 
diperoleh agen. Untuk kontrak kesepakatan otomatis merupakan sebuah relasi 
kesepakatan dalam jangka panjang dan tidak adanya pihak ketiga dalam 
melakukan intervensi. Kontrak ini disebut juga kontrak implisit yaitu lebih banyak 
norma-norma prilaku ketimbang pembagian resiko. Sedangkan dalam kontrak 
relasional merupakan kesepakatan yang lebih informal dan tanpa ikatan. Kontrak 
relasional sebagian besar transaksi melekat pada struktur hubungan transaksi 
yang sangat longgar. Biasanya persoalan-persoalan yang terjadi tidak 
diselesaikan melalui  pengadilan tetapi dicapai dengan keseimbangan kerjasama 
atau pemaksaan, serta komunikasi dan strategi. Kontrak relasional biasanya 
diaplikasikan dalam situasi dimana terdapat ketergantungan dua pihak. 
Teori Principal-Agents memfokuskan pada kajian struktur preferensi, risiko 
dan ketidakpastian, dan struktur informasi. Di samping itu, teori Pricipal-Agents 
memberikan perhatian yang besar pada bagaimana membagi risiko (risk 
sharing), bentuk-bentuk kontrak yang optimal, keseimbangan kesejahteraan 
antar pelaku yang bermitra, serta kinerja ekonomi yang dihasilkan. Lebih lanjut, 
teori kemitraan positif (Positive Agency Theory) memberikan penekanan pada 
pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak, meliputi teknologi, pengawasan 





Klein (1980) mengatakan kontrak menjadi tidak lengkap karena dua alasan; 
yang pertama, adanya ketidakpastian (uncertainty) yang menyebabkan 
terbukanya kemungkinan yang cukup besar bagi munculnya contingencies 
dimana hal ini akan berimplikasi kepada muculnya biaya yang cukup mahal untuk 
mengetahui dan memilah dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan 
itu.kedua, kinerja kontrak khusus, maksudnya adalah ketika suatu usaha yang 
dilakukan memiliki jumlah pekerja yang cukup besar dan komplek maka akan 
rumit untuk mengukurnya. Akibat rumitnya mengukurnya maka akan 
menimbulkan biaya yang besar untuk transaksi. 
Menurut Bech (2007) dalam Manzilati (2009) ciri-ciri dari teori agensi adalah: 
Pertama, adanya informasi yang tidak simetris, dimana agen lebih mengetahui 
banyak tentang penyelesaian dari sebuah tugas atau pekerjaan yang pada 
gilirannya memiliki keuntungan yang lebih atas informasi tersebut dibandingkan 
dengan prinsipal. Kedua, principal dan agen memiliki tujuan yang berbeda, hal ini 
dikarenakan jika agen dan principal tidak memiliki perbedaan tujuan dan 
informasi yang didapatkan simetris maka kontrak tidak akan ada masalah.   
Berkaitan  dengan kontrak yang dilakukan antara perusahaan aplikasi  
dengan para mitra pengemudi daring tentu tidak mudah untuk menciptakan 
kontrak yang lengkap karena adanya faktor ketidakpastian yang diakibatkan dari 
realitas adanya informasi asimetris dalam kegiatan transaksi. Ketidaksetaraan 
informasi atau pengetahuan yang dialami oleh pengemudi daring untuk 
melakukan transaksi dipasar karena sistem yang digunakan dalam aplikasi 
dibuat dan dikendalikan oleh perusahaan.  Misalnya pengemudi daring tidak tahu 
siapa yang akan mendapatkan orderan penumpang semua sudah diatur oleh 
perusahaan. Besarnya sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan aplikasi  





asimetris. Disinilah dibutuhkan suatu kontrak yang lengkap sehingga eksistensi 
informasi. 
Dalam teori keagenan, agen diharapkan dapat memenuhi kepentingan dari 
principal, namun agen dalam hal ini sering mengambil keputusan yang tidak 
sesuai dengan kepentingan dari principal (Padilla, 2002). Dalam hal ini 
pengemudi transportasi berbasis daring yang memiliki kendaraan merupakan 
principal sedangkan perusahaan aplikasi yang menghubungkan pengemudi 
dengan konsumen merupakan agen. Hubungan principal-agent terjadi apabila 
seseorang melakukan tindakan yang sangat bergantung pada tindakan orang 
lain. Ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan pada berbagai tingkatan, 
seperti norma, perilaku dan konsep kontrak.  Hal ini menyebabkan disusunnya 
sebuah kontrak antara principal dengan agent dalam pengelolaan sumberdaya di 
perusahaan. Principal mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada 
agen dalam sebuah control yang biasanya menggunakan kontrak. 
Jensen dan Mecking (1976) mengatakan hubungan keagenan sebagai 
kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) mengikat orang lain (agent) 
untuk melakukan beberapa jasa atas kepentingannya dan melibatkan 
pendelegasian beberapa otoritas pembuat keputusan kepada agen. Pemisahan 
antara kepemilikan (ownership) dan pengendalian (control) merupakan awal 
terjadinya konflik. Implikasinya adalah: (a) munculnya biaya transaksi ekonomi 
(biaya koordinasi, biaya informasi, dan biaya strategi); (b) masalah-masalah 
ketidak sepadanan informasi (asymetric information) yang terkait dalam 
hubangan principal-agents; dan (c) masalah yang menyangkut pemindahan hak 
kepemilikan (transfer of rights). Hubungan principal – agent, idealnya menurut 
North (1996), Principal memiliki daya untuk mendisiplinkan agent sesuai dengan 





menegakkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian yang diatur diawal 
hubungan kerja. 
Biaya yang muncul ketika individu-individu mengadakan pertukaran hak-
haknya dan saling ingin menegakkan hak eksklusif yang dimilikinya disebut biaya 
transaksi (Rodgers, 1994). Bentuk biaya transaksi mencakup biaya koordinasi, 
biaya informasi, dan biaya strategi. Biaya koordinasi adalah biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk waktu, modal, dan personil yang diinvestasikan dalam 
melakukan negosiasi, pengawasan dan penegakan kesepakatan di antara 
pelaku. Sedangkan biaya informasi  adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk 
mencari dan mengorganisasikan data, mengolah data menjadi informasi, 
termasuk biaya atas kesalahan informasi sebagai akibat kesenjangan 
pengetahuan tentang variabel waktu dan tempat serta ilmu pengetahuan. 
Terakhir, biaya strategi (strategic costs) adalah biaya yang muncul sebagai 
akibat informasi, kekuasaan, dan sumberdaya lainnya yang tidak seimbang di 
antara pelaku, umumnya berupa biaya pengeluaran untuk membiayai aktivitas 
free riding, rent seeking dan corruption. Bentuk pemindahan hak dapat bersifat 
sementara (temporary transfer of right) seperti kasus sistem gadai, sewa-
menyewa, dan sistem bagi hasil; serta pemindahan hak yang bersifat permanen 
seperti jual beli, hibah, dan warisan. Dalam hal ini, penting untuk ditetapkan 
kejelasan hak kepemilikan (property rights) dan sumberdaya yang dimilikinya.  
Menurut Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi sifat 
dasar manusia yakni: (1) manusia pada umunya mementingkan diri sendiri (self 
interest); (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa  
mendatang (bounded rationality); dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk 
adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan 
informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan 





Beberapa asumsi dalam hubungan keagenan, pertama tentang sifat 
manusia, asumsi ini menekankan bahwa manusia selalu mengutamakan 
kepentingan diri sendiri (self interest), selalu berupaya untuk menghindari resiko 
(risk aversion) dan manusia dianggap memiliki rasionalitas yang terbatas 
(bounded rasionalitiy). Dua asumsi diatas menyebabkan timbulnya sifat 
oportunisme seseorang. Prilaku oportunistik digambarkan sebagai perilaku yang 
berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara illegal 
sekalipun, dengan ketidak sempurnaan informasi maka hubungna principal dan 
agent yang diatur dalam suatu kontrak dapat mengarah kepada terjadinya 
adverse selection (menyembunyikan informasi) dan moral hazard 
(penyalahgunaan wewenag). Untuk itu diperlukan penegakan kontrak.  
2.3.1 Penegakan Kontrak  
Dalam sebuah kontrak terdiri dari  empat aspek yang dapat dikatakan 
sebagai faktor pembeda jenis kontrak (Menard, 2000 dalam Yustika, 2012). 
Pertama, adanya  jangka waktu (duration) dari sebuah kontrak. Beberapa dari 
kajian atau studi empiris yang telah dilakukan mendapati bahwa jangka waktu 
dalam sebuah kontrak sangat berkaitan dengan atribut dari transaksi. Oleh 
karena itu  jangka waktu dapat dikatakan atau menggambarkan komitmen (signal 
commitment) dari para mitra yang berkontrak. Kedua, adanya derajat 
kelengkapan dari sebuah kontrak (degree of completeness), yaitu variabel-
variabel yang terdiri dari variabel kualitas, harga, aturan keterlambatan (delay), 
dan penalty. Derajat kelengkapan kontrak akan megalami peningkatan seiring 
dengan adanya spesifikasi asset  dan akan mengalami penurunan bersamaan 
dengan adanya ketidakpastian. Ketiga, sebuah kontrak biasanya akan 
bersinggungan dengan insentif,  mekanisme insentif yang terjadi antara lain 
adalah sistem tingkat upah yang tetap (piece-rate sistem), seperti upah 





pengembalian asset yang dibayarkan untuk pemilik, dan sewa yang dibagi 
secara adil antar para mitra yang bergabung dalam sebuah pekerjaan. Keempat, 
adanya suatu mekanise prosedur dalam penegakan kontrak (enforcement 
procedures) yang berlaku. Kontrak yang diilakukan untuk mencapai sebuah  
tujuan yang saling menguntungkan (mutual advantage) antar masing-masing 
pihak bukan yang merugikan, akan tetapi juga menyimpan resiko kerugian 
melalui sikap oportunis. Hal ini dikarenakan dalam sebuah kontrak yang tidak 
lengkap maupun kondisi pelaksanaan yang berlainan dengan situasi pada saat 
negosiasi. 
Pada masyarakat yang memiliki kelembagaan penegakannya tidak berjalan 
dengan baik, maka individu-individu dan perusahaan cenderung menghindari 
membuat kesepakatan kontak yang kompleks dimana penegakkannya secara 
otomatis  (Clague, 1997 dalam Yustika, 2012). Sehingga hal ini terdapat dua 
penegakkan yang berlaku yaitu aturan secara formal yang dibangun dan bersifat 
memaksa oleh suatu organisasi resmi seperti negara dan perusahaan untuk 
menyelesaikan masalah tindakan kolektif melalui pihak ketiga. Sedangkan aturan 
informal muncul akibat adanya jaringan kerja dan dipaksakan melalui hubungan 
social dan norma-norma yang berlaku. Penegakan dalam aturan informal ini 
sangat bergantung dari daya tekan dari kekuatan yang ada di masyarakat. Dalam 
penegakkan tersebut tidak jarang menggunakan kekerasan. Menurut Barzel 
(2000) dalam Yustika (2012) penegakan kontrak dengan menggunakan 
kekerasan dapat dibedakan dalam tiga aspek yaitu: pertama, kekerasan sering 
kali lebih murah. Kedua, kekerasan dilakukan untuk mencegah penyitaan. Ketiga,  
kekerasan bertujuan untuk memperkuat pertukaran kontrak itu sendiri.  
Dalam realitasnya mekanisme penegakkan tersebut tidak selalu mudah 
dilakukan. Dalam kasus dimana rasionalitas terikat (bounded rationality) eksis 





sekedar mendesain sebuah aturan prilaku kelembagaan tetapi juga bagaimana 
aturan  itu ditegakkan, masalahnya, dalam kasus aturan main yang tidak komplet 
suatu penegakkan legas sangat terbatas penggunaanya. Dalam kasus aturan 
main yang tidak komplet, suatu penegakan legal sangat terbatas penggunaanya. 
Dalam beberapa  kasus seperti ini dibutuhkan suatu instrument tambahan seperti 
jaminan ekstra legal yaitu; penyanderaan (hostages), agunan (collateral), strategi 
balas dendam (tit-for-tat Strategies), reputasi (reputation) dan lain sebagainya. 
Dengan kata lain,  diperlukan beberapa jaminan “privat” menghadapi prilaku 
menyimpang dengan membangun suatu hubungan yang taat asas. Oleh karena 
itu, setiap pembuat desain kelembagaan harus memperhatikan situasi aturan 
main yang tidak lengkap tersebut agar prilaku-prilaku menyimpang bisa 
diminimalisir  (Furubotn dan Richter, 2000 dalam Yustika, 2012). 
Menurut Mallor et al. (2004) proses terjadinya sebuah kontrak dan jika satu 
atau beberapa elemen tidak terpenuhi, maka kontrak tidak akan tercipta. Tujuan 
dari sebuah kontrak harus resmi (legal), hampir disetiap kasus sebuah 
kesepakatan (agreement) wajib didukung oleh beberapa pertimbangan yaitu 
suatu persetujuan untuk menyepakati nilai resmi (legal value). Dibawah ini akan 
terlihat bagaimana sebuah kontrak tercipta. 
Setiap interaksi antar pelaku ekonomi yang itdak terjadi secara langsung, 
harus diwadahi dengan mekanisme kontrak yang berfungsi sebagai media 
transaksi. Kontrak akan menentukan kualitas pertukaran (exchange) dan besaran 
biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kontrak harus didefinisikan 
dengan jelas karena semakin baik sebuah kontrak diformulasikan, maka dapat 























Sumber : Mallor et al., 2004 
Berdasarkan uraian Mallor et al. (2004) bahwa sebuah kontrak akan tercipta 
jika terpenuhinya persyaratan: negotiation, agreement (offer and acceptance), 
voluntary, consideration, capacity, dan legality. Jika terpenuhi seluruh 
persyaratan tersebut, maka terciptalah kontrak, yang kemudian diikuti dengan 
persyaratan tertulis dari pihak-pihak yang terlibat kontrak. Jika salah satu 
persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak tidak terjadi. Secara teoritis 
apa yang diuraikan Mallor tersebut secara implisit menunjukkan adanya 
“kesetaraan” dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.   
Pada kasus transportasi daring belum menunjukkan kesetaraan antara 
perusahaan aplikasi dengan mitra pengemudi. Perusahaan lebih terkesan 















main tanpa melibatkan mitra pengemudi seperti: penentuan tarif transaksi, 
penentuan sistem bonus, pemutusan hubungan (suspend) terhadap pengemudi 
yang dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya (Nastiti, 2017). Permasalahan 
ini  pada principal-agent dalam model-model aksi tersembunyi   (moral hazard ). 
Varian (2003) memberikan gambaran bahwa  berkenaan dengan situasi dimana 
satu sisi pihak tidak dapat mengetahui (mengamati ) aksi dari pihak lain. 
Sedangkan dalam informasi tersembunyi (adverse selection) berkenaan dengan  
sistem teknologi informasi, informasi transaksi, tarif, insentif dan kondisi pasar. 
Jika terjadi ketidakseimbangan informasi atau asimetis informasi antara principal 
dan agent maka akan terjadi moral hazard, yaitu agen cenderung untuk menipu 
principal. 
2.4 Teori Informasi Asimetris 
Istilah Informasi Asimetris digunakan pertama oleh George Akerlof (1970) 
lewat karya momentalnya yakni The Market of “Lemons”, Quality Uncentainty and 
the Market Mechanism. Arkelof mengatakan bahwa dalam pasar, nilai rata-rata 
dari sebuah komoditi akan cenderung mengalami penurunan, walaupun barang 
tersebut tergolong memiliki kualitas yang bagus. Penjual yang memiliki niat yang 
tidak baik akan mengelabui atau menipu pembeli dengan cara memberi kesan 
seolah-olah barang yang dijual pedagang tersebut berkualitas bagus, hal ini yang 
memunculkan adanya Adverse Selection. Yang dimaksud dengan Adverse 
Selection yaitu  pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan berdasarkan 
informasi yang lemah atau sedikit. Oleh karena itu menurut arkelof diperlukan 
sebuah kelembagaan pasar perantara (intermediary market institutions), yang 
sering disebut dengan kelembagaan penghalang (counteracting institutions) 
untuk mereduksi informasi yang lemah tersebut. Contoh untuk menunjukan 





Tiga definisi berbeda dari literatur untuk memperkenalkan konsep asimetri 
informasi : 
1.  Model asimetri informasi mengasumsikan bahwa setidaknya satu pihak dalam 
suatu transaksi memiliki informasi yang relevan, sedangkan yang lain tidak 
(Arkelof, 1970). 
2.  Asimetri informasi terjadi ketika pengetahuan salah satu pihak yang 
berkontrak lebih rendah dari pihak yang lain  dan mengenai niat sebenarnya 
dari pihak lawan dan kegiatan yang direncanakan (Dehlen et al., 2014). 
3. Perspektif informasi asimetris bahwa ketika informasi tersebut tidak sempurna 
karena untuk memperoleh informasi tersebut sangat mahal (Stiglitz, 2000). 
Informasi asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara 
salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. hal ini dapat 
menimbulkan adanya Moral Hazard. Moral hazard merupakan tindakan yang 
diambil secara sengaja agar tujuan dapat tercapai. Permasalahan principal-agent 
pada model-model aksi tersembunyi  (moral hazard), Varian (2003) memberikan 
gambaran bahwa  berkenaan dengan situasi dimana satu sisi pasar tidak dapat 
mengetahui (mengamati) aksi dari pihak lain. Sedangkan dalam informasi 
tersembunyi (adverse selection) berkenaan dengan situasi dimana satu sisi 
pasar tidak mengetahui tipe atau kualitas barang (orang) atau pihak lain dari 
pasar. Jika terjadi ketidakseimbangan informasi atau asimetis informasi antara 
principal dan agent maka akan terjadi moral hazard, yaitu agent cenderung untuk 
menipu principal (Space 1991 dalam Ghozali 2004). 
Informasi Asimetris  ditentukan oleh dua komponen yaitu : 1. Sejauh mana 
dasar umum informasi ada antara peserta; 2. Tingkat koordinasi atau komunikasi 
antara anggota tim (Keane dan Stavrunova, 2016). skenario informasi Asimetri 
dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu (Akerlof, 2001): adverse 





satu sisi pasar tidak mengetahui tipe atau kualitas barang (orang) atau pihak lain 
dari pasar. Sedangkan moral hazard merupakan tindakan yang diambil secara 
sengaja oleh agen untuk menahan upaya yang telah disepakati bersama. 
(Berger, Dutta, & Walker, 1992; Frenzen  et al., 2010).  
Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan memiliki teknologi yang 
tinggi ketika mereka memasuki kemitraan ekuitas dengan perusahaan-
perusahaan kecil atau mitra yang lebih kecil, memiliki kecenderungan untuk 
melakukan kesempatan penyelewengan terhadap mitranya (Benson & Ziedonis, 
2009; Chesbrough & Tucci, 2004). Perusahaan atau mitra  yang lebih kecil 
mungkin perlu berhati-hati untuk mencapai kontrak kemitraan dengan 
perusahaan ketika asimetri informasi yang tinggi karena mitra yang sudah besar  
cenderung menyalahgunakan teknologi perusahaan yang lebih kecil (Dushnitsky 
& Shaver, 2009) 
Dari literatur mengusulkan beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk 
mengatasi asimetri informasi diantaranya  melalui insentif kontrak dan monitoring 
(Fama, 1980; Jensen, 1986; Krep, 1997; Wiseman et al., 1998). Argumentasi lain 
untuk mengatasi ketidak pastian akibat asimetri informasi adalah untuk 
memasukkan perspektif lembaga dalam studi tentang banyak masalah yang 
memiliki struktur koperasi (Eisenhardt, 1989).  
Kasus informasi asimteri yang terjadi dalam pasar tenaga kerja yang 
diformulasikan oleh Michael Spence lewat karyanya yang berjudul “Job Market 
Signaling“ tahun 1973 dalam Yustika (2012). Menurutnya keputusan majikan 
untuk memperkerjakan seseorang merupakan keputusan investasi dibawah 
kondisi ketidakpastian. Pemilik perusahaan tentu tidak yakin sepenuhnya tentang 
kemampuan produktif seseorang sebelum dia menggajinya. Bahkan, 
kemampuan produktif itu juga tidak serta merta dapat diketahui apabila pekerja 





mempelajari sesuatu yang baru. Berkaitan dengan itu maka menguji atau 
melakukan penilaian terhadap seseorang merupakan sebuah keputusan 
investasi. Hal ini dikarenakan  kemampuan dan kapabilitasnya tidak diketahui 
secara pasti, sehingga keputusan investasi tersebut berada dibawah 
ketidakpastian. Menurutnya kasus seperti itu analog dengan keputusan investasi 
dalam permainan undian (lottery). Kemungkinan keberhasilan dalam mengambil 
keputusan ditentukan oleh pengalaman terdahulu dalam pasar kerja (job market), 
tanda/signal yang diberikan oleh pelamar kerja tentang kemampuannya, dan 
karakteristik individu yang dapat dimanipulasi. Contoh signal tersebut adalah 
pendidikan. Maka itu diperlukan melakukan optimasi biaya penandaan (signaling 
cost), khususnya untuk kepentingan penentuan upah. Biaya penandaan 
merupakan total biaya dari perubahan sinyal, termasuk ongkos uang, waktu dan 
fisik . 
Bentuk dasar dari informasi asimetris yang terjadi  bisa dibedakan menjadi 
dua bentuk yaitu; Hidden Knowledge, merupakan suatu situasi dimana informasi 
yang dimiliki oleh salah satu pihak lebih banyak dari pihak yang lain baik dari segi 
kualitas (atau "tipe") dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. 
Kemudian Hidden Action, merupakan suatu situasi dimana salah satu pihak 
dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang yang diperdagangkan atau kontrak 
variabel dengan melakukan beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat 
diketahui oleh pihak lain. 
1. Hidden Knowledge  
Hidden Knowledge merupakan suatu situasi dimana salah satu pihak lebih 
mengetahui tentang kualitas  barang atau kontrak terhadap barang atau jasa 
yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya. Hidden 
knowledge sering terjadi ketika satu pihak tidak mengetahui yang sebenarnya 





informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan atas ketidak tahuan pihak lain 
sehingga menyebabkan masalah seleksi yang merugikan (Adverse Selection). 
Adverse Selection  yang terjadi akan menimbulkan kegagalan pasar. Namun 
hal ini dianggap penting dalam bidang ekonomi karena sering menghilangkan 
kemungkinan pertukaran yang akan menguntungkan baik konsumen maupun 
penjual. Sebagai contoh Adverse Selection terjadi ketika terdapat barang dengan 
kualitas yang berbeda dijual dengan satu harga atau harga yang sama. Hal ini 
disebabkan penjual tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk 
menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membeli barang tersebut. 
Akibatnya, produk-produk berkualitas rendah terlalu banyak dari produk-produk 
yang berkualitas tinggi yang di jual dipasar sehingga barang-barang berkualitas 
rendah akan menggeser barang-barang yang berkualitas tinggi.   
Informasi asimetris bisa mengakibatkan kerugian di dalam perdagangan 
terhadap pihak yang kurang memiliki informasi. Tanpa intervensi di pasar, 
adverse selection akan selalu menyebabkan kepada ketidak efisien dalam 
keseimbangan. Pemerintah memiliki berbagai cara untuk menghindari Adverse 
Selection yang merugikan. Diantaranya adalah dengan melakukan intervensi 
pada harga di pasar untuk membantu pihak yang merasa di rugikan. Dalam 
transportasi berbasis daring peran intervensi pemerintah, yaitu melakukan 
intervensi harga batas atas dan harga batas bawah untuk melindungi mitra 
pengemudi disatu sisi juga melindungi konsumen.  
Bila ada keseimbangan ganda, yaitu salah satu dengan harga yang terendah 
merupakan pareto yang diinginkan, hal ini karena akan memberikan keuntungan 
kepada konsumen yang lebih banyak bila harga pasar yang lebih rendah. 
Akibatnya, jika salah satu keseimbangan yang lain tercapai, ada manfaat 
potensial dari intervensi pemerintah. Kebijakan yang harus diadopsi pemerintah 





dengan menerapkan batas pada harga yang dapat dibebankan.  Harga tersebut 
juga tidak  membuat perusahaan dan pengemudi mengalami kerugian. Analisis 
pasar ini telah menunjukkan bagaimana informasi asimetris dapat 
mengakibatkan penguraian pasar dimana kualitas buruk menggeser kualitas baik 
di pasar. Selain itu, informasi asimetris dapat menyebabkan kesetimbangan 
ganda.  
2. Hidden Action   
Hidden action merupakan tindakan yang dilakukan secara tersembunyi oleh 
salah satu pihak yang dapat mempengaruhi kualitas barang yang 
diperdagangkan dan tindakan tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak lain. 
Pihak yang membuat kontrak disebut prinsipal sedangkan pihak yang 
menerima kontrak transaksi disebut agen. Prinsipal memiliki informasi yang lebih 
atau progressive information terhadap barang yang akan diperdagangkan. Hal ini 
menyebabkan prinsipal untuk melakukan tindakan yang tersembunyi guna 
mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan sehingga memunculkan 
masalah moral hazard. Permasalahan ini menghasilkan ineffisiensi akibat adanya 
kesulitan dalam mengambil skema insentif untuk memastikan tindakan yang 
tepat untuk diambil.  
Permasalahan moral hazard dalam teori ekonomi  adalah suatu situasi 
dimana satu pihak  memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko karena biaya 
yang  dikenakan tidak akan diketahui oleh pihak mengambil risiko. Dengan kata 
lain, hal ini merupakan kecenderungan untuk lebih berani dalam mengambil 
risiko karena mengetahui bahwa biaya mengambil risiko tersebut akan 
dibebankan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain. Sebuah moral 
hazard bisa terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah sehingga 
merugikan pihak lain setelah transaksi keuangan sudah terjadi. Moral hazard 





dan tanggung jawab dari tindakan yang dilakukannya dan memiliki 
kecenderungan untuk bertindak dengan kurang hati-hati, meninggalkan pihak lain 
untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan 
tersebut.  
2.4.1 Informasi asimetris dalam transportasi berbasis daring 
Platform digital yang dgunakan dalam transportasi berbasis daring 
menciptakan pasar baru yang dihasilkan dari informasi antar konsumen dan 
produsen (mitra pengemudi). Informasi yang dikelola oleh perusahaan aplikasi 
merupakan asset yang bernilai jual sehingga dapat diperjual belikan. Ketika 
informasi menjadi sangat penting dan mahal maka Informasi asimetris muncul. 
Perusahaan aplikasi sebagai pemilik informasi memiliki informasi mengenai 
kualitas dari input, output atau aspek lain dari perekonomian yang tidak dimiliki 
oleh pihak pengemudi  yang terlibat (atau informasi tersebut terlalu mahal untuk 
diakses oleh pihak lain. Situasi ini memberikan kesempatan kepada agent 
menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi informasi 
sebagai usaha untuk memaksimalkan kepentingannya. 
Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang ditemukan oleh Rosenblat dan Stark 
(2016) terhadap transportasi daring di Amerika Serikat selama 9 bulan. Temuan 
dari kajian ini diantaranya: Uber meningkatkan kontrol tidak langsung yang 
signifikan terhadap pengemudi dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini 
disebabkan Informasi yang terbatas  yang dihasilkan oleh aplikasi Uber 
menyebabkan pengemudi tidak memiliki daya tawar justru perusahaan yang 
memiliki kontrol yang besar terhadap pengemudi dan pekerjaannya. Kajian ini 
juga menemukan bahwa tenaga kerja dalam transportasi berbasis daring 
bukanlah pekerja fleksibel seperti yang ada dalam ekonomi gig justru sebaliknya. 
Ketidakmampuan pengemudi untuk mendapatkan informasi yang utuh dari 





ditambah lagi dengan kontrak yang tidak seimbang dan tidak adanya negosiasi 
dari kontrak tersebut.  
Terjadinya informasi asimetris dalam transportasi berbasis daring maka  
dapat mempengaruhi efisiensi pasar dan memunculkan biaya transaksi. Hal ini 
dikarenakan jika salah satu pihak selalu berusaha memperkecil kesenjangan 
informasi dengan melakukan tindakan untuk mengeluarkan sejumlah biaya 
transaksi (Pratt dan Zeckhauser, 1985). Hal yang  sama disampaikan Mburu 
(2002), semakin tinggi kesenjangan informasi maka akan semakin tinggi biaya 
transaksi.  
2.5. Teori Biaya Transaksi 
Teori biaya transaksi pertama kali dikenalkan oleh Ronald Coase tahun 1937 
dengan judul makalahnya “The Nature of the firm dalam Yustika (2012), dimana 
teori ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan model keseimbangan umum 
dalam ekonomi neo-klasik dimana asumsi dasar semua informasi yang didapat  
agen ekonomi adalah sempurna, sehingga tidak ada biaya transaksi, karena 
semua agen ekonomi sepenuhnya diberitahu tentang kualitas dan harga semua 
produk dan semua produksi dan kemungkingan konsumsi. Kemudian Coase 
mengubah asumsi ini dengan memasukkan pandangan keadaan yang 
sebenarnya dimana agen-agen ekonomi hanya memiliki informasi terbatas, dan 
bahwa ada banyak biaya yang terkait dengan bertransaksi di pasar. pandangan 
yang realistis ini memiliki sejumlah implikasi yang berbeda untuk bagaimana 
pasar bekerja. Pasar tidak akan berjalan sempurna bila pelaku ekonomi tidak 
memiliki informasi mengenai barang yang akan ditransaksikan. Sebagian ekonom 
berkeyakinan transaksi dapat berjalan bila ada informasi dimana informasi 






Pondasi utama dalam asumsi biaya transaksi sebagian pada konsep 
rasionalitas terbatas yang diprakarsai oleh Herbert Simon (1957) dengan  
paradigm ilmu ekonomi kelembagaaan baru.  Williamson (1998) mengembangkan 
kerangka untuk memahami biaya transaksi termasuk konsep rasionalitas terbatas, 
ketidakpastian, oportunisme, kekhususan aset, dan frekuensi transaksi. Semua ini 
adalah faktor-faktor yang membuat biaya transaksi dalam perekonomian. Fakta 
bahwa ada ketidakpastian di pasar dan bahwa semua agen ekonomi telah 
dibatasi rasionalitas dan bertindak oportunis. 
Menurut Chen et al. (2002) berkaitan dengan oportunisme adalah merupakan 
pondasi  dasar  dari teori biaya transaksi yang dianggap sebagai bentuk sifat 
alami manusia. Selanjutnya oportunis diartikan oleh Willimson sebagai “Pencarian 
untuk kepentingan diri seindiri dengan tipu daya”, melalui distorsi, 
menyembunyikan informasi, tindakan licik dan menghalalkan segala cara atau 
machiavellian (Aubert at al., 1996). Selain daripada menjadi fondasi teori biaya 
transaksi, oportunis juga menjadi penjelas teori keagenan, bahwa setiap pihak 
yang terlibat dalam hubungan akan dimotivasi oleh self interest ekonomi dan juga 
perilaku oportunistik (Lou & Donthu, 2007). Adam Smith pernah mengungkapkan 
bahwa manusia cenderung berperilaku sesuai kepentingannya sendiri (Gronhaug, 
1991). 
Menurut Benham (2001) biaya transaksi disebut juga dengan biaya 
penukaran dimana nilai biaya tersebut tergantung pada spesialisasi dan 
frekuensi melakukan transaksi, keterampilan negosiasi, pengetahuan lokal, 
jaringan,  kepercayaan diri, modal sosial dan koneksi politik.  Biaya transaksi ini 
muncul akibat mahalnya informasi yang berkaitan dengan pertukaran hak milik 
antar individu. Hal ini disebabkan bahwa manusia tidak sempurna dan memiliki 





Pandangan Wilamson timbulnya biaya transaksi lebih disebabkan oleh faktor 
manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia terutama karena melekat 
keterbatasan dalam diri sebagai manusia berupa keterbatasan kognisi dan 
informasi (bounded rationality) dan faktor keinginan mencari keuntungan lebih 
dengan cara yang salah (oportunistis) (Grounhaug, 1991). sedangkan faktor 
lingkungan merupakan kompleksitas kondisi lingkungan serta berbagai 
ketidakpastian yang muncul dalam masyarakat (Shah, 2007). Sementara itu 
Cordella dan Simon (1993) dalam Shah (2007)  mengatakan teori biaya transaksi 
adalah bagian dari teori organisasi yang bisa dirincikan kedalam biaya aktivitas 
yang terdiri dari biaya produksi (production cost) dan biaya kesempatan 
(opportunity cost)  dan kemudian biaya transaksi yang terdiri dari biaya 
infrastrukstur ( biaya internal) dan biaya koordinasi (biaya eksternal).  
Menurut Mburu (2002) dalam Yustika (2012), biaya transaksi dapat 
dikembangkan menjadi tiga kategori yang lebih luas, yaitu : 1). Biaya pencarian 
dan informasi; 2) Biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi 
kontrak; 3) Biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan atau 
pelaksanaan (compliance). Kemudian jika biaya transaksi muncul karena adanya 
transfer kepemilikan atau lebih umum hak-hak kepemilikan maka diperluas 
dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan 
(protection of property rights). Ketika ini terjadi maka biaya transaksi sebagai 
ongkos yang muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan 
kelembagaan (institutional arrangements). Oleh karena itu yang dimaksud biaya 
transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, capital, dan keterampilan 
kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (transfer) secara fisik input 
menjadi output.    
Husted dan Folger (2004) mengatakan biaya transaksi terdiri dari; biaya 





(pemaksaan pertukaran) serta biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan 
dengan produksi barang dan jasa. Inti dari ekonomi biaya transaksi tidak lain 
adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi, yang terdiri atas 
biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan yang 
dipertukarkan dan biaya-biaya untuk melindungi hak-hak kepemilikan dan 
menegakkan kesepakatan. Sedangkan menurut Bromly (1989) terdapat dua jenis 
transaksi dalam masyarakat, yaitu transaksi komoditas dan transaksi 
kelembagaan. Sebagian besar teori ekonomi terkait dengan hubungan komoditas, 
yaitu pembelian dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Domain aktivitas 
ekonomi ini disebut transaksi komoditas. Domain kedua aktivitas ekonomi adalah 
tentang keteraturan, struktur, stabilitas dan keterprediksian dari proses pasar 
yang teatur lewat mana komoditas bergerak. Dalam domain kedua ini ada 
transaksi-transaksi atas aturan-aturan main yang disebut transaksi institutional. 
Menurut Furubotn dan Richter dalam Yustika (2012) biaya transaksi dibagi 
dua yaitu: Pertama, biaya yang dilakukan untuk transaksi di pasar (market 
transaction costs). Kedua, biaya yang dilakukan untuk memberikan pesanan 
(orders) di dalam perusahaan (managerial transaction costs), dan biaya untuk 
menggerakkan dan menjalankan dalam kerangka politik kelembagaan (political 
transaction cost).  Dari  ketiga jenis biaya transaksi tersebut dapat dibedakan 
menjadi dua tipe: pertama, biaya transaksi tetap (fixed transaction cost) yaitu 
merupakan investasi spesifik yang dilakukan dalam membuat kesepakatan 
kelembagaan (institutional arrangements); dan kedua biaya transaksi variabel 
(variable transactions costs) yaitu biaya yang muncul berdasarkan pada jumlah 
dan volume transaksi.  
Secara spesifik biaya transaksi pasar (market transaction cost).  Bisa 
dikelompokkan secara lebih rinci yaitu; 1). Biaya untuk menyiapkan kontrak 





informasi). Biaya ini bisa muncul karena individu/perusahaan membuat 
pengeluaran secara langsung (misalnya untuk iklan, mengunjungi pelanggan 
yang prospektif dan sebagainya) atau biaya yang muncul secara tidak langsung 
melalui kreasi pasar yang terkoordinasi. 2) Biaya untuk mengeksekusi 
kontrak/concluding contracts (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan). 
Biaya-biaya yang masuk dalam kategori ini berhubungan dengan pengeluaran 
yang harus dibuat ketika kontrak yang ditulis dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. Bargaining and decision cost meliputi: biaya yang dikeluarkan 
agar informasi yang dikumpulkan bermanfaat, biaya konsultan, kompensasi yang 
dibayar kepada penasehat (advisors), biaya pembuatan kontrak. 3) Biaya 
pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak 
(enforcing the contractual obligations). Biaya-biaya ini muncul karena kebutuhan 
untuk mengawasi waktu pengiriman yang disetujui, mengukur kualitas dan jumlah 
produk, Supervision and enforcement cost  
 Biaya transaksi manajerial (managerial transaction cost) yaitu biaya sebagai 
upaya menciptakan keteraturan, yang meliputi:  1)  Biaya penyusunan (setting 
up), pemeliharaan atau perubahan desain organisasi. Biaya ini berhubungan 
dengan biaya operasional yang lebih luas (termasuk dalam biaya ini ialah biaya 
manajemen personal, investasi teknologi informasi, mempertahankan  proses 
pengambilalihan (defense against takeovers), hubungan masyarakat dan lobi) 
secara tipikal masuk dalam biaya transaksi tetap (fixed transaction cost); 2) Biaya 
mengoperasikan organisasi dapat dikategorikan menjadi dua sub kategori:  (1)  
Biaya informasi yakni biaya untuk menghasilkan keputusan, pengawasan 
pelaksanaan pesanan, pengukuran kinerja pekerja, biaya agensi, biaya 
manajemen informasi dan sebagainya; (2)  Biaya yang digabungkan dengan 
transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah (across a separable 





setengah jadi (semi finish), biaya transport di dalam perusahaan dan biaya 
lainnya.  
Biaya transaksi politik (political transaction cost) yaitu biaya yang terkait 
dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan 
aspek politik. Secara umum biaya transaksi politik merupakan biaya penawaran 
barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif (collective action) dan bisa 
dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial.  Secara khusus biaya 
ini meliputi: 1). Biaya penyusunan, pemeliharaan dan perubahan organisasi politik 
formal dan informal termasuk disini adalah biaya yang berhubungan dengan 
pengembangan kerangka hukum, struktur adminsitrasi, militer, sistem pendidikan, 
pengadilan dan sebagainya. 2). Biaya untuk menjalankan politik (the cost of 
running politiy). Biaya ini adalah pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan tugas kekuasaan (duties of sovereign). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi  
Menurut Zhang (2000) dalam Yustika (2012) faktor-faktor yang mepengaruhi 
besarnya biaya transaksi pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 
1. What the identity of bundle of rights. Merupakan hak-hak yang memiliki 
banyak atribut dimana nilai, pengukuran, kebijakan, dan 
pemaksaannya bervariasi dari satu tipe dengan tipe yang lainnya. 
Kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi 
variabilitas secara langsung dan tentu mempengaruhi biaya dalam 
pertukaran 
2. Who; to identity of agents involved in the exchanges, hal ini berkaitan 
dengan asumsinya Williamson (1975) yang muncul dari faktor-faktor 
manusia yakni rasionalitas terbatas/terikat yaitu keterbatasan 






3. How the institutions, technical and social, governing the exchange and 
how to organize the exchanges. Berkaitan dengan ini pasar 
diasumsikan sebagai suatu kelembagaan untuk memfasilitas proses 
pertukaran, yang kehadirannya dibutuhkan untuk mengurangi biaya 
pertukaran, sedangkan perusahaan juga dapat dianggap sebagai 
kelembagaan yang memfasilitasi pertukaran yang saling 
menguntungkan.  
Karakteristik dari transaksi akan mempengaruhi besaran biaya transaksi, ada 
tiga karaktristik transaksi yang penting yaitu: 
a. Ketidakpastian (uncertainty) 
Sumber utama ketidakpastian adalah kurangnya informasi atau informasi 
asimetris. Hal ini bisa memberikan pertukaran keuntungan yang lebih dari 
satu mitra dengn mitra yang lainnya. Keuntungannya mungkin 
disebabkan oleh non-observability tindakan orang lain, atau informasi 
sebelum kontrak. Bentuk ketidakpastian yang lain adalah perilaku 
oportunisme, hal ini menunjukkan bahwa  semua informasi asimetri atau 
kurangnya informasi disebabkan oleh tindakan yang  disengaja dari mitra 
pertukaran. Perbuatan beberapa individu secara sadar mencoba untuk 
mendistorsi transaksi dengan menyamarkan atau memanipulasi 
informasi. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi kebutuhan untuk 
mengurangi ketidakpastian, dan semakin tinggi biaya transaksi (Buitelaar, 
2007).   
b. Spesifisitas asset (ketergantungan)  
 Beberapa asumsi neoklasik mengatakan semua transaksi barang yang 
sama dibuat karena sumber daya yang dapat disubstitusikan.  Namun 
dalam realitas yang ada banyak transaksi yang tidak berulang dan hanya 





menimbulkan ketergantungan individu dengan individu yang lain. 
Spesifisitas aset dapat digambarkan sebagai investasi khusus yang tidak 
dapat didistribusikan untuk penggunaan alternatif atau oleh pengguna 
alternatif kecuali pada kehilangan nilai produktif. Investasi ini 
menimbulkan ketergantungan bilateral, seperti Williamson (1998) 
menyebutnya, dan hanya akan dilakukan jika kontraktor mengharapkan 
penurunan biaya produksi atau peningkatan pendapatan. Dalam konsep 
yang lebih luas dari saling ketergantungan, biaya koordinasi organisasi 
dan interorganisational juga disertakan. Tingkat aset spesifikasi yang 
tinggi atau saling ketergantungan dapat menimbulkan struktur 
pemerintahan hirarkis. Contohnya meliputi site specifity, physical asset 
speficifity, human asset specifity. Asset yang spesifik membatasi kegiatan 
tertentu yang memiliki transaksi terbatas. 
c. Frekuensi  waktu   
 Faktor terakhir dari dimensi transaksi adalah waktu, yang meliputi durasi 
dan frekuensi transaksi. Dimensi ini juga terkait dengan dua sebelumnya. 
Di pasar ekonomi yang sempurna, prinsip transaksi berbeda dengan 
realitas yang ada dimana banyak transaksi yang tidak berulang atau 
cepat sebagai model ini mengasumsikan arus utama. Salah satu alasan 
mungkin aset-kekhususan atau saling ketergantungan. Frekuensi, 
tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi.  Setiap karakteristik 
transaksi baik produk pertanian, perikanan, sangat berbeda tergantung 
pada musim maupun teknologi yang ada. Transaksi pada musim panen 
atau musim ikan melimpah berbeda dengan transaksi pada musim 
paceklik.   


















Sumber: Beckman (2004) dalam Yustika (2012) 
Coase (1937)  mengatakan bahwa fitur kunci dari ketidakpastian transaksi. 
Ketidakpastian menimbulkan adanya perubahan, dalam organisasi dan lembaga.  
Untuk itu hirarki mungkin menjadi jawaban dari ketidakpastian dan 
ketidaklengkapan kontrak. Coase juga mengatakan bahwa jika ada sejumlah kecil 
dari hubungan pertukaran, dimana pembeli dan penjual menjadi tergantung pada 
satu sama lain. Pada akhirnya Williamson (1975) merasa bahwa penalaran perlu 
dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Isu 'ketidakpastian' dari apa yang 
disebut sifat pasar (atau faktor lingkungan). Hal ini harus terhubung ke faktor 
manusia. Oleh karena itu Williamson mengajukan, dua atribut dasar manusia 
membuat keputusan yaitu oportunisme dan rasionalitas terbatas. Namun, biaya 
transaksi akan semua relatif rendah jika, bahkan dengan rasionalitas dibatasi dan 
oportunisme, semua transaksi yang mirip dan memiliki karakteristik yang sama. 
Asumsi perilaku harus terhubung ke versi diperpanjang dari dimensi yang Coase 
Atribut perilaku dari actor 




Struktur tata kelola 
 Pasar 
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berikan kepada transaksi. Dimensi transaksi ini saling ketergantungan, 
ketidakpastian dan waktu.  
2.5.1   Biaya transaksi dalam transportasi berbasis daring 
Ekonomi berbagi muncul karena adanya biaya transaksi. Penggunaan 
platform internet sebagai media penghubung antar pengemudi dan penumpang 
dalam transportasi berbasis daring menyebabkan terjadi penurunan biaya dalam 
transaksi.   Platform perusahaan aplikasi dapat menciptakan nilai dan pasar baru 
yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa antara orang-orang yang 
sebelumnya  tidak akan  mungkin terjadi  karena biaya yang sangat tinggi. konsep 
teori biaya transaksi  dibangun oleh Oliver Williamson menganggap perusahaan, 
pasar, dan lembaga lainnya sebagai rangkaian pengaturan kontrak untuk 
administrasi transaksi ekonomi dengan adanya biaya transaksi. Dua asumsi 
utama dari perspektif ini berkaitan dengan sifat agen ekonomi dan perilaku 
mereka: rasionalitas terikat yang menimbulkan masalah ketidaklengkapan kontrak 
dan oportunisme yang menimbulkan masalah penangguhan bagi mitra yang lebih 
tergantung pada transaksi. 
Menurut   Anders dan Iwona (2016) teori biaya transaksi adalah alat  teoritis 
utama untuk memahami ekonomi berbagi. Platform berbasis internet 
memfasilitasi pengurangan drastis dalam biaya transaksi antara pengguna dan 
penyedia, misalnya, akomodasi pribadi dan transportasi. Ini menciptakan pasar 
yang sepenuhnya baru, yang sebelumnya hanya mungkin terbatas. Namun, 
pasar-pasar baru ini juga menggantikan pasar akomodasi dan transportasi yang 
sudah ada. Teori tentang substitusi dan pelengkap harus ditambahkan ke teori 
biaya transaksi untuk menganalisis perkembangan industri. Seperti yang telah 






Williamson (1981) dalam Anders dan Iwona (2016) mengembangkan 
kerangka untuk memahami biaya transaksi termasuk konsep rasionalitas 
terbatas, ketidakpastian, oportunisme, dan frekuensi transaksi. Hal ini adalah 
faktor-faktor yang membuat biaya transaksi dalam perekonomian. Jika melihat 
masalah dari sudut pandang alasan di balik biaya transaksi dan proses transaksi, 
ketidakpastian, rasionalitas terbatas, dan oportunisme sangat mungkin memiliki 
peran utama. sehingga pengemudi dan pengguna jasa memiliki pengetahuan 
yang terbatas pada layanan yang diberikan karena lebih rendah dari tingkat 
standardisasi. Fakta bahwa ada ketidakpastian di pasar dan bahwa semua agen 
ekonomi telah dibatasi rasionalitas dan perusahan bertindak oportunis (Anders & 
Iwona,  2016).  
Menurut Akbar dan Tracogna (2018) variabel utama dari teori biaya transaksi 
mengacu pada sifat dan fitur transaksi ekonomi: frekuensi, ketidakpastian dan 
spesifikasi aset (Williamson, 1979). Pertama, 'frekuensi transaksi' mengacu pada 
jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu di antara pihak yang sama 
atau memiliki objek yang sama (yaitu aset bersama yang sama dalam platform 
berbagi). Kedua, Ketidakpastian mitra berkaitan dengan rentang waktu transaksi, 
yang pada akhirnya mempengaruhi luasnya kontinjensi di masa depan yang 
memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang menimbulkan  
perselisihan dalam tata kelola transaksi ex-post. Ketiga, spesifikasi aset  adalah 
tingkat dimana investasi spesifik yang tahan lama diperlukan untuk 
memaksimalkan nilai transaksi. Spesifik asset ketika mereka memiliki nilai dalam 
konteks transaksi tetapi nilai yang relatif kecil di luar transaksi. Dengan demikian, 
spesifisitas aset menimbulkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang 
berkontrak dan menciptakan monopoli bilateral atau hubungan yang tidak 
seimbang yaitu, pihak yang telah membuat investasi dapat dieksploitasi oleh 





Berkaitan dengan faktor ketidakpastian yang dialami oleh mitra pengemudi 
tidak terlepas dari akibat adanya teknologi informasi algoritma atau lebih dikenal 
dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegent). Penggunaan teknologi 
kecerdasan pada prinsipnya dapat membuat efisiensi dalam operasional karena 
operator dapat di minimalisir dan biaya menjadi lebih efisien. Akan tetapi disatu 
pihak muncul ketidakpastian transaksi yang dialami oleh pengemudi sementara 
perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan dan rendahnya 
informasi yang didapat dari mitra pengemudi.  
2.6  Teknologi Kecerdasan Buatan 
Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat memberikan perubahan 
yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Salah satu yang sangat besar 
pengaruhnya adalah penggunaan telepon seluler. Penggunaan telepon selular 
tidak sebatas mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah 
cara manusia memamfaatkan informasi. Begitu juga dengan Negara dan 
perusahaan menganggap  era ekonomi digital saat ini data adalah sumber daya 
baru dan di anggap sebagai sumber daya baru untuk menghidupkan 
perekonomian dunia.  Beberapa kalangan mengatakan bahwa data merupakan 
sumber daya yang memiliki nilai geopolitics dan geostrategic.  
Perkembangan teknologi informasi yang sangat penting untuk diteliti dan 
menjadi konsen para ilmuan adalah adalah big data, kecerdasan buatan (artificial 
intelligence), blockchain, dan teknologi finansial (tekfin). Perkembangan teknologi 
yang disebutkan diatas pada dasarnya bukanlah merupakan teknologi baru 
melainkan sudah ada sejak lama akan tetapi mengalami perkembangan yang 
sangat pesat pada beberapa tahun terakhir. Perkembangan keempat teknologi 
ini membawa dampak sosial ekonomi yang tidak terbayangkan sebelumnya. 
Para pakar menyatakan bahwa keempat teknologi ini akan menjadi basis untuk 





Kecerdasan buatan yang dimaksud disini adalah merujuk pada mesin yang 
mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil 
keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia (Sutojo, 2011). Sedangkan 
menurut Russell dan Norvig (2016) kecerdasan buatan merupakan suatu 
program komputasi yang dirancang agar mesin dapat bekerja seperti kecerdasan 
manusia; seperti melakukan prediksi memecahkan masalah dan mengambil 
keputusan. 
Program konvensional hanya dapat meyelesaikan persoalan yang di program 
secara spesifik. Jika ada informasi baru, sebuah program konvensional harus 
dirubah untuk menyesuaikan diri dengan informasi baru tersebut. Hal ini tidak 
hanya menyebabkan boros waktu, namun juga dapat menyebabkan terjadinya 
eror. Sebaliknya, kecerdasaan buatan memungkinkan komputer untuk berfikir 
atau menalar dan meniru proses belajar manusia sehingga informasi baru dapat 
diserap sebagai pengetahuan, pengalaman, dan proses pembelajaran serta 
dapat digunakan sebagai acuan dimasa-masa yang akan datang. 
  Kecerdasan buatan memiliki keuntungan komersial (Turban, 2005) dalam 
Sutojo, 2011: 
1. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan buatan tidak 
akan pernah berubah selama programnya tidak diubah oleh programmer. 
2. Kecerdasan buatan lebih mudah di duplikasi dan disebarkan. 
3. Kecerdasan buatan lebih murah dan bersifat konsisten. 
4. Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan  
5. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan 
lebih baik.    
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) adalah sub bagian dari  ilmu 





dengan cara menyatakan data, pemrosesan data dan   penyelesaian masalah 
secara simbolik,dari pada secara  numerik.  
Secara umum kecerdasan buatan dibagi menjadi tiga kategori dasar,yaitu: 
1. Sistem Berbasis Pengetahuan atau sistem pakar (Expert 
Sistem/Knowledge Based  Sistem), yaitu program computer yang berisi 
pengetahuan seperti manusia yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah dalam domain tertentu. 
2. Sistem bahasa alami (Natural Language Sistem), yaitu  pemrograman 
yang mengerti tata bahasa seperti manusia lakukan. 
3. Sistem  dengan kemampuan untuk memahami (Perception Sistem),yaitu 
sistem seperti penginderaan (visi) , pembicaraan atau sentuhan (touch). 
Cara kerja kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma dengan 
machine learning dan deep learning sebagai dua teknik yang paling populer 
untuk memproses data menggunakan kecerdasan buatan. Algoritma, secara 
singkat, merujuk pada instruksi komputasi yang tersusun secara berurutan 
kemudian menjadi formula bagi program kecerdasan buatan untuk menghasilkan 
prediksi dan luaran  (Gillespie, 2014).  
 Machine learning adalah subset dari kecerdasan buatan. Untuk membuat 
suatu mesin menjadi cerdas langkah awal mempelajari pemberian data (input) 
yang dilakukan manusia kepada suatu mesin (Goldberg & Holland, 1988). 
Berdasarkan input data dari mesin tersebut kemudian memberikan output  
tertentu. Kemudian, pengguna merespon output  tersebut sebagai suatu input 
baru kedalam mesin. Proses pelatihan ini yaitu suatu mesin memberi data dan 
merespon luaran data ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga kemudian  






Sedangkan Deep learning adalah suatu bidang turunan dari machine 
learning. Jika dibandingkan secara kinerjanya, deep learning bekerja lebih 
mandiri bila dibandingkan dengan machine learning (Lecun et al., 2015). 
Kemandirian ini disebabkan  algoritma deep learning melatih mesin dengan data 
yang jauh lebih komplek dan banyak serta dengan tingkatan yang berlapis-lapis 
(nested hierarchical layers). Hal ini menyebabkan  mesin akan mampu mengenali 
sendiri pola umum pada suatu data, bahkan tidak  memerlukan bantuan manusia 
atau pengguna  untuk memberikan masukan (input). 
Adapun jenis kecerdasan buatan yang relatif lebih sederhana yaitu dengan 
tingkat keterlibatan mesin yang rendah dapat ditemukan seperti pada konversi 
gambar ke tulisan. Mesin ini memerlukan bantuan dari pengguna atau manusia 
untuk memberikan input  berupa gambar ke dalam sistem. Sistem ini memiliki 
sifat spesifik karena hanya dapat digunakan untuk mengkonversi gambar 
menjadi tulisan. Jenis kecerdasan buatan lain yang relatif sederhana tetapi 
memiliki sifat adaptif  dapat dilihat pada penunjuk rute perjalanan. Dengan sifat 
yang adaptif ini, mesin penunjuk jalan akan menunjukkan rute yang berbeda-
beda berdasarkan kriteria misalnya kondisi kemacetan dari rute yang dilalui, 
tersebut. Jenis kecerdasan buatan dengan tingkat keterlibatan mesin yang 
relative lebih  tinggi dengan memiliki sifat spesifik dan adaptif  dapat dilihat pada 
sistem pendeteksi penipuan transaksi dan sistem mobil tanpa pengendara 
(autonomous vehicle).  
Komponen faktor manusia mencakup elemen etika, dimana  etika algoritma 
yang dibuat oleh manusia  mengandung kesalahan manusia (human error) dan 
bias baik itu disengaja  ataupun tidak disengaja.  Hal ini tentunya akan membawa 






 Adanya resiko bias manusia yang dilakukan secara tidak disengaja dalam 
desain kecerdasan buatan telah dapat diidentifikasi dan dikelola.  
 Kecerdasan buatan yang dikembangkan harus di uji secara efektif untuk 
memastikan bahwa hasil akhirnya telah sesuai dengan tujuan awal yang 
ditetapkan. 
 Adanya transparansi dalam teknologi kecerdasan buatan mengingat 
kerumitannya.  
  Keluaran dari kecerdasan buatan dapat digunakan secara legal, etis, dan 
bertanggung jawab. 
Perusahaan transportasi berbasis daring di Indonesia juga tidak terlepas dari 
penggunaaan teknologi kecerdasan buatan yang berkembang saat ini. Menurut 
laporan terbaru McKinsey & Company dalam The Institute of Internal Auditors 
(2017), dewasa ini perusahaan cenderung sangat cepat dalam mengaplikasikan 
machine-learning untuk pengambilan keputusan bisnisnya. Program algoritma 
kompleks yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan  kumpulan data yang 
sangat besar yang selalu diperbaharui. Namun hal ini bisa menimbulkan bias 
algoritmik dalam aktivitas berisiko, karena bisa mengkompromikan tujuan 
machine-learning jika diabaikan, dan dibiarkan tidak terkendali. Adanya 
keterbatasan dari apa yang dapat dilakukan oleh sebuah mesin sehingga 
manusia harus dapat memahami keluaran dari kecerdasan buatan. Pemberian 
nilai pada kecerdasan buatan dimulai dengan memahami apa yang mesin bisa 
dan tidak bisa lakukan. 
Infrastruktur data arsitektur dan infrastruktur data kecerdasan buatan 
kemungkinan akan menjadi sama, atau setidaknya hampir sama, sebagai 
arsitektur dan infrastruktur organisasi untuk menangani big data. Meliputi 





 Cara data diakses (metadata, taksonomi, pengenal unik, dan kesepakatan 
penamaan).  
 Privasi dan keamanan informasi di seluruh siklus hidup data (pengumpulan 
data, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan). 
 Peran dan tanggung jawab terkait kepemilikan dan penggunaan data selama 
siklus hidup data.  
Organisasi harus fokus pada tiga area utama pengembangan perangkat lunak 
untuk memastikan keberhasilan integrasi kecerdasan buatan:  
 Integrasi data-data dari berbagai sumber harus diintegrasikan sebelum 
kecerdasan buatan dapat digabungkan ke dalam aplikasi dan sistem 
organisasi.  
  Modernisasi aplikasi atau pembaruan perangkat lunak perlu dilakukan 
secara teratur. Pembaruan yang sering namun kurang intensif harus 
menggantikan pembaruan yang jarang namun lebih intensif agar tidak 
memperlambat atau mengganggu sistem.  
 Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dalam pengembang perangkat 
lunak, manajer proyek, dan staf teknologi lainnya perlu mengikuti 
perkembangan machine learning dan setiap aspek teknologi.  
Strategi kecerdasan buatan masing-masing organisasi akan unik yang sesuai 
dengan pendekatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang diberikan 
kecerdasan buatan. Strategi kecerdasan buatan  organisasi mungkin merupakan 
perluasan keseluruhan strategi data digital atau strategi big data organisasi. 
Strategi kecerdasan buatan harus secara jelas mengartikulasikan hasil kegiatan 






Pembahasan etika pada kecerdasan buatan perlu dilakukan sesegera 
mungkin agar dapat mengidentifikasi batasan-batasan etis dalam penggunaan 
kecerdasan buatan. Beberapa topik yang sangat penting yaitu berkaitan dengan 
perlindungan warga negara, termasuk dalam hal pekerjaan. Pemerintah perlu 
membuat blueprint untuk transisi lanskap ketenagakerjaan yang mungkin akan 
terjadi, intervensi atau regulasi seperti apa yang diperlukan agar proses transisi 
ini berjalan dengan resiko yang lebih minimal. Diperlukan peran  multi aktor harus 
segera dimulai dan terus dilakukan mafaat dari kecerdasan buatan lebih besar 
dari resikonya serta dapat lebih matang dan tepat sasaran (Centre for Innovation 
Policy and Governance, 2018) 
Dalam Centre for Innovation Policy and Governance (2018) ada tiga faktor  
utama yang sangat diperlukan untuk diterapkan terkait dengan etika adalah 
sebagai berikut:  
 Privasi  
Prinsip privasi sangat penting untuk penggunaan data pribadi. Kebijakan 
yang dilakukan  harus bisa memberikan kepastian bahwa individu, sebagai 
pengguna teknologi, menyetujui pengolahan data pribadi dalam penerapan 
teknologi yang digunakan. Dengan adanya persetujuan tersebut maka 
pengembang sistem teknologi dan pihak-pihak lainnya hanya dapat mengolah 
atau mengubah data pribadi seorang individu jika individu tersebut menyetujui 
datanya untuk diolah oleh pihak lain atau pengembang. Dengan demikian, 
kebijakan yang dirancang wajib menekankan mekanisme penggunaan data 
pribadi, termasuk mekanisme untuk tidak mengikutsertakan data pribadi dalam 
pengolahan data, jika pemilik data tersebut tidak bersedia.   
 Transparansi  
Transparansi dalam prisip kebijakan perlu ditekankan dalam proses 





tersebut menggunakan data publik, hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan 
publik, dan/atau menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Akan tetapi, derajat 
transparansi yang diterapkan pada setiap teknologi aplikasi tidak harus 
disamakan. Misalnya, prinsip transparansi yang telah matang terdapat di 
blockchain tidak mesti diterapkan pada teknologi finansial.  
 Akuntabilitas  
Prinsip akuntabilitas sangat penting untuk diterapkan pada keseluruhan 
proses sistem aplikasi dari keempat teknologi  yang dibahas sebelumnya. Proses 
akuntabilitas dimulai dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga penggunaan 
data. Akuntabilitas ini sangat penting untuk digunakan merunut tanggung jawab 
pada penggunaan teknologi. 
2.7 Kajian Terdahulu 
Kajian yang dilakukan Murillo et al. (2017) dengan judul  ”When the sharing 
economy becomes neoliberalism on steroids: Unravelling the controversies”. 
Kajian ini bertujuan untuk mentelaah dan menghubungkan ekonomi berbagi 
dengan steroid neoliberalisme, dengan metode pengumpulan literature dari 
kajian dan diskusi akademis dari beberapa pakar. Temuan dari kajian ini  
mengungkapkan ambiguitas terminologi disekitar Sharing Economy (SE).  
Perdebatan yang panjang antara praktisi, pemerintah dan akademisi dalam 
memberikan argumentasi dari dampak sosial (SE). Dalam kajian ini penulis 
mengidentifikasi perdebatan yang dihasilkan dari perbedaan  antara ”manifesto 
SE” (janji SE untuk kesejahteraansosial), dengan praktik platform kapitalis yang 
beroperasi di bawah bendera SE. Hal ini dapat membantu akademisi dan 
pemerintah terlibat dalam diskusi tentang gangguan dari SE. 
Kajian yang dilakukan Cockayne (2016) dalam kajiannya menemukan ada 
hubungan ambivalensi dan ambiguitas dalam karakter sosial ekonomi pada 





beranggapan hanyalah sebagai transit sumber daya yang ada aset dan pasar 
tenaga kerja, dan mengklaim perbedaan dari pasar-pasar saat ini, padahal 
platform dan retorika berbagi yang mereka terapkan sebagai bagian dari ekonomi 
kapitalis. Dalam kesimpulan Daniel mengatakan, adanya upaya untuk 
memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas murah yang tersedia di mana-
mana, terhubung berbagi dengan praktik ekonomi yang dibentuk melalui suatu 
yang khusus 
Kajian yang dilakukan Laurell dan Sandstrom (2017) dengan judul “The 
sharing economy in social media: Analyzing tensions between market and non-
market logics”. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekonomi 
berbagi dibingkai dan siapa aktor utama yang mendorong perkembangan saat 
ini. Metode yang digunakan dengan melacak pembentukan ekonomi berbagi 
dalam media sosial yang di analysis dengan mix metod, yaitu kualitatif dan 
survey kuantitatif. Memanfaatkan Analisis Media Sosial (SMA) untuk analisis 
kelembagaan, kami melacak pembentukan ekonomi berbagi di Swedia, para 
pelaku dan dampaknya. Temuan kajian ini mengungkapkan bahwa ekonomi 
berbagi di Swedia secara prakteknya terjadi baik di pasar maupun non pasar.  
Diskusi mengenai pertukaran komersial yang terjadi dipasar lebih 
diperankan/digerakkan oleh perusahaan start up profit seperti Uber dan Airbnb, 
dan menciptakan keadaan ketidakstabilan logika dipasar.  Beberapa masalah 
yang belum terselesaikan, seperti perpajakan dan regulasi. Berdasarkan temuan-
temuan ini, penulis menyarankan adanya perluasan definisi dari ekonomi berbagi 
yang menggabungkan logika pasar dan non-pasar. 
Kajian Ofstad (2017), kajian ini merupakan studi kasus dari Uber yang 
bertujuan untuk mengetahui cara platform ridesharing berevolusi dari startup 
menjadi  pasar berskala besar. Kemudian mengetahui  bagaimana ridesharing  





transportasi. Dalam kajian ini menemukan Uber telah memanfaatkan jaringan 
yang luas dan bermitra dengan pengendara dari luar. Tujuan dari jaringan adalah 
untuk membawa keterbaruan pasar. Kajian ini juga menemukan kemudahan  
perusahaan untuk menambah pekerja baru di pasar tenaga kerja. dengan 
langkah cepat melalui subsidi penghasilan pengemudi. 
Kajian yang dilakukan Best (2017) bertujuan  untuk mengetahui  fenomena 
ekonomi gig yang berkembang di Amerika Serikat, dan melihat peluang maupun 
tantangan yang dihadapi tenaga kerja AS. Kajian ini, mensintesis dan mewakili 
pemikiran tentang ekonomi gig, fenomena posisi  senior eksekutif seperti, 
keuangan, akuntansi, dan TI tidak dibebaskan dari keterlibatan dalam kegiatan 
ekonomi gig. Hasil kajian merekomendasikan mengenai ekonomi gig, dengan 
pandangan tentang jangka pendek hingga menengah, dengan argumentasi 
optimis dan berhati-hati terhadap ekploitasi perubahan ekonomi. Ekonomi gig 
memberikan harapan pekerjaan dan pola pembentukan lapangan kerja, 
meningkatnya ketertarikan perubahan karir yang menambah pendapatan 
individu. 
Kajian yang dilakukan Berger (2019), mengeksplorasi perkembangan  
ekonomi gig, melalui kacamata pegemudi  Uber  di Inggris. Menggunakan data 
sekunder dari Uber dan survei wawancara langsung ke pengemudi di London 
dengan menjelajahi latar belakang, pendapatan, dan kesejahteraan pengemudi. 
Hasil kajian  menemukan bahwa sebagian besar pengemudi Uber adalah imigran 
laki-laki dengan dsitribusi pendapatan di bagian bawah. Sebagian besar 
pengemudi yang peralihan pekerjaan paruh waktu atau penuh waktu permanen 
melaporkan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah bermitra dengan 
Uber. Setelah  dipotong biaya operasi kendaraan dan biaya layanan Uber, rata-
rata pengemudi London memperoleh sekitar £ 11 per jam di dalam aplikasi. 





pekerja lain. Hipotesis terbukti bahwa kepuasan hidup yang lebih tinggi di antara 
pengemudi transportasi daring mencerminkan preferensi mereka untuk 
fleksibilitas dan otonomi yang ditawarkan platform. Dalam kajian ini memberikan 
bukti yang menunjukkan bahwa motivasi utama pengemudi bergabung dengan 
uber adalah fleksibilitas yang tinggi selain dari pendapatan yang meningkat.. 
Sementara itu, hanya sebagian kecil pengemudi yang melaporkan bahwa 
mereka lebih suka bekerja sebagai karyawan dan melaporkan tingkat kepuasan 
hidup yang lebih rendah dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. 
Kajian yang dilakukan Robert Hahn dan Robert Metcalfe (2017), tentang 
efisiensi ekonomi dan karakteristik ekuitas dari platform ridesharing.  Tiga 
temuan kajian ini: Pertama, sedikit yang diketahui tentang keadilan dari sifat 
efisiensi platform ridesharing. Kedua, pemamfaatan teknologi dari ridesharing ini 
dapat digunakan kebijakan lainnya untuk kesejahteraan konsumen. Ketiga, 
platform ini akan jauh lebih baik namun pengukuran, distribusi, dan ukuran 
keuntungan dari teknologi membutuhkan penelitian lebih lanjut 
Kajian yang dilakukan Nastiti (2017) dengan judul “Worker Unrest and 
Contentious Labor Practice of Ride-Hailing Services in Indonesia”, membahas 
sifat keresahan pekerja dalam tenaga kerja fleksibel ekonomi digital. 
Menggunakan kasus Go-jek, layanan daring kendaraan lokal di Indonesia 
sebagai lensa empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini  mengapa layanan 
transportasi daring khususnya sepeda motor sangat kontroversial dan memicu 
ketidakpuasan tenaga kerja skala besar. Hasil kajian ini menemukan bahwa akar 
dari ketidakpuasan pengemudi sebagian besar terletak pada praktik perburuhan 
yang diberlakukan oleh perusahaan aplikasi yang dianggap tidak adil dan tidak 
legal oleh pengemudi. Temuan lain dalam kajian ini adalah menemukan bahwa 
layanan transportasi daring merupakan praktik kerja super-eksploitatif bagi para 





undang perburuhan dan difasilitasi oleh penggunaan teknologi dan retorika 
kebebasan dan kewirausahaan untuk mengendalikan dan memediasi seluruh 
pengalaman kerja dalam layanan transportasi daring. Sementara kondisi 
eksploitatif meluas, hal ini menunjukkan bahwa penyebab langsung dari 
resistensi kolektif pengemudi bukanlah eksploitasi semata, melainkan 
pelanggaran rasa keadilan dan ancaman terhadap pendapatan subsisten 
pengemudi. 
Studi empiris  yang dilakukan  Rosenblat dan Stark (2016)  yang berjudul 
“Uber’s Drivers: Information Asymmetries and Control in Dynamic Work” dengan 
metode kualitatif dan wawancara terstuktur terhadap pekerja transportasi daring 
(Kasus Uber) di Amerika Serikat selama 9 bulan, menemukan diantaranya: Uber 
meningkatkan kontrol tidak langsung yang signifikan terhadap pengemudi dalam 
melakukan pekerjaannya. Hal ini disebabkan Informasi yang terbatas yang 
dihasilkan oleh aplikasi Uber menyebabkan pengemudi tidak memiliki daya tawar 
justru perusahaan yang memiliki kontrol yang besar terhadap pengemudi dan 
pekerjaannya. Kajian ini juga menemukan bahwa tenaga kerja di bawah 
manajemen algoritmik bukan  bercirikan  kebebasan dan fleksibilitas, akan  tetapi 
dengan kondisi yang berlawanan.  Oleh karena itu perlunya perhatian yang lebih 
besar terhadap peran disintermediasi platform dalam membentuk hubungan 
kekuasaan dan komunikasi antara pengusaha dan pekerja. 
Kajian dari  Anders dan Iwona (2016) dengan judul “Transaction costs and 
the sharing economy“ melihat masalah ekonomi berbagi dari sudut pandang 
biaya transaksi dan proses transaksi, ketidakpastian, rasionalitas terbatas, dan 
oportunisme sangat mungkin memiliki peran utama. sehingga pengemudi dan 
pengguna jasa memiliki pengetahuan yang terbatas pada layanan yang diberikan 
karena lebih rendah dari tingkat standardisasi. Fakta bahwa ada ketidakpastian 





perusahan bertindak oportunis. Teori biaya transaksi adalah alat  teoritis utama 
untuk memahami ekonomi berbagi. 
Sedangkan dalam kajian Akbar dan Tracogna (2018) yang berjudul “The 
sharing economy and the future of the hotel industry: Transaction cost theory and 
platform economics”, adanya relevansi antara biaya transaksi dengan hubungan 
kerja dalam ekonomi berbagi. Pertama, 'frekuensi transaksi' mengacu pada 
jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu di antara pihak yang sama 
atau memiliki objek yang sama (yaitu aset bersama yang sama dalam platform 
berbagi). Kedua, ketidakpastian mitra berkaitan dengan rentang waktu transaksi, 
yang pada akhirnya mempengaruhi luasnya kontinjensi di masa depan yang 
memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang menimbulkan  
perselisihan dalam tata kelola transaksi ex-post. Ketiga, spesifikasi aset adalah 
tingkat dimana investasi spesifik yang tahan lama diperlukan untuk 
memaksimalkan nilai transaksi. Spesifik asset ketika mereka memiliki nilai dalam 
konteks transaksi tetapi nilai yang relatif kecil di luar transaksi. Dengan demikian, 
spesifisitas aset menimbulkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang 
berkontrak dan menciptakan monopoli bilateral atau hubungan yang tidak 
seimbang yaitu, pihak yang telah membuat investasi dapat dieksploitasi oleh 
pihak lain yang dapat mengingkari atau menahannya..  
Kajian yang dilakukan Manzilati (2009) dengan judul “Tata kelola 
kelembagaan (institutional arrangement) Kontrak Usaha Tani dalam Kerangka 
Persoalan Keagenan (Principal-Agent Problem) dan implikasinya terhadap 
keberlanjutan Usaha Tani (Studi Pada Komoditi Jagung)”, tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui bagaimana keberadaan kontrak berpengaruh kepada 
pengelolaan usaha tani. Kemudian mengetahui bagaimana implikasi kontrak 
usaha tani dengan perusahaan terhadap persoalan principal-agent khususnya 





yang tidak seimbang dan pada gilirannya juga membawa konsekuensi kepada 
keberlanjutan usaha tani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
menggunakan perspektif interaktif simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 
keberadaan kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan telah 
menggeser posisi petani sebagai principal menjadi tidak lebih seperti seorang 
agen. Persoalan ini dipicu oleh karena rendahnya daya tawar dan kapasitas 
petani sebagai actor/pihak yang telibat dalam kontrak, meskipun petani 
menguasai aset-aset seperti lahan, tenaga kerja dan saprodi. Sementara 
perusahaan menguasai teknologi pembenihan, informasi pasar dan memiliki 
kapasitas dibidang hukum yang lebih besar. Kemudian temuan kajian berikutnya 
berulang kontrak dari usaha tani antara perusahaan dengan petani memberikan  
implikasi dari sisi ekonomi, peningkatan pendapatan petani, keberlangsungan 
usaha tani yang semakin baik karena adanya benih gratis dan pinjaman yang 
standby  dari perusahaan, begitu juga peningkatan produktivitas karena ketatnya 
aturan penanaman dan pembenihan jagung. Kemudian dari sisi ekologi, memiliki 
kekurangan karena ketentuan alam terkait dengan formula 2 : 1 dan penggunaan 
pupuk yang membahayakan lingkungan. Dari sisi kelembagaan, perubahan ritme 
kehidupan sehari-hari, bergesernya hubungan atara petani yang diakibatkan oleh 
aturan isolasi, dan bergesernya peran lembaga formal desa (pamong). Temuan 
terakhir dalam kajian ini pentingya upaya peningkatan daya tawar dan kapasitas 
petani dalam kontrak dan meningkatkan kepekaan terhadap pentingnya menjaga 
kelestarian alam untuk mendapatkan solusi atas persoalan principal-agent dan 
tawaran akan desain kelembagaan yang diharapkan berimplikasi kepada 
terjaganya keberlanjutan usaha tani. 
Kemudian kajian yang dilakukan Hehamahua (2012) dengan judul Analisis 
Principal – Agent  Pada Kontrak Usaha Minyak Kayu Putih Dan Implikasinya 





tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui peran para pihak yang terlibat 
dalam kontrak usaha minyak kayu putih yang tercermin pada bargaining position, 
kapasitas pelaku, dan pembagian hasil usaha di antara mereka. (b) Untuk 
mengetahui implikasi peran para pihak yang terlibat pada kontrak usaha minyak 
kayu putih terhadap keberlangsungan usaha dan hak kepemilikan dusun (lahan) 
kayu putih. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buru yang merupakan 
penghasil minyak kayu putih terbesar di Indonesia. Temuan penelitian 
menunjukkan (1) awalnya usaha minyak kayu putih merupakan warisan adat/hak 
ulayat sehingga daya tawar berada pada petani. (2) kesulitan permodalan (akses 
dan penyediaan) mendorong petani bergantung kepada tengkulak dan pemodal. 
(3) ketidakmampuan pengembalian pinjaman uang, mengakibatkan petani harus 
membayar mahal dengan mengorbankan hak kepemilikannya. (4) pemerintah 
cenderung mengabaikan persoalan petani dan (justru) kerap membela tengkulak 
dan pemodal. (5) Keberadaan kontrak telah menggeser posisi petani sebagai 
principal menjadi tidak lebih sebagai seorang agen. (6) ketergantungan petani 
kepada pedagang (yang kemudian menjadi pemodal) membuat petani 




KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 
 
1.1 Kerangka Pikir 
Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya 
seperti yang diuraikan pada bab terdahulu, maka dibangunlah kerangka 
pemikiran yang diajukan pada penelitian ini. Berangkat dari penelitian Murillo et 
al. (2017) dan Cockayne (2016) yang menyatakan bahwa adanya hubungan 
yang ambiguitas dalam hubungan kemitraan ekonomi berbagi. Hubungan ini 
mengarah kepada ekspoitasi pada salah satu pihak.  Hal ini diperkuat dalam 
temuan Nastiti (2017) dan Maftuchan et al. (2018) yang memperlihatkan praktek 
ketidakseimbangan hubungan kemitraan pada transportasi daring. 
Hubungan kerja dalam kemitraan transportasi daring di bangun atas kontrak   
yang  tidak seimbang. Hal ini diasumsikan dipengaruhi oleh 2 faktor. yaitu; 
pertama adalah informasi asimetris atau keterbatasan informasi dan 
pengetahuan yang dialami oleh mitra pengemudi. Hal ini berangkat dari kajian 
yang dilakukan Rosenblat dan Stark (2015) yang menemukan adanya upaya 
perusahaan aplikasi transportasi berbasis daring (Uber) untuk meningkatkan 
kontrol tidak langsung yang signifikan terhadap pengemudi dalam melakukan 
pekerjaannya. Hal ini disebabkan Informasi yang terbatas yang dihasilkan oleh 
perusahaan aplikasi  dan menyebabkan pengemudi tidak memiliki daya tawar 
justru perusahaan yang memiliki kontrol yang besar terhadap pengemudi dan 
pekerjaannya. 
Sedangkan faktor kedua adalah biaya transaksi  berangkat dari kajian Akbar 
dan Tracogna (2018) adanya relevansi antara biaya transaksi dengan hubungan 
kerja dalam ekonomi berbagi. Ketidakpastian mitra berkaitan dengan rentang 





depan yang memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang 
menimbulkan perselisihan dalam tata kelola transaksi. Kemudian spesifisitas aset 
menimbulkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkontrak dan 
menciptakan monopoli bilateral atau hubungan yang tidak seimbang yaitu, pihak 
yang telah membuat investasi dapat dieksploitasi oleh pihak lain yang dapat 
mengingkari. Kajian dari Anders dan Iwona (2016) melihat masalah ekonomi 
berbagi dari sudut pandang biaya transaksi dan proses transaksi, ketidakpastian, 
rasionalitas terbatas, dan oportunisme sangat mungkin memiliki peran utama, 
sehingga pengemudi dan pengguna jasa memiliki pengetahuan yang terbatas 
pada layanan yang diberikan karena lebih rendah dari tingkat standardisasi. 
Fakta bahwa ada ketidakpastian di pasar dan bahwa semua agen ekonomi telah 
dibatasi rasionalitas dan perusahan bertindak oportunis. 
Selain itu informasi yang tidak sempurna dan asimetris menyebabkan 
timbulnya biaya transaksi (cost of transaction). Terjadinya asimetric information 
ini dapat mempengaruhi efisiensi pasar, dimana salah satu pihak selalu berusaha 
memperkecil kesenjangan informasi dengan melakukan tindakan untuk 
mengeluarkan sejumlah biaya transaksi (Pratt & Zeckhauser, 1985). Hal yang  
sama disampaikan Mburu (2002) biaya transaksi adalah biaya pencarian 
informasi, biaya negosiasi dan biaya pegawasan. Artinya semakin tinggi 
kesenjangan informasi maka akan semakin tinggi biaya transaksi.  
Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas maka skema kerangka 





















Asimetris informasi dan biaya transaksi adalah variabel laten eksogen yang 
merupakan variabel independen yang mempengaruhi hubungan kemitraan. 
Sedangkan variabel hubungan kemitraan dalam ekonomi berbagi merupakan 
variabel endogen atau variabel dependen. Dalam kerangka ini akan  dibangun 
model empiris yang kemudian menggunakan  hasil estimasi untuk mendapatkan 
kesimpulan yang bisa direkomendasi kebijakan kepada pemerintah. 
3.2  Hipotesis Penelitian  
1.  Pengaruh informasi asimetri terhadap biaya transaksi   
Informasi yang tidak sempurna dan asimetris menyebabkan timbulnya biaya 
transaksi (cost of transaction). Terjadinya asymetric information ini dapat 
mempengaruhi efisiensi pasar, dimana salah satu pihak selalu berusaha 
memperkecil kesenjangan informasi dengan melakukan tindakan untuk 
mengeluarkan sejumlah biaya transaksi (Pratt & Zeckhauser, 1985). Hal yang  
sama disampaikan Mburu (2002), biaya transaksi adalah biaya pencarian 
informasi, biaya negosiasi dan biaya pegawasan. Artinya semakin tinggi 















adanya biaya transaksi, maka peran kelembagaan menjadi penting dalam 
mengatur hubungan interaksi dan organisasi antara dua agen (orang) yang 
berimplikasi pada munculnya peraturan-peraturan dan norma yang bertujuan 
untuk mencapai tujuan atau target tertentu ( North, 1991).  
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diajukan hipotesis pertama dalam 
penelitian ini adalah :  
H1  :  Informasi asimetri berpengaruh terhadap biaya transaksi. 
2. Pengaruh informasi asymetris dan biaya transaksi terhadap hubungan 
kemitraan ekonomi berbagi 
Informasi asymetris ini dapat mempengaruhi hubungan kemitraan, dimana 
salah satu pihak selalu berusaha memperkecil kesenjangan informasi. 
Kesenjangan informasi ini  ini menyebabkan daya tawar menjadi sangat rendah 
hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Rosenblat dan stark (2016). Asumsi 
hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi kesejangan informasi maka 
akan semakin tinggi ketidakseimbangan hubungan kemitraan. 
Dalam kajian yang dilakukan Akbar dan Tracogna (2018)  adanya relevansi 
antara biaya transaksi dengan hubungan kerja dalam ekonomi berbagi. Kajian 
dari  Anders dan Iwona (2016) melihat masalah ekonomi berbagi dari sudut 
pandang biaya transaksi dan proses transaksi, ketidakpastian, rasionalitas 
terbatas, dan oportunisme sangat mungkin menjadi faktor utama. Berdasarkan 
hal tersebut maka diajukan hipotesis ketiga dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hal tersebut maka diajukan hipotesis kedua dalam penelitian ini  
H2 : Informasi asimetri dan biaya transaksi berpengaruh terhadap hubungan 








3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian  
Berdasarkan kerangka pikir diatas  maka penelitian ini menggunakan variabel  
bebas (independent) yang terdiri dari informasi asimetris dan biaya transaksi. 
variable terikat (dependent) adalah hubungan kemitraan. Pengukuran dari 
masing-masing variabel laten ke dalam indikator-indikator yang lebih operasional 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Informasi Asimetri ( X1 )  
Informasi asimetri merupakan suatu kondisi dalam sebuah situasi dimana 
terdapatnya ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan yang dialami oleh para 
pelaku atau mitra didalam suatu pasar atau kerjasama. Hal ini berangkat dari 
kajian. Akerlof (1970) sebagai pioneer dalam teori informasi asimetri.  
Platform digital merupakan mediasi bagi perusahan kepada pengemudi 
dalam bekerja. Platform ini memberitahukan kepada perusahaan terkait  kegiatan 
pengemudi mulai dari kinerja, lokasi keberadan pengemudi, pemantauan konstan 
dan pengawasan. (Rosenblat  and Stark, 2015).  Sementara itu pengemudi tidak 
mengetahui dimana dan kapan penumpang didapat, dan berapa tarif yang 
dikenakan, semua berdasarkan aplikasi yang dikenal dengan gamification work 
(Nastiti, 2017). Informasi asimetris yang didapat oleh pengemudi bukanlah 
produk sampingan dari desain aplikasi Uber, tetapi bagian mendasar dari model 
bisnis Uber (Rosenblat and Stark, 2015) 
Instrumen untuk mengukur informasi asimetri dalam penelitian ini 
berdasarkan temuan Rosenblat dan Stark (2015), Nastiti (2017), dan Dunk 
(1993) yaitu: informasi yang berkaitan dengan transaksi, informasi berkaitan 
dengan tarif, informasi berkaitan kinerja, pengungkapan informasi, pengambilan 
keputusan didalam kontrak. Menggunakan kajian Rosenblat dan Dunk sebagai 





dikaji. Pernyataan responden diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5   (1 = 
sangat tidak setuju, sampai dengan 5 = sangat setuju). Skala 1 mencerminkan 
jawaban responden yang menilai informasi asimetri sangat tidak setuju terkait 
dengan principal agent  pada skala 5 mencerminkan jawaban responden yang 
menilai bahwa informasi asimetri adalah sangat setuju. Kemudian didalam 
kuisoner dimunculkan pertanyaan terbuka terkait dengan informasi asimetri yang 
dialami oleh mitra yang belum terungkap dalam pertanyaan tertutup. 
2. Biaya Transaksi ( X2 )  
Akibat dari kegagalan pasar dalam ekonomi neoklasik maka memunculkan 
teori biaya transaksi. Menurut Wiliamson dalam Yustika (2012) biaya transaksi 
adalah ongkos untuk menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk 
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Milgrom dan Roberts (1992) 
menyatakan, biaya transaksi mencakup semua kerugian yang ditimbulkan oleh 
keputusan, rencana-rencana, pengaturan-pengaturan atau persetujuan-
persetujuan yang tidak efisien, dan penegakan persetujuan-persetujuan yang 
tidak sempurna.  Instrumen biaya transaksi ekonomi dalam penelitian ini 
berangkat dari  instrumen Mburu (2002) yaitu: 1) biaya pencarian dan informasi; 
2) biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan 
3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan  
(compliance). 4) instrumen yang dikembangkan oleh Beckman (2000) yaitu:  
faktor ketidakpastian dari atribut pelaku yang melekat. Penggunaan kajian Mburu 
(2002) dan Beckman (2000) sebagai instrumen dalam kajian ini juga 
merepresentasikan pendekatan biaya transaksi yang mejadi permasalahan 
dalam kajian ini.  
Biaya pencarian informasi berkaitan dengan proses mendapatkan transaksi 
dengan konsumen melalui platform. Biaya negosiasi  atau biaya mengeksekusi 





perusahaan platform. Sedangkan untk biaya pengawasan adalah biaya yang 
muncul akibat adanya komplain. Untuk faktor ketidakpastian, yaitu ketidakpastian 
dalam transaksi. Pernyataan responden diukur dengan skala lingkert dan 
pertanyaan terbuka  dimunculkan untuk melengkapi permasalahan  yang belum 
terungkap didalam pertanyaan tertutup.  
3. Hubungan kemitraan (Y) 
Menurut Spencer (1977) mendefinisikan kemitraan usaha (partnership) 
adalah suatu asosiasi yang terdiri atas dua orang atau lebih, sebagai pemilik 
bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.  Kemitraan tidak 
sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan 
memiliki pola, memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu 
lembaga organisasi. Sedangkan didalam UU No. 9 tahun 1995 kemitraan dapat 
diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha 
menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan 
pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 
menguntungkan. Berangkat dari penelitian Murillo et al. (2017) dan Cockayne 
(2016) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang ambiguitas dalam 
hubungan kemitraan ekonomi berbagi. Hubungan ini mengarah kepada 
ekspoitasi pada salah satu pihak.  Hal ini diperkuat dalam temuan Nastiti (2017) 
dan Maftuchan et al. (2018) yang memperlihatkan praktek ketidakseimbangan 
hubungan kemitraan pada transportasi daring. 
Dalam penelitian ini instumen hubungan kemitraan berangkat dari  kajian 
Boeck dan Wamba (2007) yang kemudian dikembangkan dengan kondisi 
fenomena dari ekonomi berbagi didalam transportasi berbasis daring. Instumen 
tersebut diantarannya: Komunikasi dan berbagi informasi. Penggunaan istrumen 








yang lebih mendekati yaitu: Komitmen, Ketidakseimbangan kekuasaan dan 
saling ketergantungan, fleksibilitas waktu kerja, dan memiliki otonomi dalam 
pekerjaan. Pengukuran pernyataan responden diukur dalam pertanyaan tertutup 
dalam skala lingkert dan dilengkapi dengan pertanyaan terbuka berkaitan dengan 
hubungan kemitraan yang belum terungkap dalam pertanyaan tertutup.  
 
Gambar 3.2 




















































Kerangka Operasional Penelitian 






2.Informasi  tarif 
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1. Biaya Pencarian 
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4.1 Pendekatan Penelitian  
 
Untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam perumusan masalah 
pada bab sebelumnya. Dilihat dari perumusan masalah dan tujuan penelitian 
kajian ini untuk mengeksplorasi suatu pemahaman dalam ekonomi berbagi dari  
fenomena ketidakseimbangan hubungan kerjasama yang terjadi dewasa ini pada 
kasus transportasi berbasis daring di Indonesia. Kajian ini di kategorikan sebagai 
Exploratory Research. Penelitian Explanatory merupakan penelitian yang   
memberikan penjelasan dan gambaran mengenai fenomena yang dikembangkan 
dalam sebuah model. Dengan melihat fenomena yang terjadi disekitar kita maka 
kita bisa mengembangkan model yang baru untuk melengkapi penelitian tersebut 
(Sekaran, 2002).    
Mengeksplorasi pada  kasus transportasi daring di Indonesia merupakan 
fokus dalam kajian ini. Menurut Rahardjo (2017) studi Kasus adalah suatu 
rangkaian kegiatan ilmiah atau penelitian yang dilakukan secara intensif, 
terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik 
ditingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk 
memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa yang sedang 
berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Studi Kasus diasumsikan sangat 
tepat dan menantang guna mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam 
fenomena sosial untuk menjadi pengetahuan publik. Dengan menggunakan 
paradigma fenomenologi dan memusatkan perhatian pada satu objek tertentu 
untuk dikaji secara mendalam sehingga diharapkan mampu untk membongkar 
realitas di balik fenomena ekonomi berbagi pada transportasi berbasis daring di 





hasilnya, diharapkan dapat menggali sesuatu yang tidak tampak dari realitas 
fenomena ekonomi berbagi pada kasus transportasi berbasis daring  untuk 
menjadi pengetahuan yang tampak dan memberikan mamfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan kebijakan.  
 Objek yang digunakan untuk penelitian studi kasus hanya mencitrakan 
dirinya sendiri secara lengkap, detail dan mendalam untuk mendapatkan 
gambaran yang utuh dan komplek dari objek (wholeness) dalam artian bahwa 
data yang dikumpulkan dalam studi ditelaah sebagai suatu keseluruhan, utuh 
yang terintegrasi (Yunus, 2010). Oleh karena itu penelitian studi kasus memiliki 
sifat eksploratif. Sifat objek kajian yang sangat khusus menjadi bahan 
pertimbangan utama untuk mengelaborasinya dengan cara mengeksplorasi 
secara mendalam sebagai entitas yang utuh dan detail  melalui wawancara 
mendalam. oleh karena tu strategi penelitian ini menggunakan Heuristic Inquiry. 
Menurut Patton (2001) strategi penelitian heuristik ini, si peneliti harus 
mempunyai pengalaman pribadi dan ketertarikan yang kuat terhadap fenomena 
yang sedang diteliti. Strategy ini mempunyai pandangan yang mendalam terkait 
pengalaman peneliti terhadap fenomena yan dibahas dan  pengalaman esensial 
orang lain terhadap fenomena ekonomi berbagi pada tranportasi berbasis daring. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik yang merupakan 
pendekatan penelitian yang mementingkan kedudukan teori dalam membangun 
kerangka pikir dan hipotesis, fokus pada jawaban mengenai ada atau tidaknya 
hubungan antar variabel, menggunakan data dan alat analisis kuantitatif dan 
hasilnya untuk membuat generalisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 
hipotesis  dengan melakukan pengujian hubungan terhadap semua variable yang 
diteliti (causal research). Dimensi waktu riset melibatkan waktu tertentu dengan 
banyak sampel (cross sectional), sedangkan metode pengumpulan data 





dilakukan dengan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian yang 
mengambil sampel dari satu populasi dengan  menggunakan kuesioner sebagai 
instrument alat bantu yang utama. Selanjutnya dijelaskan bahwa penelitian ini 
termasuk dalam katagori penelitian persepsional, dan unit analisisnya adalah 
individu (Singarimbun & Effendi, 1998).  
Untuk itu penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mix method) yaitu 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini. Menurut  Creswell (2006)  Metode  penelitian  kombinasi 
adalah: “Penelitian metode campuran adalah desain penelitian dengan asumsi-
asumsi filosofis serta metode penyelidikan. Sebagai metodologi, ini melibatkan 
asumsi filosofis yang memandu arah pengumpulan, analisis, dan pencampuran 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam banyak tahap dalam proses penelitian. 
Sebagai sebuah metode, ia berfokus pada pengumpulan, analisis, dan 
pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian 
studi. Premis utamanya adalah bahwa penggunaan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif dalam kombinasi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
masalah penelitian daripada hanya menggunakan pendekatan satu saja”. 
Kesimpulan dari penjelasan creswell (2006) bahwa mixed methods 
merupakan suatu bentuk penelitian yang didasarkan pada  asumsi filosofis 
sebagaimana metoda inkuiri. Penelitian Mixed methods juga disebut sebagai 
sebuah metodologi yang memiliki asumsi filosofis untuk menunjukkan arah atau 
memberi petunjuk dalam pengumpulan dan menganalisis data serta 
percampuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses 
penelitian. mixed method  juga bukan sekedar teknik pengutipan data dari 
kuisoner  pertanyaan tertutup atau tebuka tetapi merupakan memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan menggunakan 





Cresswell (2006) menggariskan beberapa kebaikan menggunakan mixed 
methods adalah: 
1. Metode penelitian kombinasi memberikan keunggulan untuk mengurangi 
kelemahan dari kedua penelitian  kualitatif dan kuantitatif. 
2. Metode penelitian kombinasi memberikan bukti yang lebih komprehensif 
untuk penelitian. 
3. Metode penelitian kombinasi membantu menjawab pertanyaan yang tidak 
dapat dijawab dengan kualitatif . 
4. Metode kombinasi mendorong untuk berkolaborasi melewati hubungan 
yang terkadang menimbulkan pertentangan antara penelitian kuantitatif 
dan kualitatif. 
5. Metode penelitian kombinasi mendorong penggunaan beberapa 
paradigma  tertentu untuk peneliti kuantitatif dan  untuk peneliti kualitatif. 
6. Dalam praktek metode penelitian kombinasi peneliti bebas menggunakan 
semua metode yang mungkin untuk mengatasi masalah penelitian. 
Metode penelitian kombinasi ini menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan 
metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 
penelitian sehingga menghasilkan data yang lebih valid, reliable, obyekif dan 
komprehensif (Sugiyono, 2018).  
1.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Kota Malang  
merepresentasikan tingkat perkembangan pengguna ekonomi berbagi pada 
transportasi berbasis daring yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan kendaraan 
bermotor yang semakin tinggi tiap tahun dikota Malang tidak diimbangi dengan 
peningkatan dan pembangunan prasarana jalan yang memadai. Hal ini akan 
berdampak pada kemacetan khususnya pada jam-jam sibuk dan berdampak 





Kota Malang. Belum lagi dengan status kota Malang sebagai kota pelajar 
menjadikan kota ini penuh sesak dari pendatang yang ingin menimba ilmu, hal ini 
menyebabkan tingkat kemacetan sangat tinggi, ditambahkan lahan parkir yang 
semakin terbatas dan mahal di kota Malang.  
Dengan hadirnya transportasi berbasis daring dengan konsep biaya murah, 
aman dan mudah digunakan, maka akan memberikan alternatif solusi bagi 
masyarakat untuk menghindari kemacetan. Kota Malang merupakan kota 
terbesar ke 2 setelah Surabaya, dengan prosentase jumlah mahasiswa yang 
berdomisili sebanyak 21% dari total populasi warga di kota Malang. Pertumbuhan 
mitra transportasi berbasis daring di kota Malang sangat tinggi. Berdasarkan 
uraian diatas maka pemilihan kota Malang dalam penelitian ini di anggap sudah 
tepat untuk mendapatkan data dan permasalahan yang komprehensif.  
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari obyek atau subyek yang 
memiliki kualitas dan karakteristik  tersendiri yang ditentukan oleh peneliti untuk 
ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,  2009). 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan terstruktur dengan 
menggunakan metode survei yang menguji hipotesis dengan menggali 
pertanyaan investigasi tentang masalah keagenan dan biaya transaksi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari Mitra pengemudi 
transportasi daring. Pengemudi transportasi berbasis daring adalah individu yang 
menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat yang bermitra dengan  
perusahaan aplikasi Gojek dan Grab di kedua kota tersebut. 
Dalam penelitian ini  jumlah populasi tidak diketahui, hal ini dikarenakan 
perusahaan aplikasi seperti Grab dan Gojek merahasiakan jumlah pengemudi 
yang bergabung menjadi mitra perusahaan dan tidak memberikan data kepada 





aplikasi di kota Malang tidak diketahui. Untuk itu Menurut Dermawan Wibisono 
(2003) Jika jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti maka rumus dalam 
menghitung sampel pada populasi yang tidak diketahui adalah sebagai berikut:  
  (





Apabila nilai   tidak diketahui maka dapat menggunakan s dari sampel 
sebelumnya (untuk n  30) yang memberikan estimasi terhadap  . Misalnya 
standar deviasi populasinya adalah 0,25 tingkat kepercayaan sebesar 95 % dan 
error estimasi m kurang dari 0,05, karena   =0,05 maka      = 1,96 
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Dengan demikian peneliti yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa 
sampel random berukuran 96,04 = 97 atau digenapkan menjadi 100, maka akan 
memberikan selisih estimasi  ̅ dengan   kurang dari 0,05. Sehingga sampel 
yang diambil 100 orang. 
Menurut Iman Ghozali (2006) bahwa persyaratan sampel minimal dalam 
penelitian yang menggunakan metode Partial Least Square (PLS)  
direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100 responden. Mengacu pada 
pendapat Wibisono dan Imam Ghozali tersebut jumlah sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 100 responden pengemudi daring pada dua perusahaan Gojek dan 
Grab di Kota Malang.   
Ide dasar dari pengambilan sampel (sampling) adalah bahwa dengan memilih 
beberapa elemen dalam populasi yang mungkin dapat menarik kesimpulan 
mengenai seluruh populasi. Terdapat beberapa alasan untuk pengambilan 





besar, (3) kecepatan pengumpulan data yang lebih besar, dan (4) ketesediaan 
elemen populasi (Cooper & Schindler, 2017) 
Dalam penelitian ini meggunakan metode pengambilan sampel dengan cara 
klaster (cluster incidental sampling) yaitu melakukan randomisasi terhadap 
kelompok, bukan terhadap subjek secara individual (Azwar, 2010). Sampel 
diambil dari dua kelompok besar pengemudi daring di Kota Malang yaitu Gojek 
dan Grab. Setiap kelompok mendapatkan 50 persen dari total sampel yang yang 
diambil kemudian dilakukan acak sederhana terhadap pengemudi daring roda 
dua untuk di masing-masing perusahaan aplikasi. 
4.4 Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh secara 
langsung dari sumbernya yaitu pengemudi transportasi daring. Untuk data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dengan mengurutkan daftar 
pernyataan kepada responden dengan menyebarkan kuesioner yang telah 
ditetapkan dengan cara mendatangi langsung kepada responden. Data 
kualititatif berupa daftar pertanyaan tersetruktur terbuka yang ada di dalam 
kuisoner, sedangkan data kuantitatif merupakan pertanyaan tersetruktur 
tertutup dengan skala lingkert didalam lembar kuisoner.    
2. Data sekunder, merupakan data yang didapat tidak langsung dari subjek 
terteliti, untuk menjawab tujuan penelitian. Jenis data kualitatif dan kuantitatif 
yang diperoleh atas hasil penelitian maupun publikasi dari pihak lain yang 
relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan 
tujuan penelitian di  kota terteliti diantaranya: 
- Data gambaran umum perusahaan aplikasi yaitu Gojek dan Grab. 
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengemudi transportasi 





- Data lain yang relevan dengan tujuan penelitian yang didapat dari 
publikasi karya ilmiah. 
Jenis dan sumber data dari kedua data diatas sudah sesuai dengan acuan 
teori dan pertanyaan penelitian.    
4.5 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:  
1. Observasi 
Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data  dengan menggunakan 
berbagai pancaindera yaitu mulai dari penglihatan, penciuman, pendengaran, 
untuk mendapatkan  informasi atau data  yang dibutuhkan  guna menjawab 
masalah penelitian. Data yang diobservasi adalah berupa gambaran tentang 
prilaku, kelakuan, sikap, tindakan dari keseluruhan interaksi antar manusia. Data 
observasi juga bisa dalam bentuk interaksi dalam suatu orgnisasi atau 
pengalaman para anggota pada  organisasi tersebut. Dalam penelitian ini proses 
observasi dilakukan dengan mengamati media sosial, situs dan media elektronik 
terkait transportasi berbasis daring. Kemudian mengidentifikasi siapa yang di 
observasi, lokasi yang diteliti, kapan, berapa lama dan bagaimana. Dilanjutkan 
dengan membuat pemetaan, mendesign proses wawancara sehingga diperoleh 
gambaran umum tentang sasaran penelitian.  
Dalam penelitian ini teknik observasi yang akan digunakan adalah: 
a. Observasi partisipatif, yaitu peneliti harus berusaha untuk berada pada posisi 
sedekat mungkin dengan informan. Artinya peneliti harus dapat „diterima‟ dan 
berinteraksi secara alami untuk periode waktu yang terus menerus  (Manzilati, 
2017). Untuk menghindari persoalan bahasa, budaya maupun interprestasi 
akibat perbedaan kultur dan bahasa dengan informan, maka tidak menutup 






b. Teknik mystery client 
Teknik ini merupakan teknik dimana observer harus bertindak secara 
tersembunyi  sehingga tidak menganggu seting alami masyarakat yang diteliti 
(Manzilati, 2017). Dalam penelitian ini peneliti telah menjadi client dari 
pengemudi transportasi berbasis daring untuk mendapatkan hal-hal yang 
dianggap rahasia dari kesepakatan dengan perusahaan. kemudian di 
lanjutkan dengan wawancara secara mendalam. 
2. Kuesioner  
Kuesioner adalah suatu metode dimana peneliti menggunakan daftar 
pertanyaan secara tertulis yang  dibagikan kepada responden kemudian peneliti 
mendapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Instrumen  
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah  
kuesioner yang berupa daftar pernyataan tertulis, dimana responden diminta 
untuk menjawab atau mengisi beberapa hal yang berkenaan dengan identitas diri 
(jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, lamanya waktu menjadi pengemudi 
transportasi daring,  dan memberi tanggapan terhadap indikator-indikator dari 
varibel variabel penelitian menurut persepsi responden. Data yang dikumpulkan 
adalah data primer dan data sekunder. 
3. Wawancara  mendalam 
Wawancara yang di lakukan dengan teknik wawancara mendalam (in-depth 
interview) dengan stuktur pertanyaan  semi terstandart yaitu memiliki pertanyaan 
utama, pertanyaan tambahan dan pertanyaan investigatif. Teknik ini digunakan 
untuk mendapatkan data-data yang mungkin sulit didapat melalui kuisoner.   
Menurut Sarantakos (1995) dalam Manzilati (2017) mengatakan dalam hal 
wawancara memiliki karakteristik spesifik yakni: 





2. Wawancara dilakukan secara tunggal, yakni melakukan wawancara satu 
orang disatu waktu. 
3. Struktur pertanyaan tidak tetap ataupun rigid, memungkinkan tambahan 
atau pengurangan pertanyaan jika diperlukan. 
4. Memungkinkan peneliti bertanya dengan cara dan ekspresi yang 
beragam dengan prinsip tujuan yang perlu ditanyakan tercapai. 
5. Wawancara dengan pertanyaan tertutup skala linkert untuk 
mendapatkan data kuantitatif. 
4. Studi Pustaka  
Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur serta bacaan lain 
yang mendukung penelitian ini. Di tahap ini peneliti melakukan kegiatan 
pendahuluan dari analisis kualitatif yang meliputi :  
a.   Editing,  adalah proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk melihat 
apakah jawaban-jawaban pada questionare telah terisi semua atau belum.   
b.   Skoring, merupakan kegiatan yang berupa pemberian nilai (skor) terhadap 
jawaban responden yang masuk, untuk memperoleh data kuantitatif yang 
diperlukan dalam pengujian hipotesis. Untuk memberikan penilaian maka 
perlu adanya penentuan skor berdasarkan skala Likert.  Menurut Husein 
Umar (2003) yang dimaksud skala Likert adalah berhubungan dengan 
pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya tidak senang – 
senang, tidak setuju – setuju, dan tidak baik – baik.  Responden diminta 
untuk mengisi pernyataan dalam dengan jumlah kategori sebagai berikut: (1) 
Jawaban (a) Skor 5 Sangat Setuju (2) Jawaban (b) Skor 4 Setuju (3) 
Jawaban (c) Skor 3 Netral (4) Jawaban (d) Skor 2 Tidak Setuju (5) Jawaban 
(e) Skor 1 Sangat Tidak Setuju  
c.   Tabulasi, merupakan pengelompokan atas jawaban-jawaban dengan teliti 





bentuk tabel yang akan dapat dipakai untuk membuat cross data tabel untuk 
mendapatkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang ada. 
5. Dokumentasi  
Selain melalui wawancara dan observasi, dalam penelitian ini informasi atau 
data juga  didapatkan melalui fakta-fakta  yang tersimpan atau tersajikan dalam 
bentuk surat, catatan harian, arsip foto di aplikasi atau handpone , jurnal kegiatan 
dan sebagainya. Informasi dan data dalam bentuk dokumen seperti ini digunakan  
untuk mendapatkan  infromasi atau fakta yang terjadi di masa lalu. 
4.6 Variabel Penelitian  
Dalam penelitian ini Variabel dapat dikelompokkan menjadi variable-variabel 
terobservasi (observable variables) dan variabel-variabel laten (latent variables). 
Variabel terobsesi merupakan variabel yang dapat diukur secara langsung, 
mencakup semua item yang ada di dalam kuesioner yang dikelompokkan 
berdasarkan variabel manifest atau indikator Variabel laten diartikan sebagai 
variabel yang tidak dapat diukur langsung namun diestimasi melalui indikator 
tertentu. Cara penentuan nilai model, variabel tersebut dapat dikelompokkan 
dalam variabel-variabel eksogen (exogenous variables) dan variabel-variabel 
endogen (endogenous variables). Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya 
ditentukan diluar model, Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang 
nilainya ditentukan melalui persamaan atau dari model hubungan yang dibentuk.  
1.   Variabel eksogen yaitu variabel yang mempengaruhi variasi perubahan nilai 
variabel endogen. Variabel ini disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 
antecedent atau variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 
variabel yang memberikan pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya 
perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam SEM 





variabel eksogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah informasi 
asimetri dan biaya transaksi. 
2.  Variabel endogen yaitu variabel yang nilainya tergantung dari perubahan 
nilai variabel lainnya. Vaiabel endogen merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
Variabel endogen dapat memperkirakan satu atau beberapa variabel 
lainnya tetapi varibel endogen hanya bisa berkorelasi kausal dengan 
variabel endogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah hubungan 
kemitraan. 
4.6.1 Pengukuran Variabel   
 Variabel independen pertama (X1) dari penelitian ini adalah informasi 
asimetri (asymmetric information) Dalam mengukur variabel ini digunakan 
kuesioner dengan skala Likert satu sampai dengan lima.  
 Variabel independen kedua (X2) pada penelitian ini adalah Biaya transaksi 
(transaction cost) Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan 
skala Likert satu sampai lima.  
 Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah hubungan kemitraan 
Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan 
skala Likert satu sampai dengan lima. 
4.7 Uji Kualitas Data Instrumen Penelitian   
Pengujian ini dilakukan untuk menguji kuesioner yang nantinya dipergunakan 
untuk mengukur principal agen terkait dengan peran kepentingan. Berdasarkan 
dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang benar benar 
obyektif, yang dikenal dengan istilah validitas. Selain itu perlu juga diuji 
konsistensinya yang dikenal dengan istilah reliabilitas. Validitas dan reliabilitas 





Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah berikutnya adalah 
teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan 
kualitataif (mixed method). Analisis kuantitatif meliputi teknik-teknik statistik yang 
dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan 
Structural Equation Modelling untuk menguji pengaruh variabel yang 
dihipotesakan.   
4.7.1 Deskriptif Karakteristik Responden  
Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran 
umum responden, seperti jenis kelamin, umur responden, pekerjaan dan 
pendidikan terakhir responden yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 
(prosentase).  
4.7.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel  
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap 
data-data pada variabel penelitian yang kita gunakan dalam penelitian. Dalam hal 
ini dijelaskan dengan menggunakan variabel-variabel penelitian dan dijelaskan 
dengan menggunakan frekuensi absolut (prosentase) atas jawaban dari 
responden penelitian dan statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, 
maksimum, mean dan standard deviasi.  
 4.7.3  Uji Validitas   
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat keabsahan 
atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa 
masing-masing item dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang 
ditetapkan dalam penelitian ini. Instrumen adalah alat bantu peneliti dalam 
kegiatan pengukuran obyek atau variabel. Sebuah instrumen dapat dikatakan 
valid, apabila  instrumen tersebut dapat mengukur apa yang diinginkan dan 
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Memperkirakan nilai 





menggunakan rumus teknik corelation product moment. Untuk mengetahui 
signifikasi dari korelasi tersebut digunakan uji t.  Adapun batas minimal validitas 
suatu alat ukur adalah r > 0,30. Jika hasil korelasi kurang dari 0,30 berarti tidak 
valid item-item tersebut digugurkan. 
4.7.4  Uji Reliabilitas  
Reliabilitas berarti bahwa instrumen cukup dipercaya dugunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 
mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu dan makna yang 
terkandung juga tidak ambigu. Instrumen yang dipercaya dan reliabel akan 
menghasilkan data yang juga dapat dipercaya. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauhmana output dari pengukuran tersebut memiliki nilai tetap 
konsisten apabila  dilakukan pengukuran sebanyak dua kali atau lebih terhadap 
pernyataan atau pertanyaan yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama. 
Dalam uji analisis faktor konfirmatori, jika nilai Cronbach‟s alpha lebih besar atau 
sama dengan 0,70 berarti instrument tersebut reliabel (Ghozali, 2004). Namun 
demikian, alat ukur ini dapat menjadi bias dalam beberapa kondisi tertentu 
(Ferdinand, 2000) sehingga nilai di bawah 0,70 pun bisa diizinkan, terutama 
untuk penelitian eksploratori (Hair et al.,1998). Sedangkan menggunakan skala 
Likert. Skala Likert merupakan berkaitan dengan pernyataan tentang sikap 
responden terhadap sesuatu (Husein, 2003). 
4.8 Teknik Analisis Data   
Analisis data merupakan cara untuk menguraikan keseluruhan komponen 
untuk mengetahui, membandingkan komponen yang dominan dengan komponen 
lainnya. Untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 






4.8.1 Analisis Metode Kombinasi (Mixed Method) 
Penggunaan metode kombinasi dalam penelitian ini bermaksud 
menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif secara 
bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk medapatkan hasil penelitian yang lebih 
valid, reliable, obyekif dan komprehensif terkait dengan hubungan kemitraan 
pada transportasi berbasis daring di Indonesia. Creswell (2006) mengatakan 
bahwa metode kombinasi memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan 
mengunakan dengan menggunakan satu bentuk data saja. Penelitian metode 
memiliki asumsi filosofis untuk menunjukkan arah atau memberi petunjuk dalam 
pengumpulan dan menganalisis data serta percampuran pendekatan kuantitatif 
dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian.  
Dalam penelitian ini metode kombinasi yang digunakan adalah model 
Sequential explanatory. Menurut Creswell (2009) Sequential adalah suatu 
prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu 
metode dengan metode yang lain yang dikombinasikan secara berurutan. Ciri 
dari Sequential explanatory adalah dengan menggunakan dua tahap dalam 
pengumpulan data, tahap pertama adalah pengumpulan analisis data kuantitatif. 
Tahap kedua adalah  pengumpulan dan analisis data kualitatif, guna memperkuat 
hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.  
Analisis kuantitatif yang meliputi analisis statistik deskriptif dan teknik analisis 
statistik inferesial. Teknik analisis statistik deskriptif dipergunakan untuk 
menggambarkan karakteristik masing-masing responden penelitian. Dalam 
analisis ini menggunakan informasi tentang mean (rata-rata), distribusi frekwensi 
dan persentase yang disajikan dalam bentuk Tabel maupun grafik. Statistik 
inferensial adalah proses pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan 
pengolahan data sampel pada sebuah populasi. Untuk itu analisis statistic 





penelitian ini adalah Partial Least Square SEM (SEM-PLS) dengan  
menggunakan Software smart PLS 3. Penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini 
di nilai sesuai karena penelitian bersifat exploratoris. Analisis multivariat 
eksploratoris digunakan untuk mencari pola data dalam kasus dimana belum ada 
atau masih terbatasnya teori yang menyatakan bagaimana hubungan antar 
variabel (Hair et al., 2013). 
Metode analisis kualitatif digunakan agar penelitian tidak berhenti pada 
pengujian hipotesis semata, akan tetapi dapat dilanjutkan guna meperkuat 
membuktikan, memperluas, memperdalam,menggugurkan dan memperlemah  
data kuantitatif yang telah didapatkan ditahap awal (Sugiyono, 2018). Sumber 
data yang didapat dari analisis kualitatif diharapkan dapat memberi informasi 
yang dapat digunakan untuk melengkapi data kuantitatif yang sudah didapat. 
Setelah data kuatitatif dan kualitatif diperoleh, maka selanjutnya kedua 
kelompok data tersebut dianalisis lagi. Analisis dapat dilakukan dengan cara 
menggabungkan data yang sejenis sehingga data kuantitatif diperluas data 
diperdalam dengan data kualitiatif. Analisis juga dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga data kuantitatif akan 
dapat ditunjukkan kesamaan atau perbedaannya dengan data kualitatif. Analisis 
juga dapat dilakukan secara deskriptif-eksploratif sehingga diperoleh data 
kualitatif yang baru yang sama sekali terpisah dengan data kuantitatif.  
4.8.1.1 Analisis Kuantitatif 
1.  Pengujian SEM 
SEM adalah salah satu jenis dari beragam analisis multivariat untuk 
menganalisis beberapa variabel secara simultan. Seiring perkembangan teknik 
statistik penggunaan regresi berkembang menjadi Structural Equation Modeling 
(SEM). SEM memberikan keunggulan dibandingkan regresi karena merupakan 





Ghozali (2014) mendeskripsikan SEM merupakan suatu teknik analisis 
multivariat generasi kedua yang memiliki ciri menggabungkan dua analisis yaitu 
analisis faktor dan analisis jalur sehingga memudahkan peneliti untuk menguji 
dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel endogen dan 
eksogen dengan banyak indikator. 
Menurut Hair et al. (2013) Tujuan penggunaan analisis multivariat dibagi 
kedalam dua kelompok; pertama, bertujuan komfirmasi (primarily comfirmatory) 
dan kedua, bertujuan eksplorasi (primarily exploratory). Analisis komfirmatoris 
digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan berdasaran teori dan 
konsep yan sudah ada. Sedangkan analisis eksploratoris dilakukan guna 
mendapatkan pola data terhadap suatu kasus dimana belum ditemukanya teori 
atau masih terbatasnya teori yang menyatakan bagaimana hubungan antar 
variabel.  
Structural Equation Modelling (SEM) dikelompokkan menjadi dua pendekatan 
yaitu pendekatan Covariance Based SEM (CB-SEM) dan Variance Based SEM 
atau Partial Least Square (PLS). Covarian Based SEM digunakan untuk tujuan 
komfirmasi, sedangkan Variance Based SEM (SEM-PLS) digunakan untuk tujuan 
eksplorasi. Menurut Hair et al. (2013) panduan singkat dalam memilih CB-SEM 
atau PLS-SEM adalah sebagai berikut; (1) Jika tujuan penelitian untuk menguji 
teori, komfirmasi teori, atau membandingkan berbagai alternatif teori maka pilih 
CB-SEM. Sedangkan jika tujuan penelitian untuk perluasan teori yang sudah ada 
atau mengidentifikasi variabel determinan utama atau memprediksi konstruk 
tertentu maka pilih SEM-PLS. (2) jika spesifikasi model pegukuran terdapat 
konstruk formatif dalam model penelitian maka pilih SEM-PLS. Konstruk formatif 
sebenarnya dapat digunakan dalam CB-SEM akan tetapi memerlukan aturan 
spesifikasi yang lebih komplek. Jika error term memerlukan spesifikasi tambahan 





(banyak konstruk dan banyak indikator) maka pilih SEM-PLS. sedangkan jika 
model structural terdapat hubungan timbal balik maka pilih CB-SEM. 
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini meggunakan SEM-PLS. 
Dalam SEM terdapat dua jenis variabel yaitu (Latan, 2013), yaitu: 1. 
Unobserved variable atau disebut juga dengan istilah variabel laten, konstruk 
atau variabel tak teramati merupakan variabel yang tidak dapat diukur atau 
diobservasi secara langsung, tetapi melalui indikator variabelnya. 2. Observed 
variable atau disebut juga indikator atau variabel teramati merupakan variabel 
yang dapat diukur secara langsung atau variabel yang menjelaskan unobserved 
variable untuk diukur. Unobserverd variable atau variabel laten dibagi lagi 
menjadi dua yaitu: (1) variabel eksogen merupakan variabel laten dimana 
nilainya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model (tidak dikenai anak panah). 
Dan (2) variabel endogen, merupakan variabel laten dimana nilainya dipengaruhi  
oleh variabel lain didalam model (dikenai anak panah). Selain itu dikenal juga 
variabel laten predictor, yaitu variabel laten yang dihipotesiskan sebagai 
determinan variabel laten lainnya. Sementara, variabel laten kiterion merupakan 
variabel laten yang dihipotesiskan sebagai outcome dari variabel lain (Sholihin & 
Ratmono, 2013).  
Partial Least Square (SEM-PLS) dapat bekerja secara efisien dengan ukuran 
sampel yang kecil dan model yang kompleks. Metode ini tidak didasarkan 
banyaknya asumsi.  Asumsi distribusi data dalam SEM-PLS relatif lebih longgar 
dibandingkan CB-SEM. SEM-PLS menggunakan metode penggadaan secara 
acak (bootstraping) dimana asumsi normalitas tidak  menjadi permasalahan bagi 
PLS. Selain itu (Partial Least Square) PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum 
sampel yang akan digunakan. SEM-PLS juga dapat menganalisis model 
pengukuran relflektif dan fomatif serta variabel laten dengan satu indikator 





Secara singkat alur analisis data menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada 
gambar 4.1 (Santosa, 2018). 
Diagram jalur dapat dibuat dengan beberapa langkah. Langkah pertama, 
adalah dengan menggambarkan variabel laten, baik eksogenus maupun 
endogenus. Variabel laten dapat diidentifikasi dari hipotesis yang dirumuskan. 
Langkah kedua adalah mengimpor berkas data yang akan dieksekusi bersama 
dengan diagram jalurnya. Berkas data yang akan digandeng kediagram jalur 
harus sudah terbebas dari missing data. Baris pertama dari berkas data akan 
digandeng harus berisi nama-nama indikator untuk setiap variabel laten yang 
ada. Langkah ketiga berikutnya adalah menyambungkan indikator-indikator ke 
variabel laten yang bersesuaian. Langkah ke empat selanjutnya adalah 
melakukan kalkulasi yang utamanya adalah untuk menghitung koefisien jalur dan 
nilai signifikansi koefisien jalur yang dihasilkan. Langkah ini dilanjutkan dengan 
analisis terhadap hasil eksekusi untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 
dilakukan dalam dua tahap, yakni asesmen model pengukuran (outer model) dan 
asesmen model structural (inner model). 
Menurut Gozali dan Latan (2015), metode evaluasi PLS dilakukan dengan 
melihat outer model dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer 
model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Untuk outer  model 
dengan indikator refleksif, evaluasi dilakukan melalui validitas  konvergen dan 
diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten dan composite reliability 
serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Selanjutnya  evaluasi model 
struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variable 
laten. Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase variance yang 
dijelaskan dengan melihat nilai   untuk konstruk laten endogen, evaluasi    
yang digunakan untuk melihat efek prediktor pengaruh variabel laten. Stone-





dilakukan dengan menggunakan prosedur resampling yaitu bootstrapping untuk 
memperoleh stabilisasi dan estimasi. 
           Gambar 4.1 


















2.  Metode Pengujian Hipotesis  
A. Pengujian hipotesis pertama: hubungan antara informasi asimetri (  ) dan 
Biaya Transaksi (  ) Pengujian hipotesis pertama mendasarkan pada sub 
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Gambar  4.2 





Uji hipotesis 1 tentang hubungan antara variabel    dan    dilakukan dengan 
melihat koefisien korelasi (      ) hubungan antar variabel. Untuk 
menentukan besarnya derajat keeratan dari hubungan antara variabel 
informasi asymetris dengan variable Biaya transaksi. 
B. Pengujian sub hipotesis kedua: pengaruh variable informasi asimetri  (  )  dan 
variable biaya transaksi (  )  terhadap hubungan kemitraan (Y) Pengujian 
hipotesis kedua mendasarkan pada sub struktur kedua yang 
mengidentifikasikan pengaruh dari variabel   dan    terhadap Y dengan 
persamaan:       
      (  )        (  )      (  ) 
Persamaan struktural di atas dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut: 
 
Gambar 4.3 
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Uji hipotesis 2 tentang pengaruh variabel X1  terhadap variabel Y dilakukan 
dengan menguji nilai koefisien jalur yang ditaksir berdasarkan data hasil 
pengamatan. 
Uji hipotesis 3 tentang pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y dilakukan 
dengan menguji nilai koefisien jalur yang di taksir berdasarkan data dan hasil 
pengamatan. 
3. Struktural dan pengukuran model  
Model struktural menunjukkan hubungan kausal langsung potensial antara  
variabel laten eksogen (dilambangkan ξ „Ksi‟) dan variabel endogen laten 
(dilambangkan ε „Eta‟). Variabel eksogen independen dengan tidak ada variabel 
penyebab sebelumnya. Di sisi lain, variabel endogen dapat berfungsi sebagai 
variabel mediasi atau variabel dependen murni. Hubungan struktural membantu 
kita memahami dan menganalisis model sebab dan akibat. Hubungan sebab 
akibat antara variabel eksogen dan endogen biasanya dinyatakan dengan garis 
lurus dengan panah berkepala tunggal dilambangkan oleh   „gamma‟, sementara 
kausal hubungan korelasi antara dua variabel eksogen dinyatakan oleh garis 
lengkung dengan tanda panah ganda dilambangkan dengan φ „Phi‟ (Ascarya & 
Rahmawati, 2018) 
Pengukuran model menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel 
laten dan variabelnya indikator. Hubungan sebab akibat mungkin melibatkan 
beberapa indikator pengukuran untuk memperkirakan nilai variabel laten. 
Variabel laten (konstruksi) tidak dapat diamati baik endogen atau eksogen, 
sementara indikator yang membentuk keduanya dapat diamati. Indikator untuk 
laten eksogen biasanya dilambangkan dengan Xn, dengan ketergantungan 
kausal dilambangkan dengan λXn „lambda Xn‟ dan kesalahan pengukuran δn 











ketergantungan kausal λYn „lambda Yn ‟, dan kesalahan pengukuran Ɛn„ epsilon‟ 
(Ascarya & Rahmawati, 2018). 
Dalam kajian ini menggunakan model reflektif, model reflektif mengambarkan 
bahwa pada setiap indikator merupakan hasil pengukuran kesalahan yang 
dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat antara variabel laten ke 
indicator, oleh karena itu indikator-indikator dapat dikatakan merupakan refleksi 
variasi dari variabel laten (Henseler, Ringle & Sinkovicks, 2009). 
Gambar 4.4 









           
 
Pengukuran Eksogenus  Laten   :     
                        
             
            
            
 
𝑌  λ  η δ  
𝑌  λ  η δ  
𝑌  λ  η δ  
 
 
Pengukuran  Endegenus  Laten ε: 
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4. Konseptualisasi Model  
Pada dasarnya SEM adalah sebuah teknik konfirmatori yang dipergunakan 
untuk menguji hubungan kausalitas di mana perubahan satu variabel 
diasumsikan menghasilkan perubahan pada variabel lain maka dibuat 
konseptualisasi model dalam path diagram dalam gambar berikut. 
Gambar 4.5 











5. Spesifikasi Model  
Analisis data tidak dapat dilakukan sampai tahap spesifikasi model ini 






















































beberapa tahapan di antaranya membentuk model penelitian dengan dasar 
justifikasi teori yang kuat dalam membentuk hubungan kausalitas dari konstruk 
model penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) konstruk variabel 
yang terdiri atas 3 (tiga) variabel eksogen (informasi asimetri, biaya transaksi dan 
1 (satu) variabel endogen (hubungan kemitraan). Persamaan struktural dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
ε1HK = γ1ξ1 IA + γ2ξ2 BT  
 
Keterangan: 
HK = Hubungan Kemitraan 
IA = Informasi Asymetris 
BT = Biaya Transaksi 
Persamaan Pengukuran Variabel Informasi Asimetri (ξ1)  
ξ1 = λ1 X1 + ε 1 : Informasi transaksi 
ξ1 = λ2 X2 + ε 2 : Informasi tarif 
ξ1 = λ3 X3 + ε 3 : Informasi Kinerja 
ξ1 = λ 4X4 + ε 4 : Pengungkapan Informasi 
ξ1 = λ 5X5 + ε 5 : Pengambilan Keputusan 
Persamaan Pengukuran Variabel Biaya transaksi (ξ2)    
ξ2 = λ6 X6  + ε 6 : Biaya pencarian 
ξ2 = λ7 X7 + ε 7 : Biaya negosiasi 
ξ2 = λ8 X8 + ε 8 : Biaya pengawasan 
ξ2 = λ9 X9 + ε 9 : atribut ketidakpastian transaksi. 
Variabel Hubungan Kemitraan  (ε1)  
ε1 = λ10 X10 + δ 10 : Komunikasi dan berbagi informasi 





ε1 = λ12 X12 + δ 12 : Ketidakseimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan 
ε1 = λ13 X13 + δ 13 : Fleksibel waktu kerja 
 
ε1 = λ14 X14 + δ 14 : Memiliki otonomi dalam pekerjaan 
Keterangan notasi :  
ξ (ksi)    : variabel laten eksogen (variabel independen). 
 ε (eta) : variabel laten endogen (variabel dependen). 
γ (gamma)   : hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen 
β (beta)   : hubungan antara variabel endogen terhadap variabel eksogen 
λ (lambda)  : hubungan variabel laten eksogen/endogen terhadap indikatornya 
 X1 – X5  : indikator variabel eksogen Informasi Asimetri (ξ1)  
 X6 – X9  : indikator variabel eksogen Biaya transaksi (ξ2)   
 X10 – X14  : indikator variabel endogen Hubungan Kemitraan   
φ(phi)   : kovarians/ korelasi antar variabel eksogen  
ε(epsilon)  : kesalahan pengukuran dari indikator variabel eksogen.  
δ(delta)  : kesalahan pengukuran (measurement error) dari indikator 
variable endogen.  
δ(zeta)   : kesalahan dalam persamaan antara variabel eksogen dan/atau 
endogen terhadap variabel endogen. 
6. Penilaian Model (Models Assesment)  
1). Evaluasi Measurement (outer) Model   
Dalam analisis  outer model  memiliki tujuan  untuk memperoleh variabel 
manifest atau variabel indikator yang bersifat reflektif ataupun formatif secara 
valid dan reliabel. Dalam melakukan evaluasi validitas pada outer model dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yaitu convergent validity dan discriminant 
validity. Panduan singkat (Rule of Thumb) evaluasi validitas untuk indikator 





a. Reliabilitas konsistensi internal: composite reliability dan Cronbach alpha 
lebih besar (>) dari 0,7 (dalam penelitian eksploratoris 0,6 – 0,7 masih 
dapat diterima).  
b.  Validitas konvergen: loading indikator lebih besar ( >) dari 0,7  
c.  Validitas  diskriminan: 1) akar kuadrat Average variance Ekstracted (AVE) 
lebih besar (>)daripada  korelasi antar konstruk, 2) loading indikator ke 
konstruk yang diukur lebih besar (>)  daripada loading ke konstruk lain 
(cross-loading rendah). 
Sedangkan untuk model pengukuran indikator formatif mempunyai dua panduan, 
yaitu:   
a.  Bobot indikator (indikator weight) harus signifikan secara statistic. 
b. Multikolinearitas: Variance Inflation Faktor (VIF) lebih kecil (<) dari  3,3. 
2). Evaluasi Model Struktural (Inner Model)  
Dalam evaluasi model structural dipergunakan untuk melihat seberapa besar 
pengaruh  variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Dalam 
tahap ini akan diperoleh hasil koefisien jalur dan tingkat signifikansi yang berguna 
dalam pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian hipotesis. Panduan evaluasi 
model structural menurut Sholihin dan Ratmono, (2013) yaitu : 
a. Nilai koefisien determinasi (R-squared) 0,75; 0,50; dan 0,25 untuk setiap 
variabel laten endogen dalam model structural dapat diinterprestasikan 
sebagai subtansial , moderat dan lemah. 
b. Relevansi prediktif; Nilai Q-squared lebih besar dari nol, hal ini 
mengindikasikan bahwa variabel laten eksogen mempunyai relevansi 
prediktif pada variabel laten endogen yang dipengaruhi. 
c. Ukuran efek (f-squared effect size) dihitung sebagai nilai absolut 





Ukuran efek dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu lemah (0,02), 
medium (0,15) dan besar (0,35). 
Sedangkan menurut Ghozali (2014) jika nilai R-square (R2) sebesar 0,67 
masuk kategori baik; 0,33 masuk kategori sedang; dan 0,19 masuk kategori 
lemah untuk variabel laten endogen atau dependent  dalam inner model. 
4.8.1.2   Analisis Kualitatif   
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang 
berlandaskan pada filsafat pragmatism yaitu gabungan positivism dan 
pospositivisme. Menurut Creswell (2009) filsafat pragmatism tidak memandang 
dunia itu bukan suatu kesatuan yang absolut, sehingga memerlukan berbagai 
pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan tidak hanya 
dengan satu pendekatan saja. oleh karena itu dalam penelitian ini untuk 
mempertajam analisis dan memberikan kesimpulan yang holistik dari 
permasalahan yang ada maka dibutuhkan analisis kualitatif.  
Analisis pada penelitian kualitatif menekankan bagaimana data secara 
keseluruhan sesuai dengan konteks, analisis yang mendalam, dan bersifat 
induktif (Manzilati, 2017).  Analisis data perlu memperhatikan pada pemaknaan 
yang esensial dari data kualitatif dan memastikan interprestasi yang di buat dapat 
dipercaya. Dalam proses analisis suatu data diawali dengan menelaah seluruh 
data yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber yang tersedia, yaitu 
melalui observasi dan wawancara yang sudah dibuatkan dalam catatan 
lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 
 Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur 
atau (in-dept interview). Panduan pertanyaan  dengan menggunakan kuisoner 
pertanyaan terbuka pada setiap responden pengemudi daring. Tujuan dari 
wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan 





yang ada. Adapun alat bantu yang digunakan untuk wawancara adalah alat 
rekam, poto dan instrumen kuisoner.  
 Untuk melakukan pengecekan data digunakan analisis triangulasi, yaitu 
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 
waktu. Dengan demikian penelitian ini  menggunakan analsisis triangulasi waktu 
guna menguji kredibilitas data yang didapatkan dengan melakukan  pengecekan 
melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 
berbeda. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil 
penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data 
(Sugiyono, 2018). Proses triangulasi dalam penelitian ini dengan observasi 
mencari sumber data lain yang berasal dari berita, media daring, group facebook, 
penelitian lain yang terkait dengan rumusan masalah. 
Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan data kualitatif 
dengan data kuantitatif dari setiap variabel yang diteliti. Hasil analisis ini 
digunakan untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas pembahasan 
yang ada dalam temuan analisis kuantitatif. Hal ini agar interpretasi dari 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Sejarah munculnya transportasi umum roda dua berbasis daring di 
Indonesia diawali ketika perkembangan teknologi informasi yang semakin massif 
dan merubah pola produksi dan konsumsi para pelaku ekonomi. Revolusi 
industry 4.0 merupakan cikal bakal perkembangan aplikasi komersil yang 
memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pasar dan pelaku ekonomi. 
Salah satu dampak dari pertumbuhan Kota adalah persoalan kemacetan 
yang dihadapi oleh masyarakat setiap hari. Begitu halnya dengan Kota Malang 
yang merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk, pelajar dan turis yang 
meningkat cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan peningkatan pembangunan 
luas jalan baru di Kota Malang, hal ini mengakibatkan kemacetan yang akut.  
Oleh karena itu, perlu tersedia layanan transportasi alternatif yang cepat, praktis, 
dan terjangkau sehingga kebutuhan mobilitas masyarakat Kota Malang  
terpenuhi. Moda transportasi yang cukup populer dan banyak digunakan di 
tengah masyarakat saat ini adalah layanan taksi motor, atau di kenal sebagai 
Ojek. Ojek merupakan  sarana transportasi yang popular bagi masyarakat Kota 
karena mampu menembus kemacetan jalan dan lebih cepat dibandingkan 
dengan moda transportasi umum lainnya.  
Ojek tidak luput dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang 
massif ini. Dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis Android atau Ios 
maka lahirlah Ojek  modern atau Daring. Ojek daring ini dilengkapi dengan 
gadget yang berbasis android atau ios dan menggunakan GPS. GPS ini 
berfungsi untuk memperpendek dan memperkecil waktu pengantaran dan 
mengetahui jalan yang akan dilalui dan alamat penjemputan. Hal ini dikarenakan 
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banyaknya waktu luang tukang ojek pangkalan hanya digunakan untuk duduk 
menunggu penumpang datang, dengan adanya gadget maka pengemudi tidak 
memerlukan untuk menunggu di pangkalan akan tetapi  secara otomatis orderan 
dapat diperoleh didalam aplikasi gadget yang terhubung antara pengemudi dan 
penumpang. Pengemudi ojek daring  juga dapat menerima pembayaran secara 
daring (my wallet) maupun tunai. Begitu juga bagi penumpang mendapatkan 
kemudahan untuk  melakukan pemesanan secara daring, tepat penjemputan dan 
pembayaran secara daring. 
Transportasi berbasis daring merupakan sebuah kemajuan teknologi yang  
memberikan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan 
yang lebih terjamin dalam pelayanan transportasi darat. Hal ini bisa dilihat dari 
respon konsumen yang terus meningkat menggunakan jasa transportasi daring. 
Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak pengemudi yang pindah dan 
beralih dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi berbasis 
daring. Akan tetapi disisi lain kehadiran transportasi berbasis daring ini 
menimbulkan permasalahan dan  kecemburuan sosial bagi transportasi 
konvensional yang sudah ada sebelumnya, baik ojek, taksi, bus dan lain 
sebagainya. Transportasi berbasis daring dianggap sebagai punca masalah atas 
menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Berbagai 
aksi protes, penolakan, penghadangan yang dilakukan dan puncaknya adalah 
demo besar-besaran yang menolak akan kehadiran transportasi berbasis  daring 
yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi konvensional di berbagai 
daerah.  
Berbagai aksi protes yang dilakukan pengemudi transportasi konvensional, 
melahirkan larangan beroperasi bagi perusahaan transportasi berbasis daring 
melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor UM.302/1/21/Phb/2015 karena 
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
119 
 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kemudian Keputusan Menteri ini dicabut 
karena pernyataan Presiden bahwa alat transportasi berbasis aplikasi daring 
masih dibutuhkan oleh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan 
pengemudi ojek daring yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditambah lagi 
dengan munculnya Peraturan Menteri Perhubungan No KP. 348 Tahun 2019 
terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah untuk penggemudi transportasi 
roda dua yang menggunakan aplikasi, dimana peraturan ini sangat 
menguntungkan pengemudi.  
Untuk di Kota Malang penggunaan Ojek berbasis daring pertama kali 
beroperasi adalah perusahaan Gojek  di tahun 2016.  Kemudian disusul Grab di 
tahun 2017. Awal beroperasinya perusahaan Gojek dikota Malang tarif yang 
dikenakan adalah 2.500 rupiah perkilometer dengan arah tujuan paling dekat 6 
km dengan jumlah pengemudi awal adalah 300 orang. Kemudian di tahun 
berikutnya yaitu 2017 perusahaan Grab tidak mau ketinggalan melihat pasar 
yang sangat potensial di Kota Malang sebagai kota terbesar kedua setelah 
Surabaya dan prosentase jumlah mahasiswa yang berdomisili sebanyak 21% 
dari total populasi warga di kota Malang.  
Perbandingan cakupan pasar dan mitra di seluruh Asia tenggara pada tahun 
2018 Grab masih mengungguli Go-jek. Hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel 5.1 
Jumlah Mitra dan Cakupan Pasar 
 Jumlah unduhan 
Aplikasi 
Jumlah Mitra Cakupan 
Go-jek 155 Juta 400 ribu mitra Gofood, 60 
ribu penyedia layanan, dan 
lebih 2 juta pengemudi 
207 Kota di 
empat Negara. 
Grab 155 Juta 9 Juta (Plus Agen) di Asia 
Tenggara 
338 Kota di 
Delapan Negara 
Sumber: Setyowati, 2019 
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1.1.1 Profil PT Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) 
Go-Jek Indonesia berdiri pada tahun 2011 sebagai perusahaan perintis 
transportasi daring berbasis permintaan di Indonesia. Inovasi yang 
dikembangkan dalam sebuah aplikasi Go-jek mendorong perubahan sektor 
transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional yang melayani 
angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Gojek juga merupakan 
perusahaan jasa teknologi aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi 
kendaraan umum roda dua dengan penumpang atau konsumen. Aplikasi ini 
memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pemesanan dengan 
menggunakan smartphone. Begitu halnya dengan pengemudi memberikan 
kemudahaan untuk mendapatkan order yang dilengkapi dengan GPS sehingga 
posisi penumpang  bisa dipantau melalui smartphone. Tarifnya pun bisa terukur 
dari seberapa jauh jarak yang ditempuh. 
Sebagai perusahaan yang membangun kemitraan dengan pengemudi, 
perusahaan Gojek memberikan kemudahan dan stimulus bagi pengemudi untuk 
bergabung dengan aplikasi yang dibuat perusahan dengan beberapa 
persyaratan tertentu. Persyaratan yang diperlukan oleh pengemudi yang akan 
bergabung keperusahan adalah seperti memiliki kendaran roda dua terbaru 
minimal  5 tahun kebelakang, memiliki smartphone, memiliki SIM dan SKCK 
yang masih berlaku.    
Adapun Visi dari perusahaan Go-jek ini adalah “Membantu memperbaiki 
struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat 
dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja 
harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan 
kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”. Dengan 
menggunakan tiga pilar yaitu: (1) Kecepatan, melayani dengan cepat, dan terus 
belajar dan berkembang dari pengalaman. (2) Inovasi, terus menawarkan 
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teknologi baru untuk mempermudah hidup pengguna. (3) Dampak sosial, 
memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat 
Indonesia.  
Dari visi perusahaan terlihat sebagai perusahaan aplikasi yang bermitra 
dengan pengendara selain untuk membantu transportasi bagi masyarakat visi 
yang tidak kalah penting adalah mensejahterakan mitranya yaitu salah satunya  
adalah pengemudi. Mensejahterakan ini merupakan janji perusahaan kepada 
mitranya yang sudah mengeluarkan biaya dan waktu untuk bergabung dengan 
sistem aplikasi yang dibuat oleh perusahaan. Untuk itu sistem yang dibangun 
oleh manajemen adalah dengan pembagian hasil, dimana 80 persen untuk 
pengemudi dan 20 persen untuk perusahaan dari setiap ongkos yang didapat 
dari transaksi. Selain itu pengemudi juga mendapatkan insentif dari perusahaan 
apabila tercapai poin yang di tetapkan perusahaan.   
Adapun layanan  awal dari perusahaan aplikasi Gojek adalah transportasi 
dan logistik,  kemudian berkembang menjadi 6 kriteria dengan total 19 layanan. 6 
kriteria tersebut adalah: 4 layanan untuk transportasi dan logitik, 4 layanan 
makan dan belanja,  5 layanan pembayaran,  2 layanan berita dan hiburan, 2 
layanan kebutuhan harian dan 1 layanan bisnis.  
Layanan transportasi dan logistik diantaranya adalah: (1). Go-Ride, adalah 
layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar ke berbagai tempat 
dengan lebih mudah dan lebih cepat.  (2). Go-Car, adalah layanan transportasi 
menggunakan mobil untuk mengantarkan  kemanapun dengan nyaman. (3) Go-
Send, adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat 
dan barang dalam waktu 60 menit.(4). Go-Box, adalah layanan pindah barang 
ukuran besar menggunakan truk/ mobil bak/ blind van.  
Untuk layanan makanan dan belanja terdiri dari: (1). Go-Food adalah 
layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 550.000 mitra merchant yang 
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sudah terdaftar di 74 Kota. (2) Go food festival adalah Layanan Go food yang 
dilakukan setiap pekan, dengan mengadakan berbagai acara untuk konsumen 
antara lain: Live music, movie screening, acara keluarga dan anak-anak, 
workshop, dan acara komunitas lainnya. (3) Go-Med  merupakan hasil kolaborasi 
antara Go-Jek dengan Halodoc. Go-Med tidak menyediakan produk apapun, 
melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek. (4) Go-
Mart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang 
dari berbagai macam toko di area anda.  
Untuk layanan pembayaran terdiri dari (1) Go-Pay adalah layanan dompet 
virtual untuk memudahkan transaksi Anda di dalam aplikasi Go-Jek. (2).Go-
Pulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan sistem 
pembayaran menggunakan saldo Go-Pay. (3). Go-Bills merupakan layanan 
pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, membeli token listrik hingga BPJS 
dengan sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay. (4). Go-Points adalah 
program loyalty dari Go-Jek khusus untuk pengguna Go-Pay. Setiap transaksi 
menggunakan Go-Pay akan mendapatkan 1 token, mainkan token, kumpulkan 
poin dan dapatkan reward menarik. (5). Paylater adalah metode pembayaran 
baru dari Gojek untuk mitra pengemudi dan konsumen dalam  berbagai layanan 
untuk digunakan ketika saldo Gopay tidak mencukupi dan akan dibayar nanti di 
akhir bulan. (6) Gogive merupakan layanan untuk konsumen dalam memberikan 
sumbangan atau donasi, bantuan social  atau zakat kepada orang yang 
membutuhkanya. 
Untuk layanan berita dan hiburan terdiri dari: (1) Go-Tix adalah layanan 
informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke 
tangan Anda. (2) Go-Play adalah layanan streaming untuk menonton/ 
mendownload film/serial dari aplikasi gojek dengan mambayar secara bulanan. 
Sedangkan untuk layanan kebutuhan harian dan bisnis terdiri dari: (1) Go-
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Massage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional langsung ke rumah 
anda. (2) Go-Clean adalah layanan jasa kebersihan professional untuk 
membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor Anda. (3) GoBiz adalah super app 
dari Gojek yang diperuntukkan khusus para pebisnis di Indonesia. Dari kelola 
pesanan GoFood dan di toko, terima pembayaran GoPay, analisa laporan 
penjualan, sampai buat promo; semua bisa dilakukan di aplikasi GoBiz.  
Fitur yang terdapat pada 4 menu utama pada layanan Gojek App diantaranya : 
1. Input Data 
Calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan 
kemudian Gojek akan mengkalkulasi pembayaran. Dan kemudian calon 
penumpang memilih cara pembayaran ( cash atau memakai Credit Gojek). 
2. Driver On The Way 
Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari 
supir Go-Jek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, 
calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan supir Gojek 
yang akan menjemputnya bahkan terdapat berapa lama estimasi yang 
dibutuhkan supir Gojek sampai dilokasi calon penumpang. 
3. SMS & Call 
Ketika Supir Gojek belum sampai juga, calon penumpang bisa 
memanfaatkan fitur SMS & Call yang telah disediakan oleh Gojek Apps. 
SMS atau telepon ketika driver tidak kunjung datang. 
4. Driver Review 
Untuk fitur ini penumpang dapat memberikan rating dan komentar 
mengeni pelayanan yang dilakukan oleh supir GoJek, karena dari rating 





5. My Wallet  
Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran, karena tidak 
memerlukan uang cash. Untuk penumpang yang baru pertama kali ingin 
menggunakan, Go-Jek memberikan kode voucher senilai Rp. 50.000.untuk 
pengisian ulang penumpang dapat mentransfer uang melalui Bank yang 
sudah ditentukan. 
5.1.2 Profil PT Grab Indonesia   
Grab adalah Perusahaan aplikasi transportasi daring yang berasal dari  
Malaysia dan berkantor di Singapura. Grab didirikan pada tahun 2011 di 
Malaysia oleh Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Grab berkembang dari 
aplikasi pemesanan taksi pada 2012, yang kemudian mengembangkan platform 
produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Grab masuk 
ke Indonesia pada bulan Februari 2014. Adapun layanan Grab di Indonesia hadir 
di 125 kota.  Tidak jauh berbeda dengan Go-jek, sebagai perusahaan teknologi 
Grab juga mengembangkan layanan produk yang inovatif dan dibutuhkan oleh 
konsumen.  
Perkembangan Grab di Indonesia mulai dari muncul dengan nama Grabtaxi, 
kemudian berganti nama hingga logo semua dilalui dengan bertahap. Teknologi 
machince learning dan kemampuan analitik data Grab yang mumpuni telah 
menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan 
efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu. Sebagai contoh pada 2016, 
layanan GrabBike di Indonesia telah tumbuh 300 persen (year to date), seraya 
melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan 
sebesar 50 persen, dimana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan 
keterlekatan pengguna pada platform multi-layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 
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pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari satu layanan 
Grab.   
Visi dan misi dari Grab Indonesia adalah: menjadi penyedia layanan 
teraman di Asia Tenggara, memberikan layanan yang mudah diakses oleh 
banyak orang  dan meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi 
maupun penumpang. Sedangkan motto dari Grab Indonesia adalah freedom 
untuk mengatur penghasilan yaitu dengan pilihan tunai dan kredit untuk 
mendapatkan penghasilan dengan Grab, freedom untuk mengejar mimpi yaitu 
kebebasan dalam mengatur jadwal kerja dan freedom untuk bersosialisasi yaitu 
bebas untuk kenal didalam  komunitas dan keluarga besar Grab. 
Dari visi dan misi grab diatas juga tidak kalah penting adalah bagaimana 
perusahaan dapat mensejahterakan para mitranya dengan kebebasan dalam 
mendapatkan pendapatan dan waktu pekerjaan. Dengan pembagian hasil yang 
sama dengan Gojek yaitu 80 persen pengemudi dan 20 persen untuk 
perusahaan ditambah dengan insentif dari perusahaan kepada mitra apabila 
mencapai poin yang ditetapkan.  Perbedaan antara Gojek dan Grab lebih kepada 
tarif dan discount yang diberikan perusahaan kepada pengemudi dan 
penumpang. 
Tidak jauh berbeda dengan perusahaan Go-jek, para mitra grab yang ingin 
bergabung dengan perusahaan di mintai persyaratan yang relatif sama dengan 
Go-jek. Memiliki kendaran roda roda tahun terbaru dengan memberikan fotocopy 
STNK, SIM, SKCK dan memiliki Smartphone sistem operasi Android, iOS. Grab 
melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia 
Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina.  
Fitur layanan Grab Indonesia diantaranya: a. Grab Taxi adalah layanan yang 
memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan pengemudi taksi 
terdekat dengan aman. b. Grab Car adalah penyewaan kendaraan pribadi 
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dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman 
dan gaya.  c. Grab Bike adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat 
mengantar penumpang ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa 
perlu menunggu waktu lama. d. Grab Express adalah layanan kurir ekspres 
berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama 
adalah keamanan. e. Grab Food adalah layanan pesan antar makanan yang 
memiliki banyak daftar restoran yang tersedia.   
Perusahaan Grab dalam membantu para mitra  merancang berbagai 
aplikasi terbaru guna meningkatkan pendapatan para mitra pengemudi yang 
lebih tinggi dan penghematan yang lebih besar, atau dengan menawarkan 
pengalaman bekerja yang bebas dan bermanfaat. Komponen baru tersebut 
meliputi: 
1. Discover hub: Merupakan aplikasi yang dapat membantu para pengemudi 
dalam mendapatkan penghasilan lebih banyak dengan  menghemat dan 
berkendara lebih baik. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk 
menemukan peluang penghasilan baru selain dari mengemudi. 
Contohnya, mitra pengemudi Grab dapat memilih untuk mendapatkan 
penghasilan tambahan melalui GrabAds, yaitu aplikasi yang bekerja sama 
dengan StickEarn untuk menawarkan pengisian pulsa bagi penumpang 
yang membutuhkan dan masih banyak lagi. Hal ini juga memberi mitra 
pengemudi untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke GrabBenefits 
yang kini dilengkapi dengan berbagai tampilan yang mencakup informasi 
seperti heat maps dan kegiatan yang berlangsung di dekat para 
pengemudi sehingga membantu mereka mendapatkan peluang untuk 
mendapatkan orderan lebih banyak. Seiring memperluas ekosistemnya 
dengan lebih banyak layanan, Grab akan menghadirkan peluang untuk 
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menambah penghasilan yang lebih luas kepada mitra pengemudi dan 
semuanya dapat diakses melalui Discover hub. 
2. GrabBenefits: Merupakan komponen dari GrabBenefits yang baru, 
Aplikasi ini memberikan mitra pengemudi untuk mendapatkan dan 
mencari dengan mudah diskon, penawaran dan hadiah eksklusif untuk 
para pengemudi, semua melalui aplikasi Grab. Mitra 
pengemudi GrabBike di Indonesia akan mendapatkan penawaran 
seperti paket data khusus dari Telkomsel, diskon bahan bakar dari Shell, 
diskon pemeriksaan kesehatan dari Prodia, diskon perawatan motor dari 
Honda, SiTepat dan proBan, diskon makanan di Warteg Wahyoo dan 
masih banyak lagi. Sedangkan untuk mitra pengemudi GrabCar, mereka 
akan mendapatkan penawaran yang sama dengan GrabBike yaitu paket 
data dari telkomsel, diskon bahan bakar dari shell serta paket Asuransi 
Kesehatan Premium dari Mandiri InHealth, diskon bengkel perawatan dan 
pengecekan mobil dari AutoGlaze, Bengkel Bos, dan One 
Station. Dengan mendatangkan semakin banyak penawaran melalui 
ekosistem kemitraannya yang semakin berkembang, mitra pengemudi 
Grab dapat melakukan penghematan bulanan yang lebih besar melalui 
GrabBenefits. 
3. Rangkuman penghasilan: yaitu merupakan tabulasi rangkuman dari 
penghasilan mitra pengemudi. Tampilan yang telah ditingkatkan  
memberikan tampilan yang lebih jelas dan wawasan yang lebih baik 
kepada para pengemudi tentang penghasilan mereka. Selain itu, mitra 
pengemudi juga dapat melihat penghasilan harian dan mingguan, dengan 
rincian yang menunjukkan penghasilan dari tarif, insentif dan tip, serta 
potongan untuk komisi. 
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4. Profil pengemudi: Merupakan bagian dari halaman profil yang lebih 
menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan pengalaman 
pengemudi serta merayakannya pencapaian mereka. Halaman profil 
tersebut juga memberikan informasi untuk membantu para mitra 
pengemudi dalam memanfaatkan masukan dari penumpang mereka. 
Pengemudi dapat melihat komentar positif dan pujian yang mereka 
peroleh dari penumpang mereka, dan memberikan ruang perbaikan. Profil 
pengemudi yang baru memberikan apresiasi yang lebih besar kepada 
pengemudi untuk pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik dan 
memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi. 
Selain itu dari 4 hal diatas perusahaan Grab juga memperkenalkan program 
pelatihan terbaru yaitu Grab Academy untuk meningkatkan pengetahuan mitra 
pengemudi, serta membuka fasilitas pelatihan dan pengembangan seluas 1.290 
meter persegi, Grab Excellence Center (GEC) di Cilandak, Jakarta Selatan. 
Untuk membantu mitra pengemudi dalam meningkatkan layanan mereka, maka  
program pelatihan yang lebih dekat dengan menggunakan metode daring yang 
telah dilakukan sejak September 2018 dan dapat diikuti oleh seluruh mitra 
pengemudi di Indonesia. Mitra pengemudi dapat menggunakan dan 
mengakses platform edukasi ini dari aplikasi mereka kapanpun, dengan format 
video yang menarik dimana setiap modul dapat diselesaikan dalam 8 – 10 menit. 
Beberapa topik yang dapat dipelajari oleh mitra pengemudi termasuk perbaikan 
kualitas layanan, menghindari kesalahpahaman dengan pelanggan, berkendara 
yang aman, menghindari dan mengatasi pelecehan seksual dan verbal, dan cara 
menghindari tindak kejahatan. 
Untuk meningkatkan keamanan perusahaan Grab juga melakukan 
pembaruan pada aplikasi untuk para mitra pengemudi, seperti: 
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 Identifikasi wajah pengemudi dan penumpang, hal ini  bertujuan memberikan 
keamanan ekstra dan memastikan bahwa penumpang dan mitra pengemudi 
dalam kondisi aman. 
 Tip and Batch, hal ini  memberikan kesempatan bagi mitra pengemudi untuk 
mendapatkan reward dari konsumen atas pelayanan yang telah diberikan. 
 Free Call (VoIP), yaitu suatu program yang menyediakan layanan 
komunikasi yang aman  dengan harga terjangkau antara mitra pengemudi 
dan penumpang. 
 Asuransi kecelakaan merupakan jaminan yang mencakup seluruh mitra 
pengemudi dan penumpang selama perjalanannya dengan Grab. 
5.2 Deskripsi Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para mitra pengemudi 
roda dua trasportasi daring yang berada di kota Malang. Total responden adalah 
100 dengan pembagian 50 responden Go-jek dan 50 responden Grab. Untuk 
mengetahui karakteristik responden dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.2 
Karakteristik Responden Penelitian 
Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 
Usia a. 20-30 tahun 
b. 31-40 tahun 
c. 41-50 tahun 
















Pendidikan a. SD 
b. SMP 
c. SMA 









Masa bekerja a. ≥ 1 Tahun 
b.  2 Tahun. 
c. 3 Tahun 



















Pendapatan a. < 3 Juta / bln 
b. 3- 6 juta /bln 








Sumber : Data primer diolah tahun 2020 
Pada Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan 
usia paling banyak responden berusia antara 20-30 tahun yaitu sebanyak 48 %, 
berikutnya berusia antara 31-40 tahun sebanyak 34%, usia 41-50 tahun 
sebanyak  12%, dan sisanya usia 51-60 tahun sebanyak 6%. Secara umum usia 
responden pada penelitian ini tergolong pada usia sangat produktif (15 – 49 
tahun) dan produktif (50 – 64 tahun). Data tersebut mengindikasikan bahwa 
sebahagian besar pengemudi berada pada kelompok usia produktif, yang berarti 
secara fisik relatif produktivitasnya lebih tinggi daripada umur non produktif. 
Berdasarkan kondisi usia responden penelitian, menunjukkan bahwa sebagian 
besar para pengemudi roda dua pada transportasi daring di kota Malang 
mempunyai usia yang relatif muda dan sangat produktif yang tentunya akan 
tercermin pada kemampuan fisik dan stamina yang cukup baik. Hal ini sangat 
diperlukan karena pekerjaan mengemudi roda dua memerlukan tingkat 
keamanan dan kenyamanan bagi penumpang dan ini memerlukan kondisi fisik, 
stamina dan konsentrasi yang fit bagi pengemudi. Begitu juga dalam 
penggunaan teknologi dalam melakukan pekerjaan usia muda lebih mudah untuk 
mempelajari aplikasi didalam gawai dibandingkan dengan usia yang lebih tua.    
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden penelitian adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 
97% dan wanita sebanyak 3%. Dari data diatas mayoritas pengemudi didominasi  
oleh laki-laki, hal ini karena pekerjaan mengemudi bagi perempuan adalah 
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pekerjaan yang masih tabu atau tidak lazim. Sistem didalam aplikasi transportasi 
daring belum mengatur untuk memisahkan penumpang wanita untuk pengemudi 
wanita dan penumpang laki-laki untuk pengemudi laki-laki saja sehingga 
terkadang penumpang laki-laki mendapatkan pengemudi wanita sehingga akan 
membuat ketidaknyamanan bagi si pengemudi. Jika pengemudi wanita 
membatalkan pesanan maka akan berdampak pada performa pengemudi dan 
tentunya akan mempersulit mendapatkan orderan lagi dan akan menjadi sia-sia. 
Oleh karena itu pengemudi wanita memang belum banyak untuk bergabung 
menjadi pengemudi roda dua pada transportasi daring di kota Malang.  
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA sebanyak 67%, kemudian 
disusul yang berpendidikan S1 sebanyak 22%. Sedangkan responden yang 
berpendidikan SMP sebanyak 8% dan yang berpendidikan SD sebanyak 3%.  
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa untuk menjadi pengemudi roda dua 
pada transportasi daring perusahaan tidak mensyaratkan tingkat pendidikan, 
sehingga mayoritas pengemudi adalah yang berpendidikan SMA. Hal ini 
dimungkinkan rendahnya lowongan pekerjaan untuk tamatan SMA, SMP dan SD 
dengan tingkat upah yang memadai. Sedangkan untuk yang bependidikan S1 
lebih didominasi oleh pengemudi yang baru tamat pendidikan, sehingga 
pekerjaan mengemudi  adalah pekerjaan sementara sambil menunggu lowongan 
pekerjaan tetap dari pemerintah maupun swasta. 
Dilihat dari masa kerja sebagai pengemudi roda dua karakteristik responden 
didominasi oleh mereka yang bekerja diatas 1- 2 tahun yaitu sebesar 50%. 
Kemudian responden yang bekerja kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 29%. 
Sedangkan respoden yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun yaitu sebesar 15% 
dan yang diatas 4 tahun sebesar 6%. Besarnya responden yang masa kerjanya 
di atas 1- 2 tahun lebih ini memang diakibatkan banyak nya pengemudi yang 
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bergabung dan booming pada beberapa tahun yang lalu. Sedangkan untuk 
dibawah satu tahun ini memang mengalami penurunan jumlah pengemudi yang 
memang dibatasi oleh perusahaan karena kuota yang sudah mencukupi. Sampai 
saat ini pengemudi yang ingin bergabung baik Go-jek maupun Grab di kota 
Malang harus menunggu daftar antrian dan masa disetujui oleh perusahaan 
semakin lama. Untuk responden yang masa kerjanya diatas 3 tahun dan 4 tahun 
adalah mereka yang memang sudah berpengalaman dalam perubahan-
perubahan kebijakan perusahaan. Jumlah pengemudi masih sangat sedikit 
sehingga banyak pengemudi yang bergabung di kala itu menganggap pada saat 
awal bergabung sangat menguntungkan dan pendapatan yang didapat sangat 
tinggi dibandingkan dengan sekarang.      
Karakteristik respoden di lihat dari mengemudi apakah pekerjaan utama 
atau sampingan. Data memperlihatkan 85% responden menjadikan pekerjaan 
mengemudi sebagai pekerjaan utama, sedangkan 15% responden menjadikan 
pekerjaan mengemudi sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini dikarenakan 
mayoritas pengemudi awal bergabung menjadikan ini sebagai pekerjaan 
sampingan. Kemudian dengan mengikuti sistem aplikasi menyebabkan mereka 
harus mengaktifkan aplikasinya di smartphone karena anggapan mereka jika 
orderan sedikit maka akan berdampak pada performa pengemudi dan 
berimplikasi semakin rendah untuk mendapatkan orderan dari sistem dimasa 
yang akan datang. Kemudian alasan menjadikan mengemudi sebagai pekerjaan 
utama adalah tingkat pendapatan yang lebih tinggi jika mereka menambah waktu 
kerja karena adanya sistem insentif atau bonus yang diberikan perusahaan jika 
mereka mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. 
Karakteristik respoden dilihat dari tingkat pendapatan dari mengemudi maka 
yang tertinggi adalah 3-6 juta/bulan sebesar 57%. Kemudian disusul pendapatan 
yang dibawah 3 juta/bulan yaitu sebesar 42%. Sisanya adalah pendapatan 
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diatas 6-9 juta/bulan yaitu sebesar 1%. Dari tingkat pendapatan dapat kita lihat 
pendapatan mayoritas pengemudi adalah yang pendapatan diatas Upah 
Minimum Kota Malang tahun 2019 yaitu sebesar 2.668.420 rupiah. Kalaupun 
mereka mengalami penurunan pendapatan paling masih sama atau dibawah 
sedikit dari UMK Malang. Oleh karena itu banyak masyarakat yang berminat 
untuk bergabung menjadi ojek daring dan menjadikan pekerjaan utama karena 
tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi daripada bekerja sebagai buruh 
pabrik atau tenaga lepas.   
5.3 Analisis Statistik Deskriptif  Variabel Penelitian 
Dalam analisis statistik deskriptif variabel bertujuan untuk 
menginterprestasikan makna masing-masing variabel penelitian, indikator 
variabel dan item pertanyaan penelitian berdasarkan frekuensi, presentase dan 
rerata (mean) dari jawaban responden. Berdasarkan skala pengukuran data 
yang digunakan yaitu skala Likert, rentang skala pernyataan responden yang 
dimulai dari satu sampai lima dengan makna pernyataan mulai dari sangat tidak 
setuju sampai sangat setuju.  Ada 3 (tiga)  jenis variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu independent variable dan dependent variable. Independent 
variable terdiri dari asimetri informasi dan biaya transaksi dan dependent variable 
adalah hubungan kemitraan. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini, 
untuk diskripsi jawaban responden, peneliti mengelompokkannya menjadi tiga 
bagian yaitu: a) jawaban pada angka 5 dan 4 adalah tinggi  b) jawaban pada 3 
adalah sedang  c) jawaban pada angka 2 dan 1 adalah rendah. 
5.3.1 Deskriptif  Variabel Asimetri lnformasi  (X1)  
Informasi asimetri yang dimiliki antar mitra didasarkan pada penyampaian 
informasi yang simetris antara pihak perusahaan  selaku agen  dengan pihak 
pengemudi selaku prinsipal. Suatu tindakan penyampaian informasi bukan 
ditentukan oleh akibat atau tujuan baik dari tindakan itu. Suatu tindakan informasi 
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dinilai baik, kalau terjadi distribusi yang sama kepada penerima informasi. 
informasi asimetri cenderung menjadi situasional karena tujuan dan akibat dari 
informasi sifatnya situasional. Dengan demikian dapat dikatakan semakin rendah 
distribusi informasi atau sulitnya mendapatkan informasi dari perusahaan, maka 
semakin tinggi pula informasi asimetri yang terjadi pada pengemudi. 
Hal ini dapat di lihat pada hasil tabulasi deskriptif data sub variabel asimetri 
informasi yang disajikan pada Tabel 5.3 dibawah. 
Tabel 5.3 







Frekuensi Jawaban (f) dan persentase (%) 
STS  (1) TS (2) N (3) S(4) SS (5) Rerata 
(mean) F % F % F % F % F % 
Asimetri 
informasi  
(  ) 
    0 0 9 9% 19 19% 48 48% 24 24% 3.87 
    0 0 14 14% 25 25% 44 44% 17 17% 3.64 
    0 0 3 3% 24 24% 41 41% 32 32% 4.02 
    1 1% 11 11% 24 24% 39 39% 25 25% 3.76 
    0 0% 5 5% 26 26% 37 37% 32 32% 3.96 
 Rata-rata  variabel asimetri informasi 3.85 
STS=Sangat Tidak Setuju;     TS=Tidak Setuju;     N=Netral;     S=Setuju;        SS= Sangat setuju 
Sumber: data diolah tahun 2020 
Dari data tabulasi diatas dapat dikatakan bahwa indikator informasi 
transaksi       rerata responden menyetujui dengan nilai 3.87 atau diatas nilai 
netral. Hal ini mengindikasikan bahwa ada asimteris informasi antara pengemudi 
dengan perusahaan  dalam mendapatkan transaksi atau orderan. Untuk indikator 
informasi tarif dan insentif (     rerata responden menyetujui dengan nilai 3.64 
atau diatas netral. hal ini mengindikasikan bahwa ada asimetris informasi antara 
pengemudi dan perusahaan dalam penentuan tarif dan insentif. Untuk indakator 
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informasi kinerja (     rerata responden juga menjawab setuju dengan nilai 4.02 
hal ini mengindikasikan bahwa adanya asimetris informasi antara perusahaan 
dan pengemudi terkait informasi kinerja. Untuk indikator pengungkapan informasi  
(    rerata responden menjawab setuju dengan nilai 3.76, hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya asimteris informasi antara pengemudi dengan 
perusahaan dalam pengungkapan informasi. Untuk indikator pengambilan 
keputusan (     rerata responden menjawab setuju dengan nilai 3.96, hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya  asimetris informasi dalam pengambilan 
keputusan antara perusahaan dengan mitra pengemudi.  
 Secara keseluruhan indikator yang membentuk variabel informasi asimetris 
nilai reratanya adalah 3.85 atau diatas nilai netral. Dapat diartikan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan bahwa adanya asimteris informasi  
antara pengemudi dengan perusahaan. Asimetris tertinggi pada indikator 
informasi kinerja dengan nilai 4.02 kemudian indikator pengambilan keputusan 
dengan nilai 3.96, disusul indikator transaksi dengan nilai 3.87, asimetris 
informasi berikutnya pada indikator pengungkapan informasi dan yang paling 
rendah asimteris informasi pada indikator tarif dan insentif.    
Dalam menjalankan pekerjaannya pengemudi mengalami asimetris informasi 
terkait dalam mendapatkan orderan didalam sistem aplikasi. misalnya pengemudi 
satu dengan pengemudi lainnya yang berada ditempat yang sama di waktu yang 
sama. Kemudian salah satu dari mereka mendapatkan orderan dengan ditandai 
masuknya pesan didalam akun aplikasi mereka. Dalam hal ini mereka sama-
sama tidak mengetahui bagaimana sistem bekerja disaat nilai akun dan performa 
mereka sama tapi yang sering mendapatkan orderan seperti apa. Oleh karena itu 
tidak jarang mereka mencari informasi ke kantor perusahaan mitra untuk 
bertanya bagaimana tiba-tiba akun mereka menjadi anyeb atau sepi orderan. 
Jawaban dari pihak kantor biasanya bahwa itu sudah sistem yang mengatur dan 
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tidak ada solusi kecuali tingkat performa, tidak menolak orderan dan selalu 
mobile. Jawaban seperti ini sudah dilakukan oleh pengemudi akan tetapi banyak 
yang tidak berhasil. 
Aliran informasi yang didapat pengemudi dari perusahaan selain datang 
kekantor mereka dapat mengetahui informasi melalui akun mereka sebagai 
pengemudi dan website perusahaan. Perusahaan sebagai mitra pengelola atau 
agen memiliki informasi yang lebih simetris mulai dari informasi pengemudi, 
informasi penumpang maupun informasi lainnya. Perusahaan tentu memiliki 
peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan kemitraan yang lebih 
harmonis dan Keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan 
maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan dalam proses 
penyelenggaraan aktivitas pelayanan bersifat terbuka terhadap pengemudi yang 
membutuhkan informasi. 
5.3.2 Deskriptif  Variabel biaya transaksi  (X2)  
Variabel independen berikutnya adalah biaya transaksi, dimana dalam 
penelitian ini mengukur biaya transaksi dengan pendekatan kualitatif yang 
dikuantitatifkan. Maksudnya yaitu dengan menggali atau mendapatkan persepsi 
responden yang dibuat secara lingkert. Persepsi responden terkait dengan 
munculnya  biaya transaksi dalam bergabung dan menjalankan aktivitas sebagai 
mitra perusahaan. Milgrom dan Roberts (1992) menyatakan, biaya transaksi 
mencakup semua kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan, rencana-rencana, 
pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan yang tidak efisien, dan 
penegakan persetujuan-persetujuan yang tidak sempurna.  
 Indikator yang membangun biaya transaksi dalam penelitian ini berangkat 
dari  instrumen Mburu (2002) yaitu: 1) biaya pencarian dan informasi; 2) biaya 
negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan 3) biaya 
pengawasan (monitoring), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan  
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(compliance); 4) Indikator yang dikembangkan oleh Beckman (2000) yaitu    
faktor ketidakpastian dari atribut pelaku yang melekat. Pengukuran terhadap 
variabel biaya transaksi disini didasarkan pada jawaban responden terhadap 
koesioner yang diberikan. Apabila sifat pertanyaannya negatif dan jawaban 
responden terhadap pertanyaan yang ada cenderung kearah kiri, maka dikatakan 
bahwa responden mempersepsikan tinggi pada variabel biaya transaksi. 
Tabel 5.4 







Frekuensi Jawaban (f) dan persentase (%) 
STS  (1) TS (2) N (3) S(4) SS (5) Rerata 
(mean) f % F % f % F % F % 
Biaya 
transaksi 
(  ) 
    0 0 2 2% 21 21% 54 54% 23 23% 3.98 
    0 0 3 3% 24 24% 55 55% 18 18% 3.88 
    1 1% 4 4% 25 25% 45 45% 25 25% 3.89 
    0 0% 0 0% 26 26% 39 39% 35 35% 4.09 
 Rata-rata  variabel biaya transaksi 3.96 
STS=Sangat Tidak Setuju;     TS=Tidak Setuju;     N=Netral;     S=Setuju;        SS= Sangat setuju 
Sumber: data diolah tahun 2020 
Dalam tabel 5.4 menunjukan tabulasi data jawaban responden terhadap 
indikator biaya pencarian informasi        rerata responden menyetujui dengan 
nilai 3.98 atau diatas nilai netral. Hal ini mengindikasikan bahwa ada biaya yang 
muncul ketika responden mencari informasi untuk bergabung dengan 
perusahaan. Untuk indikator biaya negosiasi (     rerata responden menyetujui 
dengan nilai 3.88 atau diatas netral. hal ini mengindikasikan bahwa ada biaya 
transaksi ketika responden atau pengemudi melakukan negosiasi saat 
bergabung dengan perusahaan. Untuk indakator biaya pengawasan (     rerata 
responden juga menjawab setuju dengan nilai 3.89 atau mendekati 4, hal ini 
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mengindikasikan bahwa adanya biaya yang muncul oleh ketika perusahaan 
melakukan suspend atau pemberhentian sementara kepada pengemudi. Untuk 
indikator ketidakpastian transaksi (     rerata responden menjawab setuju 
dengan nilai 4.09 hal ini mengindikasikan bahwa adanya biaya yang muncul oleh 
pengemudi  akibat ketidakpastian transaksi dalam mendapatkan orderan didalam 
sistem aplikasi perusahaan.  
Secara keseluruhan indikator yang membangun variabel biaya transaksi nilai 
rerata (mean) adalah 3.96 atau mendekati 4.0. hal ini mengindikasikan bahwa 
secara keseluruhan responden menilai adanya biaya transaksi dalam kemitraan 
antara pengemudi roda dua transportasi daring dengan perusahaan penyedia 
aplikasi. nilai tertinggi ada pada indikator ketidakpastian transaksi yaitu 4.05. 
Dalam melakukan pekerjaannya setiap pengemudi akan mendapatkan target 
poin dan setiap pencapaian target pengemudi akan mendapatkan insentif. 
Capaian target yang dilakukan pengemudi ini sangat bergantung pada akumulasi 
transaksi, setiap transaksi akan mendapatkan poin dan semakin banyak 
transaksi maka poin akan tercapai dan insentif akan didapatkan. Secara 
realitanya untuk mendapatkan orderan transaksi ketika poin akan mencapai 
target menjadi sangat sulit sehingga menyebabkan pengemudi harus menambah 
waktu kerja nya hingga malam hari. Ketika pengemudi bekerja sampai malam 
hari makan akan menambah biaya. Biaya ini seperti bensin, biaya makan minum, 
biaya rokok dan tidak jarang biaya pengobatan karena bekerja hingga larut 
malam dan mendapatkan penyakit. 
Begitu juga halnya ketika ingin bergabung dan ketika awal bergabung, para 
pengemudi merasa biaya yang cukup membebankan dalam pencarian informasi 
seperti biaya paket data atau persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan 
seperti motor harus tahun terbaru, memiliki smartphone dengan memori yang 
besar, SIM dan SKCK. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata mayoritas jawaban 
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responden diangka 4 dan 5 yaitu setuju dan sangat setuju. Begitu halnya dengan 
penilaian yang dilakukan penumpang jika memberikan bintang 1 atau penilaian 
jelek  kepada pengemudi hal ini akan memberikan dampak terjadinya suspend, 
pemberhentian sementara akun dari perusahaan  dan tentunya menyebabkan 
pengemudi kehilangan pendapatan dan menjadi beban biaya karena kebutuhan 
hidup sehari-sehari harus tetap berjalan.  
5.3.3 Deskriptif  Variabel hubungan kemitraan (Y)  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hubungan kemitraan. 
Hubungan kemitraan yang dibangun antara perusahaan dengan pengemudi roda 
dua dalam transportasi berbasis daring. Hal ini dikarenakan perusahaan bermitra 
dengan pengemudi bukan menganggap pengemudi sebagai karyawan.  Menurut 
Spencer (1977) mendefinisikan kemitraan usaha (partnership) adalah suatu 
asosiasi yang terdiri atas dua orang atau lebih, sebagai pemilik bersama yang 
menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.  Kemitraan tidak sekedar 
diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola, 
memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga 
organisasi. 
Dalam penelitian ini indikator hubungan kemitraan berangkat dari  kajian 
Boeck dan Wamba (2007) yang kemudian dikembangkan dengan kondisi 
fenomena dari ekonomi berbagi didalam transportasi berbasis daring.  Ada 5 
indikator yang membangun hubungan kemitraan dalam trasportasi daring   
diantarannya: 1. Komunikasi dan berbagi informasi. 2. Komitmen, 3. 
Ketidakseimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan. 4. Fleksibilitas waktu 
kerja, dan 5.  Memiliki otonomi dalam pekerjaan. 
Hal ini dapat di lihat pada hasil tabulasi deskriptif data sub variabel hubungan 











Frekuensi Jawaban (f) dan persentase (%) 
STS  (1) TS (2) N (3) S(4) SS (5) Rerata 




   0 0 4 4% 29 29% 43 43% 24 24% 3.87 
   0 0 0 0 25 25% 62 62% 13 13% 3.88 
   0 0 0 0 17 17% 51 51% 32 13% 4.15 
   0 0 0 0 12 12% 54 54% 34 34% 4.22 
    0 0 3 3% 10 10% 60 60% 27 27% 4.11 
 Rata-rata  variabel hubungan kemitraan 4.05 
STS=Sangat Tidak Setuju;     TS=Tidak Setuju;     N=Netral;     S=Setuju;        SS= Sangat setuju 
Sumber: data diolah tahun 2020 
Dari data tabulasi diatas dapat dikatakan bahwa indikator komunikasi dan 
berbagi informasi      rerata responden menyetujui dengan nilai 3.87 atau diatas 
nilai netral. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi dan berbagi informasi 
dalam hubungan kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan di nilai masih 
rendah. Untuk indikator komitmen (    rerata responden menyetujui dengan nilai 
3.88 atau diatas netral. hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya komitmen 
perusahaan dengan pengemudi dalam hubungan kemitraan. Untuk indakator 
ketidakseimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan  (    rerata responden 
juga menjawab setuju dengan nilai 4.15, hal ini mengindikasikan bahwa adanya 
ketidakseimbangan dan saling ketergantungan antara pengemudi dengan  
perusahaan dalam hubungan kemitraan. Untuk indikator Fleksibilitas waktu kerja 
(    rerata responden menjawab setuju dengan nilai 4.22. hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya fleksibilitas waktu kerja bagi pengemudi dalam 
hubungan kemitraan. Untuk indikator otonomi dalam bekerja (    rerata 
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responden menjawab setuju dengan nilai 4.11, hal ini mengindikasikan bahwa 
adanya otonomi atau kebebasan pengemudi dalam bekerja.  
Variabel  hubungan kemitraan   mempunyai nilai rata-rata skor sebesar 4.05. 
Artinya mayoritas rensonden menjawab setuju dari seluruh indikator yang 
membangun variabel kemitraan. Nilai skor tertinggi ada pada indikator 
fleksibilitas waktu kerja dengan nilai 4.22, ini menandakan bahwa hubungan 
kemitraan antara perusahaan dengan pengemudi memang memiliki kebebasan 
waktu bekerja sehinggga inilah yang menjadi daya tarik pengemudi untuk 
bergabung dengan perusahaan aplikasi. Pengemudi akan mengaktifkan 
aplikasinya jika ingin bekerja dan mematikan aplikasi jika berhenti bekerja. 
Sehingga banyak  pengemudi transportasi daring roda dua menjadikan pekerjaan 
ini  pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan dengan waktu yang 
kosong.   
Skor nilai rata-rata tertinggi kedua adalah indikator saling ketergantungan 
antara pengemudi dengan perusahaan dengan nilai 4.15. Ketergantungan 
pengemudi dengan perusahaan lebih disebabkan pengemudi menjadikan 
sebagai pekerjaan utama. Sehiggga pendapatan utama bagi pengemudi adalah 
dengan mengemudi transportasi roda dua. Apapun yang ditetapkan perusahaan 
pengemudi tetap bergantung dengan perusahaan. Sebaliknya perusahaan juga 
sangat bergantung dengan pengemudi, karena tanpa pengemudi maka tidak 
akan ada transaksi.    
Sementara itu nilai skor tertinggi ketiga adalah indikator otonomi dalam 
pekerjaan yaitu 4.11. Pengemudi bebas untuk melakukan mobilisasi (bergerak 
menyusuri jalan) atau ngetem (berhenti disuatu tempat) untuk mendapatkan 
penumpang. Pengemudi  juga bisa memilih sebagai pengantar penumpang, atau 
pengantar barang atau makanan. Sedangkan urutan indikator berikutnya pada 
hubungan kemitraan adalah skor indikator komitmen dengan nilai 3.88. Artinya 
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beberapa pengemudi menganggap dalam hubungan kemitraan perusahaan 
masih belum maksimal dalam komitmennya untuk mensejahterakan pengemudi. 
Walaupun begitu pengemudi tetap menganggap kesejahteraan selama 
bergabung dengan perusahaan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, sehingga 
mereka tetap bertahan menjadi pengemudi transportasi daring walaupun 
pendapatannya masih jauh dari yang diharapkan oleh pengemudi. Sedangkan 
skor terakhir yang paling rendah dalam variabel hubungan kemitraan adalah  
komunikasi dan berbagi informasi degan nilai 3.87, artinya pengemudi  
menganggap komunikasi dan berbagi informasi dalam hubungan kemitraan 
masih rendah, dan belum memuaskan pengemudi.  
5.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  
Uji validitas dan realibilitas disini adalah untuk menguji instrumen yang 
digunakan dalam penelitian. Instrumen  yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur 
(Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel 
dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid 
dan reliabel.  
Instumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang baku (standart), 
karena telah teruji validitas dan realibilitasnya, tetapi banyak juga yang belum 
baku dan belum ada seperti dalam penelitian ini. Untuk itu maka instrument 
disusun sendiri dan diperlukan uji validitas dan realibilitas untuk menghasilkan 
data yang dipercaya kebenarannya.  Instrumen yang mempunyai validitas 
internal atau rasional, bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional 
(teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur. Untuk pengujian validitas dan 
reliabilitas, penelitian ini  menggunakan 20 responden pengemudi daring roda 
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dua di kota Malang. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan 
langsung memberikan hardcopy kuesioner ke responden yang terpilih 
Pengujian validitas dilakukan dengan mengujij butir-butir pertanyaan didalam 
kuisoner, apakah butir pertanyaan tersebut valid. Menurut Sarwono (2006) untuk 
dapat melakukan pengujian validitas harus menggunakan tools analysis faktor. 
Beberapa persyaratan pokok yang harus dipenuhi adalah nilai Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequency (KMO-MSA) harus lebih besar dari 0.5. 
Besarnya angka MSA ialah 0-1. Jika digunakan dalam menentukan 
penggabungan variabel maka ketentuannya sebagai berikut: 
1. Jika MSA = 1 maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 
2. Jika  MSA >= 0.5 maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dn 
dianalisis lebih lanjut. 
3. Jika MSA < 0.5 maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dianalisa 
lebih lanjut , sehingga variabel  harus dikeluarkan atau dibuang. 
Untuk nilai signifikasi yang dipakai adalah 5 % dengan ketentuan: Probilitas 
(sig.)< 0.05 maka variabel dapat dianalisis lebih lanjut, sedangkan probabilitas 
(sig)> 0.05 maka variabel tidak dapat dianalisis lebih lanjut.  
Untuk penelitian ini nilai KMO-MSA untuk semua variabel memiliki nilai diatas 
diatas 0.5 atau MSA > 0.5, sehingga variabel tersebut masih dapat diprediksi dan 
dianalisis lebih lanjut. Nilai MSA variabel asimetri informasi adalah 0.613 berarti 
>dari 0.5 . Untuk Nilai MSA variabel Biaya Transaksi adalah 0.662 berarti  > dari 
0.5. Sedangkan Nilai MSA variabel Hubungan kemitraan adalah 0.625 berarti 
>dari 0.5.  Nilai signifikansi untuk semua variabel berada di bawah 0.05 (5%) , 
hal ini mengindikasikan bahwa variabel dapat dianalisis pada tool berikutnya. 
















Sedangkan uji reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 
indikator indikator sebuah dimensi yang menunjukkan derajat sampai di mana 
masing-masing indikator variabel mengidentifikasikan sebuah faktor laten yang 
umum. Uji  reliabilitas  bertujuan untuk  mengetahui  keandalan  alat  ukur  atau 
untuk  mengetahui  konsistensi  alat  ukur yang digunakan. Penggujian reliabilitas 
instrument dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal 
pengujian dapat dilakukan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan 
keduanya. Secara internal reliabilitas instrument dapat di uji dengan 
menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik 
tertentu.   
 Pengujian reliabilitas internal dilakukan terhadap 20 responden pengemudi 
daring roda dua dengan  semua item pertanyaan/pernyataan dalam penelitian 
  Uji KMO-MSA untuk Varibel Asimetri Informasi  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .613 
Bartlett's Test of Sphericity 




Uji KMO-MSA Untuk Variabel Biaya Transaksi  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .662 
Bartlett's Test of Sphericity 





Uji KMO-MSA Untuk Variabel Kemitraan  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .625 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 13.687 
df 10 
Sig. .048 
Sumber : Data Di Olah, 2020 
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dan metode yang  digunakan  adalah  Alpha Cronbach  dengan nilai  batas (cut 
of point) yang  diterima/layak adalah  ≥ 0,60 (Sekaran, 2003). 
Tabel 5.7 










Dari table diatas dapat dillihat nilai Cronbach’s Alpha  dari semua indikator 
variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.6. ini menandakan bahwa semua item 
pertayaan dalam setiap indikator dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan. 
Semua pertanyaan yang diajukan dalam kuisoner di respon dengan baik oleh 
responden sehingga kuisoner bisa dilanjutkan ke seluruh responden yang 
diinginkan dala penelitian ini.   
5.5 Hasil Analisis dan Pengujian hipotesis 
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS 
dengan SmartPLS 3.0. SmartPLS Merupakan teknik alternatif dari SEM yang  
berbasis varian seperti AMOS dan LISREL. Ada beberapa tahap dalam 
melakukan evaluasi terhadap model SEM-PLS dengan SmartPLS 3.0, yaitu: 









Alpha if Item 
Deleted 
IA 1 56.05 29.103 .756 .815 
IA 2 56.25 29.461 .649 .823 
IA3 55.60 34.463 .224 .851 
IA4 55.95 30.892 .629 .825 
IA5 55.85 32.450 .421 .839 
BT1 56.05 30.050 .552 .831 
BT2 56.10 32.200 .527 .832 
BT3 56.20 29.432 .628 .825 
BT4 55.70 32.432 .462 .836 
HK1 55.90 34.726 .291 .845 
HK2 56.10 35.674 .156 .850 
HK3 55.80 34.168 .355 .842 
HK4 55.50 34.263 .459 .838 
HK5 55.55 32.787 .711 .828 
Sumber : Data Diolah, 2020 
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tahap pertama, yaitu melakukan evaluasi kelayakan (goodness of fit) dari model 
pengukuran dengan  tujuan untuk menguji apakah instrumen penelitian valid atau 
reliabel dalam menjelaskan atau merefleksikan variabel laten. Dalam penelitian 
ini seluruh variabel laten diukur dengan indikator yang bersifat reflektif maka 
evaluasi terhadap model pengukuran dapat dilakukan dengan pertimbangan: (1) 
nilai reliabilitas konsistensi internal yang meliputi composite reliability dan 
cronbach alpha lebih besar dari 0,70; (2) convergent validity atau loading 
indikator lebih besar 0,70; (3) discriminan validity, terdiri atas akar kuadrat 
Average Variance Extracted (AVE) lebih besar daripada korelasi antar konstruk 
dan loading indikator ke konstruk yang diukur lebih besar daripada loading ke 
konstruk lain (cross-loadings rendah). Tahap kedua, pemeriksaan pada model 
struktural dengan menggunakan tiga indikator yaitu: Average Path Coefficient 
(APC), Average R-squared (ARS), dan Average Variance Inflation Faktor (AVIF). 
Tahap berikutnya  ialah dengan melakukan pengujian model struktural dan 
hipotesis penelitian dengan melihat nilai koefisien jalur dari variabel eksogen ke 
endogen dan melihat nilai signifikansinya. Pengujian model struktural dalam 
SEM-PLS dengan SmartPLS dilakukan melalui resampling stable. Evaluasi 
model struktural dan hipotesis penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar informasi yang dapat dijelaskan oleh model struktural (hubungan antara 
variabel laten) yaitu dua variabel eksogen dan satu variabel endogen. Uraian 
secara lebih jelas untuk hasil analisis dan evaluasi model pada SEM-PLS dengan 
SmartPLS adalah sebagai berikut: 
5.5.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)          
Pengukuran model  dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menilai 
indikator-indikator variabel (observed variabel) yang merefleksikan sebuah 
konstruk atau variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Analisis 
atas indikator-indikator yang digunakan, agar dapat memberikan makna atas 
147 
 
simbol yang diberikan pada variabel laten. Analisis secara empiris bertujuan 
untuk memvalidasi indikator-indikator variabel dan realiabilitas variabel laten 
yang dibangun berdasarkan teori dan kajian empiris.  
Analisa Outer Model atau measurement model ini menspesifikasi hubungan 
antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. atau dapat dikatakan bahwa 
outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan 
variabel latennya. Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa 
measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan 
reliabel). 
Uji yang dilakukan pada outer model harus sesuai dengan rule of thumb 
yaitu: Pertama, Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah nilai loading 
faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan 
>0.7. Kedua, Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor 
yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang 
memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang 
dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang 
lain. Ketiga, Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability >0.7 
mempunyi reliabilitas yang tinggi. Keempat, Average Variance Extracted (AVE). 
Nilai AVE yang diharapkan >0.5. Kelima, Cronbach Alpha. Uji reliabilitas 
diperkuat dengan Cronbach Alpha. Nilai diharapkan >0.6 untuk semua konstruk. 
Hal ini dapat disimpulkan  pada tabel 5.8. 
Langkah pertama adalah melakukan uji outer loadings atau kalau di SPSS 
diistilahkan dengan Faktor Loadings yang berguna untuk mengukur validitas 
konvergen dari model pengukuran (instrumen).  Pada penellitian ini output 
pengujian outer loading di tahap 1 dapat dilihat pada gambar 5.1 dan tabel 5.9 
dibawah ini. Pada pengujian tahap 1 ini adalah melihat apakah faktor loading 
yang ada didalam penelitian ini sudah sesuai dengan kriteria atau rule of thumb 
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yang sudah dijelaskan diatas. Jika hasil outputnya sudah sesuai maka akan di 
lanjutkan pengujian lain seperti uji AVE dan validitas diskriminan, akan tetapi jika 
belum sesuai maka dilakukan pengujian outer loading tahap 2 dengan 
mengeliminasi indikator yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dilihat pada 
gambar dan tabel dibawah ini. 
Tabel 5.8 
Kriteria model pengukuran indikator reflektif 
Uji Parameter 
Rule of tumbs 
 
Validitas Konvergen Faktor Loading  (Outer Loading) > 0,7 
Average Variance Extracted (AVE) > 0,5 
Communality > 0,5 
Validitas 
Deskriminan 




Cross Loading  (Discriminant Validity) > 0,7 dalam satu 
variabel 
Reliabilitas Cronbach Alpha > 0,6 
Composite Reliability > 0,6 
















Uji Outer model tahap 1 
 
















Uji Validitas Konvergen tahap 1 
 Informasi 
Asimetri 
Biaya transaksi H. Kemitraan 
IA1 0.721   
IA2 0.715   
IA3 0.713   
IA4 0.736   
IA5 0.759   
BT1  0.721  
BT2  0.719  
BT3  0.763  
BT4  0.737  
HK1   0.759 
HK2   0.485 
HK3   0.707 
HK4   0.687 
HK5   0.783 
Sumber: data diolah, 2020. 
 Hasil uji outer loadings pada gambar 5.1 dan tabel 5.8 diatas menunjukkan 
skor yang rendah pada variabel HK (Hubungan Kemitraan ) kurang dari rule of 
tumbs 0,70, yaitu indikator HK2 dengan nilai 0,485 dan indikator HK4 dengan 
nilai 0,687. Untuk melanjutkan analisis berikutnya maka salah satu indikator yang 
terendah harus dieliminasi yaitu HK2  (komitmen) kemudian dilakukan uji kembali 
(uji tahap 2) jika nilainya HK4 masih dibawah 0,70 maka HK4 juga akan di 






Uji Outer model tahap 2 
 
Sumber : data di olah, 2020 
 
Hasil uji validitas di tahap kedua dengan mengeliminasi indikator HK2 
didapati hasil yang memuaskan dimana semua indikator yang dibangun dalam 
kajian ini bernilai diatas 0.7. Berdasarkan rule of thumb diatas maka dapat 










Uji Validitas Konvergen tahap 2 
Konstruk Informasi 
Asimetri 
Biaya transaksi H. Kemitraan 
IA1 0.726   
IA2 0.719   
IA3 0.713   
IA4 0.734   
IA5 0.753   
BT1  0.714  
BT2  0.717  
BT3  0.766  
BT4  0.742  
HK1   0.746 
HK3   0.701 
HK4   0.707 
HK5   0.805 
Sumber: data diolah, 2020. 
Langkah selanjutnya adalah melihat nilai Avarage Variance Extracted (AVE) 
dimana nilai yang diharuskan sesuai kriteria adalah diatas 0.5 dari setiap variabel 
yang dibangun. Sedangkan nilai discriminant  validity atau cross loading harus 
lebih besar dari 0,7 dalam satu variabel. Berikutnya untuk uji reliabilitas dimana 
nilai cronbach alpha harus lebih besar dari 0,6 dan nilai composite reliability 
harus lebih besar dari 0,6. Dalam kajian ini untuk nilai-nilai yang disebutkan 







Uji Validitas dan Reliabilitas 








0,531 0,729 0,781 0,850 
Biaya 
Transaksi 
0,540 0,735 0,719 0,825 
Hubungan 
Kemitraan 
0,549 0,741 0,726 0,829 
Sumber: Data di Olah , 2020 
Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat untuk nilai Average Variance Extracted 
(AVE) untuk semua semuanya bernilai diatas 0,5 yaitu; 0,531 untuk variabel 
informasi asimetris, 0,540 untuk variabel biaya transaksi dan 0,549 untuk variabel 
hubungan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut sudah sesuai 
dengan rule of thumb atau kriteria dalam outer model reflektif. Nilai ini 
menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa 
satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator  
dalam rata-rata. 
Untuk validitas diskriminan yaitu dengan mengukur nilai cross loading dimana 
nilai yang dipersyaratkan adalah lebih besar dari 0,7. Dari hasi uji pada penelitian 
ini memperlihatkan nilai cross loadingnya untuk seluruh variabel bernilai diatas 
0,7 yaitu: 0,729 untuk variabel informasi asimetris; 0,735 untuk variabel biaya 
transaksi dan 0,741 untuk variabel hubungan kemitraan. Hal ini bermakna 
seperangkat indikator yang digabungkan  tidak bersifat undimensional dan 
konstruk memiliki diskriminan yang memadai. 
Sedangkan untuk pengukuran reliabilitas dengan melihat nilai cronbach 
Aplha dan composite reliability. Hasil pengukuran dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel diatas, nilai crombach alpha untuk semua variabel bernilai 
diatas 0,6 yaitu 0,781 untuk variabel informasi asimetris; 0,719 untuk variabel 
154 
 
biaya transaksi dan 0,726 untuk variabel hubungan kemitraan. Begitu juga untuk 
nilai composite reliability untuk variabel  informasi asimetris bernilai 0,850; untuk 
variabel biaya transaksi bernilai 0,825 dan untuk variabel hubungan kemitraan 
bernilai 0,829. Hal ini sudah sesuai dengan rule of thumb atau kriteria yang 
dipersyaratkan dalam outer model reflektif yaitu untuk crombach alpha dan 
composite reliability nilainya harus lebih besar dari 0,6. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model pengukuran semua variabel memiliki reliabilitas yang 
baik. 
5.5.2 Pengukuran Inner Model  
Model structural atau inner model dievaluasi dengan melihat nilai R-Squares 
untuk setiap variabel laten endogen atau dependen sebagai kekuatan prediksi 
model struktural, Stone Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji 
serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural. Perubahan nilai R-
Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen 
tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang 
substantif. Perhitungan    menurut Hair et al. (2014) didasarkan pada selisih nilai 
   semula dengan nilai    variabel endogen bilamana variabel eksogen tertentu 
dihilangkan dari model. Nilai yang timbul dari hasil pengurangan    tersebut 
adalah     yang digunakan untuk melihat efek prediktor pengaruh variabel laten. 
Nilai    sama dengan 0.02, 0.15 dan 0.35 dapat dinterprestasikan bahwa 
prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar pada level 
structural. Selain itu model juga dievaluasi dengan melihat Q square predictive 
relevance untuk model konstruk.    digunakan untuk mengukur seberapa baik 
nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai      
lebih dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, 
sedangkan jika nilai    kurang dari 0 menunjukkan model kurang memiliki 
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predictive relevance. Ringkasan rule of thumbs evaluasi model struktural dapat 
dilihat pada Tabel di bawah ini. 
Tabel 5.12 
Kriteria penilaian inner model 
Kriteria Penjelasan 
   variabel laten 
endogenous 
Nilai     sebesar 0,67 dikategorikan sebagai 
substansial  
Nilai     sebesar 0,33 dikategorikan sebagai 
moderate  
Nilai     sebesar 0,19 dikategorikan sebagai lemah  
Estimasi untuk 
koefesien jalur 
Nilai-nilai yang diestimasi untuk hubungan jalur 
dalam model struktural harus dievaluasi dalam 
perspektif kekuatan dan signifikansi hubungan, hal 
ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping. 
Ukuran pengaruh      Nilai      sebesar 0,02 dikategorikan sebagai 
pengaruh lemah variabel laten prediktor (variabel 
laten eksogenous) pada tataran structural. 
 Nilai      sebesar 0,15 dikategorikan sebagai 
pengaruh cukup variabel laten prediktor (variabel 
laten eksogenous) pada tataran structural. 
 Nilai      sebesar 0,35 dikategorikan sebagai 
pengaruh kuat variabel laten prediktor (variabel laten 
eksogenous) pada tataran structural 
Relevansi prediksi (    ) Nilai      > 0 menunjukkan bukti bahwa nilai – nilai 
yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik 
dengan demikian model mempunyai relevansi 
prediktif.  
Nilai      < 0 menunjukkan tidak adanya relevansi 
prediktif Nilai    digunakan untuk melihat pengaruh 
relatif model struktural terhadap pengukuran 
observasi untuk variabel tergantung laten (variabel 
laten endogenous) 
Sumber: Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014 
Dari hasil olahan data dalam penelitian ini maka didapati nilai    pada tabel  









Hasil uji inner model  
Variabel Nilai R square Nilai f square 
Biaya Transaksi 0.160 0.191 
Hubungan Kemitraan 0.290 0,265 
Sumber: data diolah, 2020 
Dari tabel diatas dapat dilihat R square untuk  biaya transaksi adalah 0,160. 
Artinya sekitar 16% variasi dari variabel Biaya transaksi disebabkan oleh variabel 
yang ada di dalam model yaitu variabel informasi asimetris, sedangkan sisanya 
berada di luar model. Untuk R square, hubungan kemitraan adalah 0.290. hal ini 
berarti sekitar 29% variasi variabel hubungan kemitraan disebabkan oleh variabel 
yang ada didalam model yaitu variabel informasi asimteris dan biaya transaksi, 
sedangkan sisanya berada di luar model. berdasarkan rule of thumb diatas maka 
nilai R square diatas dapat dikategorikan lemah.   
Untuk nilai f square pada biaya transaksi adalah 0,191, hal ini sesuai dengan 
rule of thumb dikategorikan memiliki pengaruh cukup variabel laten prediktor 
(variabel laten eksogenous) pada tataran structural. Sedangkan nilai f square 
pada hubungan kemitraan adalah 0,265 hal ini juga dikategorikan memiliki 
pengaruh cukup variabel laten prediktor (variabel laten eksogenous) pada tataran 
structural. Dari nilai f square diatas dapat disimpulkan bahwa model sudah cukup 
baik  dan memiliki variabel laten predictor dan bisa dilanjutkan pada tahap 
selanjutnya. 
Sedangkan untuk nilai Q square didapat secara manual dengan rumus 
sebagai berikut: 
                    
                        




Berdasarkan nilai    yang didapat yaitu: 0.404, sesuai dengan rule of thumb 
atau kriteria pengukuran inner model bahwa nilai   = 0.404 >0 hal ini 
menunjukkan bahwa nilai – nilai yang diobservasi didalam model penelitian ini 
sudah direkonstruksi dengan baik dengan demikian model mempunyai relevansi 
prediktif. Oleh karena itu model ini bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 
pengujian hipotesis.  
5.5.3. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Dari hasil pengujian hipotesa  dapat menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini. Untuk menguji pengaruh  langsung seperti halnya ditanyakan pada 
rumusan masalah maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Pengujian lebih 
lanjut pada model struktural dapat dievaluasi dengan melihat nilai koefisien jalur 
hubungan antara variabel laten. Pengujian model struktural dilakukan setelah 
model penelitian yang dibangun sudah sesuai dengan rule of thumb dan data 
hasil pengamatan  telah terpenuhi dengan baik.  
Tujuan pengujian pada model hubungan yang ada pada model struktural 
adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel laten yang telah dirancang 
pada penelitian ini. Pengujian model struktural didasari pada hasil output 
penelitian dengan melihat nilai estimasi koefisien jalur dan nilai kritis dengan 
tingkat signifikansi pada nilai α = 0,05. Berdasarkan kerangka konseptual 
penelitian yang sudah dibangun, maka pengujian model kerangka konseptual 
dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan pengujian koefisien jalur pengaruh 
langsung, ada tiga jalur yang akan di uji dalam penelitian ini.  
Untuk melakukan pengujian hipotesis pada SmartPLS dengan model 
sederhana, ada beberapa Rule of tumbs yang perlu dipenuhi yaitu: (1) jika 
koefesien (ditunjukkan oleh nilai original sample) sejalan dengan yang 
dihipotesiskan, dan (2) jika nilai t statistik lebih dari 1,64 (two-tiled) atau 1,96 
(one-tiled) dan probability value (p-value) kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil analisis 
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jalur dalam penelitian ini selengkapnya bisa dilihat pada gambar 5.3 dan tabel 
5.14 dibawah ini. 
Gambar 5.3 





























Biaya Transaksi Hubungan Kemitraan 0.130 1.170 0.243 
Informasi asimetris Biaya Transaksi 0.400 5.512 0.000 
Informasi asimetris  Hubungan kemitraan 0.473 6.723 0.000 
Sumber: data diolah, 2020 
Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat dilihat ada 2 jalur yang 
terdukung dengan hipotesis  dari 3 jalur yang ada dalam penelitian ini yaitu; (1) 
Jalur informasi asimetris terhadap biaya transaksi ( IA  BT) dengan T statistic 
sebesar 5.512 dan P-values sebesar 0.000. Berdasarkan rule of thumb  hipotesis 
diterima  jika nilai T statistic lebih besar dari 1,64 untuk two tiled atau 1,96 untuk 
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one-tiled. Begitu juga dengan nilai probability value (P-Value) kurang dari 0,05 
atau 5 %. (2). Jalur Informasi Asimetris terhadap Hubungan Kemitraan (IA  HK) 
dengan T statistic sebesar 6.723 dan  P-values sebesar 0.000. Berdasarkan rule 
of thumb hipotesis diterima jika nilai T statistic lebih besar dari 1,64 atau 1,96, 
begitu halnya dengan nilai P-value kurang dari 0,05 atau 5 %. (3) Sedangkan 
untuk jalur Biaya transaksi terhadap hubungan kemitraan (BTHK) hipotesis di 
tolak karena nilai T statistic sebesar 1,170 dan P-value sebesar 0,243. 
Berdasarkan rule of thumb nilai statistic penelitian lebih kecil dari 1,64 atau 1,96   
dan begitu juga nilai p-value lebih besar dari 0,05 atau 5% kesimpulan hipotesis 
di tolak . 
Begitu juga dari tabel diatas dapat dilihat   nilai original sample atau di sebut 
juga dengan nila Beta (ᵦ). Untuk jalur Biaya transaksi  terhadap Hubungan 
Kemitraan memiliki hubungan positif dengan nilai 0.13. untuk jalur Informasi 
asimteris terhadap biaya transaksi memiliki  hubungan positif dengan nilai 0.400, 
sedangkan untuk jalur informasi asimetris terhadap hubungan kemitraan memiliki 
hubungan positif dengan nilai 0.473. 
Berdasarkan table dan uraian diatas maka dapat disimpulkan hasil pengujian 
hipotesis penelitian ini adalah: untuk    yaitu Adanya hubungan pengaruh 
informasi asimetris terhadap biaya transaksi. Hasil pengujian memperlihatkan 
   diterima, artinya adanya pengaruh informasi asimetris terhadap biaya 
transaksi dengan tingkat signifikansi 1 persen. Hubungan pengaruh tersebut 
adalah positif, yang artinya semakin tinggi  informasi asimteris yang terjadi maka 
akan semakin meningkatkan biaya transaksi. Informasi asimteris  yang tinggi 
akan meningkat biaya transaksi pada pencarian informasi, biaya transaksi pada 
negosiasi, biaya transaksi pada pengawasan dan ketidakpastian transaksi yang 
terjadi pada mitra pengemudi.  
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Untuk hipotesis kedua (  ) yaitu untuk hubungan pengaruh informasi 
asimetris terhadap hubungan kemitraan. Hasil pengujian memperlihatkan  
   diterima, artinya adanya pengaruh yang signifikan antara informasi asimetris 
dengan hubungan kemitraan. Hubungan pengaruh tersebut juga positif artinya 
semakin tinggi informasi asimetris akan meningkat persepsi hubungan kemitraan. 
Hubungan kemitraan disini adalah bersifat negatif  dimana persepsi responden di 
buat dengan pertanyaan negatif seperti rendahnya komunikasi, rendahnya 
komitmen, ketergantungan yang tinggi, fleksibilitas dan otonomi kerja. Sehingga 
dapat disimpulkan semakin tinggi informasi asimteris yang terjadi maka akan 
meningkatkan persepsi yang negative terhadap hubungan yaitu komunikasi yang 
rendah, ketergantungan yang semakin meningkat. Sedangkan untuk hubungan 
pengaruh biaya transaksi terhadap hubungan kemitraan, hasil pengujian 
memperlihatkan    ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
biaya transaksi terhadap hubungan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa 
walaupun terjadi biaya transaksi akan tetapi tidak mempengaruhi  hubungan 
kemitraan yang ada. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima oleh mitra 
mencukupi atau  lebih tinggi dari biaya transaksi yang terjadi. semakin tinggi 
biaya transaksi yang terjadi maka pendapatan yang diterima juga akan semakin 
tinggi sehingga tidak menjadi permasalahan bagi para mitra.  
5.5.4 Hubungan Antara Nilai Rerata (Mean) dan Model Pengukuran  
Hasil evaluasi responden terhadap indikator pengukuran variabel penelitian 
ini ditunjukkan melalui nilai rerata (mean) yang mempunyai tujuan untuk 
mengetahui kondisi sesungguhnya dari setiap indikator yang dipersepsikan oleh 
responden pengemudi transportasi daring roda dua. Nilai rerata terbesar dapat 
diartikan sebagai indikator yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya menurut 
penilaian responden. Kemudian nilai loading faktor/outer loading  bertujuan untuk 
mengetahui indikator variabel terkuat dalam setiap variabel penelitian. Indikator 
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variabel yang memiliki nilai loading faktor tertinggi, menunjukkan bahwa indikator 
tersebut merupakan indikator terkuat atau dominan dalam merefleksikan 
pengukuran variabel penelitian. Rekapitulasi hasil pengujian nilai rerata dan 
loading faktor dari setiap indikator variabel, dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut. 
Tabel 5.15 















0.726 3.87 3.85 
IA2, Informasi tarif 0.719 3.64 










BT1,Biaya Pencarian  0.714 3.98 3.96 










HK1, komunikasi dan 
berbagi informasi 
0.746 3.87 4.05 




HK5, Otonomi dalam 
kerja 
0.805 4.11 
Sumber : Data di Olah, 2020 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5.15 dapat dijelaskan mengenai 
bagaimana persepsi responden terhadap fakta empiris yang diukur melalui nilai 
rerata (mean) dari tanggapan responden dan mengindentifikasi faktor penting 
atau dominan melalui nilai estimasi loading faktor dalam merefleksikan masing-
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masing indikator variabel penelitian. Variabel informasi asimetris diukur melalui 
lima indikator yaitu informasi transaksi, informasi tarif, informasi kinerja, 
pengungkapan informasi dan pengambilan keputusan. Merujuk pada penilaian 
responden terhadap indikator informasi kinerja, memiliki nilai rerata tertinggi 
sebesar 4.02, kemudian pengambilan keputusan sebesar 3.96, menyusul 
informasi transaksi sebesar 3.87, seterusnya pengungkapan informasi sebesar 
3.76, dan terakhir informasi tarif  sebesar 3.64.  
Hasil analisis estimasi loading faktor terbesar pada variabel Informasi 
asimetris adalah indikator pengambilan keputusan sebesar 0,753. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan 
perusahaan terkait kebijakan dirasa mitra pengemudi menguntungkan sepihak 
yaitu perusahaan saja, seperti pemutusan mitra. Kemudian diikuti estimasi 
loading faktor yaitu indikator pengungkapan informasi sebesar 0.734. 
Pengungkapan informasi yang terjadi didalam sistem aplikasi kemitraan masih 
mengalami asimetris yang tinggi, pengemudi merasa perusahaan tidak terbuka 
ketika mitra pengemudi ingin mendapatkan informasi di kantor dan cenderung 
menpermasalahkan sistem. Berikutnya adalah indikator informasi transaksi 
sebesar 0.726. Dalam proses untuk mendapatkan transaksi mitra pengemudi 
merasa tidak tahu bagaimana prosesnya hanya tahu dari sistem bahwa 
pengemudi mendapatkan orderan. Hal ini membuat pengemudi perlu 
mendapatkan informasi dari perusahaan kriteria siapa yang mendapatkan 
orderan duluan jika dalam satu komunitas yang sama. Kemudian indikator 
informasi tarif dengan nilai sebesar 0.719.  informasi tarif dalam setiap transaksi 
ditentukan oleh perusahaan, baik dalam tarif mengantar penumpang maupun 
tarif mengantar makanan. Walaupun pemerintah sudh menentukan batas atas 
dan batas bawah untuk tarif penumpang tapi secara dilapangan pengemudi 
merasa  tidak sesuai apalagi ketika peak session atau cuaca hujan dan begitu 
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juga dengan tarif mengantar makanan jauh dan dekat relative sama biayanya. 
Sedangkan  indikator yang terakhir adalah informasi kinerja yaitu sebesar 0.713, 
pengemudi merasa penilaian kinerja yang dilakukan penumpang malah 
menimbulkan asimetris informasi dan tidak memiliki standart yang jelas. 
Walaupun didalam sistem sudah membuat kriteria penilaian akan tetapi jawaban 
penumpang relatif asal-asalan, sehingga perusahaan harus bisa menjelaskan 
kepada mitra bagaimana kalau penilaian tersebut adalah palsu, dan ini belum 
memuaskan mitra pengemudi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas pelaksanaan 
indikator variabel informasi asimetris, yaitu berdasarkan hasil estimasi loading 
faktor indikator yang diprioritaskan adalah pengungkapan informasi, sedangkan 
menurut hasil tanggapan responden atau fakta di lapangan berdasarkan persepsi 
responden, indikator informasi kinerja memiliki nilai rerata (mean) terbesar yaitu 
4,02. Artinya apabila ditinjau berdasarkan fakta empiris yang sesungguhnya, 
indikator informasi kinerja menurut penilaian responden lebih diutamakan atau 
didahulukan dalam pengungkapan informasi. Dengan demikian pihak 
perusahaan harus transparasi dalam membuat kebijakan kinerja mitra 
pengemudi agar tidak terjadi suspend atau penurunan performa. Penilaian yang 
dilakukan oleh konsumen dinilai cukup baik akan tetapi perusahaan dapat 
melakukan penyaringan informasi kembali dan tidak diserahkan kepada sistem. 
Informasi penilaian kinerja yang palsu dari konsumen harus ditindak lanjuti oleh 
perusahaan dengan sistem penyelidikan yang terstandart dan konsumen 
tersebut juga dapat di berikan peringatan agar tidak merugikan mitra pengemudi.   
Hasil penilaian responden terhadap indikator variabel biaya transaksi, 
diperoleh nilai rerata (mean) indikator ketidakpastian transaksi  memiliki nilai 
rerata tertinggi sebesar 4,09; kemudian menyusul indikator biaya pencarian yaitu 
sebesar 3,98; kemudian indikator biaya pengawasan sebesar 3,89; dan terakhir 
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indikator biaya negosiasi sebesar 3,88. Hasil analisis estimasi loading faktor 
terbesar pada indikator variabel biaya transaksi adalah indikator biaya 
pengawasan sebesar 0,766. Nilai estimasi loading faktor yang diperoleh 
menunjukkan bahwa indikator biaya pengawasan yaitu akibat terjadinya 
informasi asimetris maka menyebabkan biaya pengawasan menjadi lebih tinggi, 
biaya pengawasan ini berkaitan dengan penilaian kinerja palsu oleh konsumen 
menyebabkan mitra pengemudi mengalami kerugian waktu dan biaya akibat 
suspend atau pembatalan transaksi, biaya disini adalah kehilangan pendapatan 
yang seharusnya didapat oleh pengemudi. Kemudian diikuti estimasi loading 
faktor indikator ketidakpastian transaksi sebesar 0,742; kemudiaan indikator 
biaya negosiasi sebesar 0,717; dan terkecil indikator biaya pencarian sebesar 
0,714. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas pelaksanaan 
indikator variabel biaya transaksi, yaitu berdasarkan hasil estimasi loading faktor 
indikator yang diprioritaskan adalah biaya pengawasan, sedangkan menurut hasil 
tanggapan responden atau fakta di lapangan berdasarkan persepsi responden, 
indikator ketidakpastian transaksi memiliki nilai rerata (mean) terbesar yaitu 4,09. 
Walaupun secara analisis jalur variabel biaya transaksi tidak memberikan 
pengaruh dalam hubungan kemitraan akan tetapi secara jalur informasi asimetris 
terhadap biaya transaksi memberikan pengaruh yang signifikan, artinya informasi 
asimetris akan menambah biaya transaksi. Oleh karenanya pembahasan 
berfokus pada hubungan informasi asimetris terhadap biaya transaksi. Dari hasil 
perbedaan prioritas dapat diartikan berdasarkan fakta empiris yang 
sesungguhnya, indikator ketidakpastian transaksi menurut penilaian responden 
lebih diutamakan atau didahulukan. Akibat dari informasi asimetris yang diterima 
oleh mitra pengemudi seperti informasi transaksi menyebabkan transaksi 
menjadi tidak pasti sehingga pengemudi memerlukan waktu tunggu (time lead) 
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untuk mendapatkan transaksi, semakin lama waktu tunggu maka akan semakin 
tinggi biaya ketidakpastian tersebut. Oleh karena itu jika infomrasi asimetris 
dapat diturunkan maka akan menurunkan juga biaya transaksi yang dihadapi 
pengemudi.  
Hasil penilaian responden terhadap indikator variabel hubungan kemitraan, 
diperoleh nilai rerata (mean) indikator fleksibilitas waktu kerja memiliki nilai rerata 
tertinggi yaitu sebesar 4,22; kemudian indikator ketergantungan sebesar 4,15; 
berikutnya indikator otonomi dalam bekerja sebesar 4,11 dan  terakhir indikator 
komunikasi dan berbagi informasi sebesar 3,87. Hasil analisis estimasi loading 
faktor terbesar pada indikator variabel hubungan kemitraan adalah indikator 
otonomi dalam bekerja sebesar 0,805. Nilai estimasi loading faktor yang 
diperoleh menunjukkan bahwa indikator otonomi dalam bekerja yang diukur 
merupakan indikator yang terkuat untuk membangun hubungan kemitraan dalam 
transportasi berbasis daring. Mitra pengemudi memiliki kebebasan untuk 
menentukan pekerjaan yang akan dilakukan seperti mengangkut penunpang 
atau membelikan makanan atau mengirimkan barang dan ini bisa berubah-ubah 
setiap harinya. Kemudian diikuti estimasi loading faktor indikator komunikasi dan 
berbagi informasi sebesar 0,746; indikator fleksibilitas waktu kerja sebesar 0,707 
dan terkecil indikator ketergantungan  sebesar 0,701. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas pelaksanaan 
indikator hubungan kemitraan, yaitu berdasarkan hasil estimasi loading faktor 
indikator yang diprioritaskan adalah otonomi dalam bekerja, sedangkan menurut 
hasil tanggapan responden atau fakta di lapangan berdasarkan persepsi 
responden, indikator fleksibilitas waktu kerja  yang memiliki nilai rerata (mean) 
terbesar yaitu 4,22. Artinya apabila ditinjau berdasarkan fakta empiris yang 
sesungguhnya, indikator fleksibilitas waktu kerja menurut penilaian responden 
lebih utama atau lebih kuat dalam hubungan kemitraan. Fleksibillitas waktu 
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memberikan pengemudi untuk bekerja sesuai dengan waktu yang bebas 
sehingga  bisa menjadikan pekerjaan sebagai pengemudi transportasi berbasis 
daring sebagai pekerjaan sampingan. Inilah yang menjadikan daya tarik yang 
tinggi selain pendapatan bagi pengemudi untuk bergabung dengan perusahaan 
aplikasi sebagai mitra pengemudi transportasi berbasis daring.  
5.6 Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan 
wawancara yang mendalam dengan pengemudi transportasi  daring roda dua 
terkait dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Diantaranya 
variabel informasi asimetris, variabel biaya transaksi dan variabel hubungan 
kemitraan. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara adalah 
pertanyaan yang terstruktur, yaitu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada 
responden lain. 
Dari jawaban  responden tersebut  maka dilakukan rekapitulasi dari jawaban 
yang mirip atau sama diantara responden dan kemudian dilakukan 
pengelompokan jawaban tersebut dari kemiripin jawaban atau objek 
permasalahan  yang disampaikan responden. Oleh karena itu hanya beberapa 
jawaban responden dalam penelitian ini yang mewakili jawaban responden 
lainnya.   
5.6.1 Informasi asimetris   
Informasi asimetri merupakan  informasi yang tidak seimbang yang 
disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal 
dan agen. Dalam kasus ini pengemudi ojek daring merupakan principal karena 
kepemilikan pribadi dari faktor produksi sedangkan perusahaan aplikasi 
merupakan agent yang menghubungkan antara pengemudi dengan konsumen. 
Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi 
ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) karena agent berada 
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pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan 
prinsipal. 
Perusahaan aplikasi sebagai pemilik sistem dan penyedia jasa layanan 
media yang menghubungkan antara pengemudi dan konsumen. Sementara itu 
pengemudi sebagai mitra perusahaan sebagai pemakai sistem yang disediakan 
oleh perusahaan aplikasi dan melakukan penyediaan jasa pengantaran terhadap 
konsumen baik barang atau orang. Dalam proses operasionalnya banyak 
informasi-informasi yang tidak simetri  diperoleh oleh pengemudi  dan  kendala-
kendala yang dihadapi oleh pengemudi. Seperti yang disampaikan oleh Pak 
Azam salah satu pengemudi ojek daring sebagai berikut : 
“Informasi yang sulit didapat dari perusahaan adalah masalah orderan, 
bagaimana bisa dapat orderan terus, soalnya sistemnya kan random acak 
banget, yang terdekat belum tentu dapat orderannya”  
 
Senada yang disampakain Pak Azam, Pak Abe dan Pak Rifki juga 
mengatakan demikian. Tuturan Pak Azam tersebut menunjukkan bahwa 
informasi berkaitan tentang pembagian order dan sistemnya antar pengemudi 
tidak disosialisasikan atau diinformasikan kepada pengemudi. Sehingga 
pengemudi meraba-raba untuk melakukan berhenti disuatu tempat (ngetem) atau 
tetap jalan (mobile) terus. Kalo pun berhenti disuatu tempat (ngetem) dan jika 
pengemudi ojek daring tesebut banyak ditempat tersebut maka sistem siapa 
yang datang dulu atau antrian tidak berlaku.  Inilah yang menyebabkan 
pengemudi merasa harusnya informasi ini dibuka atau paling tidak disepakati 
dengan mitra pengemudi bagaimana pemberlakuan sistem yang adil. Hal ini 
sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Abe sebagai berikut: 
“Seharusnya lebih dipermudahlah ya kayak tentang orderan gitu sekarang 
gimana  harus nya lebih diberi kayak kejelasanlah” . 
Sedangkan Bapak Azam berpendapat sebagai berikut: 
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“Seharusnya informasi transparan misalnya diinformasikan jangan sering-
sering cancel nanti kedepannya akan mempengaruhi orderan terus misalnya 
riwayat, gimana riwayat yang sering kita ambil atau orderan yang sering kita 
ambil disitu riwayat kita seperti apa? sampai sekarang informasi tentang 
riwayat kita belum ada jadi masih sistem random aja menurut saya” 
Dari tuturan Bapak Abe dan Bapak Azam memperlihatkan bahwa sistem 
yang digunakan oleh perusahaan aplikasi masih belum dimengerti oleh mitra  
pengemudi, sehingga mereka masih melakukan coba-coba atau try and error 
apakah sistem orderan tertuju pada pengemudi terdekat, atau pengemudi yang 
memiliki riwayat yang banyak, atau pengemudi yang memiliki performance yang 
baik dengan tidak mengcancel orderan atau memang orderan bersifat random 
saja dengan penentuan sistem tanpa kriteria. Sampai saat ini diakui oleh para 
pengemudi tidak ada informasi yang pasti dan jelas terkait itu dari perusahaan 
aplikasi. Sementara itu perusahaan aplikasi mengatakan bahwa sistem yang 
digunakan adalah  kecerdasan buatan (artificial intelligent)  dengan meggunakan 
sistem algoritma untuk mengoperasional dalam menghubungkan antara driver 
dengan costumer. 
Senada dengan Bapak Azam dan Bapak Abe terkait dengan informasi 
sistem orderan Bapak Firdaus menuturkan sebagai berikut: 
“Sekarang sistem orderan dibagi rata, yang rajin tidak mendapatkan lebih , 
maksudnya  mekipun rajin tetap dapat satu, yang tidak rajin atau kerja 
sampingan tetap dapat orderan , kita ga setuju”. 
Begitu juga dengan yang dituturkan oleh  Bapak Yufan: 
“Sistemnya itu, kalo dulu kita kerja bisa 8 jam, sekarang kita kerja bisa 
sampai 14 jam, mulainya dari jam setengah tujuh pagi  sampai jam 12 
malam, dan jam 12 malam pun kita jarang tutup poin. Ya kita butuh support 
orderan yang wajar, tolong lah hargai kita yang dilapangan ini yang setia 
dengan gojek dan kita ga ada pekerjaan lain selain gojek  terus kita selalu 
dari pagi sampai malam untuk keluarga kita ya paling ga ya itu tadi support 
kita jangan seperti sistem yang sekarang ini satu jam baru dapat satu 
orderan ya 22 jam kita kerja loh  sedangkan satu hari itu 24 jam , jadi kita 




Sistem orderan yang selalu berubah-ubah menyebabkan kekuatiran dan 
perubahan dalam mendapatkan penghasilan dan jam kerja. Menurut pengemudi 
seperti Bapak Firdaus dan Bapak Yufan sistem pemerataan yang digunakan 
perusahaan aplikasi saat ini yaitu 1 jam satu orderan memberikan dampak yang 
sangat buruk bagi mereka yang selalu rajin dan ulet dalam mendapatkan 
konsumen. Mereka menganggap sistem yang digunakan perusahaan aplikasi 
sekarang ini merupakan keputusan sepihak dan tanpa melakukan sosialisasi 
atau meminta pendapat para pengemudi yang setia dan memiliki performa yang 
baik dalam bekerja, alih-alih sistem sudah langsung diterapkan dan harus 
dijalankan para pengemudi tanpa bisa untuk memprotes atau mengajukan 
keberatan kepada perusahaan. 
Selain itu informasi yang dirasa penting oleh pengemudi dan sulit didapatkan 
dari perusahaan adalah masalah hukuman seperti suspend (pemberhentian akun 
sementara) dan pemutusan mitra (PM). Hal ini seperti yang dituturkan oleh 
Bapak Adi sebagai berikut: 
“transparansi  kalo ada PM-PM gitu, terus sistemnya gimana kan ga di 
jelaskan, tahu-tahu sistemnya sudah berubah gitu aja, berubah berubah, tiap 
tahun kebijakan berubah-ubah, itu ga pernah semakin baik, bonus semakin 
turun target naik dan sistemnya semakin memberatkanlah”   
Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Tri Setyo: 
“Ya kadang pihak aplikator dengan driver keputusannya sepihak, jadi 
istilahnya kita sudah kerja benar  tahu-tahu kita kena suspend, abis itu kita 
tanya ke kantor, pihak kantor bilang kita melanggar kode etik sedangkan 
disitu kode etiknya kan banyak, jadi kita tidak tahu kita melanggar kode etik 
yg mana , jadi tahu-tahu kita kena suspend gitu aja”. 
“Harusnya informasi itu terbuka, misalnya kita kena suspend kita disuspend 
karena gara-gara apakan seharusnya diberitahu, jadi  isitilahnya seandainya 
kita tahu dan kita melakukan ya kitakan akan legowo dan ngaku salah” 
Dari penuturan Bapak Adi dan Bapak Tri Setyo menggambarkan bahwa 
persoalan hukuman atau sangsi seperti suspend atau PM yang dilakukan oleh 
170 
 
mitra pengemudi tidak selalu dijelaskan dengan baik oleh perusahaan aplikasi. 
perusahaan aplikasi hanya melihat pada sistem yang digunakan tanpa 
melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kesalahan yang dilakukan 
pengemudi. Secara penanganan permasalahan hukuman ini ada perbedaan 
perlakuan dari 2 perusahaan aplikator yang diteliti. Perusahaan aplikasi Go-jek 
memiliki menu diaplikasi untuk melakukan banding jika kesalahan tersebut 
memang tidak dilakukan oleh pengemudi. Sedangkan diperusahaan aplikasi 
Grab tidak memilki menu demikian, sehingga ketika terjadi pelanggaran baik 
dilakukan oleh pengemudi atau tidak ketika sistem terbaca itu sebuah kesalahan 
maka hukuman suspend atau PM akan dilakukan, dan pengemudi tidak memiliki 
kemampuan untuk melakukan pembelaan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak 
Sauma sebagai berikut: 
“Pembelaan tidak bisa, pasrah kalo d grab tidak bisa banding beda dengan 
yang di gojek bisa banding. Kalo selama ini kita sebagai driver tidak adil, 
perusahaan lebih memihak ke kostumer dibandingkan dengan driver, 
misalnya ketika kostumer yang memiliki tingkat member yang tinggi kalo 
complain kita bakalan kalah” 
Sedangkan menurut Bapak Yuri mengatakan: 
“Seharusnya perusahaan bisa menilai apakah costumer benar atau bukan,  
terkadang costumer itu menyalahgunakan karena dia pikir kita main-main 
dalam bekerja tapi kita serius dalam melayani kostumer sedangkan kita 
dapatnya jauh ternyata waktu dijalan memang orangnya terburu-buru 
langsung dicancel. Terus juga kita ya gitu dapat order dekat  tapi nilainya 
server itu order fiktif banyak yang kayak gitu. Perusahaan tidak kasih tahu 
kenapanya , kita dalam mitra ini tidak ada, ya ibarat kita kerja, cara kerjanya 
kita tidak dikasih tahu, kita dikasih  aplikasi aja terus cara kerja nya tidak di 
kasih tahu terus nanti kita kena order 5 kali berturut-turut  dalam satu orang 
tiap hari itu langsung di suspend” 
 
Dari penuturan Bapak Sauma bahwa tidak ada mekanisme yang bisa 
membantu pengemudi bila terjadi sangsi dari perusahaan. Sikap pesimis dari 
Bapak Sauma ini karena perusahaan hanya mementingkan kepuasan konsumen 
dan mengabaikan kepuasan dari pengemudi. Senada dengan hal ini Bapak Yuri 
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juga berpendapat bahwa tidak semua konsumen itu benar, terkadang penilaian 
dari konsumen tidak rasional dan mementingkan kepentingan sendiri. Sementara 
disisi lain pihak perusahaan terkadang tidak melihat kesalahan atau tindakan 
yang dilakukan konsumen apa benar atau tidak, penilaian dari konsumen secara 
otomatis langsung mempengaruhi performance dari pengemudi. Hal inilah yang 
perlu transparansi informasi dari pengenaan sangsi kepada pengemudi. 
Beberapa pendapat berkaitan dengan proses bila terjadi suspend dari 
perusahaan maka yang dilakukan pengemudi, menurut Bapak Yuri sebagai 
berkut: 
“Banding, cuma meskipun banding tidak bisa diselesaikan hari itu juga kira-
kira 3 hari sampai seminggu, nanti setelah itu kita dikasih kabar untuk ngetrip 
lagi”. 
 
Sedangkan menurut Bapak Adi: 
“Akan melakukan banding ke kantor  dan belum tentu diterima, tergantung 
kita memberikan alasan apa”. 
 
Menurut Bapak Firdaus sebagai berikut: 
“Sebenarnya perusahaan harus mengetahui juga, tidak semua kostumer itu 
baik, kadang kita sudah baik tapi konstumer tetap memberikan bintang satu, 
karena drivernya jelek atau terlalu lama bawa seorang kostumer dan 
kostumer  tidak mengetahui macetnya dijalan. 
Menurut Bapak Rifki Pratama sebaga berikut: 
“Biasanya ke kantor ya kita bicara apa adanya yang kita lakukan apa,  tapi 
kenyataannya pihak kantor hanya menerima laporan satu sisi saja, kalo dari 
driver ya kadang tidak diterima, seharusnya pihak kantor kalo ada keluhan 
dari kostumer sama driver dipertemukan  dikantor dan pihak kantor 
seharusnya menengahinya”. 
 
 Menurut Bapak Yufan sebagai berikut:  
“Kalo prosedur kita harus kekantor, kadang kadang kita ga didengarin atau 
kesalahan kita tidak diberi tahu, tapi kalo sekarang ini kalo ada penilaian 
palsu tapi performance kita bagus tidak langsung diberikan suspend oleh 
perusahaan biasanya diberikan tanda kuning, kalo udah itu tanda merah bisa 
suspend 3 hari dan hitam , kalo hitam udah PM”. 
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Dari pendapat beberapa pengemudi dapat dilihat bahwa informasi 
perusahaan terkait sangsi  atau hukuman kepada pengemudi tidak 
tersosialisasikan dengan baik dan cenderung keputusan sepihak sehingga 
banyak mitra pengemudi yang merasa dirugikan. Proses pemberitahuan 
informasi suspend kepada pengemudi dilakukan oleh perusahaan melalui akun 
pengemudi yang disuspend. Walaupun informasi tersebut memang menyebutkan 
kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi tetapi tidak menjelaskan secara detail 
kejadian tersebut. Pengemudi yang merasa tidak melakukan kesalahan tersebut 
dapat melakukan banding selama 14 hari dari tanggal pemberlakukan suspend. 
Proses waktu banding yang cukup lama menyebabkan pengemudi merasa 
walaupun banding menang tapi akun tidak serta merta langsung bisa di 
operasikan sehingga mereka merasa banding tidak banding sama aja, lebih baik 
menunggu waktu akun dibuka kembali oleh perusahaan aplikasi. 
Persoalan informasi yang tidak kalah penting menurut para pengemudi 
adalah berkaitan dengan data jumlah pengguna aplikasi baik data pengemudi 
maupun data konsumen disuatu wilayah. Sebagai salah satu mitra dalam 
hubungan organisasi pengemudi merasa berhak untuk mengetahui jumlah 
sebaran konsumen agar pengemudi memiliki strategi yang efektif dalam 
melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan yang di tuturkan oleh Bapak Slamet: 
“Informasi yang penting itu tentang  berapa jumlah pelanggan , jumlah driver 
yang aktif,sehingga namanya supply dan demand kan memang harus 
seimbangkan.  Jadi  kalo sekarang jumlah pelanggan gojek ini kita ga tahu 
dan jumlah driver kita ga tahu ya akhirnya kita kerjanya kan nebak-nebak aja 
daerah mana yang ramai daerah mana yang sepi”.     
Persoalan informasi data jumlah pengguna memang selalu di rahasiakan 
oleh perusahaan dengan alasan strategi persaingan. Perusahaan sangat 
merahasiakan informasi tersebut walaupun dengan peneliti sekaligus seperti 
dalam penelitian ini, peneliti sudah membuat surat resmi kepada perusahaan 
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akan tetapi pihak perusahaan tidak mau memberikan informasi tersebut dengan 
berbagai alasan salah satunya alasan persaingan. Alasan persaingan ini 
dianggap kurang logis untuk merahasiakan informasi  karena persaingan dalam 
bisnis transportasi daring bukanlah persaingan sempurna melainkan persaingan 
oligopoly dimana jumlah pemainnya hanya terbatas beberapa perusahaan saja, 
sehingga tingkat persaingan tidaklah ketat dan begitu juga dengan tarif  sudah 
distandarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu sampai saat ini perusahaan juga 
tidak mau untuk dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang 
berimbang sehingga dengan adanya kajian ini seharusnya bisa memberikan 
masukan kepada pihak-pihak terkait.   
Informasi berikutnya yang sangat dibutuhkan oleh pengemudi dan sangat 
penting adalah berkaitan dengan tarif dan sistem bonus. Hal ini sesuai dengan 
yang dituturkan oleh Bapak  Sauma yaitu: 
“Informasi terkait tarif tidak menentu, tarif untuk masing-masing resto 
dihitung rata, misalnya resto jauh sama aja tarifnya dengan resto yang 
dekat”. 
Penentuan tarif dari perusahaan walaupun ada standart batas atas dan 
batas bawah dari pemerintah, tetapi pengemudi masih merasa ada tarif yang 
tidak menentu untuk biaya pengiriman makanan untuk konsumen dari restoran 
yang berada jauh atau dekat. Begitu juga dalam penentuan bonus atau insentif 
dengan target point tertentu selalu mengalami perubahan. Perubahan sistem 
insentif ini tidak diberikan informasi terlebih dahulu kepada pengemudi dan  
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      Sumber: akun pengemudi Go-jek 
 
Dari gambar sistem insentif dalam akun pengemudi gojek diatas dapat dilihat 
bahwa seharusnya pegemudi tersebut sudah mendapat bonus atau insentif 
sebesar tujuh puluh ribu rupiah karena pencapaian sudah 6 point dan target point 
sudah terpenuhi dengan performa juga  sudah 100 persen. Tetapi sistem tidak 
mengatakan demikian, pencapaian bonus tidak terpenuhi dan tidak menjelaskan 
informasi tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit pengemudi merasa kebingunan 
dengan perubahan sistem insentif yang selalu berubah-ubah, dan hanya 
beberapa pengemudi yang mau untuk menanyakan permasalahan ini ke kantor, 
dan sebagian malah pasrah dengan yang terjadi dan cenderung membiarkan 
permasalahan ini tanpa ada kejelasan informasi tersebut.      
Bentuk ketidaksetaraan informasi yang diperoleh dari pihak pengguna 
informasi (principal) yaitu pengemudi dengan penyedia informasi (agent) yaitu 
perusahaan  dalam mengakses kebutuhan informasi secara menyeluruh (full 
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information). Dimana antara prinsipal dan agen memiliki informasi yang tidak 
sama artinya prinsipal maupun agent memiliki kualitas dan jumlah informasi yang 
tidak sama sehingga terdapat informasi tersembunyi (hidden information) yang 
dapat digunakan untuk kepentingan satu pihak.  
Pada prinsipnya pihak pengemudi sangat menginginkan transparansi 
informasi dari perusahaan. sebagai salah satu mitra, pengemudi juga memiliki 
andil untuk meningkatkan nilai dan citra perusahaan sehingga hak informasi yang 
setara atau penglibatan dalam keputusan tertentu juga sangat diharapkan oleh 
mitra pengemudi. Hal  ini juga dituturkan oleh Bapak Yuri: 
“Harusnya ada pembicaran kedua belah pihak bagaimana kendalanya  bagi 
driver begitu juga aturan dari PT juga harus ada pembicaraan dengan driver 
juga” 
 
Begitu juga dengan penuturan Bapak Maulana: 
“Harusnya, ada penjelasan informasi ketika awal bergabung dengan 
perusahaan,  ini kita tidak ada pengarahan dari kantor gimana-gimana  jadi 
lost hanya lewat aplikasi, kemudian tidak ada perjanjian”. 
Sedangkan penuturan Bapak Hanafi sebagai berikut: 
“Seharusnya kita diberi kejelasan informasi , misalkan kita ada notifikasi  
bahwa akun anda dibekukan selama tiga hari distu dijelaskan kalo mau 
diaktifkan lagi harap komfirmasi kekantor, nanti ketika kita sudah kekantor 
kenyataannya ga ada kejelasan, seharusnya driver sebagai mitra kerja 
bukan ibaratnya seperti hewan yang diperas tenaganya tetapi tidak 
diperhatikan, juga kesejahteraan dari sisi-sisi yang lain juga dan itu kan perlu 
juga ya lebih saling perhatianlah”.   
 
Dari penuturan Bapak Yuri, Bapak Maulana dan Bapak Hanafi dapat 
digambarkan harapan dari pengemudi sebagai mitra yang ikut membangun 
perusahaan perlu mendapatkan perhatian dan informasi yang transaparan. 
Selama ini keluhan dan persoalan yang terjadi dilapangan hanya 
dikomunikasikan melalui group sesama pengemudi dalam media-media daring 
seperti Facebook, whatsApp, twitter dan instagram. Hasil diskusi dari beberapa 
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pengalaman sesama pengemudi menjadi dasar pertimbangan bagi para 
pengemudi lainnya untuk mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan. 
Walaupun demikian memang ada group atau kelompok yang di berikan akses 
oleh perusahaan untuk berdiskusi  langsung perusahaan akan tetapi belum 
mewakili seluruh pengemudi yang ada dan belum membantu persoalan arus 
informasi dalam hubungan kemitraan.    
5.6.2 Biaya transaksi 
Biaya transaksi dalam penelitian ini merupakan biaya yang muncul dari mitra 
pengemudi ketika awal bergabung hingga menjalankan operasional di lapangan, 
mulai pencarian informasi, biaya negosiasi, biaya pengawasan dan 
ketidakpastian. Biaya pencarian informasi yang dimaksudkan disini adalah biaya 
untuk mendapatkan informasi seperti biaya paket data atau biaya pulsa. Biaya 
negosiasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi ketika awal bergabung 
seperti biaya pengurusan administrasi mulai dari: KTP, SKCK, SIM, rekening 
bank dan STNK dengan motor minimal 5 tahun kebelakang. Syarat berikutnya 
wajib memiliki Smartphone minimal RAM 3 GB, kemudian membeli perlengkapan 
mengemudi yaitu helmet dan jaket dari perusahaan.   
Biaya pengawasan atau monitoring merupakan biaya yang muncul ketika 
pengemudi mengalami permasalahan baik dilapangan maupun dalam sistem 
aplikasi, misalnya biaya ketika pengemudi terkena suspend seperti kehilangan 
pendapatan, biaya yang muncul ketika aplikasi error dari server, biaya parkir 
untuk penjemputan dan biaya oderan fiktif. Sedangkan biaya ketidakpastian 
merupakan biaya yang muncul akibat ketidakpastian transaksi dalam sistem 
informasi aplikasi  sehingga menyebabkan biaya operasional menjadi meningkat 
karena bekerja lebih banyak waktu seperti operasional kendaraan, dan konsumsi 
pengemudi.   
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Proses ketika pengemudi ingin bergabung dengan perusahaan aplikasi 
mengalami perkembangan. Di awal-awal operasi perusahaan aplikasi 
mengharuskan calon pengemudi yang ingin bergabung dengan perusahaan 
harus datang kekantor dan menyiapkan berkas dalam bentuk hardcopy dan 
menandatangani  perjanjian. Tetapi untuk beberapa tahun terakhir ini para calon 
pengemudi  yang ingin bergabung dengan perusahaan tidak diwajibkan datang 
kekantor dan berkas yang diperlukan bisa diunduh melalui aplikasi dan perjanjian 
dengan perusahan cukup dengan mencentang didalam form aplikasi. Dalam 
wawancara dengan pengemudi yaitu Bapak Siswanto ketika awal bergabung 
dalam 1 tahun terakhir beliau mengatakan sebagai berikut: 
“Untuk mendapatkan informasi ketika awal bergabung  tidak begitu sulit, 
biasanya tanya teman-teman kemudian download aplikasi masukkan berkas-
berkas dan isi form secara online kemudian tunggu beberapa hari, kalo 
disetujui maka akan ada notice dari perusahaan aplikasi melalui SMS atau 
WA.” 
 
“Untuk berkas yang dibutuhkan seingat saya KTP, SIM, STNK , SKCK dah 
itu aja, kalo untuk biaya helmet dan jaket kemaren saya dipotong dalam 
saldo gopay setiap harinya 2.500 rupiah selama berapa hari saya lupa”  
 
Dari pernyataan Bapak Siswanto dapat dikatakan bahwa untuk biaya yang 
dikeluarkan pengemudi untuk awal bergabung tidak begitu besar, karena 
informasi yang didapatkan sangat mudah dan murah. Walaupun demikian untuk 
persyaratan yang dibutuhkan untuk bergabung menjadi mitra perusahaan 
memang tidak semua pengemudi bisa mendapatkan dengan mudah. Seperti 
biaya smartphone yang memiliki RAM minimal 3 GB dan kendaraan bermotor 
minimal 5 tahun terakhir. Oleh karena itu tidak jarang pengemudi melakukan 
pengajuan kredit untuk kendaraan dan smartphone yang dicicil setiap bulannya 
dari pendapatan mengemudi. Sedangkan untuk biaya pengurusan SKCK dan 
perlengkapan mengemudi tidak begitu sulit bagi pengemudi.  
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Untuk biaya yang besar yang dikeluarkan oleh pengemudi dalam 
menjalankan aktivitas pekerjaannya setiap hari adalah biaya operasional seperti 
kendaraan dan konsumsi. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak 
Slamet sebagai berikut: 
“Biaya yang cukup besar terutama untuk kendaraan mulai dari bahan bakar 
hingga perawatan, konsumsi dan rokok” 
 
Sedangkan menurut Bapak Firdaus, beliau mengatakan:  
“Biaya yang besar adalah kendaraan, karena kalo kendaraan rusak biayanya 
lumayan besar, terus dari perusahaan ga ada bantuan bagi  persen atau apa 
untuk membantu  mitra , begitu juga dengan hp, kadang hp walaupun 
mengikuti pasar polis, tapi kalo hp jatuh, rusak, itu pasar polis utk 
mengeluarkan dana itu sulit, masih dilanjutkan dengan ini , itu sampai driver 
bingung seperti di permainkan”. 
Dari penuturan bapak Slamet dan Bapak Firdaus dapat digambarkan bahwa 
biaya yang cukup besar ada pada operasional baik untuk kendaraan maupun 
untuk konsumsi pengemudi. Biaya-biaya tersebut sebenarnya sudah dipahami 
oleh perusahaan, sehingga ada beberapa solusi yang ditawarkan perusahaan 
seperti dengan bekerja sama dengan mitra swadaya yang menawarkan jasa 
service kendaraan atau warung-warung makan dengan harga khusus yang lebih 
murah  bagi pengemudi yang menjadi mitra perusahaan. Akan tetapi sebagian 
pengemudi juga mengeluhkan karena jumlah mitra swadaya yang ada hanya 
terbatas dan sangat sedikit sehingga tidak jarang terjadi antrian yang sangat 
panjang dan memerlukan waktu yang lama dan menjadi tidak efektif, disisi lain  
pengemudi dikejar target orderan untuk mendapatkan bonus setiap harinya.  
Begitu halnya dengan produk asuransi yang ditawarkan kepada pengemudi. 
Perusahaan aplikasi bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk 
mengcover pengemudi dan penumpang bila terjadi kecelakaan. Setiap 
pengemudi ojek daring akan mendapatkan polis asuransi sesuai dengan anjuran 
pemerintah kepada perusahaan aplikasi.  Untuk asuransi kecelakaan akan di 
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cover mulai dari pengobatan, cacat permanen hingga meninggal. Untuk premi 
asuransi kecelakaan ini ditanggung oleh perusahaan aplikasi dan pengemudi 
tidak membayar premi tersebut. Sedangkan untuk produk asuransi lain 
perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi seperti pasarpolis. 
Produk asuransi ini merupakan pilihan bagi pengemudi, boleh digunakan dan 
boleh tidak. Produk asuransi ini mengcover untuk kerusakan layar smartphone 
dengan premi 20 ribu rupiah pertahun, kemudian ada juga untuk kehilangan dan 
kerusakan kendaraan bermotor dengan premi 50 ribu pertahun dengan nilai 
pertanggungan hingga 2,5 juta rupiah. Untuk klain pada kerusakan layar 
smartphone memang sedikit ribet karena  klaim tidak berlaku untuk kerusakan 
karena cairan, pencurian atau kerusakan selain layar dan kerusakan sebelum 
pembelian polis asuransi, dan begitu juga perusahaan asuransi menggunakan 
alat QR code yang bisa detect dengan bantuan kaca cermin 
untuk cara mengetahui HP itu sudah rusak atau tidak. Hal inilah yang dikeluhkan 
oleh beberapa pengemudi karena klaim untuk asuransi tergolong ribet sementara  
mereka kurang mendapatkan informasi tersebut.   
Beberapa hal lain yang menjadi persoalan adalah sistem orderan yang 
selalu berubah-ubah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian transaksi bagi 
pengemudi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi. Seperti yang dialami 
oleh Bapak Yufan sebagai berikut: 
“Kalo dulu bensin lebih irit, kalo kita dapet orderan setelah selesai kita dapet 
lagi orderan ke tempat kita lagi, kalo sekarang kita dapet orderan terus balik 
lagi ketempat tadi nunggu satu jam baru dapet lagi, jadi bensin ya boros”.  
 
Begitu juga dengan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Yuri: 
 
“Sistem pembagian order yang sekarang ini mengurangi pendapatan kita.  
Kita on setengah enam pagi biasanya setiap hari diusahakan sampai tutup 
point ternyata dalam pembagian ini sangat merugikan driver yang biasanya 
rutin sedangkan yang ga rutin itu dibagi sama padahal PT Gojek itu ada 
aturan tertentu kayak pilih-pilih order ga boleh ternyata banyak yang bagian 
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lain pilih-pilih order terus di sangsi maka akunnya gagu  lah dia maki-maki 
PT kayak nurunkan rating kayak gitu sedangkan kayak kita yang rutin  
biarpun cuaca seburuk apapun kita maksimalkan tetap turun bahkan jangan 
pilih-pilih order  terus akunnya gacor ,terus posisi nya kita yang gacor 
sekarang sistemnya dibagi rata jadi pendapatan kurang berarti , biasanya full 
point sekarang Cuma dapat 10 order” 
Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak Yufan dan Yuri ada persoalan 
perubahan sistem orderan yang menyebabkan mereka menjadi tidak nyaman. 
Sebelum terjadi perubahan sistem orderan mereka para pengemudi sudah 
merasa di zona nyaman dengan rutinitas pendapatan dan biaya yang dapat 
diprediksi oleh pengemudi. Kemudian perusahaan melakukan perubahan sistem 
order  pemerataan  dimana satu pengemudi mendapatan satu orderan selama 
satu jam. Perubahan ini tanpa diskusi atau jajak pendapat dengan pengemudi 
maupun pemberitahuan. Ketika  sistem ini diterapkan pengemudi yang lebih rajin 
dalam mendapatkan orderan akan sama mendapatkan jumlah orderan dengan 
pengemudi yang tidak rajin.  
Sistem pemerataan orderan ini memberikan dampak bagi mereka yang 
menggantungkan total pekerjaan sebagai pengemudi.ojek daring. Sedangkan 
bagi mereka yang menjadikan pekerjaan ini sebagai part time dengan tingkat 
mobilasasi dan waktu yang sedikit juga akan mendapatkan mamfaat yang sama 
dengan yang full time. Dampaknya  menurunkan pendapatan bagi pengemudi 
yang full time karena bonus tidak tercapai sepenuhnya disamping itu biaya 
operasional menjadi meningkat karena mobilisasi kendaraan menjadi tinggi dan 
waktu bekerja juga semakin lama. 
Walaupun biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi cukup besar akan tetapi 
mereka sepakat bahwa biaya tersebut masih bisa tertutupi dengan pendapatan 
dari orderan selama ini. Biaya yang besar ini juga berbanding lurus dengan 
pendapatan yang diterima oleh pengemudi. Hal ini yang menyebabkan mereka 
tetap menjalankan aktivitas pekerjaan sebagai pengemudi ojek daring dengan 
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tetap membawa pulang pendapatan yang lebih baik dari pekerjaan mereka 
sebelumnya. Walaupun demikian pengemudi sangat menginginkan perubahan 
sistem seperti awal-awal dahulu ketika awal bergabung karena lebih memberikan 
kenyamanan dan  keuntungan bagi pengemudi.  
5.6.3 Hubungan kemitraan 
Esensi dalam hubungan kemitraan adalah adanya hubungan yang setara 
bagi semua parties, sehingga memberikan kenyamanan dan keterbukaan dalam 
informasi. Didalam hubungan kemitraan pada transportasi daring ini peneliti 
belum menemukan hubungan yang setara tersebut dimana pengemudi 
mendapatkan hak-hak mereka terhadap keterbukaan informasi. Walaupun 
demikian ada beberapa pengemudi  mengatakan bahwa hubungan kemitraan 
tersebut sudah cukup baik. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rifki Pratama: 
“Hubungan kemitraan sudah baik, tapi masih kurang dalam penjelasan 
informasi”. 
 
Begitu juga dengan yang di utarakan oleh Bapak Tri Prasetyo:  
“Cukup baik hanya Kebijakan yang selalu berubah-ubah membuat driver 
merasa dirugikan”. 
 
Apa yang diutarakan oleh Bapak Rifki dan Bapak Tri menggambarkan 
bahwa walaupun  hubungan kemitraan yang dialami oleh pengemudi saat ini 
cukup baik akan tetapi masih memiliki catatan kekurangan yang dilakukan oleh 
perusahaan. tidak transparansinya informasi dan kebijakan sistem yang selalu 
berubah-ubah menjadi persoalan utama bagi pengemudi. Perusahaan tidak 
sepenuhnya menganggap pengemudi sebagai mitra. Sehingga persoalan ini 
tidak menjadi hal yang dianggap serius walaupun  keluhan para mitra sudah 
diketahui oleh perusahaan. 
Disamping itu beberapa pengemudi juga menganggap bahwa hubungan 
kemitraan ini kurang baik seperti yang diutarakan oleh Bapak Yuri: 
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“Hubungan kemitraan kurang baik, karena kita tahu kondisi dilapangan 
kayak apa, perusahaan tidak memahami kita dilapangan. 
 
Sedangkan menurut Bapak Firdaus:  
“Hubungan kemitraan masih kurang  baik karena tidak transparan, Enak 
yang dulu, tiap hari bisa nutup 20 poin  22 poin, sekarang udah lama pun 
paling mentok 11 poin , itu udah kerjanya dari pagi sampai malam, sekarang 
banyak driver yang sakit karena kerjanya belasan jam”. 
 
Begitu juga yang dituturkan ole  Bapak yufan: 
 
“Hubungan kemitraan sekarang kurang baik , kalo dulu baik, sekarang 
kurang bagus beberapa keluhan dari kita tidak ditanggapi oleh perusahaan” . 
 
Dari penuturan Bapak Yuri dan Bapak Yufan dapat digambarkan bahwa 
pengemudi menganggap bahwa hubungan kemitraan selama ini kurang baik. Hal 
ini karena perusahaan tidak melibatkan pengemudi dalam pengambilan 
keputusan padahal pengemudi yang lebih mengetahui kondisi dilapangan. Begitu 
juga dengan transparasi informasi dan kurang ditanggapi keluhan pengemudi 
menjadi persoalan yang penting bagi pengemudi. Harapan pengemudi untuk 
sistem dikembalikan pada sistem awal-awal dulu ketika perusahaan baru berdiri. 
Ketika awal perusahaan hadir untuk merekrut para pengemudi, banyak insentif 
dan stimulus yang ditawarkan kepada pengemudi, sehingga pengemudi merasa 
tertarik dan bergabung secara permanen dengan meninggalkan pekerjaan 
lamanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang didapatkan oleh pengemudi 
cukup besar dari pekerjaan lamanya, pengemudi juga bebas dalam menentukan 
waktu pekerjaaannya, sangsi belum berat dan keluhan pengemudi juga 
ditanggapi oleh pihak kantor. 
  Dengan berjalannya waktu, pekerjaan sebagai pengemudi transportasi 
daring memberikan ketertarikan yang besar bagi masyarakat lainnya untuk 
bergabung dengan perusahaan. Perusahaan juga awal-awal memberikan 
kemudahan bagi pengemudi untuk bergabung seperti pendaftaran via daring dan 
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juga belum membatasinya calon pengemudi untuk bergabung. Akibatnya  jumlah 
pengemudi menjadi lebih banyak, dimana penambahan pengemudi lebih besar 
dari penambahan konsumen. Hal ini tentu berdampak kepada daya tawar 
pengemudi kepada perusahan menjadi lebih rendah. Aturan yang diberlakukan 
menjadi lebih merugikan pengemudi. Begitu juga target poin untuk mendapatkan 
insentif menjadi lebih susah, keluhan juga tidak ditanggapi dan sangsi ke 
pengemudi juga sangat  berat.   
Dari tingkat kesejahteraan pengemudi ketika bergabung dengan 
perusahaan, ada kecenderungan peningkatan kesejahteraan pengemudi dari 
pekerjaan sebelumnya.  Seperti yang diutarakan oleh Bapak Yosi: 
“Dulu kan saya kerja di hotel, terimanya cuma UMR sama insentif, kalo 
sekarang saya ikut grab kalo di hitung sekitar 100 -150 ribu perhari, 
bersihnya ya mirip-mirip dan ada lebih sedikit kalo d grab, tapi lebihnya juga 
perlu ada maintenance kendaraan. 
 
Begitu juga dengan yang dituturkan Bapak Tri Prasetyo sebagai berikut: 
 
“Ya Alhamdulillah meningkat dari pekerjaan sebelumnya “  
Sedangkan Bapak Yufan mengatakan: 
“Sebelum saya di gojek saya pernah kerja difarmasi  kemudian saya resign 
karena ada faktor pendapatan mulai tidak bagus sehingga saya beralih ke 
online dan Alhamdulillah, tapi lebih baik ketika awal-awal gabung dulu kalo 
sekarang agak menurun”.    
 
Dari penuturan responden diatas dapat di simpulkan bahwa secara 
kesejahteraan pengemudi memang mengalami peningkatan ketika awal-awal 
bergabung dengan perusahaan. Kemudian kesejahteraan itu lama-kelamaan 
menurun karena orderan semakin berkurang dan capaian target poin untuk 
insentif menjadi lebih sulit. Para pengemudi seperti mendapatkan harapan ketika 
awal bergabung dengan pendapatan dan orderan yang tinggi, kemudian ketika 
pengemudi sudah menggantungkan harapan tersebut dengan bekerja sepenuh 
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waktu pada transportasi daring maka pendapatan dan orderan tersebut 
berangsur-angsur mengalami penurunan. 
Sistem yang dibuat perusahaan menyebabkan akun pengemudi mengalami 
naik turun. Walaupun mengalami penurunan pendapatan tetapi pengemudi tidak 
bisa berbuat apa-apa selain mengikuti dan tetap bertahan sebagai pengemudi 
transportasi berbasis daring. Pengemudi merasa sangat bergantung dengan 
aplikasi dari perusahaan. Hal ini tidak terlepas karena faktor pengemudi 
menjadikan pekerjaan utama sedangkan usia pengemudi sudah tidak muda lagi 
untuk mencari pekerjaan lainya, pengemudi merasa terpaksa. Hal ini sesuai 
dengan yang dituturkan oleh Bapak Slamet sebagai berikut:  
“Kalo kita tidak terpaksa kita tidak akan bergabung disini karena kalo usia 
kita yang sudah lanjut susah mencari pekerjaan, kalo ditanya iya menurun 
karena supply dan demand tidak seimbang”. 
 
Senada dengan diatas Bapak Fredy juga menuturkan:  
“Untuk seusia saya, saya kira usia diatas 50 tahun, kita ga punya skill kita 
mau kemana? kecuali masih muda masih produktif  bisa mencari kerja 
kemana kemari mungkin mikir, tapi untuk yang usia  50 tahun keatas ya 
mereka akan nerima aja apa yang dari perusahaan. 
Walaupun demikian para pengemudi sepakat bahwa kerja didalam 
transportasi daring memiliki tingkat fleksibilitas waktu yang tinggi. Mereka bebas 
untuk menggunakan waktunya baik dalam bekerja maupun waktu istirahat. 
Sehingga bagi mereka yang sudah tidak muda lagi maka akan tidak 
memaksakan kerja untuk mencapai target poin dengan waktu kerja yang lebih 
dari 8 jam. 
Pada dasarnya pengemudi mengganggap hubungan kemitraan dengan 
perusahaan cukup baik, karena dari segi pendapatan yang didapat oleh 
pengemudi lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan mereka sebelumnya. 
Sehingga mereka masih merasa menguntungkan untuk tetap bergabung dan 
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menepikan hak-hak mereka dalam konsep hubungan kemitraan dengan 
perusahaan. Mereka hanya punya dua pilihan yaitu ikut gabung dengan 
konsekuensi apapun kebijakan atau kalau tidak setuju keluar dari kemitraan dan 
kembali ke pekerjaan lama. Disamping itu mereka juga tidak memiliki ruang 
untuk menuntut terlalu banyak kepada perusahaan.  
 Para Pengemudi hanya berharap adanya peran pemerintah dalam 
membantu hak-hak mereka. Selama ini pemerintah telah andil membantu 
pengemudi dengan penentuan tarif batas atas dan batas bawah kepada 
perusahaan aplikasi. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengemudi karena tarif 
terstandart dan perusahaan juga tidak semena-mena menentukan tarif yang 
rendah. Akan tetapi bagi mitra pengemudi peran pemerintah masih kurang, 
seperti yang dituturkan oleh Bapak Slamet sebagai berikut: 
“Seharusnya ada payung hukum , seperti keselamatan driver, sekarang 
memang ada asuransi tapikan mandiri, kesehatan dirver juga ditanggung 
sendiri,  sampai sekarang kita kan memang tidak ada payung hukum, kalo 
kemaren ada aturan menteri tapi secara undang-undang kan ga ada ,   
keberlangsung kita sebagai driver dengan jumlah yang sudah jutaan ini 
seharusnya pemerintah bisa membuatkan payung hukumnya”. 
 
Senada dengan Bapak Slamet  Bapak Adi juga menuturkan: 
“Kita butuh badan hukum buat perlindungan mitra pengemudi, karena kita ga 
ada kekuatan apa-apa, misalnya  kalo kita di suspend ga jelas atau putus 
kontrak kita tanya keperusahaan tapi kita kurang kuat”. 
 
Sedangkan Bapak Rifki Pratama menuturkan: 
 
“Pemerintah bisa membuat payung hukum bagi driver, supaya bisa 
mengurangi gesekan dengan angkutan lain”. 
Dari penuturan para respoden dapat kita simpulkan bahwa para pengemudi 
sangat membutuhkan payung hukum dari pemerintah. Hal ini tentu untuk 
keberlangsungan dan kepastian hukum para mitra pengemudi jika terjadi 
permasalahan yang merugikan pengemudi. Selama ini pengemudi transportasi 
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daring roda dua tidak memiliki regulasi baik Undang-Undang maupun Peraturan 
Pemerintah. Permasalahan inilah yang membuat para pengemudi tidak bisa 
melakukan apa-apa dalam persamaan hukum baik dengan perusahaan maupun 
dengan angkutan lain.  
Pemerintah tentu perlu merumuskan aturan bagi keberlangsungan para 
mitra pengemudi yang jumlahnya sudah mencapai jutaan ini. Jika terjadi 
ketimpangan dalam kemitraan ini maka juga akan berdampak pada sistem 
keamanan masyarakat secara keseluruhanya. Selama ini para mitra pengemudi 
hanya bisa  menyuarakan tuntutannya melalui unjuk rasa agar mendapat 
perhatian dari pemerintah. Aksi-aksi seperti ini seharusnya bisa diminimalisir jika 
pemerintah memberikan payung hukum kepada para mitra dengan perusahaan. 
5.7 Pengaruh faktor informasi asimetris dan biaya transaksi terhadap 
hubungan kemitraan. 
5.7.1 Pengaruh Informasi asimetris terhadap biaya Transaksi 
Temuan penting dalam analisis kuantitatif adalah adanya pengaruh antara 
variabel informasi asimetris dengan variabel biaya transaksi. Hubungan 
pengaruh yang positif ini menandakan semakin tinggi informasi asimetris yang 
terjadi maka semakin tinggi biaya transaksi yang dialami oleh para mitra 
pengemudi.  Hal ini diperjelas dengan temuan dalam analisis kualitatif bahwa 
para mitra pengemudi mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapatkan 
informasi jika terjadi sangsi dari perusahaan. Begitu juga sistem informasi dalam 
mendapatkan orderan menyebabkan biaya transaksi pengemudi menjadi lebih 
tinggi karena bekerja dengan waktu yang lebih lama.   
Menurut Husted dan Folger (2004) biaya transaksi terdiri dari; biaya search 
(mencari), bargaining (menawar), monitoring (memantau), enforcement 
(pemaksaan pertukaran) serta biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan 
dengan produksi barang dan jasa, dimana biaya-biaya ini muncul berkenaan 
187 
 
dengan informasi yang tidak simetris. Dalam hal ini asimetris yang terjadi pada  
mitra pengemudi menyebabkan munculnya biaya transaksi untuk mengerjakan 
pengukuran kelengkapan-kelengkapan yang dipertukarkan dan untuk melindungi 
hak-hak kepemilikan pengemudi dalam  menegakkan keadilan. 
Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Pratt dan Zeckhauser (1985) 
bahwa terjadinya informasi asimetri (asymetric information) ini dapat 
mempengaruhi efisiensi pasar, dimana salah satu pihak selalu berusaha 
memperkecil kesenjangan informasi dengan melakukan tindakan untuk 
mengeluarkan sejumlah biaya transaksi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak 
tertentu, dalam hal ini adalah pihak mitra pengemudi. Begitu juga dengan 
temuan penelitian Priyanto (2014) bahwa Informasi asimetris berpengaruh 
positif signifikan dengan biaya transaksi yang mengindikasikan, bahwa semakin 
tinggi konflik kepentingan yang terjadi dalam organisasi maka akan 
mengakibatkan timbulnya biaya pengaturan dan negosiasi dalam 
mengakomodir kepentingan.   
Dari temuan kajian diatas bahwa dikatakan semakin tinggi informasi 
asimetris yang terjadi antara pengemudi dengan perusahaan maka akan 
meningkatkan konflik kepentingan yang terjadi antar pengemudi dengan 
perusahaan. hal ini yang tentunya apabila di biarkan akan menimbulkan exces 
ketidakpuasan dengan berbagai tindakan yang dapat merugikan kedua belah 
pihak. Oleh karena itu meminimalisir informasi asimetris yang terjadi pada mitra 
pengemudi dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan tindakan 
pertemuan rutin dan sosialiasi aturan main dengan kesepakatan bersama.  
Hal ini konsisten dengan teori keagenan yaitu, semakin banyak informasi 
yang disembunyikan pihak agen yaitu perusahaan, maka akan semakin tinggi 
risiko yang harus ditanggung oleh principal yaitu pengemudi. Asimetri informasi 
menyebabkan risiko informasi semakin tinggi, tingginya risiko informasi akan 
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berdampak pada tingginya biaya transaksi yang akan dikeluarkan oleh principal. 
Oleh karena itu, perusahaan harus menurunkan tingkat asimetri informasi agar 
biaya transaksi pun menjadi rendah. 
Informasi asimetris yang terjadi antara pengemudi dengan perusahaan 
akibat adanya pengetahuan tersembunyi (hidden knowledge) yang dimiliki 
perusahaan. Perusahaan membuat aplikasi dengan teknologi informasi 
algoritma yang dapat memudahkan dan dikontrol oleh perusahaan. Sedangkan 
di sisi pengemudi tidak memiliki kepahaman dan pengetahuan terkait teknologi 
sistem aplikasi tersebut. Sehingga pengemudi tidak mendapatkan informasi 
yang sempurna dari perusahaan terkait sistem kerja aplikasi tersebut. Padahal 
aplikasi ini sangat menentukan kerja dan pendapatan pengemudi. Hal ini 
menyebabkan pengemudi tidak memiliki pilihan dan hanya mengikuti sesuai 
dalam aplikasi. hal ini menyebabkan pengemudi menjadi ketergantungan 
dengan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan.  
Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan Smart PLS 
didapati bahwa nilai estimate loading factor untuk factor informasi asimetris 
yang paling tinggi adalah indikator pengambilan keputusan. Implikasinya adalah 
banyak pengemudi yang merasa pemutusan mitra atau pemberhentian 
operasional sementara yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak kepada 
pengemudi menjadi sangat krusial dan penting bagi pengemudi. Informasi 
asimetris dalam keputusan pemutusan mitra dan pemberhentian sementara ini 
seharusnya informasi penyebabnya dibuka secara transparan dan adanya 
pembelaan dari mitra pengemudi. Nilai estimate loading faktor tertinggi kedua  
adalah indikator pengungkapan informasi. Indicator ini sangat berkaitan dengan 
biaya transaksi akibat informasi asimetris. Mitra pengemudi mengeluarkan 
sejumlah biaya untuk menjadikan akunnya menjadi gacor atau sering 
mendapatkan orderan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan pengemudi 
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mereka mengeluarkan sejumlah biaya kepada pihak-pihak yang dapat 
memodifikasi akunnya melalui group facebook, group Whatsapp maupun group 
offline lainnya.     
Ketergantungan mitra pengemudi pada aplikasi perusahaan meningkatkan 
pengalaman ketidakamanan pengemudi, terutama dalam hal risiko 
pemberhentian sementara dan pemutusan kontrak. Mitra pengemudi pada 
umumnya tidak memiliki sarana memadai untuk melawan keputusan perusahaan 
atau menanggapi penilaian pelanggan. Keputusan perusahaan aplikasi  adalah 
mutlak tanpa ada transparansi dan melihat hak-hak dari para mitra pengemudi. 
Semua keputusan disandarkan pada teknologi aplikasi yang dimiliki perusahaan.  
Cara kerja aplikasi pada transportasi daring  dilakukan secara otomatis, 
dengan memanfaatkan teknologi algoritma yang telah dirancang khusus. Cara 
kerja ini, menitikberatkan pada layanan navigasi atau perpetaan yang akurat. 
Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, sebagai alat navigasi utama para 
pengemudi. Selain digunakan memetakan lokasi pengguna dan pengemudi, 
Google Maps pun digunakan untuk menentukan jarak tempuh dan petunjuk ke 
lokasi tujuan pemesan. Penggunaan teknologi algoritma memerlukan etika 
algoritma. Pembahasan etika pada teknologi algoritma atau kecerdasan buatan 
perlu dilakukan segera untuk mengidentifikasi batasan-batasan etis pada 
penggunaan kecerdasan buatan. Topik diskusi yang penting menyangkut pada 
perlindungan warga negara, termasuk dalam hal pekerjaan. Pemerintah perlu 
memikirkan transisi lanskap ketenagakerjaan yang akan terjadi, intervensi seperti 
apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan transisi ini berjalan 
dengan risiko yang minimal.  
Menurut Centre for Innovation Policy and Governance (2018) ada tiga hal 
utama yang perlu diterapkan terkait dengan etika dalam teknolgi algoritma yaitu; 
a. Privasi, prinsip privasi penting terutama untuk penggunaan data pribadi. 
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Kebijakan yang dibuat harus memastikan bahwa individu, sebagai pengguna 
teknologi, menyetujui pengolahan data pribadi pada penerapan teknologi.            
b. Transparansi , Perlu ditekankan sebagai prinsip kebijakan proses pengolahan 
data di tiap aplikasi teknologi, terutama jika aplikasi teknologi tersebut 
menggunakan data publik, hasilnya digunakan untuk kepentingan publik, 
dan/atau menyangkut kehidupan pribadi seseorang. c. Akuntabilitas, prinsip 
akuntabilitas penting untuk diterapkan pada keseluruhan proses pengaplikasian 
keempat teknologi bahasan, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga 
penggunaan data. Akuntabilitas ini penting untuk merunutkan tanggung jawab 
pada penggunaan teknologi. Dari penjelasan diatas sudah semestinya 
perusahaan aplikasi mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi 
algoritma yang disesuaikan dengan aturan pemerintah. 
5.7.2 Pengaruh BiayaTransaksi terhadap Hubungan Kemitraan 
Temuan berikutnya dalam analisis kuantitatif adalah  variabel biaya transaksi 
tidak berpengaruh  terhadap variabel hubungan kemitraan. Hal ini menadakan 
bahwa saat ini berapapun biaya transaksi yang dikeluarkan mitra pengemudi 
tidak mempengauhi pengemudi dalam hubungan kemitraan dan tetap mau 
bergabung. Hal ini juga diperkuat dalam analisis kualitatif dimana para 
pengemudi secara umum mengalami pendapatan yang meningkat ketika 
bergabung dengan perusahaan aplikasi dari pekerjaan sebelumnya. Sehingga 
biaya yang dikeluarkan pengemudi masih menutup dengan pendapatan yang 
diterima mereka dalam bekerja sebagai transportasi berbasis daring. Oleh 
karena itu walaupun biaya transaksi meningkat akan tetapi hubungan kemitraan 
masih baik-baik saja dan tidak berpengaruh karena pendapatan yang mereka 
terima masih diatas rata-rata dari pekerjaan mereka sebelum bergabung dengan 
perusahaan aplikasi.  
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Hal ini sejalan dengan temuan Anders dan Iwona (2016) bahwa platform 
dengan menggunakan Internet telah menciptakan berbagai macam bisnis baru 
yang berkembang pada penyediaan jasa dengan menurunkan biaya transaksi. 
Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi transaksi pada transportasi 
berbasis daring telah memberikan manfaat dalam pengurangan biaya produksi 
dan biaya transaksi. Mamfaat yang paling besar diterima adalah pihak pengguna 
atau penumpang dengan biaya yang sangat murah kemudian ditambah dengan 
berbagai discount dari perusahaan. Selain itu kemudahan dari penggunaan 
aplikasi memiliki rasa aman bagi pengguna karena perusahaan terus 
meningkatkan keamanan dala operasional. 
Disisi pengemudi juga mendapatkan mamfaat dengan penggunaan teknologi 
informasi algoritma berbasis aplikasi ini telah memberikan penurunan biaya 
transaksi yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan 
pengemudi dari pekerjaan sebelumnya. Bagi mereka yang memahami dan cepat 
belajar menggunakan teknologi informasi ini tentu akan lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan pengemudi yang kurang memahami penggunaan teknologi 
informasi. Sifat dari penggunaan teknologi ini adalah swakelola atau belajar sediri 
karena perusahaan dalam memberikan informasi atau sosialiasi berbasis aplikasi 
pada masing-masing account yang dimiliki oleh pengemudi.     
Walaupun demikian hasil temuan analisis deskriptif memperlihatkan secara 
keseluruhan indikator yang membangun variabel biaya transaksi nilai rerata 
(mean) adalah 3.96 atau mendekati 4.0. hal ini mengindikasikan bahwa secara 
keseluruhan responden menilai adanya biaya transaksi dalam kemitraan antara 
pengemudi roda dua transportasi daring dengan perusahaan penyedia aplikasi. 
Dari empat indicator yang membangun variabel biaya transaksi yaitu; indikator 
biaya pencarian informasi, indicator biaya negosiasi, indikator biaya pengawasan 
dan indicator ketidakpastian transaksi. Hasil tabulasi memperlihatkan indikator 
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ketidakpastian transaksi yang paling dominan atau nilai tertinggi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya biaya yang muncul oleh pengemudi  akibat 
ketidakpastian transaksi dalam mendapatkan orderan didalam sistem aplikasi 
perusahaan.  
Temuan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Akbar dan Tracogna 
(2018) yang menemukan Ketidakpastian transaksi berkaitan dengan rentang 
waktu transaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi luasnya kontinjensi di masa 
depan yang memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang 
menimbulkan  perselisihan dalam tata kelola transaksi. Dengan ketidakpastian 
transaksi akan menimbulkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang 
berkontrak dan menciptakan monopoli bilateral atau hubungan yang tidak 
seimbang yaitu, pihak yang telah membuat investasi dapat dieksploitasi oleh 
pihak lain yang dapat mengingkari atau menahannya. 
Menurut Coase (1937), ketidakpastian menimbulkan adanya perubahan, 
dalam organisasi dan lembaga. Coase juga mengatakan ketidakpastian maka 
akan memberikan ketergantungan pada satu sama lain. Ketidakpastian dalam 
hubungan kemitraan pada transportasi berbasis daring menciptakan 
ketergantungan yang tinggi antara mitra pengemudi dengan aplikasi perusahaan.  
Untuk itu hirarki mungkin menjadi jawaban dari ketidakpastian dan 
ketidaklengkapan kontrak. Hal ini diperlukan peran hirarki yang lebih tinggi yaitu 
pemerintah dalam meciptakan kontrak yang lengkap untuk memberikan kepastian 
pada kedua belah pihak. 
Oleh karena itu walaupun biaya transaksi tidak berpengaruh signifikan dalam 
hubungan kemitraan transportasi berbasis daring akan tetapi faktor 
ketidakpastian, rasionalitas terbatas dan oportunisme menjadi masalah utama 
dalam proses transaksi pada transportasi daring (Anders dan Iwona, 2016). Hal 
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ini dimungkinkan mitra pengemudi transportasi berbasis daring memiliki 
pengetahuan dan informasi yang sangat terbatas terhadap proses operasi 
aplikasi yang dijalankan oleh pihak perusahaan. Lemahnya informasi yang 
didapatkan pengemudi meyebabkan negosiasi menjadi lebih rendah sehingga 
ketidakpastian mitra pengemudi menjadi lebih tinggi terhadap perusahaan. 
Sedangkan disisi lain semua agen ekonomi memiliki rasionalitas untuk 
memaksimalkan keuntungan sehingga dimungkinkan perusahaan bertindak 
oportunis.  
Namun pandangan Williamson (1975) mengatakan bahwa penalaran perlu 
dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Isu 'ketidakpastian' dari apa yang 
disebut sifat pasar (atau faktor lingkungan). Hal ini harus terhubung ke faktor 
manusia. Oleh karena itu Williamson mengajukan, dua atribut dasar manusia 
membuat keputusan yaitu oportunisme dan rasionalitas terbatas. Namun, biaya 
transaksi akan semua relatif rendah jika semua transaksi yang mirip dan memiliki 
karakteristik yang sama. Pandangan Willamson ini memberikan implikasi pada 
hubungan kemitraan transportasi berbasis daring bahwa semua transaksi yang 
terjadi harus memiliki standart dan informasi yang sama untuk semua pihak. 
Dalam etika penggunaan teknologi informasi algoritma juga mewajibkan 
transparansi informasi bagi seluruh pengguna teknologi aplikasi. 
5.7.3 Pengaruh Informasi Asimetris Terhadap Hubungan Kemitraan   
Temuan selanjutnya dalam analisis kuantitatif adalah adanya pengaruh  
variabel informasi asimetris terhadap hubungan kemitraan transportasi berbasis 
daring. Semakin meningkat informasi asimetis yang terjadi pada mitra pengemudi 
maka akan semakin meningkatnya juga persepsi rendahnya hubungan kemitraan 
antara pengemudi dengan perusahaan. Hal ini diperkuat dengan temuan dalam 
analisis kualitatif yang mengatakan bahwa terjadi informasi asimetris dalam 
sistem aplikasi perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil kajian yang 
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ditemukan oleh Rosenblat dan Stark (2016) yaitu: perusahaan aplikasi 
meningkatkan kontrol tidak langsung yang signifikan terhadap pengemudi dalam 
melakukan pekerjaannya. Hal ini disebabkan Informasi yang terbatas  yang 
dihasilkan oleh aplikasi perusahaan menyebabkan pengemudi tidak memiliki 
daya tawar justru perusahaan yang memiliki kontrol yang besar terhadap 
pengemudi dan pekerjaannya.  
Schift dan Lewin (1970) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan 
bahwa agent berada pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai 
kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan 
dibandingkan dengan principal. Asumsi dasar adalah individu-individu akan 
bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, oleh karena itu 
dengan adanya informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk 
menyembunyikan sebagian informasi yang tidak diketahui prinsipal. Sehingga 
dalam kondisi semacam ini prinsipal seringkali pada posisi yang tidak 
diuntungkan 
Dalam hal ini perusahaan aplikasi sebagai agen yang menghubungkan 
pengemudi dengan konsumen sudah semestinya mengedepankan kepentingan 
pengemudi sebagai principal yang juga wajib mendapatkan pelayanan yang 
terbaik dari perusahaan. Mengikuti pandangan Scott (2000) bahwa terdapat dua 
jenis asimetris informasi yaitu Adverse Selection dan moral hazard. Adverse 
Selection  yang di maksud adalah perusahaan lebih banyak mengetahui prospek 
usaha dan berbagai keuntungan yang akan diraih sehingga mempengaruhi 
keputusan sementara pengemudi tidak diberikan informasi. Sedangkan moral 
hazard yang dimaksud adalah perusahaan aplikasi melakukan tindakan yang 
merugikan pengemudi tanpa memberikan informasi kepada pengemudi dan 
melanggar kesepakatan kontrak atau etika yang berlaku.  
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Berdasarkan hasil analisis multivariate dengan menggunakan Smart PLS 
didapati bahwa nilai estimate loading factor untuk factor informasi asimetris yang 
paling tinggi adalah indikator pengambilan keputusan. Implikasinya terhadap 
hubungan kemitraan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
perusahaan aplikasi dalam pemberian sangsi kepada mitra pengemudi. Sangsi 
pemberhentian operasional sementara dan pemutusan mitra secara sepihak oleh 
perusahaan sangat memberatkan dan mengkuatirkan mitra pengemudi. Sangsi 
yang diberikan selalu berdasarkan penilaian konsumen tanpa dilakukan cek dan 
ricek atau meminta keterangan kepada pengemudi. Dampaknya bagi pengemudi 
terhadap keberlangsungan bekerja di perusahaan aplikasi menjadi sangat tidak 
mengkuatirkan. Mitra pengemudi merasa walaupun sudah membangun reputasi 
perusahaan dengan memberikan pelayanan yang maksimal cukup lama tidak 
menjadi jaminan untuk tidak diberikan sangsi atau keringan sangsi jika mendapat 
penilaian rendah oleh konsumen pada suatu waktu. Oleh karena itu pengemudi 
sangat berharap sistem pemberian sangsi berdasarkan informasi dari konsumen 
perlu ditinjau ulang oleh perusahaan. Perusahaan dapat menyaring dan mengkaji 
terlebih dahulu apa yang menjadi penilaian konsumen kemudian juga sangsi 
pemutusan mitra tidak seharusnya terlalu mudah diberikan karena berkaitan 
dengan keberlangsungan dan kebutuhan dasar pengemudi.  
Kemudian temuan lain dari hasil  wawancara dengan para mitra pengemudi, 
informasi asimetris yang sesuai dengan hubungan kemitraan pada transportasi 
berbasis daring adalah adverse selection. Mitra pengemudi merasa bahwa 
perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengemudi setiap 
transaksi yang terjadi, sedangkan bonus poin yang diberikan oleh perusahaan 
kepada pengemudi itu merupakan hak bagi pengemudi karena bekerja lebih 
waktu. Sementara untuk moral hazard mitra pengemudi memang tidak merasa 
ada etika yang dilanggar perusahaan karena kontrak yang dilakukan tidak 
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lengkap hanya sepihak kepada pengemudi dan perusahaan tidak menjanjikan 
apa-apa kepada pengemudi.  
Berbeda perlakuan dengan yang dialami oleh konsumen, perusahaan akan 
selalu mengurangi asimetris informasi yang terjadi dengan konsumen. Menurut 
Cohen dan Sundararajan (2015) penggunaan digital platform dapat mengurangi 
asimetri informasi antara penyedia aplikasi dengan konsumen melalui online 
platform. Hal ini bisa dibuktikan dengan kelengkapan informasi yang diterima 
oleh konsumen melalui akun yang dimilikinya, seperti nama dan plat motor 
pengemudi, jarak atau rute yang dilewati, biaya yang dikeluarkan dan 
performance dari pengemudi. Semua data ini masuk kedalam akun konsumen 
dan konsumen juga berhak untuk menilai layanan yang diberikan oleh 
pengemudi. Secara tidak langsung beberapa hal inilah yang menyebabkan 
konsumen menjadi lebih nyaman dan aman menggunakan aplikasi ini walaupun 
konsumen tahu bahwa mitra pengemudi bukanlah sepenuhnya professional.  
Berdasarkan pernyataan Cohen dan Sundararajan (2015) bahwa 
penggunaan digital platform dapat mengurangi asimetris informasi, maka 
sebenarnya perusahaan juga dapat melakukan pengurangan asimetris informasi 
pada pengemudi. Hal ini tentu diperlukan keseriusan perusahaan aplikasi untuk 
menganggap mitra pengemudi adalah sebenar-benarnya mitra yang seimbang. 
Hal inilah yang mungkin dirasa sulit karena rasionalisasi kepentingan yang 
berbeda antara perusahaan dengan pengemudi. Untuk itu langkah yang 
memungkinkan dilakukan adalah intervensi dari hirarki yang lebih tinggi yaitu 
pemerintah.      
 Temuan dalam analisis deskriptif secara keseluruhan  dari nilai indikator 
yang membangun variabel informasi asimetris  nilai reratanya adalah 3.85. Dapat 
diartikan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa adanya asimteris 
informasi antara pengemudi dengan perusahaan. Indikator informasi asimetris 
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tertinggi  ada pada indikator informasi kinerja. Kemudian di susul indikator 
pengambilan keputusan, indikator transaksi dan indikator pengungkapan 
informasi. Terakhir yang paling rendah asimteris informasi pada indikator tarif 
dan insentif.    
   Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa performa kinerja pengemudi 
sangat bergantung dengan penilaian konsumen. Banyak konsumen yang tidak 
obyektif dalam menilai sedangkan pengemudi tidak mengetahui informasi 
penilaian tersebut. Dampaknya pengemudi mengalami suspend atau hukuman 
dari perusahaan atau yang lebih ekstrem adalah pemutusan mitra. Hal ini 
menyebabkan kerugian yang tinggi karena selama ini pengemudi juga sudah 
berusaha untuk memaksimalkan pelayanan untuk reputasi perusahaan, tetapi 
dengan hukuman sepihak tanpa mendapatkan pembelaan atau pertimbangan 
yang lebih adil. 
Dalam menjalankan pekerjaannya pengemudi tidak mengetahui informasi 
bagaimana sistem bekerja disaat nilai akun dan performa mereka sama. Oleh 
karena itu tidak jarang mereka mencari informasi ke kantor perusahaan mitra 
untuk bertanya bagaimana tiba-tiba akun mereka menjadi anyeb atau sepi 
orderan. Jawaban dari pihak kantor biasanya bahwa itu sudah sistem yang 
mengatur dan tidak ada solusi kecuali tingkat performa, tidak menolak orderan 
dan selalu mobile. Jawaban seperti ini sudah dilakukan oleh pengemudi akan 
tetapi banyak yang tidak berhasil. 
Dalam menyikapi hal ini, mitra pengemudi yang cerdas akan mencari 
informasi dari berbagai sumber kemudian melakukan analisis untuk 
mendapatkan gambaran yang tepat untuk meningkatkan performa akun agar 
lebih banyak mendapatkan orderan. Sedangkan sebagian mitra pengemudi 
menggunakan jasa illegal dari pihak ketiga yang memahami teknologi informasi 
untuk memodifikasi akun pengemudi agar mendapatkan orderan yang lebih 
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banyak. Untuk kasus yang kedua ada yang gratis melalui komunitas dan ada 
juga pengemudi yang membayar uang kepada pihak pemberi jasa tersebut. 
Informasi asimetris  yang terjadi ini menyebabkan sebagian  mitra pengemudi 
membangun komunitas secara swadaya untuk sekedar berbagi informasi atau 
membantu rekan sesama pengemudi. Komunitas tersebut bisa dalam bentuk 
komunitas fisik maupun komunitas dalam bentuk media daring. Komunitas fisik 
biasanya anggotanya terbatas pada daerah tertentu dan anggotanya tidak begitu 
ramai. Sedangkan komunitas dalam bentuk media daring seperti facebook, 
whatsapp, instagram dan sebagainya memiliki anggota komunitas lintas daerah 
dan jumlah anggota lebih ramai. Dalam penelitian Gunawan dan Wardana (2018) 
mengatakan pengemudi yang tidak bergabung dalam sebuah komunitas, 
biasanya sangat lamban menerima informasi-informasi terkini tentang 
perkembangan sistem pekerjaan. Sedangkan sebagian pengemudi menganggap 
komunitas juga tidak memiliki andil yang cukup besar jika pengemudi memiliki 
masalah dengan perusahaan justru iuran komunitas membebankan anggota dan 
tidak jelas penggunaanya.  
Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan memiliki teknologi yang 
tinggi seperti perusahaan aplikasi transportasi berbasis daring, ketika mereka 
memasuki kemitraan dengan mitra yang lebih kecil, memiliki kecenderungan 
untuk melakukan kesempatan penyelewengan terhadap mitranya (Benson & 
Ziedonis, 2009; Chesbrough & Tucci, 2004). Perusahaan atau mitra  yang lebih 
kecil mungkin perlu berhati-hati untuk mencapai kontrak kemitraan dengan 
perusahaan ketika asimetri informasi yang tinggi karena mitra yang sudah besar  
cenderung menyalahgunakan teknologi perusahaan yang lebih kecil (Dushnitsky 
& Shaver, 2009) 
Berbagai literatur mengusulkan beberapa mekanisme yang dapat digunakan 
untuk mengatasi asimetri informasi diantaranya melalui insentif kontrak dan 
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monitoring (Fama, 1980; Jensen, 1986; Krep, 1997; Wiseman et al., 1998). 
Argumentasi lain untuk mengatasi ketidak pastian akibat asimetri informasi  
adalah untuk memasukkan perspektif lembaga dalam studi tentang banyak 
masalah yang memiliki struktur koperasi (Eisenhardt K. M., 1989).  
Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh menyeimbangkan informasi agar 
mitra pengemudi menjadi lebih seimbang satu dengan yang lainya adalah 
intervensi pemerintah dalam bentuk kelembagaan. Pemerintah memfasilitasi  
mitra pengemudi untuk membentuk asosiasi yang independen untuk mewadahi 
seluruh pengemudi yang mengalami keterbatasan informasi. Wadah asosiasi ini 
bisa dalam bentuk kelembagaan bersama (Eisenhardt, 1989). Lembaga yang 
didirikan memiliki pengurus diantaranya orang yang ahli dalam bidang informasi 
dan teknologi, memahami alur kerja algorithma dan ahli hukum yang mampu 
untuk menjelaskan informasi yang tersebunyi. 
Peran kelembagaan ini adalah mengurangi kontrak yang tidak lengkap yang 
di sebabkan oleh ketidak pastian sehingga terbukanya peluang yang cukup besar  
bagi munculnya contingencies (Klein, 1980). Dengan begitu, kontrak disini bisa 
pula dimaknai sebagai instrument kompensasi yang didesain untuk 
mengeliminasi dampak dari informasi asimetris.  
Kontrak yang sesuai untuk digunakan adalah kontrak relasional yaitu kontrak 
yang tidk bisa menghitung seluruh ketidakpastian dimasa depan, tetapi hanya 
berdasarkan kesepakatan dimasa silam, saat ini, dan ekspektasi terhadap 
hubungan dimasa depan diantara pelaku-pelaku yang ada di dalam kontrak 
(Macneil, 1974). Kontrak yang dimaksud mengacu kepada derajat implisit, 
informal dan tanpa ikatan (non bidding). Jika terjadi persoalan dalam hubungan 
kontrak tersebut, biasanya tidak diselesaikan lewat pengadilan tetapi dicapai 
melalui keseimbangan kerjasama dan pemaksaan (coercion), komunikasi dan 
strategi.    
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Selain intervensi pemerintah dalam bentuk kelembagaan solusi lain yang bisa 
dilakukan pemerintah dalam mengurangi asimetris informasi adalah memberikan 
kemudahan dan insentif pada perusahaan-perusahaan start up sejenis. Hal ini 
agar perusahaan-perusahaan start up aplikasi dalam transportasi berbasis daring 
sejenis lainnya dapat mengalami pertumbuhan dan persaingan industry menjadi 
lebih kompentitif. Persaingan perusahaan aplikasi yang sehat akan membuat 
perusahaan untuk menjaga reputasinya di mata mitra pengemudi dan konsumen.  
Reputasi ini menjadi sangat penting bagi pengemudi untuk bergabung, karena 
menurut Yamagishi dan Matsuda (2002) reputasi dapat memberikan solusi efektif 
untuk masalah asimetri informasi.  
Berdasarkan hasil analisis multivariate factor hubungan kemitraan, indikator 
yang memiliki nilai estimate loading factor tertinggi adalah otonomi dalam 
bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadinya informasi asimetris 
dalam hubungan kemitraan akan tetapi otonomi dalam bekerja menjadi prioritas 
dalam mempertahankan hubungan kemitraan. Pengemudi merasa kebebasan 
dalam waktu kerja memang ada walaupun mungkin bisa berpengaruh pada 
kinerja akun mereka. Beberapa dari pengemudi yang merasa ada keperluan 
penting atau ingin istirahat dapat menonaktifkan aplikasi mereka kapanpun 
mereka inginkan dan mengaktifkan kembali ketika mereka ingin bekerja kembali. 
Hal ini memberikan nilai tersendiri bagi pengemudi untuk mengatur jam kerja 
mereka untuk dijadikan prioritas. Pengemudi merasa keaktifan dalam bekerja 
sangat ditentukan oleh mereka sendiri tanpa merasa kuatir atau tidak harus izin 
keperusahaan untuk  tidak bekerja. Walaupun demikian berdasarkan wawancara 
pengemudi yang selalu mengaktifkan aplikasinya akan mendapatkan prioritas 
perusahaan dalam mendapatkan order dibandingkan dengan mereka yang 
jarang online dalam aplikasi. untuk itu pengemudi yang menjadikan pekerjaan 
mengemudi sebagai prioritas bekerja lebih dari waktu jam kerja merasa bahwa 
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otonomi dalam bekerja hanya untuk saat-saat tertentu saja dan mereka jarang 
menonaktifkan aplikasinya karena akan mengurangi pendapatannya.  
5.8 Model  Hubungan Kemitraan Yang Seimbang 
5.8.1 Model  Hubungan Kemitraan Saat Ini 
Dari analisis kualitatif dapat kita simpulkan bahwa kemitraan yang dibangun 
oleh perusahaan bukan sebuah kemitraan dalam pengertian menurut Burn 
(1966). Yaitu kemitraan usaha terletak pada kontribusi bersama, baik berupa 
tenaga (labor), modal (capital), lahan (land) mapun kepemilikan lainnya; atau 
kombinasi antar faktor tersebut untuk tujuan ekonomi, di mana pengendalian 
kegiatannya dilakukan bersama dan pembagian keuntungan atau kerugian 
didistribusikan di antara mitra kontributornya. Disini dijelaskan bahwa fakor-faktor 
produksi saling berkontribusi bersama, dan pengendalian kegiatan dilakukan 
bersama. Dalam  kemitraan transportasi daring faktor produksi memang saling 
berkontribusi, pengemudi memiliki kendaraan (modal) dan tenaga (labor) 
sedangkan perusahaan memiliki teknologi. Tetapi dalam pengendalian kegiatan 
mitra pengemudi tidak memiliki hak sama sekali semua pengendalian kegiatan 
operasional dilakukan oleh perusahaan.  
Dalam perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan perusahaan 
aplikasi, klausul isi perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan 
aplikasi tanpa melibatkan mitra pengemudi.  Mitra pengemudi hanya memiliki dua 
pilihan yaitu setuju dengan isi perjanjian atau tidak setuju dengan isi perjanjian 
kemitraan tersebut. Jika setuju maka mitra terikat dengan perjanjian kerjasama 
kemitraan tersebut dan jika tidak setuju maka mitra pengemudi tidak bisa 
bekerjasama dengan perusahaan aplikasi.. 
Persetujuan mitra pengemudi dilakukan dengan meng-klik perjanjian 
kemitraan yang terdapat pada aplikasi perusahaan aplikasi, sehingga perjanjian 
tertulis yang ditandatangani sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu hanya 
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terdapat. Didalam klausula perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, ditemukan 
banyak klausula yang hanya berpihak pada perusahaan aplikasi serta banyak 
juga ditemukan kebijakan sepihak (Mawanda & Muhshi, 2019). Beberapa 
klausula dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi (GO-JEK)  
dengan mitra pengemudi yang berpihak keperusahaan aplikasi antara lain 
(Mawanda & Muhshi, 2019): 
 a. Pasal 2 (c) Perjanjian Kemitraan “PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB)”, 
sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, berdasarkan pertimbangannya 
sendiri, dapat merubah atau menambahkan item butir perjanjian atau 
persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas 
persyaratan tersebut akan berlaku setelah Perusahaan Apikasi Karya Anak 
Bangsa mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut 
melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih 
perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hal ini dapat mencakup 
perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan 
atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau 
penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun 
kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan 
persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh 
persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”  
b.  Pasal 5.2 (c) Perjanjian Kemitraan para pihak sepakat dan setuju bahwa 
segala perubahan, amandemen atas perjanjian ini dan persyaratan 
(termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam 
Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukakan oleh GO-JEK, 
perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pihak Afiliasi GO-JEK atas 
dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik. 
Perubahan atas perjanjian ini atau persyaratan akan berlaku setelah GO-
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JEK atau perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa mengumumkan 
perubahan persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi Go-Jek ataupun 
melalui media lainnya yang dipilih oleh GO-JEK ataupun perusahaan 
Aplikasi Karya Anak Bangsa dan mitra menyetujui bahwa akses atau 
penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK ataupun 
perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa setelah tanggal pengumuman atas 
perubahan syarat dan ketentuan dalam persyaratan akan diartikan bahwa 
mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau 
ditambahkan. 
c.  Pasal 3.3 (a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh 
penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh mitra dengan menggunakan 
Aplikasi GO-JEK (“konsumen”), termasuk biaya pembatalan pemesanan 
oleh konsumen adalah harga yang ditunjukan melalui Aplikasi GO-JEK.  
d.  Pasal 3.3 (b) Mitra menyetujui bahwa perusahaan Aplikasi Karya Anak 
Bangsa dapat: i. Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan 
mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melaului Aplikasi 
GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh 
perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa); ii. Mengambil bagian dari setiap 
pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen atas jasa yang 
disediakan oleh mitra kepada konsumen untuk penggunaan aplikasi GO-
JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase 
tertentu atas jumlah yang diperoleh dari Konsumen (yang sudah termasuk 
pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan kapanpun oleh perusahaan 
Aplikasi Karya Anak Bangsa dan akan diberitahukan kepada mitra secara 
tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang 
dipilih oleh perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa); dan iii. Untuk menarik 
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jumlah pembayaran dari rekening bank mitra pada bank yang ditunjuk oleh 
perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa ataupun afiliasi dari perusahaan 
Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk melakukan penarikan jumlah yang 
ditentukan oleh perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk keperluan 
pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 di atas atau 
pembagian hasil yang dihitung berdasarakan cara lain yang ditentukan oleh 
AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh mitra. AKAB dapat mengambil bagian dari setiap pembayaran yang 
diterima oleh mitra dari konsumen melalui saldo yang diambil pada setiap 
transakasi yang dilakukan oleh mitra.  
Berdasarkan klausul diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan 
tersebut dibuat sendiri oleh perusahaan aplikasi tanpa melibatkan pengemudi 
sebagai mitra. Dalam klausula perjanjian tersebut perusahaan aplikasi memiliki 
hak untuk merubah, menambah, atau menghapus kapan pun persyaratan atau 
kebijakan dalam aplikasi secara sepihak tanpa dirundingkan dengan mitra 
pengemudi. Begitu juga di dalam Pasal 3.3 huruf b dikatakan bahwa jumlah 
pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang 
diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai). 
Sementara dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas berapa 
“persentase tertentu” yang dimaksud. Dan kebijakan pembagian hasil tersebut 
dapat berubah atau ditambah secara sepihak oleh perusahaan aplikasi 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5.2 (c) di atas. Hal tersebut 
menyebabkan kenaikan tarif dan pembagian hasil yang hanya dikontrol oleh 
perusahaan aplikasi tanpa campur tangan dari mitra (Mawanda & Muhshi, 2019)  
Mitra pengemudi sebagai ujung tombak pemberi layanan jasa kepada 
penumpang, mulai dari kepemilikan kendaraan, biaya operasional dan wajib 
memberikan kepuasan kepada penumpang. Hampir semua faktor produksi 
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dimiliki oleh mitra pengemudi. Sedangkan perusahaan hanya sebagai mediasi 
perantara antara mitra pengemudi dengan konsumen yang membutuhkan 
layanan jasa transportasi dengan menggunakan aplikasi platform untuk 
menghubungkan kedua pihak tersebut.  Perusahaan aplikasi tidak lebih seperti 
agen sedangkan pengemudi adalah principal. Tetapi secara realitanya 
pengemudi tidak seperti principal maupun agen karena mengikuti aturan main 
dan kontrol dari perusahaan.  
Perusahaan Aplikasi sudah mendeklarasikan bahwa mereka adalah 
perusahaan teknologi bukan perusahaan transportasi atau kurir dan tidak 
memberikan layanan transportasi atau kurir. Perusahaan tidak mempekerjakan 
penyedia layanan dan  tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau 
kelalaian penyedia layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk 
memudahkan pencarian atas layanan. Sehingga perusahaan aplikasi tidak 
berada dalam naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melainkan 
berada dalam naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo). Karena aplikator bersitegas bahwa dirinya bukannya 
perusahaan jasa transportasi tetapi perusahaan teknologi yang mempertemukan 
penguna jasa tranpsortasi dan penyedia jasa transportasi. Tetapi ironisnya 
mereka yang mengatur semua kebijakan dalam kemitraan tersebut.  
Berdasarkan pengakuan perusahaan aplikasi tersebut bertolak belakang 
dengan kenyataan dimana pola hubungan kemitraan saat ini lebih mengarah 
kepada hubungan kerja antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikasi 
bukan pola kemitraan. Pola hubungan kerja sektor formal, yakni hubungan kerja 
yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik 
untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung 
adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Orderan pekerjaan mitra pengemudi 
semua diatur dalam aplikasi tanpa ada pilihan untuk memilih orderan yang mana. 
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Didalam sistem hanya mengatur pilihan hanya ambil atau tidak, jika tidak diambil 
orderan tersebut maka akan menyebabkan akun mitra pengemudi menjadi sulit 
untuk mendapatkan orderan-orderan berikutnya. Hal inilah menyebabkan adanya 
unsur perintah dari perusahaan kepada mitra pengemudi, sehingga setiap 
orderan dari sistem dianggap perintah bagi mitra pengemudi wajib dilakukan, 
walaupun ada keberatan dari pengemudi seperti upah atau pendapatan yang 
tidak sesuai atau lokasi penjemputan yang terlalu jauh.  
Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan model 
hubungan kemitraan pada transportasi daring lebih mengarahkan kepada pola 
hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dengan mitra pengemudi. Pola 
hubungan perintah secara tidak langsung melalui cara kerja algoratima dalam 
aplikasi. Jika digambarkan maka model hubungan kemitraan saat ini seperti pada 
gambar dibawah ini. 
 
Gambar 5.5  






      Sumber : Hasil Penelitian, (2020). 
Berdasarkan gambar diatas perusahan aplikasi sebagai pemilik sistem 
aplikasi membuat aturan dan perjanjian kerjasama secara sepihak sedangkan 
mitra pengemudi wajib tunduk dengan perjanjian tersebut, jika tidak berkenan 
maka tidak akan pernah menjadi mitra perusahaan. Dalam istilah hukum ini 
disebut dengan perjanjian sepihak atau dikenal dengan istilah klausula 







mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar 
ganti rugi seluruhnya, dimana ciri-cirinya klausul sebagai berikut (Ahmadi Miru, 
2011 dalam Khalid, 2019): 1. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang memiliki 
kedudukan lebih tinggi 2. Pihak yang lemah tidak dilibatkan untuk menentukan 
unsur aksidentalia dalam perjanjian 3. Pihak yang lemah terpaksa menerima 
perjanjian itu karena faktor kebutuhan 4. Memiliki format tertulis 5. Dipersiapkan 
terlebih dahulu secara massal atau individual. 
Menurut Khalid (2019) perjanjian kemitraan transportasi daring di Indonesia 
sudah bisa dikatakan perjanjian kerja karena telah memenuhi syarat sahnya 
sebuah  perjanjian kerja adalah;  Pertama,  adanya kesepakatan antara para 
pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling penyesatan/kekhilafan atau bedrong-
penipuan).  Kedua, para pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau 
kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak 
dibawah perwalian/ pengampunan). Ketiga, adanya (objek) pekerjaan yang 
diperjanjikan.  Keempat,  Kausa dari pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003). Berkaitan 
dengan hal tersebut jelaslah bahwa pengemudi (driver) jasa transportasi online 
adalah berkedudukan sebagai pekerja dan perusahaan merupakan majikan, 
sehingga berlakulah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagaimana 
yang dimaksudkan oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan 
oleh karena itu maka sudah selayaknyalah mitra pengemudi transportasi daring 
mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 
1945 Pasal 27 Ayat (2) yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Selain itu dampak dari ketidakseimbangan perjanjian mitra pada transportasi 
daring ini menyebabkan beberapa ekses demonstrasi yang dilakukan oleh 
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beberapa mitra pengemudi dikota-kota besar di Indonesia. Demonstrasi ini 
dikordinir oleh beberapa asosiasi pengemudi ojek daring. Asosiasi ini dibentuk 
atas inisiatif beberapa para mitra pengemudi dan tidak berbadan hukum dan 
belum diakui pemerintah. Asosiasi ini muncul akibat respon ketidakpuasan dan 
ingin melakukan demonstrasi seperti Front Driver Online Indonesia (FDOI), 
Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski), Asosiasi Driver Online 
(ADO) dan sebagainya. Asosiasi ini muncul untuk mengkordinir gerakan 
demonstrasi mitra pengemudi untuk menentang kebijakan baik yang dilakukan 
oleh perusahaan maupun pemerintah. Asosiasi ini bersifat sementara dan rentan 
akan perpecahan sehingga menyebabkan muncul asosiasi-asosiasi yang baru, 
yang saling bertentangan dalam perjuangannnya. Asosiasi ini tidak seperti 
asosiasi yang ada dalam serikat pekerja yang legal dan diakui pemerintah seperti 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh 
Indonesia (OPSI), Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan 
sebagainya.  
5.8.2. Model Hubungan Kemitraan Diusulkan 
1. Konsep Kontrak  Kemitraan 
Menurut  Richardus (2003) mengatakan syarat-syarat hubungan kemitraan 
yang ideal adalah sebagai berikut: a. Mempunyai tujuan yang sama (common 
goal). b .Saling menguntungkan (mutual benefit). c. Saling mempercayai 
(muntual trust). d. Bersifat terbuka (transparent). e. Mempunyai hubungan jangka 
panjang (long term relationship). f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam 
mutu dan harga/ biaya (continuous improvement in quality and cost).  Sedangkan 
menurut Kamil (2006) mengatakan konsepsinya kemitraan memiliki prinsip yang 
harus menjadi kesepahaman diantara yang bermitra dan harus ditegakkan dalam 
pelaksanaannya meliputi: prinsip partisipasi, prinsip gotong royong, prinsip 
keterbukaan, prinsip penegakkan hukum dan prinsip keberlanjutan. Dari 
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pendapat para pakar diatas maka kemitraan yang dibangun masih jauh dari kata 
ideal atau bisa dikatakan bukanlah sebuah kemitraan. Hal ini jelas prinsip 
keterbukaan saling percaya, prinsip penegakan hukum dan  prinsip keberlanjutan 
belum ada dalam hubungan tersebut. Perusahaan tidak sepenuhnya 
menganggap mitra pengemudi sebagai mitra, tetapi lebih kepada pekerja lepas 
atau kontraktor. Dari segi kontraktor pun mitra pengemudi dinilai lemah jika 
berhadapan dengan kebijakan perusahaan.   
Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka diperlukan 
restrukturisasi model kemitraan yang lebih menguntungkan bagi semua parties.  
Hal ini dikarenakan rendahnya daya tawar yang dialami oleh mitra pengemudi 
sehingga salah satu mitra mengalami kerugian. Dalam teori Pricipal-Agents 
mengatakan bahwa perlu perhatian yang besar pada bagaimana membagi risiko, 
bentuk-bentuk kontrak yang optimal, keseimbangan kesejahteraan antar pelaku 
yang bermitra, serta kinerja ekonomi yang dihasilkan. Lebih lanjut, teori 
kemitraan positif (Positive Agency Theory) memberikan penekanan pada 
pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak, meliputi teknologi, pengawasan 
dan penjaminan kontrak, dan bentuk organisasi yang diperlukan. 
Dalam realitasnya mekanisme penegakkan kontrak tidak selalu mudah 
dilakukan. Dalam beberapa kasus seperti kasus transportasi daring ini  dimana 
rasionalitas terikat (bounded rationality) eksis sehingga ketidaklengkapan 
kelembagaan terjadi. Oleh karena itu diperlukan mendesain sebuah 
kelembagaan dengan aturan prilaku dari mitra pengemudi maupun mitra 
perusahaan dan bagaimana aturan  itu ditegakkan, hal ini dikarenakan dalam 
kasus aturan main yang tidak komplet suatu penegakkan legas sangat terbatas 
penggunaanya. Menurut  Mallor et al. (2004), bahwa sebuah kontrak akan 
tercipta jika terpenuhinya persyaratan: negotiation, agreement (offer and 
acceptance), voluntary, consideration, capacity, dan legality. Jika terpenuhi 
210 
 
seluruh persyaratan tersebut, maka terciptalah kontrak, yang kemudian diikuti 
dengan pernyataan tertulis dari pihak-pihak yang terlibat kontrak. Jika salah satu 
persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak tidak terjadi. Secara teoritis 
apa yang diuraikan Mallor secara implisit menunjukkan adanya “kesetaraan” dari 
pihak-pihak yang terlibat dalam  kontrak. 
Pada prinsipnya pengaturan kontrak kemitraan diatur berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak. Dalam prinsip tersebut diatur kebebasan membuat 
klausula-kalusula yang diwujudkan dalam 5 bentuk prinsip yaitu kebebasan 
menentukan isi kontrak, kebebasan menentukan bentuk kontrak, kontrak 
mengikat sebagai undang-undang, aturan memaksa (mandatory rules) sebagai 
perkecualian, dan sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang 
harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. Kebebasan para pihak untuk 
memilih hukum mana yang berlaku, tidak berarti bahwa pilihan boleh dilakukan 
secara sewenangwenang karena terdapat berbagai pembatasan, yaitu 
sepanjang tidak melanggar kepentingan umum, tidak boleh menjadi suatu 
penyelundupan hukum, dan hanya boleh dilangsungkan berkenaan dengan 
bidang hukum perjanjian (Mawanda & Muhshi , 2019). 
 Pengaturan kemitraan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013, dimana disebutkan bahwa “Kemitraan 
adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak 
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan Usaha Besar”. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kemitraan 
harus memiliki kedudukan yang sejajar dimana masing-masing mitra 
menggunakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 
menguntungkan kedua belah pihak tanpa saling mengeksploitasi satu dengan 
yang lain. Dalam PP tersebut Kemitraan mencakup proses alih keterampilan 
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bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya 
manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Sedangkan pola 
kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola inti-plasma, sub 
kontraktor, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, 
kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran 
(outsourching), dan bentuk kemitraan lainnya. 
1. Hubungan  industrial dalam kemitraan transportasi daring. 
Merujuk dari pendapat Khalid (2019) yang mengatakan bahwa perjanjian 
kemitraan transportasi daring di Indonesia merupakan perjanjian kerja maka 
akan berlaku hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 
hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 
pelaku dalam proses produksi barang. Hubungan industrial merupakan 
hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses 
produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan, pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) dalam sebuah perusahaan terdiri dari: pengusaha 
atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen, para pekerja dan 
serikat pekerja, para perusahaan pemasok, masyarakat konsumen, pengusaha 
pengguna, dan masyarakat sekitar. Disamping para stakeholder tersebut para 
pelaku hubungan industrial telah berkembang dengan melibatkan para konsultan 
hubungan industrial atau pengacara, para arbitrator, konsiliator, mediator, dan 
dosen serta hakim-hakim pengadilan hubungan industrial (Simanjuntak, 2009).  
Hubungan industrial di Indonesia dikenal dengan hubungan industrial 
pancasila. Adapun ciri-ciri dari Hubungan Industrial Pancasila menurut Sumanto, 
(2014) adalah: 1. mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan 
untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian kepada 
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tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa dan negara; 2. 
menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai 
manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya; 3. melihat antara 
pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, 
akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan, 
karena dengan perusahaan yang maju semua pihak akan mendapatkan 
kesejahteraan. 4. setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha 
harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang 
dilakukan secara kekeluargaan; 5. terdapat keseimbangan antara hak dan 
kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan, keseimbangan itu dicapai 
bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (balance of power), akan tetapi 
atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. 
Dalam penyelesaian perselisilahan hubungan industrial berdasarkan UU No.2 
Tahun 2004 diselesaikan menggunakan mekanisme melalui pengadilan (litigasi) 
dan diluar pengadilan (non litigasi).  Penyelesaian dari perselisihan di luar 
pengadilan bisa dilakukan  melalui perundingan bipartit dan perundingan tripartit 
(mediasi, konsiliasi, arbitrase), sedangkan untuk penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dapat dilakukan melalui pengadilan Hubungan Industrial. 
Penyelesaian perselisihan melalui bipartit diatur dalam ketentuan Pasal 3 sampai 
dengan Pasal 7 UU No.2 Tahun 2004. Apabila dalam perundingan bipartit 
berhasil mencapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama yang mengikat 
dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jika tidak 
menemukan kesepakatan maka diperlukan mediasi dari pemerintah melalui 
kementerian yang berwenang  atau dikenal dengan tripartite.  
Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan 
pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat 
pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu 
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perusahaan yang berselisih. Perundingan Bipartit adalah perundingan secara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konsep hubungan industrial, 
antara pengusaha dan asosiasi pekerja terdapat hubungan kemitraan yang 
menempatkan posisi pengusaha dan pekerja sejajar. Secara empiris terlihat 
bahwa posisi pekerja terhadap pengusaha dalam hubungan industrial adalah 
lemah sehingga posisi tawar yang dimiliki pekerja nilainya sangat kecil. Beberapa 
kekurangan tersebut di atas menjadi alasan gagalnya perundingan bipartite dan 
munculnya tripartite. 
2. Konsep asosiasi pekerja 
Asosiasi pekerja merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin dihindari 
oleh perusahaan. Asosiasi pekerja atau lebih dikenal dengan serikat pekerja 
dapat digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama.  
Simamora (1999) menyatakan bahwa “serikat pekerja adalah sebuah organisasi 
yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-
syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya”. Dari pengertian tersebut di atas 
dapat diketahui bahwa serikat pekerja merupakan suatu wadah bagi pekerja 
untuk menegosiasikan permasalahan yang dihadapi pekerja. Hal ini karena 
lemahnya para pekerja jika berhadapan dengan perusahan, dengan adanya 
persatuan maka perjuangan bersama-sama akan sangat mudah dan 
peningkatan kesejahteraan bersama akan terwujud. 
Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja 
mengatakan sifat-sifat serikat pekerja mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis dan bertanggungjawab. Bebas berarti dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya Serikat pekerja tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak 
lain. Sifat terbuka mengandung arti bahwa serikat pekerja dalam menerima 
anggota dan memperjuangkan kepentingan serikat pekerja tidak membedakan 
dan mepersoalkan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Sifat 
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mandiri memiliki arti bahwa serikat pekerja dalam mendirikan, menjalankan dan 
mengembangkan organisasinya ditentukan oleh kekuatan diri sendiri dan tidak 
dikendalikan atau diintervensi oleh pihak lain di luar organisasi. Sedangkan sifat 
demokratis memiliki arti bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan 
pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terakhir sifat 
bertanggungjawab memiliki arti bahwa dalam mencapai tujuan dan 
melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja bertanggungjawab kepada 
anggota masyarakat.  
Menurut Simanjuntak (2003), serikat pekerja merupakan salah satu sarana 
dan pelaksana utama hubungan industrial. Sebagai pelaksana utama hubungan 
industrial, serikat pekerja mempunyai peranan dan fungsi berikut ini:  
1. Serikat pekerja berfungsi untuk menampung aspirasi dan keluhan dari 
pekerja, baik anggota maupun bukan anggota serikat pekerja yang 
bersangkutan. 
2. Serikat pekerja berfungsi untuk menyalurkan aspirasi, keluhan dan 
permasalahan tersebut kepada manajemen atau pengusaha baik 
secara langsung atau melalui lembaga Bipartit. 
3. Serikat pekerja berfungsi untuk mewakili pekerja di lembaga Bipartit. 
4. Serikat pekerja berfungsi untuk mewakili pekerja di tim perunding 
untuk merumuskan perjanjian kerja bersama. 
5. Serikat pekerja berfungsi untuk mewakili pekerja di lembaga-lembaga 
kerjasama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan masing-masing 
seperti lembaga Tripartit, P4D dan P4P, dewan keselamatan dan 
kesehatan kerja, dewan latihan kerja, dll. 
215 
 
6. Serikat pekerja berfungsi untuk memperjuangkan hak dan 
kepentingan anggota baik secara langsung kepada pengusaha 
maupun melalui lembaga-lembaga ketenagakerjaan. 
7. Serikat pekerja berfungsi untuk membantu menyelesaikan 
perselisihan industrial. 
8. Serikat pekerja berfungsi untuk meningkatkan disiplin dan semangat 
kerja anggota. 
9. Serikat pekerja berfungsi untuk aktif mengupayakan menciptakan 
atau mewujudkan hubungan industrial yang aman dan harmonis. 
10. Serikat pekerja berfungsi untuk menyampaikan saran kepada 
manajemen baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerja maupun 
untuk penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas 
perusahaan. 
Dalam pembentukan serikat pekerja, para pekerja bebas membentuk Serikat 
Pekerja, karena berserikat merupakan hak pekerja. Dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang serikat pekerja yang tertuang dalam Pasal 5, 
setiap pekerja/buruh berhak membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Serikat 
pekerja dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja. Serikat 
pekerja yang teleh terbentuk harus mencatatkan ke lembaga yang terkait, 
kemudian lembaga yang terkait tersebut memberikan nomor bukti pencatatan. 
Berdasarkan konsep asosiasi pekerja diatas, dapat digunakan konsep 
tersebut dalam asosiasi kemitraan dalam transportasi daring. Secara prinsip dan 
kondisi para mitra pengemudi lebih mirip dengan pekerja perusahaan maka 
sudah selayaknya asosisasi mitra pengemudi dibuat seperti asosiasi pekerja 
yang selama ini sudah ada. Asosiasi kemitraan transportasi daring wajib 
mempunyai nomor bukti pencatatan seperti serikat pekerja. Menurut Simanjuntak  
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(2003) serikat berkewajiban: a. Melindungi dan membela anggota dari 
pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. b. Memperjuangkan 
peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.                                            
c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai 
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.  
Dari hasil penelusuran melalui wawancara dengan para mitra pengemudi, 
pada dasarnya mayoritas mitra pengemudi setuju untuk dibentuk lembaga 
bersama atau asosiasi yang professional, transparan dan berbadan hukum.  Hal 
ini seperti yang dituturkan oleh Bapak Adi sebagai berikut : 
“Saya setuju  kalo bisa seperti badan, kalo di pekerja itu seperti SPSI  untuk 
melindungi kita, karena kita untuk melakukan nego keperusahaan sangat 
lemah, status kita kan mitra tapi ga ada badan hukumnya”. 
Sedangkan Bapak Yufan mengatakan: 
“Saya setuju tapi bukan lembaga yang hanya untuk meminjamkan uang 
untuk apa, tapi kalo lembaga ini mengarahkan kita untuk berdikari saya 
setuju”.  
Berdasarkan penuturan para responden dapat dikatakan bahwa lembaga 
asosiasi yang diinginkan oleh para mitra pengemudi adalah lembaga yang 
professional seperti serikat pekerja yang sudah ada untuk dapat membantu 
mereka dalam bernegosiasi membentuk kontrak dan aturan yang adil dan 
menguntungkan. Hal-hal yang menjadi focus dalam asosiasi tersebut adalah; 
pengakuan terhadap eksistensi asosiasi kemitraan, keamanan dan perlindungan 
terhadap asosiasi kemitraan, pemutusan mitra, pembagian hasil, penentuan 
harga trayek, perlindungan keselamatan dan kesehatan para mitra, punishment 
dan reward, keberlangsungan dan sebagainya.   
3. Penerapan Hubungan Industrial Pada Model Kemitraan Transportasi 
Daring 
Dibeberapa Negara di dunia telah menerapkan regulasi yang berkaitan 
dengan transportasi daring. Seperti Negara Perancis yang sudah membuat 
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undang-undang untuk mengakomodir transportasi berbasis daring yang dikenal 
dengan Mobility Law. Dalam undang-undang ini status pengemudi transportasi 
ditetapkan sebagai pekerja kontrak. Dengan status pekerja kontrak maka akan 
berlaku aturan hukum yang melindungi pekerja kontrak. Seperti hak membentuk 
serikat pekerja, berunding secara kolektif, upah minimum, hak jaminan social, 
dan hak pemogokan.  Hal ini sama diterapkan di Afrika Selatan dimana para 
pengemudi daring berhak untuk berserikat, berunding, dan mogok karena 
statusnya adalah pekerja bukan kontraktor independen (Silaban, 2021).  
Begitu juga di Negara India, Inggris dan Cina sudah membuat regulasi yang 
berkaitan dengan pekerja aplikasi digital. Aturan ini mengakomodir bagi para 
pengemudi transportasi daring, seperti  pemerintah Cina membuat regulasi 
mewajibkan pemilik aplikasi harus menjamin pengemudi dilindungi jaminan 
social. Dasar argumentasi umum atas penetapan status hokum ini adalah pada 
kenyataan bahwa pemilik aplikasi transportasi daring memiliki kekuasaan 
memberikan perintah kerja, memonitor pekerjaan dan memberikan sangsi 
apabila ada kesalahan dari pengemudi transportasi daring (Silaban, 2021). 
Penglibatan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan kemitraan 
transportasi daring khususnya roda dua  sebenarnya sudah ada melalui 
permenhub no 12 tahun 2019. Kehadiran  permenhub ini memberikan kepastian 
hukum bagi pengemudi daring roda dua dan  memberikan keamanan dan 
kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Tariff batas atas dan batas 
bawah yang diatur dalam permenhub ini juga menberikan kepastian bagi 
pengemudi dan tidak merugikan pengemudi, begitu juga dalam pemberhentian 
sementara atau pemutusan mitra juga diatur dalam permenhub ini.  Berdasarkan 
hasil realita dilapangan melalui wawancara yang medalam dengan para mitra 
pengemudi didapati bahwa penentuan tariff untuk angkutan orang/penumpang 
sudah sesuai dengan jarak tempuh dan kosisten, akan tetapi untuk orderan 
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makanan masih belum sesuai, untuk jarak restoran yang jauh dan dekat tariff 
masih relative sama. Kemudian untuk penentuan sangsi pemberhentian 
sementara dan pemutusan mitra masih saja terjadi tanpa memberikan waktu 
pembelaan dari pengemudi. Banyak mitra pengemudi yang tidak tahu dan tidak 
bisa berbuat apa-apa ketika sangsi terjadi. Tidak adanya badan atau asosiasi 
yang dapat membela hak-hak mereka secara legal. Oleh karena itu permenhub 
ini masih dinilai kurang   dalam implementasi dilapangan. 
Berdasarkan regulasi dan empiris yang sudah dilakukan oleh Negara-negara 
maju dan implementasi permenhub no 12 tahun 2019, maka sudah selayaknya 
Pemerintah Indonesia dapat meniru regulasi dari Negara yang sudah 
menerapkannya, belajar implementasi kelebihan dan kekurangannya dan 
menyesuaikan dengan kondisi social dan hukum yang ada di Indonesia. 
Implementasi  dari Negara-negara yang sudah membuat aturan transportasi 
daring ini adalah adanya hubungan industrial antara pemilik apilkasi dan 
pengemudi transportasi daring.  Hubungan industrial ini akan menghadirkan 
lembaga perwakilan mitra pengemudi yang legal, kehadiran pemerintah dan 
perusahan apikasi dalam satu Lembaga Kerjasama (LKS) tripartit. Konsep 
tripartit yang sudah ada bisa dterapkan dalam kelembagaan trasportasi daring. 
Dalam hubungan industrial yang menjadi titik tolak adalah pembentukan 
perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan pekerja. Jika 
perjanjian kerja baik dalam kemitraan dilakukan secara bersama-sama akan 
memberikan rasa keadilan dan kedamaian. Penyelesaian permasalahan dalam  
hubungan industrial diluar pengadilan adalah dengan perundingan bipatrit dan 
tripartit. Perundingan bipatrit merupakan perundingan yang dilakukan antara 
perusahaan dengan asosiasi pekerja. Jika tidak ada kesepakatan selama 30 hari 
maka penyelesaian melalui perundingan tripartite. 
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Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2005, Tentang Tata Kerja dan 
Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. LKS Tripartit adalah 
forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan 
yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. Serikat pekerja/serikat buruh merupakan 
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan 
maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, 
dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak 
dan kepentingan pekerja/buruh dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarga. Lembaga kerjasama triparit terbagi atas tiga yaitu 
LKS Tripartit tingkat Nasional, LKS tigkat Provinsi, LKS tigkat di kabupaten/kota 
dan LKS tingkat sektoral. 
Dalam pasal 7 PP RI No. 8 tahun 2005 menyebutkan Komposisi keterwakilan 
dalam lembaga tripartite terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan 
serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam 
jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur pemerintah berbanding 1 (satu) 
unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat 
buruh. 
Menggunakan konsep lembaga tripartit diatas maka model kelembagaan 
pada kemitraan tranportasi daring menggunakan keterwakilan dari pihak 
pemerintah, perusahaan dan lembaga mitra pengemudi.  Pemerintah sebagai  
mediator, fasilitator dan kontrol bagi para mitra yang berkontrak.  Secara skema 







Model hubungan kemitraan transportasi daring  diusulkan 
 
                             




Sumber : Hasil penelitian, (2020) 
Berdasarkan gambar diatas, garis dua arah antara perusahaan aplikasi dan 
lembaga mitra pengemudi adalah garis kerjasama bipatrit.  Penyelesaian bipatrit 
antara lembaga mitra pengemudi sebagai wakil dari seluruh mitra pengemudi 
dengan perusahaan aplikasi akan terwujud jika sebelum 30 hari.  Jika selama 30 
hari dari sejak awal perundingan tidak menunjukkan kesepakatan maka akan 
dilanjutkan dengan mediasi dari pemerintah atau tripartit.   Hal ini bisa dilihat 
pada garis dua arah antara perusahaan aplikasi dengan pemerintah dan 
lembaga mitra pengemudi dengan pemerintah.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila tidak terjadi 
kesepakatan antara para pihak, sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan 
para pihak dapat digunakan lembaga mediasi melalui mediator.  Adapun 
pengertian dari mediator berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.2 
Tahun 2004 adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai mediator yang 
ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai 
kewajiban memberikan anjuran dan masukan tertulis kepada para pihak yang 
berselisih guna menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
Pemerintah  




perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat 
pekerja/serikat buruh untuk dalam satu perusahaan.  Bila telah tercapai 
kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediator tersebut maka 
dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator 
tersebut. Selanjutnya perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
Pada dasarnya, penyelesaian melalui mediasi mempunyai karakteristik yang 
bersifat unggulan sebagai berikut (Mulyadi & Subroto, 2011): 1. Voluntary 
keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak 
sehingga dapat diciptakan suatu putusan yang merupakan kehendak dari para 
pihak. Karena dikehendaki para pihak, putusan yang dihasilkan bersifat win-win 
solution. 2. Informal dan Fleksibel bila diperintahkan, para pihak sendiri dengan 
bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur, tata cara, prosedur maupun 
mekanisme sangat berbeda jauh antara litigasi dengan mediasi. 3. Interested 
based, di dalam mediasi tidak dicari siapa yang salah atau siapa yang benar, 
tetapi yang lebih diu tamakan adalah bagaimana mediasi tersebut menghasilkan 
dan mencapai kepentingan masing-masing pihak. 4. Future Looking, karena 
hakikat mediasi lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, sehingga lebih 
menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan 
dan tidak berorientasi ke masa lalu. 5. Parties oriented, orientasi mediasi yang 
bersifat prosedur yang informal, para pihak lebih aktif berperan dalam proses 
mediasi tanpa tergantung pada peran pengacara. 6. Parties control, mediator 
tidak dapat memaksakan kehendak atau pendapatnya untuk mencapai 
kesepakatan karena penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan 
keputusan dari pihak-pihak itu sendiri. 
Penerapan konsep hubungan industrial yang ada dalam Undang-undang 
yaitu bipatrit dan tripartit pada model hubungan kemitraan transportasi daring, 
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maka akan memberikan keseimbangan dan kesejahteraan bersama antar 
masing-masing pihak. Hubungan kemitraan akan memberikan keberlangsungan 
yang adil dan para mitra juga akan memiliki loyalitas dan rasa kepemilikan yang 
tinggi.  Hal ini juga sesuai dengan perintah Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2004 yaitu pada prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial dapat ditempuh melalui 2 (dua) alternatif, yaitu: a. Menyerahkan 
perselisihan itu secara sukarela pada seorang juru atau dewan pemisah. 
Penyelesaian seperti ini disebut juga dengan penyelesaian sukarela (voluntary 
arbitration), yaitu dapat melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. b. 
Menyerahkan perselisihan itu kepada Pengadilan Hubungan Industrial. 
Penyelesaian ini lazim disebut penyelesaian wajib (compulsory arbitration). 
Menurut Gislir (2003), secara teoritis penyelesaian perselisihan melalui 
tripartit mempunyai banyak keuntungan, di antaranya: 1) Dijamin kerahasiaan 
sengketa para pihak. 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal 
prosedural dan administratif. 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menuut 
keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang 
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil. 4) Para pihak 
dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses 
dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5) Putusan arbitrase merupakan putusan 
yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana 
saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 
5.9  Kontribusi  Penelitian  
Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 
pengembangan teori, khususnya teori ekonomi kelembagaan dan konsep 





5.9.1 Kontribusi teoritis 
1. Hasil kajian memperlihatkan informasi asimetris berpengaruh positif  
terhadap biaya transaksi. Semakin tinggi informasi asimetris yang terjadi 
pada kemitraan transportasi berbasis daring maka akan semakin 
meningkatkan biaya transaksi yang terjadi pada mitra pengemudi. Hasil 
kaijan ini mendukung kajian Pratt dan Zeckhauser (1985) bahwa terjadinya 
informasi asimetri (asymetric information) ini dapat mempengaruhi biaya 
transaksi. Begitu juga dengan kajian Priyanto (2014) bahwa Informasi 
asimetris berpengaruh positif signifikan dengan biaya transaksi.  Oleh karena 
itu asimetris informasi yang terjadi dalam kemitraan transportasi berbasis 
daring dapat ditekan agar biaya transaksi menjadi lebih rendah.  
2. Hasil kajian berikutnya menemukan informasi asimetris berpengaruh  
terhadap hubungan kemitraan yang menggunakan konsep ekonomi berbagi. 
Semakin meningkat informasi asimetris yang terjadi pada mitra pengemudi 
maka akan semakin rendahnya hubungan kemitraan antara pengemudi 
dengan perusahaan. sehingga  pengemudi bukanlah bagian dari mitra 
melainkan bagian dari pengguna yang tidak lebih sama dengan konsumen. 
Hal ini sesuai dengan hasil kajian Rosenblat dan Stark (2016) yang 
mengatakan adanya asimetris Informasi  yang dihasilkan oleh aplikasi 
perusahaan menyebabkan pengemudi tidak memiliki daya tawar justru 
perusahaan yang memiliki kontrol yang besar terhadap pengemudi dan 
pekerjaannya. 
3. Hasil kajian juga memberikan implikasi dalam teori ekonomi kelembagaan 
yang berkaitan dengn kontrak. Menurut Clague (1997) dalam Yustika (2012) 
mengatakan perusahaan cenderung menghindari membuat kesepakatan 
kontak yang kompleks dimana penegakkannya secara otomatis. Hal ini 
terkait dengan kontrak yang terjadi antara perusahaan aplikasi  dengan para 
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mitra pengemudi dalam menciptakan kontrak yang tidak lengkap karena 
adanya faktor ketidakpastian yang diakibatkan dari realitas adanya informasi 
asimetris dalam sistem aplikasi. Begitu juga terkait dengan tidak adanya 
negosiasi antara mitra pengemudi dengan perusahaan, padahal menurut 
Mallor et al. (2004) bahwa sebuah kontrak akan tercipta jika terpenuhinya 
persyaratan: negotiation, agreement (offer and acceptance), voluntary, 
consideration, capacity, dan legality. Oleh karena itu diperlukan model 
kelembagaan kemitraan pada transportasi berbasis daring dengan 
menciptakan kontrak yang lengkap melibatkan pemerintah sebagai fasilitator 
dan mediator  dan mengacu pada etika penggunaan teknologi informasi. 
4. Dari hasil penelitian ini juga akan memperkaya teori dan konsep ekonomi 
berbagi. Hasil kajian ini sesuai dengan kajian Cockayne (2016), Murillo et al. 
(2017) yang menemukan ada hubungan ambivalensi dan ambiguitas dalam 
karakter sosial ekonomi pada platform perusahaan aplikasi atau ekonomi 
berbagi. hubungan ambiguitas tersebut adalah kemitraan semu antara 
perusahaan dengan pengemudi. Sedangkan menurut Kathan et al. (2016) 
yang mengatakan bahwa ekonomi berbagi adalah pola prilaku konsumsi 
yang didasari dalam mengakses untuk memamfaatkan kapasitas produksi 
yang tersimpan. Dalam temuan penelitian ini tidak sepenuhnya benar apa 
yang disampaikan oleh Wolfgang, karena hampir 85 persen responden 
menjadikan mengemudi sebagai pekerjaan utama dan hanya 15 persen 
yang menjadikan pekerjaan sampingan untuk memaksimalkan produksi yang 
tersimpan. Walaupun demikian seluruh mitra pengemudi sepakat untuk 
mengatakan mereka memiliki kebebasan waktu dalam bekerja dan adanya 
peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan kajian  yang dilakukan 




5.9.2 Kontribusi Praktis 
1. Terjadinya asimetris informasi dalam praktek kemitraan transportasi berbasis 
daring. Asimetris informasi terjadi pada mitra pengemudi dalam sistem 
aplikasi yang dikelola perusahaan. Aplikasi perusahaan menggunaan 
teknologi informasi berbasis algoritma. Oleh karena itu adanya regulasi yang 
mengharuskan setiap perusahaan perlu melakukan audit teknologi secara 
berkala. Perusahaan aplikasi juga dapat mengurangi asimetris informasi  
melalui kegiatan digital literasi bagi mitra pengemudi yang dilakukan secara 
rutin.  
2. Dalam praktek hubungan kemitraan pada transportasi berbasis daring di 
Indonesia. Mitra penggemudi bukanlah mitra dalam  pengertian kemitraan 
yang sebenarnya, melainkan seperti  pengguna  atau konsumen yang 
menggunakan aplikasi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan peran 
pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengemudi. Model penyelesaian 
hubungan industrial  seperti tripartit bisa diterapkan dalam model kemitraan 
transportasi berbasis daring yang berkeadilan dan berkesinambungan. 
3. Bagi para akademisi dapat lebih mengkesplorasi dari temuan kajian ini yang 
mendapatkan tentang praktek eksploitasi pada mitra pengemudi yang 
berkedok kemitraan semu. Tidak adanya kesetaraan mitra seperti janji dalam 
sebuah kemitraan. Saat ini mitra pengemudi memang mengalami 
peningkatan kesejahteraan akibat bergabung dengan aplikasi perusahaan, 
akan tetapi secara hak dan keberlangsungan dalam hubungan kemitraan 
sangat mengalami resiko yang sangat besar. Diperlukan kajian yang lebih 
komprehensif dengan melibatkan perusahaan sebagai subjek penelitian 
untuk mendapatkan komfirmasi dan motif perusahaan. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan aplikasi di indonesia belum bisa menerima peneliti dari 
akademisi untuk mengambil data dan wawancara terkait perusahaan.  
4. Para mitra pengemudi dapat secara bersama-sama membentuk asosiasi 
atau serikat para mitra  yang legal, transparan, indenpenden dan bersifat 
jangka panjang, untuk mewakili mereka dalam bernegosiasi dengan 
perusahaan. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang memboleh 
setiap warga Negara untuk membuat perkumpulan atau asosiasi. Asosiasi ini 
mirip dengan serikat pekerja yang sudah ada dan diatur dalam undang-
undang. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat 
pekerja mengatakan sifat-sifat serikat pekerja mempunyai sifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Asosiasi mitra 
pengemudi dikelola secara professional dengan memiliki kemampuan 
dibidang hukum dan teknologi informasi. Mampu menjembatani 
permasalahan yang dihadapi oleh para mitra pengemudi dengan 
perusahaan aplikasi.  
5.10  Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini telah dilakukan dengan maksimal, namun mengingat luasnya 
cakupan bahasan maka penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:  
1. Penelitian hanya berfokus pada mitra pengemudi roda dua dan tidak 
mendapat respon dari perusahaan aplikasi. . Penulis sudah mengajukan 
surat resmi dari kampus untuk meminta data dalam keperluan akademik.   
Perusahaan aplikasi belum bersedia untuk dimintai pengambilan data dan 
wawancara. Akibatnya dari sisi penggunaan teknologi aplikasi,  konfirmasi isi 
kontrak  maupun perlakukan sangsi  tidak dapat di eksplorasi dengan 
maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka penulis menggali data dan 
informasi melalui kajian-kajian terdahulu yang relevan baik didalam negeri 
maupun diluar negeri. 
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2. Penelitian ini hanya befokus pada mitra pengemudi yang berada di Kota 
Malang sehingga persoalan dan permasalahan secara spesifik belum bisa 
diuraikan semua. Khususnya kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung 
yang mungkin memiliki permasalahan yang lebih komplit dari kota Malang 




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pembahasan dan temuan penelitian, 
dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Dalam aktivitas transportasi daring mitra pengemudi mengalami asimetris 
informasi. Asimetris informasi yang terjadi memberikan pengaruh 
munculnya biaya transaksi pada mitra pengemudi. Semakin tinggi 
asimetris informasi maka akan semakin meningkat biaya transaksi yang 
terjadi pada pengemudi. Nilai estimate loading  factor tertinggi dari 
indikator  informasi asimetris diurutkan dari yang tertinggi adalah 
pengambilan keputusan, pengungkapan informasi, informasi transaksi. 
Informasi tariff, dan informasi kinerja. Pengambilan keputusan oleh 
perusahaan berkaitan dengan sangsi yang diberikan kepada pengemudi 
dari pemberhentian sementara hingga pemutusan mitra menjadi 
permasalahan yang sangat penting bagi pengemudi. Pengemudi merasa 
penilaian yang dilakukan oleh konsumen tidak bisa serta merta 
menjadikan dasar untuk dijatuhkan sangsi. Pengemudi menginginkan 
perusahaan aplikasi memberikan ruang bagi pengemudi untuk 
melakukan pembelaan atau pembinaan terlebih dahulu jika memang 
terbukti bersalah. Salah satu dampak ketika pengemudi mengalami 
pemberhentian sementara adalah meningkatnya biaya transaksi 
pengemudi mulai dari kehilangan pendapatan harian hingga 
mengeluarkan biaya untuk mengurus akun mereka ke kantor perusahaan 
aplikasi.  Hal ini sejalan dengan pernyataan diatas dilihat dari nilai 
estimate loading factor pada  biaya transaksi dimana indicator tertinggi 
adalah biaya pengawasan. Biaya pengawasan adalah biaya yang 
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muncul akibat terjadinya penurunan performa, suspend atau pemutusan 
mitra. Implikasi kebijakannya adalah jika informasi asimetris dapat 
dikurangi yaitu informasi pengambilan keputusan perusahaan terhadap 
pemberian sangsi kepada pengemudi tidak berdasarkan penilaian 
konsumen semata maka biaya transaksi yang terjadi pada pengemudi 
dapat dikurangi. 
2. Biaya transaksi yang muncul akibat adanya asimetris informasi dalam 
aktivitas transportasi daring, hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap 
hubungan kemitraan yang sudah terjalin antara perusahaan aplikasi 
dengan mitra pengemudi. Hal ini karena para pengemudi secara umum 
mengalami pendapatan yang meningkat dengan bergabung pada 
perusahaan aplikasi dari pekerjaan sebelumnya. Sehingga biaya 
transaksi yang dikeluarkan oleh pengemudi  masih menutupi dari 
pendapatan yang mereka terima sebagai ojek daring. Oleh karena itu 
biaya transaksi yang terjadi tidak berpengaruh pada hubungan kemitraan 
transportasi daring  karena pendapatan yang mereka terima masih diatas 
rata-rata dari pekerjaan mereka sebelum bergabung dengan perusahaan 
aplikasi. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan teknologi informasi 
berbasis algoritma oleh perusahaan telah memberikan bukti bahwa 
terjadi efisiensi dalam operasional. Biaya transaksi yang besar terjadi 
ketika mitra pengemudi mendapatkan sangsi dari perusahaan. Hal ini 
dapat dilihat dari niilai indikator biaya pengawasan yang paling tinggi 
berdasarkan estimate loading faktor biaya transaksi. Sedangkan 
berdasarkan analisis deskriptif  indicator yang paling tinggi dari factor 
biaya transaksi adalah indicator ketidakpastian transaksi. Ketidakpastian 
transaksi ini pada akhirnya mempengaruhi luasnya kontingensi di masa 
depan yang memerlukan penyesuaian kontrak, serta risiko kontrak yang 
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menimbulkan perselisihan dalam tata kelola transaksi. Dengan 
ketidakpastian transaksi akan menimbulkan saling ketergantungan antara 
pihak-pihak yang berkontrak dan menciptakan monopoli bilateral atau 
hubungan yang tidak seimbang. Asimetris informasi yang terjadi akan 
meningkatkan ketidakpastian transaksi yang tentunya akan berdampak 
pada munculnya biaya untuk mengurangi ketidakpastian tersebut.  Hal ini 
konsisten dengan teori keagenan yaitu, semakin banyak informasi yang 
disembunyikan pihak perusahaan, maka akan semakin tinggi risiko yang 
harus ditanggung oleh pengemudi. Asimetri informasi menyebabkan 
risiko informasi semakin tinggi, tingginya risiko informasi akan 
berdampak pada tingginya biaya transaksi yang akan dikeluarkan oleh 
pengemudi 
3. Asimetris informasi yang terjadi dalam aktivitas transporasi daring 
memberikan pengaruh terhadap hubungan kemitraan antara perusahaan 
dengan mitra pengemudi. Semakin meningkatnya  asimetris informasi 
yang terjadi pada mitra pengemudi maka akan semakin meningkat juga 
persepsi terhadap rendahnya hubungan kemitraan antara pengemudi 
dengan perusahaan. Dampaknya loyalitas dan keberlangsungan 
hubungan kemitraan tidak berjalan dengan baik. Asimetris informasi 
yang terjadi berkaitan dengan sistem aplikasi yang dioperasionalkan 
perusahaan. Diantaranya informasi berkaitan sistem orderan (transaksi), 
sistem  insentif (bonus), sistem sangsi (penilaian kostumer) dan sistem 
pengoperasionalan aplikasi. Asimetris Informasi asimetris yang terjadi 
antara pengemudi dengan perusahaan akibat adanya pengetahuan 
tersembunyi  (hidden knowledge) yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 
membuat aplikasi dengan teknologi informasi algoritma yang dapat 
memudahkan dan dikontrol oleh perusahaan. Sedangkan di sisi 
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pengemudi tidak memiliki kepahaman dan pengetahuan terkait teknologi 
sistem aplikasi tersebut. Sehingga pengemudi tidak mendapatkan 
informasi yang sempurna dari perusahaan terkait sistem kerja aplikasi 
tersebut. Sedangkan jenis asimetris informasi yang terjadi dalam 
hubungan kemitraan adalah Adverse Selection yaitu: perusahaan lebih 
banyak mengetahui prospek usaha dan berbagai keuntungan yang akan 
diraih sehingga mempengaruhi keputusan sementara pengemudi tidak 
diberikan informasi.  
4. Model kemitraan transportasi berbasis daring saat ini adalah semu, hal 
ini karena pengemudi bukanlah sebenar benar mitra dan tidak memiliki 
daya tawar. Perusaaan aplikasi yang membuat kontrak secara sepihak 
tanpa melibatkan mitra pengemudi dan merubah aturan sesuai dengan 
kepentingan perusahaan. Mitra pengemudi hanya memiliki dua pilihan 
yaitu menolak dan tidak bergabung dengan perusahaan aplikasi atau 
menerima dengan konsekuensi kehilangan daya tawar dan lebih mirip 
dengan pekerja. Perusahaan aplikasi memiliki peran yang dominan yaitu 
mulai  membuat kontrak, menguasai informasi,  membuat regulasi dan  
mengatur keuntungan & biaya bagi pengemudi. Perusahaan aplikasi 
bertindak untuk 2 peran, yaitu sebagai agen maupun sebagai principal. 
sedangkan mitra pengemudi bukanlah sebenarnya mitra melainkan 
sebagai pengguna atau konsumen yang menyewa aplikasi perusahaan. 
Mitra pengemudi tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi dengan 
kebijakan yang di tetapkan perusahaan. Disamping itu belum adanya 
regulasi atau aturan dari pemerintah yang dapat melindungi hak-hak 
mitra pengemudi dalam bekerja. Untuk itu diperlukan suatu lembaga  
atau asosiasi mitra pengemudi yang menaungi kepentingan mitra 
pengemudi yang legal dan independent seperti serikat pekerja yang 
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sudah duluan eksist. Asosiasi atau serikat ini akan mewakili mitra 
pengemudi dalam bernegosiasi dengan perusahaan aplikasi dan 
pemerintah. Menggunakan konsep tripartit dalam hubungan kemitraan 
transportasi daring  untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
Pemerintah sebagai mediator dan fasilitator untuk merumuskan kontrak, 
aturan dan bagi hasil dengan perusahaan aplikasi demi kepentingan dan 
keberlangsungan bersama. 
1.2 Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 
1. Penggunaan teknologi informasi algoritma pada prinsipnya dapat 
mengurangi asimetris informasi yang terjadi. Hal ini bisa dilihat ketika 
perlakuan perusahaan terhadap konsumen dengan memberikan informasi 
yang lebih dibutuhkan oleh konsumen seperti nama, foto,plat dan posisi 
pengemudi. Dengan informasi ini konsumen menjadi lebih aman dan 
nyaman ketika menggunakan jasa tersebut sehingga asimetris informasi 
pada konsumen dapat dikurangi.  Hal ini seharusnya pengemudi  juga 
diperlakukan sama seperti konsumen. Oleh karena itu diperlukan 
keseriusan itikad  perusahaan untuk lebih transparansi dalam informasi 
dan melayani mitra pengemudi dan menyeimbangkan kemitraan yang 
selama ini belum maksimal. Literasi digital bagi  mitra pengemudi juga 
sangat penting dilakukan perusahaan aplikasi agar dapat mengurangi 
asimetris informasi bagi pengemudi dan dapat meningkatkan kemampuan 
pelayanan yang lebih prima kepada konsumen. Disamping itu 
penggunaan teknologi algoritma memerlukan etika algoritma. 
Pembahasan etika pada teknologi algoritma atau kecerdasan buatan 
perlu dilakukan segera untuk mengidentifikasi batasan-batasan etis pada 
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penggunaan kecerdasan buatan. Salah satu etika penggunaan teknologi 
algoritma adalah transaparansi dalam informasi. 
2. Adanya asimetris informasi yang berdampak munculnya biaya transaksi 
pada para mitra pengemudi. Dari berbagai literatur mengusulkan 
beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi asimetri 
informasi diantaranya memasukkan perspektif lembaga dalam studi 
tentang struktur kelembagaan. Oleh karena itu diperlukan kelembagaan 
formal yang berbadan hukum bisa membantu para mitra pengemudi 
dalam mengurangi informasi asimetris dan bernegosiasi dengan 
perusahaan. Lembaga atau asosiasi tersebut dibentuk oleh para mitra 
pengemudi secara legal dan professional. Dengan adanya lembaga ini 
dapat mengurangi asimetris informasi  yang terjadi dan tentunya akan 
mengurangi biaya transaksi  dalam hubungan kemitraan transportasi 
berbasis daring. 
3.  Asimetris informasi yang terjadi dalam hubungan kemitraan pada 
transportasi daring di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari 
pemerintah. Peran dari pemerintah sebagai mediator dan fasilitator dapat 
mengurangi asimetris informasi dan ketidakpastian yang terjadi. 
Pemerintah dapat membuat undang-undang atau peraturan pemerintah 
dalam mengatur  industry transportasi berbasis daring yang 
menguntungkan kedua belah phak. Aturan dalam bentuk undang-undang 
dan peraturan pemerintah dapat mengurangi ketidak lengkapan kontrak 
yang terjadi dalam hubungan kemitraan pada transportasi berbasis daring 
sehingga menciptakan keberlangsungan usaha yang berkeadilan pada 
masing-masing parties. Selain itu pemerintah dapat memberikan stimulus 
dalam bentuk kemudahan maupun pajak kepada perusahaan-perusahaan 
start up sejenis agar industry ini dapat berkembang dan menjadi lebih 
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kompetitif. Industry yang kompentitif dapat memberikan reputasi yang 
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